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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
pemerintah pusat berwenang mengembangkan standar
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, standar
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan
untuk setiap produk Jasa Konstruksi diatur oleh menteri
teknis terkait sesuai dengan kewenangannya;

bahwa pedoman sistem manajemen keselamatan
konstruksi diperlukan untuk mewujudkan tertib
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan
standar keamanan, keselamatan, kesehatan,
keberlanjutan dan memenuhi aspek pembinaan serta
pengawasan keselamatan konstruksi secara nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
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Mengingat

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen

Keselamatan Konstruksi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 249);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 107);
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6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan
keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi
dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan,
keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang
menjamin keselamatan keteknikan konstruksi,
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan
publik dan lingkungan.

2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang
selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem
manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam
rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang
selanjutnya disebut K3 Konstruksi adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada
Pekerjaan Konstruksi.

4. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat
UKK adalah wunit pada Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi  yang  bertanggung  jawab terhadap

pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
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10.

11.

12.

13.

14.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian,
perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen
penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan
yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
Pengawas Pekerjaan Konstruksi adalah tim pendukung
yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa yang
bertanggung jawab pada pengawasan Pekerjaan
Konstruksi dan pemenuhan terhadap norma, standar,
prosedur dan kriteria.

Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa
Konstruksi kepada Penyedia Jasa, termasuk diantaranya
sub-kontraktor, produsen, dan pemasok.

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen
kontrak yang mengatur hubungan hukum antara
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam pekerjaan jasa
Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaahan
tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh
Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian,
perencanaan serta perancangan.

Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai
kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK
yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi
yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang atau
petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang
diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan
Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh
lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya Penerapan SMKK adalah biaya SMKK yang
diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap
Pekerjaan Konstruksi.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
pejabat pembuat komitmen.

Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat RKK adalah dokumen Ilengkap rencana
penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan
dokumen kontrak.

Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko konstruksi
yang memenuhi satu atau lebih kriteria berupa besaran
risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis
alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan
teknologi yang digunakan.

Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah
perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan
adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas
konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan
lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya
tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi dengan
memperhitungkan nilai kekerapan dan nilai keparahan
yang ditimbulkan.

Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi
adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap
kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang
meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan dan
rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan

Konstruksi.
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22.

23.

(1)

(2)

Komite Keselamatan Konstruksi adalah unit khusus yang
bertugas membantu Menteri dalam penyelenggaraan
Keselamatan Konstruksi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan
Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Peraturan Menteri ini dapat menjadi acuan bagi instansi
pemerintah dan swasta dengan penyesuaian struktur

organisasi di unit organisasi masing — masing.

BAB II

STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN

(1)

(2)

(3)

KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan
SMKK.
Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Penyedia Jasa yang memberikan layanan:
a. konsultansi manajemen penyelenggaraan

konstruksi;
b. Konsultansi Konstruksi pengawasan; dan
c. Pekerjaan Konstruksi.
SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan,

dan keberlanjutan.
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Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus memperhatikan:
a. keselamatan keteknikan konstruksi;
b. keselamatan dan kesehatan kerja;
c. keselamatan publik; dan
d. keselamatan lingkungan.
Penerapan SMKK oleh Penyedia Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan huruf A yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Penerapan SMKK oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang sesuai dengan ketentuan huruf B yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus melakukan:

a. identifikasi bahaya;

b. penilaian risiko dan pengendalian risiko/peluang
(Hazard Identification Risk Assesment Opportunity)
Pekerjaan Konstruksi; dan

c. sasaran dan program Keselamatan Konstruksi, yang
dibuat berdasarkan tahapan pekerjaan (Work

Breakdown Structure).

Pasal 4

Keselamatan  keteknikan  konstruksi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan
keselamatan terhadap pemenuhan standar perencanaan,
perancangan, prosedur dan mutu hasil pelaksanaan Jasa
Konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan keselamatan

dan kesehatan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja



2019, No.1690

(3)

(4)

(1)

penyedia jasa, subpenyedia jasa, pemasok, dan pihak lain
yang diizinkan memasuki tempat kerja konstruksi.
Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (4) huruf ¢ merupakan keselamatan masyarakat
dan/atau pihak yang berada di lingkungan dan sekitar
tempat kerja yang terdampak Pekerjaan Konstruksi.
Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf d merupakan keselamatan
lingkungan yang terdampak oleh Pekerjaan Konstruksi
sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan
kenyamanan lingkungan terbangun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Keselamatan keteknikan konstruksi sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup pemenuhan

terhadap:

a. standar perencanaan berupa pemenuhan semua
aspek  persyaratan  keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan  keberlanjutan dalam  hasil
perencanaan;

b. standar perancangan berupa pemenuhan terhadap
pedoman teknis proses pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, perawatan, dan
pembongkaran yang telah ditetapkan,;

c. standar prosedur dan mutu hasil pelaksanaan Jasa
Konstruksi merupakan persyaratan dan ketentuan
tertulis khususnya aspek Keselamatan Konstruksi
yang dibakukan mengenai berbagai proses dan hasil
pelaksanaan Jasa Konstruksi,

d. mutu bahan sesuai Standar Nasional Indonesia
dan/atau standar asing yang diakui oleh
Pemerintah, dan telah ditetapkan dalam kerangka
acuan kerja; dan

e. kelaikan peralatan berdasarkan pedoman teknis
peralatan sebagai dasar pemenuhan kinerja operasi

peralatan sesuai peruntukan pekerjaan, baik
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peralatan yang beroperasi secara tunggal maupun

kombinasi.

Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup pemenuhan

terhadap:

a.

d.

€.

f.

hak tenaga kerja berupa perlindungan sosial tenaga
kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;
penjaminan dan pelindungan keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
pencegahan penyebaran wabah penyakit dalam
lingkungan kerja dan sekitarnya;

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
pencegahan penggunaan psikotropika; dan

pengamanan lingkungan kerja.

Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (3) mencakup pemenuhan terhadap:

a.

standar keselamatan publik di sekitar tempat
kegiatan konstruksi;

upaya  pencegahan  kecelakaan  kerja yang
berdampak kepada masyarakat di sekitar tempat
kegiatan konstruksi; dan

pemahaman pengetahuan keselamatan dan
kesehatan kerja di sekitar tempat kegiatan

konstruksi.

Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) mencakup pencegahan terhadap:

a.

terganggunya derajat kesehatan pekerja dan
kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar
Pekerjaan Konstruksi sebagai akibat dampak
pencemaran;

berubahnya dampak sosial masyarakat sebagai
akibat kegiatan konstruksi yang semakin padat di
lingkungan Pekerjaan Konstruksi; dan

rusaknya lingkungan sebagai akibat berkembangnya

situasi kepadatan kegiatan konstruksi yang
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(6)

(8)

(1)

-10-

menghasilkan limbah konstruksi sehingga dapat

menimbulkan pencemaran terhadap air, udara, dan

tanah.
Pemenuhan standar keselamatan keteknikan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan huruf e dilaksanakan sesuai tata cara penjaminan
mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi.
Penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan bagian dari SMKK yang menjamin
terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna
mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang
berkualitas.
Penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan
Konstruksi harus dilaksanakan oleh petugas penjamin
mutu dan pengendali mutu.
Untuk menjadi petugas penjamin mutu dan pengendali
mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus
mengikuti bimbingan teknis SMKK untuk mendapatkan
sertifikat kompetensi atau pelatihan.
Tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan huruf C yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Rancangan Konseptual SMKK

Pasal 6
Rancangan Konseptual SMKK merupakan suatu
dokumen yang berisi konsepsi SMKK yang dibuat pada
tahapan:
a. pengkajian konstruksi;
b. perencanaan konstruksi; dan

c. perancangan konstruksi.
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(2) Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud

(3)

(4)

()

pada ayat (1) huruf a memuat:

a.
b.

lingkup tanggung jawab pengkajian;

informasi awal terhadap kelaikan paling sedikit
meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi,
dan/atau dampak lingkungan; dan

rekomendasi teknis yang disusun sesuai dengan
format huruf D yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b memuat:

a.
b.

lingkup tanggung jawab perencanaan;

informasi awal terhadap kelaikan paling sedikit
meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi,
dan/atau dampak lingkungan; dan

rekomendasi teknis yang disusun sesuai dengan
format huruf D yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c memuat:

a.

lingkup tanggung jawab perancang, termasuk
pernyataan bahwa dalam hal terjadi revisi desain,
tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada
pada penyusun revisi;

metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan
tingkat risiko;

daftar standar dan/atau peraturan perundang-
undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan
untuk desain;

Biaya Penerapan SMKK; dan

rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan

pemeliharaan konstruksi bangunan.

Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun oleh:
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(7)

(8)
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a. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian,;

b. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi perencanaan;
dan

c. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan.

Rancangan Konseptual SMKK harus disetujui oleh

Pengguna Jasa untuk dijadikan rujukan dalam

menyusun RKK.

Penyedia Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5)

harus memiliki Ahli K3 Konstruksi.

Rancangan Konseptual SMKK disusun sesuai dengan

format huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga

Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Pasal 7

Elemen SMKK meliputi:

a.

kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam
Keselamatan Konstruksi;

perencanaan Keselamatan Konstruksi;

dukungan Keselamatan Konstruksi;

operasi Keselamatan Konstruksi; dan

evaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi.

Pasal 8

Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam Keselamatan

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

merupakan kegiatan penyusunan kebijakan yang paling

sedikit meliputi:

a.
b.

C.

kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;
organisasi pengelola SMKK; dan
komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi

Pekerja.
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Pasal 9
Perencanaan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan yang paling
sedikit meliputi:
a. mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian,
dan peluang;
b. rencana tindakan yang tertuang dalam sasaran dan
program; dan
c. pemenuhan standar dan peraturan perundangan

Keselamatan Konstruksi.

Pasal 10
Dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c¢ merupakan komponen pendukung
Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit
menginformasikan:
a. sumber daya berupa peralatan, material, dan biaya;
b. kompetensi;
c. kepedulian;
d. komunikasi; dan

e. informasi terdokumentasi.

Pasal 11
(1) Operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan dalam
mengendalikan Keselamatan Konstruksi yang paling
sedikit meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian operasi; dan
b. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat.
(2) Penyedia  Jasa pengkajian, perencanaan, dan
perancangan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan

harus menerapkan operasi Keselamatan Konstruksi.

Pasal 12
(1) Evaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kegiatan

yang paling sedikit meliputi:
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a. pemantauan dan evaluasi;
b. tinjauan manajemen; dan

c. peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.

Bagian Keempat

Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

SMKK diterapkan pada tahapan:

(1)

(2)

(3)

pemilihan Penyedia Jasa;
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan

serah terima pekerjaan.

Paragraf 2

Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 14

Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia

Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan

dengan menilai RKK sesuai dengan format huruf E

sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa

pada saat penjelasan dokumen.

Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memuat:

a. manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang
paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi
bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan
Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan

b. Biaya Penerapan SMKK pada HPS.
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Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan
jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau
berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi dalam
menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan
penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a ditetapkan sesuai dengan format huruf D
sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Setiap calon Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud Pasal
3 ayat (2) harus menyusun dan menyampaikan RKK
dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan
format huruf E sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 15

Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
b dilakukan dengan melaksanakan RKK.

Pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi
di lapangan.

Penyesuaian RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan, dibahas, dan disetujui oleh Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (preconstruction

meeting).
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Pasal 16

RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)

dapat diperbaharui dalam hal terjadi:

a. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta
perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak,
termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan

b. kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan
waktu kerja, kematian dan/atau cacat tetap.

RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK

dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu

oleh Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan

Konstruksi.

Pasal 17
Penyedia Jasa harus menerapkan analisis keselamatan
pekerjaan untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat
risiko besar dan/atau sedang dan pekerjaan bersifat
khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang
terdapat dalam RKK.
Analisis keselamatan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari izin kerja yang disusun sesuai dengan format huruf
E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Analisis keselamatan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh ahli teknik sesuai bidangnya.
Dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi,
pengamanan, dan sumber daya manusia, analisis
keselamatan pekerjaan harus ditinjau kembali oleh Ahli

K3 Konstruksi.
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Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan untuk melihat pemenuhan persyaratan
Keselamatan Konstruksi, standar, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna

Jasa, ahli teknik sesuai bidangnya, dan Penyedia Jasa.

Pasal 18
Penyedia Jasa melaporkan pelaksanaan RKK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada
Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
laporan:
a. harian;
b. mingguan;
c. bulanan; dan
d. akhir.

Pasal 19

Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan
SMKK setiap bulan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan RKK.
Penyedia jasa harus melaksanakan peningkatan kinerja
sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Paragraf 4

Serah Terima Pekerjaan

Pasal 20

Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c¢

dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan

(Provisional Hand Over) sampai dengan serah terima akhir

pekerjaan (Final Hand Over).

Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil

penerapan SMKK kepada Pengguna Jasa.

Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan pelaksanaan RKK yang disusun sesuai
format huruf F sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini; dan

b. bukti penerapan SMKK yang didokumentasikan dan
menjadi bagian dari laporan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a harus memuat hasil kinerja SMKK

berupa:

a. statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

b. laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan
akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat
aktivitas dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

c. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi
sejenis yang akan datang.

Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan nihil

kecelakaan kerja kepada Penyedia Jasa bagi Pekerjaan

Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya

kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan akhir

pelaksanaan RKK.
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Surat keterangan nihil kecelakaan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format
huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 21
Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, SMKK
diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.
Untuk menerapkan SMKK dalam pengoperasian dan
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengguna Jasa harus merujuk pada:
a. hasil perancangan yang telah dimutakhirkan; dan
b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan
konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan
Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil
pelaksanaan rancangan dan RKK yang sudah
dimutakhirkan.
Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari
standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan, panduan keselamatan pengoperasian dan
pemeliharaan  konstruksi  bangunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikaji ulang oleh

pengkaji teknis atau tim laik fungsi.

Bagian Kelima

Unit Keselamatan Konstruksi

Pasal 22
Dalam menerapkan SMKK, Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi harus membentuk UKK.
UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada wunit yang menangani Keselamatan

Konstruksi di bawah pimpinan tertinggi Penyedia Jasa.
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UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pimpinan; dan

b. anggota.

Pasal 23
Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (3) huruf a harus memiliki kompetensi kerja yang
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja di bidang
K3 Konstruksi.
Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi Pekerjaan
Konstruksi.
Dalam hal pekerjaan konstruksi berisiko Keselamatan
Konstruksi kecil, Pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap
sebagai pimpinan UKK.
Dalam hal pekerjaan konstruksi berisiko Keselamatan
Konstruksi sedang dan besar, Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari

struktur organisasi Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 24

Kualifikasi kompetensi kerja Pimpinan UKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas kualifikasi
Ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan
Konstruksi.
Persyaratan kualifikasi Ahli K3 Konstruksi atau Petugas
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada Pekerjaan Konstruksi meliputi:
a. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan  Risiko

Keselamatan Konstruksi besar terdiri atas:

1. Ahli Utama K3 Konstruksi; atau

2. Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman

paling singkat 3 (tiga) tahun;

b. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko

Keselamatan Konstruksi sedang terdiri atas:
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1. Ahli Madya K3 Konstruksi; atau
2. Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman
paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

c. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko

Keselamatan Konstruksi kecil terdiri atas:

1. Ahli Muda K3 Konstruksi; atau

2. Petugas Keselamatan Konstruksi.
Untuk menjadi Petugas Keselamatan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2,
harus mengikuti bimbingan teknis SMKK untuk
mendapatkan sertifikat kompetensi atau pelatihan
Petugas Keselamatan Konstruksi.
Bimbingan teknis SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan huruf G
sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 25
Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)
huruf b harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan
dengan kepemilikan kompetensi kerja atau sertifikat
pelatihan.
Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
a. petugas tanggap darurat;
b. petugas pemadam kebakaran;
c. petugas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
d. petugas pengatur lalu lintas;
e. tenaga kesehatan; dan/atau
f.  petugas pengelolaan lingkungan.
Penentuan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan kebutuhan pengendalian risiko

pada Pekerjaan Konstruksi.
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Bagian Keenam

Risiko Keselamatan Konstruksi

Pasal 26

Risiko Keselamatan Konstruksi terdiri atas:

a.
b.

C.

kecil;
sedang; dan

besar.

Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Jasa.

Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a.

bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian
Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh
Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan sesuai
dengan ketentuan huruf E sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar
rupiah);

mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang
dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau

Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi

sederhana.

Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a.

bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian
Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh
Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan sesuai
dengan ketentuan huruf E sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
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sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus
milyar rupiah);

c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25
(dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus)
orang; dan/atau

d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi
madya.

Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. Dbersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian
Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh
Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan sesuai
dengan ketentuan huruf E sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih
dari 100 (seratus) orang;

d. menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;

e. menggunakan metode peledakan dan/atau
menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau

f.  Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi
tinggi.

Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih

dari satu kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Risiko

Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih

Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi.

Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan

Konstruksi besar dengan kriteria mempekerjakan lebih

dari 100 (seratus) pekerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf ¢ harus mempunyai personel Keselamatan

Konstruksi paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:
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a. 1 (satu) orang Ahli Utama K3 Konstruksi dan/atau
Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman
paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

b. 1 (satu) orang Ahli Muda K3 Konstruksi dengan
pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pada Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode

padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja

namun sedikit penggunaan peralatan mesin, kebutuhan

Personel Keselamatan Konstruksi ditentukan oleh

penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi.

Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kebutuhan

Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan

Konstruksi.

Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan

kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

BAB III
BIAYA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pasal 27
Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar
kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.
Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi bagian dari RKK.
Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:

a. penyiapan RKK;

b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;

c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;

d. asuransi dan perizinan;

e. Personel Keselamatan Konstruksi;

f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;

g. rambu- rambu yang diperlukan;
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h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan
Konstruksi; dan

i.  kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian
Risiko Keselamatan Konstruksi.

Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (3) huruf c, huruf {f, huruf g, dan huruf i merupakan

barang habis pakai.

Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tidak

diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko

Keselamatan Konstruksi kecil.

Pasal 28
Pengguna Jasa harus memastikan seluruh komponen
biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3), dianggarkan dan diterapkan oleh
Penyedia Jasa.
Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa
dalam dokumen penawaran.
Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan
anggaran biaya penerapan SMKK berdasarkan RKK yang
telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1).
Biaya penerapan SMKK disusun sesuai dengan
ketentuan huruf G sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 29
Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi
menggunakan metode sistem harga terendah, Penyedia
Jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya
penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2) dinyatakan gugur.
Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi

menggunakan metode sistem nilai, Penyedia Jasa yang
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tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) nilai

penawaran biayanya dinilai nol.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30
Menteri bertanggung jawab atas pembinaan penerapan
SMKK kepada penyelenggara pemerintah daerah provinsi
dan masyarakat jasa konstruksi.
Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
berupa:
a. penetapan kebijakan SMKK;
b. penerapan kebijakan SMKK;
c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK; dan
d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK.
Penetapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk penyusunan
Norma Standar Prosedur Kriteria sesuai dengan
kewenangannya.
Penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
a. fasilitasi;
b. konsultasi; dan
c. pendidikan dan pelatihan.
Pemantauan dan Evaluasi penerapan SMKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui
penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan penerapan SMKK.
Pengembangan kerja sama penerapan SMKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan
untuk  meningkatkan penerapan SMKK  dalam

mewujudkan Keselamatan Konstruksi.
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Pasal 31

Menteri melakukan pengawasan tertib penerapan SMKK
pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi
yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan
Konstruksi besar.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah
melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang
dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah
kewenangannya.

Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK
pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi
terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau yang
memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang.
Bupati/walikota melakukan pengawasan penerapan
SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi
Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota dan/atau yang memiliki Risiko

Keselamatan Konstruksi kecil.

Pasal 32

Dalam melaksanakan pengawasan penerapan SMKK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),
Pengguna Jasa menyampaikan laporan penyelenggaraan
pengawasan SMKK kepada Menteri melalui unit
organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Dalam melaksanakan pengawasan penerapan kebijakan
SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2),
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
laporan penerapan kebijakan SMKK kepada Menteri.
Dalam melaksanakan pengawasan penerapan SMKK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3),
gubernur menyampaikan laporan penerapan SMKK
kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri yang menjadi satu
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kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan pengawasan penerapan SMKK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4),
bupati/walikota menyampaikan laporan penyampaian
SMKK kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Laporan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Pengawasan terhadap penerapan SMKK oleh Pengguna
Jasa terhadap Penyedia Jasa dilakukan dengan
pemeriksaan laporan yang disusun sesuai dengan format
huruf F sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 33

Dalam melakukan pengawasan penerapan SMKK,

Menteri membentuk Komite Keselamatan Konstruksi.

Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:

a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pekerjaan
Konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko
Keselamatan Konstruksi besar;

b. melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;

c. memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi
kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan
evaluasi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko
Keselamatan Konstruksi besar dan/atau investigasi
kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan

Keselamatan Konstruksi; dan
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d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Menteri.

Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. anggota,;

d. subkomite; dan

e. sekretariat.

Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

terdiri atas ketua dan anggota sesuai dengan bidangnya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e

terdiri atas koordinator dan anggota.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

RKK pada Kontrak Kerja Konstruksi untuk Pekerjaan
Konstruksi yang telah  ditandatangani sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya Kontrak Kerja Konstruksi tersebut.

Sertifikat Petugas K3 Konstruksi dan surat keterangan
penjaminan mutu dan pengendalian mutu yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling
lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai

berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat Nomor
02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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A. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

(SMKK)

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan
bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam
rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Keselamatan
Konstruksi diartikan segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan
Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan,
kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan
tenaga kerja keselamatan publik, harta benda, material, peralatan, konstruksi
dan lingkungan. SMKK ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan
di antaranya: Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
Undang undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta mengadopsi
ISO 45001:2018 dengan beberapa penyesuaian.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
mengamanatkan pada Pasal 3, bahwa tujuan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi diantaranya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan
Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal,
berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.

Selain itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada UU tersebut
mengamanahkan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa
Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan
kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Pusat diberikan tanggungjawab atas
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (Standar K4) sesuai Pasal 4 ayat
(1) huruf c, serta kewenangan Pemerintah sesuai amanat Pasal 5 ayat (3) dan
kemudian bahwa Standar K4 wajib untuk dipenuhi oleh Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa sesuai amanat Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi.
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1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN
KONSTRUKSI

1.1 Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal

Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal meliputi:

1. bertanggung jawab penuh terhadap pencegahan kecelakaan
konstruksi, kecelakaan kerja, penyakit atau kesehatan yang
buruk akibat kerja, serta penyediaan tempat kerja dan
lingkungan yang aman, efisien dan produktif;

2. memastikan bahwa kebijakan dan program Keselamatan
Konstruksi yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Penyedia
Jasa;

3. memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk
menerapkan SMKK;

4. mengomunikasikan penerapan SMKK kepada seluruh pekerja;

5. memastikan bahwa SMKK akan mencapai hasil sesuai dengan
yang direncanakan;

6. memastikan bahwa setiap pekerja berpartisipasi dan
berkontribusi terhadap penerapan SMKK secara berdaya guna
dan berhasil guna;

7. mempromosikan peningkatan/perbaikan SMKK secara
berkesinambungan;

8. mengembangkan, dan mempromosikan budaya kerja
berkeselamatan dalam organisasi;

9, melindungi pekerja yang melaporkan terjadinya kecelakaan,
bahaya dan risiko kecelakaan konstruksi dari pemecatan
dan/atau sanksi lain.

1.2 Organisasi Pengelola SMKK

I. Penyedia Jasa harus membentuk organisasi pengelola
Keselamatan Konstruksi pada setiap Pekerjaan Konstruksi yang
terintegrasi dengan struktur organisasi Penyedia Jasa.

2. Besaran organisasi pengelola SMKK disesuaikan dengan skala
Pekerjaan Konstruksi.

3. Penyedia Jasa wajib menunjuk penanggung jawab pengelola
SMKK yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk
bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan
operasional Keselamatan Konstruksi.

4. Susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab organisasi
pengelola SMKK ditetapkan secara tertulis oleh manajemen
Penyedia Jasa.
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1.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi

Pimpinan Penyedia Jasa harus menetapkan, menerapkan dan

memelihara kebijakan Keselamatan Konstruksi yang mencakup:

1. komitmen untuk menyediakan kondisi kerja beserta lingkungan
yvang aman dan sehat dalam rangka pencegahan kecelakaan
konstruksi, kecelakaan kerja, cedera dan penyakit akibat kerja;

2. komitmen untuk mencegah dan melindungi terhadap ancaman
dan/atau gangguan keamanan dalam berbagai bentuk, dan
perlindungan terhadap keselamatan keteknikan konstruksi,
manusia, harta benda, material, peralatan, masyarakat umum
serta lingkungan.

3. menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan
Keselamatan Konstruksi;

4. komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan lainnya;

5. komitmen untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko
Keselamatan Konstruksi;

6. komitmen untuk menghentikan pekerjaan oleh setiap personil
apabila melihat perilaku tidak selamat atau kondisi tidak aman
dalam melakukan pekerjaan.

7. komitmen untuk melakukan perbaikan SMKK secara
berkesinambungan;

8, komitmen untuk konsultasi dan mendorong partisipasi pekerja
(perwakilan pekerja) serta pihak berkepentingan lainnya dalam
pelaksanaan Keselamatan Konstruksi;

Kebijakan Keselamatan Konstruksi harus:

1. disahkan oleh pimpinan Penyedia Jasa dalam bentuk pakta
komitmen dan pimpinan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi (Kepala
Proyek) dalam bentuk kebijakan Keselamatan Konstruksi (tertulis,
tertanggal dan tertandatangani);

2. dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik
para pemangku kepentingan internal maupun pemangku
kepentingan eksternal;

3. tersedia sebagai informasi terdokumentasi;

www.peraturan.go.id



2019, No.1690

-38-

1.4 Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

) A

2.

3.

Penyedia Jasa harus secara berkesinambungan melakukan
konsultasi dengan pekerja dan/atau perwakilan/serikat pekerja.
Konsultasi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMKK.
Konsultasi dilakukan dengan:
a. menyediakan mekanisme, waktur: dan sumber daya yang
diperlukan untuk konsultasi;
b. menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses
setiap saat;
c. menghilangkan dan/atau meminimalkan hal-hal yang
menghambat pekerja untuk berpartisipasi;
d. melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang
berkepentingan terkait dengan:
1) kebijakan, kebutuhan, program dan kegiatan SMKK;
2) susunan, peran, tanggung jawab dan wewenang
organisasi;
3) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan lainnya;
4) tujuan Keselamatan Konstruksi dan perencanaan
pencapaian;
5) pengendalian terhadap alihdaya dan pengadaan barang
dan jasa,
6) pemantauan dan evaluasi;
7) program audit;
8) perbaikan berkelanjutan;
e. mendorong partisipasi pekerja dalam hal:
1) menentukan mekanisme partisipasi pekerja;
2) mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang;
3) menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan
mengurangi Risiko Keselamatan Konstruksi;
4) menentukan  persyaratan kompetensi, kebutuhan
pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan;
5) menentukan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dan
bagaimana bentuk komunikasi yang akan dilakukan:
6) menentukan  langkah-langkah  pengendalian dan
penerapannya secara berhasil guna efektif;
7) menyelidiki kejadian, ketidaksesuaian dan menentukan
tindakan perbaikan.
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2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang

Perencanaan Keselamatan Konstruksi meliputi:

1. identifikasi dan penetapan isu-isu eksternal dan internal;

2. identifikasi dan penetapan kebutuhan dan harapan pihak yang
berkepentingan;

3. identifikasi bahaya serta penilaian risiko dan peluang
keselamatan konstruksi. Risiko yang dimaksud adalah Risiko
Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3
Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak
untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa
Konstruksi.

4. identifikasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan
dan lainnya;

5. perencanaan pengendalian risiko.

2.2. Identifikasi dan Penetapan Isu Eksternal dan Internal
Penyedia Jasa harus mengidentifikasi bahaya dengan mengacu
kepada isu-isu eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi
Penyedia Jasa dalam mencapai sasaran atau hasil yang diharapkan
dari SMKK.
1. Isu eksternal seperti:

a. lingkungan budaya, sosial, politik, hukum, keuangan,
teknologi, ekonomi dan alam serta persaingan pasar, baik
internasional, nasional, regional maupun lokal;

b. pengenalan pesaing, kontraktor, subkontraktor, pemasok,
mitra dan Penyedia Jasa baru; teknologi baru; undang-
undang baru dan pekerjaan baru;

c. pengetahuan baru tentang produk dan pengaruhnya terhadap
kesehatan dan keselamatan;

d. dorongan dan kecenderungan utama yang terkait dengan
industri atau sektor yang berdampak pada Penyedia Jasa;

e. hubungan, persepsi, dan nilai pihak eksternal yang
berkepentingan;

f. perubahan terkait dengan hal-hal di atas;

2. Isu internal seperti:

a. tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas;

b. kebijakan, tujuan, dan strategi pencapaiannya;

c. kemampuan dan pemahaman dalam hal sumber daya,
pengetahuan, dan kompetensi (seperti modal, waktu, sumber
daya manusia, proses, sistem, dan teknologi);

d. sistem informasi, arus informasi dan proses pengambilan
keputusan (baik formal maupun informal);

e. pengenalan produk, bahan, layanan, peralatan, perangkat
lunak, tempat, dan peralatan baru;

f. hubungan persepsi dan nilai-nilai pekerja;

budaya dalam organisasi;

. standar, pedoman dan model yang diadopsi oleh Penyedia
Jasa;

i. bentuk dan tingkat hubungan kontraktual, termasuk,
misalnya, kegiatan yang dialihdayakan;
pengaturan waktu kerja;

. kondisi kerja; dan
perubahan yang terkait dengan hal-hal di atas.

L

Ll
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2.3. Identifikasi dan Penetapan Kebutuhan dan Harapan Pihak yang
Berkepentingan
Penyedia Jasa harus melakukan identifikasi dan penetapan:

1. pihak-pihak berkepentingan lainnya, selain pekerja, yang dapat
mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh SMKK;

2. kebutuhan dan harapan dari dari para pekerja maupun pihak-
pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang
terkait.

3. Prosedur identifikasi potensi bahaya, penetapan tingkat risiko
dan peluang

Pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. pemerintah (kementerian/lembaga pemerintah pada berbagai
tingkatan dan fungsi, termasuk pemerintah daerah);

2. pemasok, kontraktor dan subkontraktor;

3. perwakilan pekerja;

4. organisasi pekerja (serikat pekerja) dan organisasi pengusaha;

5. pemilik, pemegang saham, klien, pengunjung, komunitas lokal
dan masyarakat sekitar serta masyarakat umum,;

6. pelanggan, layanan medis dan layanan masyarakat lainnya,
media massa, akademisi, asosiasi usaha, asosiasi profesi dan
organisasi non-pemerintah (lembaga swadaya
masyarakat/LSM);

7. organisasi yang bergerak di bidang keselamatan dan kesehatan
kerja profesional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

2.4. Identifikasi Bahaya serta Penilaian Risiko Keselamatan

Konstruksi dan Peluang Keselamatan Kerja

Identifikasi bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. peraturan dan prosedur kerja, faktor sosial (termasuk beban kerja,
jam kerja, pelecehan dan intimidasi), kepemimpinan dan budaya
dalam organisasi;

b. kegiatan rutin dan non-rutin, termasuk bahaya yang timbul dari:
1) kondisi prasarana, peralatan, material, zat berbahaya dan

kondisi fisik tempat kerja;

2) desain produk dan layanan, penelitian, pengembangan,
pengujian, produksi, perakitan, pengadaan, pemeliharaan dan
pembuangan;

3) faktor manusia;

4) cara pelaksanaan pekerjaan.

c. kejadian yang pernah terjadi pada periode sebelumnya, baik dari
internal maupun eksternal organisasi, termasuk keadaan darurat,
dan penyebabnya;

d. potensi keadaan darurat;

e. faktor manusia, termasuk:

1) orang yang memiliki akses ke tempat kerja dan/atau kegiatan
Pekerjaan Konstruksi, termasuk pekerja, pengunjung, dan
orang lain;

2) orang di sekitar tempat kerja yang dapat dipengaruhi oleh
kegiatan Pekerjaan Konstruksi;

3) pekerja di lokasi yang tidak berada di bawah kendali langsung
organisasi;

f. isu lainnya, meliputi:
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1) desain dari area kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan,
prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kesesuaiannya
dengan kebutuhan dan kemampuan pekerja yang terlibat;

2) situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja yang disebabkan
oleh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang
berada di bawah kendali organisasi:

3) situasi yang tidak di bawah kendali organisasi dan terjadi di
sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera dan
penyakit /kesehatan yang buruk bagi orang-orang di tempat
kerja;

g. perubahan yang terjadi atau perubahan yang diusulkan terkait
organisasi, operasi, proses, kegiatan dan SMKK;
h. perubahan ilmu pengetahuan dan informasi tentang bahaya.

Penilaian Risiko dan Peluang Keselamatan Konstruksi
Identifikasi bahaya serta penilaian risiko dan peluang keselamatan
konstruksi. Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan
Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi
dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk
menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

Penilaian risiko dan peluang Keselamatan Konstruksi meliputi:

a. penilaian risiko bahaya yang telah teridentifikasi, dengan
mempertimbangkan keberhasilgunaan pengendalian yang ada;

b. penentuan dan penilaian risiko lain yang terkait dengan
penerapan, pengoperasian dan pemeliharaan SMKK.

c. penilaian peluang Keselamatan Konstruksi untuk meningkatkan
kinerja Keselamatan Konstruksi, dengan mempertimbangkan
perubahan yang direncanakan terkait organisasi, kebijakan,
proses atau kegiatan dan:

1) peluang untuk menyesuaikan pekerjaan, organisasi kerja dan
lingkungan kerja;

2) peluang untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko
Keselamatan Konstruksi;

d. penilaian peluang lain guna peningkatan SMKK.

Metodologi dan kriteria untuk penilaian risiko Keselamatan

Konstruksi harus ditetapkan dengan memperhatikan:

a. ruang lingkup, sifat dan jangka waktu untuk memastikan
bahwa yang dilakukan adalah lebih bersifat proaktif dari pada
reaktif dan digunakan dengan cara yang sistematis.

b. kemungkinan terjadinya risiko dan peluang lain untuk Penyedia
Jasa sebagai akibat terjadinya risiko Keselamatan Konstruksi
dan peluang Keselamatan Konstruksi.

Perencanaan Pengendalian Risiko
Perencanaan pengendalian risiko meliputi:
1. jenis tindakan pengendalian risiko:
a. mengatasi risiko dan peluang;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan
lainnya;
c. mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat;
2. cara melaksanakan tindakan pengendalian risiko:
a. mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam
penerapan SMKK;
b. mengevaluasi keberhasilgunaan tindakan.

Perencanaan tindakan dilakukan dengan mempertimbangkan:
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tingkatan pengendalian dan keluaran dari penerapan SMKK;
praktek terbaik yang pernah dilakukan oleh organisasi lainnya;
teknologi yang digunakan (peralatan, material, metode);
kemampuan keuangan;

kebutuhan operasional dan bisnis.

PO

2.7. Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)

2.7.1 Penetapan Sasaran Keselamatan Konstruksi
Sasaran Keselamatan Konstruksi pada setiap fungsi dan
tahapan Pekerjaan Konstruksi harus:

1. konsisten dengan kebijakan Keselamatan Konstruksi;
2. memiliki indikator kinerja yang dapat diukur;
3. memperhitungkan:

a. persyaratan yang diterapkan;

b. hasil penilaian risiko dan peluang;

c. hasil konsultasi dengan wakil pekerja, Ahli K3
Konstruksi, Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3}, atau pihak lain yang terkait.

4. dilakukan pemantauan;
dikomunikasikan; dan
6. dimutakhirkan bila perlu.

o

2.7.2 Program Pencapaian Sasaran Keselamatan Konstruksi
1. Perencanaan pencapaian sasaran Keselamatan Konstruksi

meliputi:

a. kegiatan yang akan dilakukan;

b. sumber daya yang diperlukan;

c. pihak yang bertanggung jawab;

d. jangka waktu pelaksanaan;

e. cara evaluasi hasil pencapaian, termasuk indikator
pemantauan;

f. cara mengintegrasikan pencapaian sasaran
Keselamatan Konstruksi dengan kegiatan bisnis
Penyedia Jasa.

Dokumen Sasaran Keselamatan Konstruksi dan Perencanaan
Pencapaian Sasaran Keselamatan Konstruksi harus disimpan dan
dipelihara sebagai informasi terdokumentasi.

2.8. Standar dan Peraturan Perundangan

2.8.1 Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundangan dan Peraturan Lainnya
Identifikasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan
dan peraturan lainnya meliputi:
1. Identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-
undangan dan peraturan lainnya mencakup:

a. identifikasi dan inventarisasi peraturan perundangan
dan peraturan lainnya yang mengatur kesesuaian
proses, operasi, standar Alat Pelindung Diri (APD)/Alat
Pelindung Kerja (APK), kegiatan, dan fasilitas; dan

b. pengkajian terhadap perubahan ketentuan peraturan
perundangan yang mempengaruhi proses, operasi,
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kegiatan dan fasilitas untuk pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi.

2. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
peraturan lainnya mencakup kegiatan:

a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
peraturan lainnya, kepada seluruh pekerja serta pihak
lain yang terkait untuk menjamin pemahaman dan
kepatuhan terhadap peraturan;

b. pembuatan daftar peraturan perundang-undangan
dan peraturan lainnya yang akan diterapkan oleh
organisasi dan yang akan disosialisasikan;

c. pendokumentasian dan  pemajangan (apabila
diperlukan) surat izin, lisensi dan/atau sertifikat; dan

d. pembuatan daftar tanggal habis masa berlaku dan
perpanjangan surat izin, lisensi dan sertifikat, yang
harus:

1) dilakukan kaji ulang terhadap ketepatan dan
keterkaitannya secara berkala;

2) dilakukan penyesuaian terhadap perubahan
peraturan perundangan dan peraturan lainnya; dan

3) mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

3. evaluasi dan audit atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan peraturan lainnya.

4. penyimpanan dan pemeliharaan proses identifikasi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
peraturan lainnya beserta perubahan dan
pembaharuannya sebagai informasi terdokumentasi.

5. prosedur pemenuhan peraturan perundangan
Keselamatan Konstruksi.
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3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Sumber Daya
Penyedia Jasa harus menetapkan dan menyediakan sumber daya
(material, peralatan, biaya) yang dibutuhkan untuk penerapan,
pemeliharaan, dan peningkatan berkesinambungan dari SMKK.

3.2 Kompetensi

Penyedia Jasa harus:

1. menentukan kompetensi yang diperlukan pekerja yang
mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kinerja Keselamatan
Konstruksi;

2. memastikan bahwa  pekerja  berkompeten  (termasuk
kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya) berdasarkan
pendidikan, pelatihan atau pengalaman;

3. jika memungkinkan untuk diterapkan, mengambil tindakan
untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang
diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil;

4. menyimpan dan memelihara bukti kompetensi sebagai informasi
yang terdokumentasi.

3.3 Kepedulian
Pekerja harus mempunyai kepedulian terhadap:

1. kebijakan dan sasaran Keselamatan Konstruksi;

2. kontribusi pekerja terhadap keberhasilgunaan efektivitas
SMKK, termasuk manfaat peningkatan kinerja Keselamatan
Konstruksi;

3. implikasi dan konsekuensi yang terjadi apabila Pekerjaan
Konstruksi tidak memenuhi sesuai dengan persyaratan
ketentuan SMKK;

4. kejadian dan hasil investigasi yang terkait dengan pekerja,
keselamatan umum dan lingkungan;

5. bahaya, risiko dan tindakan Keselamatan Konstruksi
ditentukan oleh keteknikan konstruksi, publik, peralatan,
material dan lingkungan;

6. kemampuan untuk melindungi diri pekerja dari situasi kerja
yang berpotensi menghadirkan bahaya yang serius terhadap
kehidupan atau kesehatan pekerja; dan pengaturan untuk
melindungi pekerja dari konsekuensi yang tidak semestinya.

Untuk menumbuhkan kepedulian pekerja terhadap Keselamatan
Konstruksi, Penyedia Jasa harus memberikan informasi dan
penjelasan kepada pekerja.

3.4 Komunikasi
1. Penyedia Jasa harus menetapkan, menerapkan dan memelihara
komunikasi internal dan eksternal terkait dengan SMKK dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan lainnya.
2. Komunikasi internal dan eksternal meliputi:
a. substansi yang dikomunikasikan yakni informasi SMKK
termasuk perubahannya;
b. waktu pelaksanaan komunikasi;
c. pihak berkepentingan yang perlu dikomunikasikan terdiri
dari:
1) antara Penyedia Jasa dengan seluruh jajarannya;
2) antara Penyedia Jasa dengan pengunjung; dan
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3) dengan pihak yang berkepentingan lainnya;
d. cara melakukan komunikasi.
3. Komunikasi internal dilakukan untuk memungkinkan pekerja
berkontribusi pada perbaikan berkesinambungan.
4. Bukti komunikasi harus disimpan dan dipelihara sebagai
informasi terdokumentasi.

Informasi Terdokumentasi

1. SMKK termasuk informasi terdokumentasi dan informasi
penting lainnya;

2. Jenis dari informasi terdokumentasi diantaranya: manual,
prosedur, gambar kerja, Instruksi Kerja, dan dokumen yang
diperlukan di tempat kerja sejenisnya ;

3. Informasi terdokumentasi berisi:

a. identifikasi dan deskripsi yang terdiri dari judul, tanggal,
penulis, nomor referensi, dan informasi lain yang
dibutuhkan;

b. format (bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media
(kertas, elektronik, atau media lainnya);

c. tinjauan ulang dan persetujuan untuk kesesuaian dan
kecukupan.

4. Informasi terdokumentasi harus dikendalikan untuk
memastikan:

a. ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan pada saat
dibutuhkan;

b. dilindungi secara memadai terhadap  kehilangan,
kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar atau
penyalahgunaan.

5. Informasi  terdokumentasi dikendalikan dengan cara
menentukan:

a. distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;

b. penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan
untuk tetap terbaca;

c. pengendalian terhadap perubahan (misalnya pengendalian
pada versi penerbitan);

d. penyimpanan dan disposisi.
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4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 Perencanaan Keselamatan Konstruksi

Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan meliputi kegiatan:

1. Menetapkan penanggungjawab untuk setiap proses;

2. menetapkan kriteria untuk proses dengan struktur organisasi
proyek:

3. menerapkan kendali atas proses sesuai dengan kriteria
Keselamatan Konstruksi, publik, peralatan, material dan
lingkungan:

4. memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi yang
diperlukan untuk memastikan bahwa proses telah dilakukan
sesuai rencana;

5. mengadaptasi pekerjaan dengan pekerja.

4.2 Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko Keselamatan
Konstruksi
Penyedia harus menetapkan, menerapkan dan memelihara suatu
proses untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko SMKK
dengan dasar sebagai berikut:

1. menghilangkan bahaya;

2. penggantian proses, operasi, bahan, atau peralatan dengan yang
tidak berbahaya;

melakukan rekayasa teknik;

melakukan pengendalian administrasi; dan

penggunaan alat pelindung diri yang memadai.

@mhw

4.3 Pengendalian Operasi
Pengendalian operasi dalam pelaksanaan konstruksi meliputi
kegiatan:
1 analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis);
2 pengelolaan komunikasi;
3.  pengelolaan izin kerja khusus;
4.  pengelolaan alat pelindung kerja dan alat pelindung diri;
5. pengelolaan lingkungan kerja;
6 pengelolaan kesehatan kerja;
7 pengelolaan perlindungan sosial tenaga kerja;
8 pengelolaan keselamatan instalasi;
9. pemeliharaan sarana, prasarana, dan peralatan;
10. pengamanan lingkungan kerja;
11. inspeksi Keselamatan Konstruksi;
12. manajemen perubahan;
13. pengendalian rantai pasok; dan
14. pengelolaan rekayasa lalu lintas.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.1 Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)
JSA dilaksanakan pada saat pekerjaan yang berisiko Keselamatan
Konstruksi sedang dan besar, pekerjaan yang jarang dilakukan, dan
pekerjaan yang menggunakan alat khusus, yang diturunkan dari
metode kerja konstruksi.

4.3.2 Pengelolaan Komunikasi

1. Prosedur induksi Keselamatan Konstruksi
a. Pada pekerja baru dan pindahan
b. Tamu proyek
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c. Karyawan

2. Penjelasan Keselamatan Konstruksi berdasarkan kelompok kerja
(Tool Box Meeting)
a. Pada pekerjaan yang berisiko besar
b. Pada pekerjaan yang jarang dilakukan (bersifat insidentil)

3. Penjelasan bahaya-bahaya Keselamatan Konstruksi (safety talk)
a. Dilakukan setiap hari

4. Penjelasan umum tentang penerapan Keselamatan Konstruksi di

lapangan (General Safety Talk)
a., Bulanan

5. Rapat Mingguan Keselamatan Konstruksi (Weekly Safety
Meeting);

6. Pengelolaan Rambu-rambu, spanduk Keselamatan Konstruksi,
dan bendera Keselamatan Konstruksi.

4.3.3 Pengelolaan Izin Kerja Khusus

Pengelolaan pekerjaan khusus dilakukan untuk pekerjaan yang
memerlukan izin antara lain:

pekerjaan di ketinggian:

pekerjaan menggunakan perancah;

pekerjaan pengangkatan;

pekerjaan di ruang tertutup terbatas;

Pekerjaan menyelam (diving);

Pekerjaan dingin (cold work);

pekerjaan di atas air;

pekerjaan pancang;

. pekerjaan di tempat yang mengeluarkan panas;

10. pekerjaan yang menggunakan bahan peledak;

11. pekerjaan dengan menggunakan radiography (x-ray);

12. pekerjaan bertegangan listrik (electrical work); dan

13. pekerjaan penggalian atau kedalaman (excavation work).

WRONOAELDN -

4.3.4 Pengelolaan Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Kerja

Pengelolaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja meliputi:

1. penilaian kebutuhan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja
yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang timbul;

2. penyediaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja dengan
jumlah yang memadai:

3. evaluasi kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan alat
pelindung diri dan alat pelindung kerja; dan

4. pelaksanaan pelatihan untuk pekerja konstruksi yang terkait
dengan fungsi, manfaat, penggunaan, dan perawatan alat
pelindung diri dan alat pelindung kerja.

4.3.5 Pengelolaan Lingkungan Kerja

Pengelolaan lingkungan kerja meliputi:

1. pengelolaan lingkungan kerja yang sekurang-kurangnya terdiri
atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencahayaan,
kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, faktor kimia dan
biologi, serta kebersihan lingkungan kerja;
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2. identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan alat-alat
pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan dan standar yang berlaku;
dan

3. pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja yang
sekurang-kurangnya terdiri atas kebersihan, kerapihan, tata
letak, dan sanitasi.

4.3.6 Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pengelolaan kesehatan kerja meliputi:

1. pengelolaan kesehatan kerja dalam rangka mencegah terjadinya
sakit dan penyakit akibat kerja serta menciptakan budaya hidup
bersih dan sehat;

2. pemeriksaan awal dan pemantauan berkala kesehatan pekerja
yang terpapar bahaya kesehatan di tempat kerja:

3. pengelolaan dan pengembangan kegiatan kesehatan di tempat
kerja yang bersifat promosi, pencegahan, penyembuhan, dan
rehabilitasi;

4. pengelolaan makanan dan minuman untuk menjaga kesehatan
pekerja, mencegah kasus keracunan, dan memastikan asupan
gizi yang memadai untuk makanan dan minuman yang
disediakan oleh Penyedia Jasa;

5. penyediaan dan/atau kerja sama pelayanan kesehatan pekerja
termasuk dokter untuk memeriksa kesehatan pekerja; dan

4.3.7 Pengelolaan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

Pengelolaan perlindungan sosial tenaga kerja meliputi penetapan
dan pelaksanaan program perlindungan sosial tenaga kerja sesuali
dengan aturan yang berlaku.

4.3.8 Pengelolaan Keselamatan Instalasi
Pengelolaan Keselamatan Instalasi meliputi:
1. instalasi kelistrikan;

instalasi hidrolik;

instalasi pneumatik;

instalasi bahan bakar cair;

instalasi gas;

instalasi air;

. instalasi proteksi kebakaran; dan

instalasi komunikasi.

®NO U W

4.3.9 Pemeliharaan dan Perawatan Sarana, Prasarana, dan

Peralatan

Pemeliharaan dan perawatan sarana, prasarana, dan peralatan

sekurang-kurangnya meliputi:

1. penetapan program dan jadwal pemeliharaan dan perawatan
secara berkala;

2. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan
program dan jadwal;

3. penyediaan peralatan yang sesuai dan layak untuk pelaksanaan
pemeliharaan dan perawatan;

4. pengujian kelayakan secara berkala terhadap sarana, prasarana
dan peralatan; dan
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5. kebersihan barak pekerja, kantin, dan toilet.

4.3.10 Pengamanan Lingkungan Kerja

1. Pengamanan lingkungan kerja meliputi antisipasi dan
perlindungan terhadap ancaman dan/atau gangguan keamanan
dalam berbagai bentuk, seperti huru hara dan anarkisme, tindak
kriminal, termasuk terorisme;

2. Pengamanan lingkungan kerja sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. penyediaan petugas pengamanan yang kompeten dan
memadai;

b. penyediaan pos pengamanan, pagar pengaman proyek dan
peralatan/perlengkapan yang memadai;

c. sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman kepada
pekerja tentang pentingnya keamanan pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi;

d. koordinasi dan pelaporan kepada pihak berwenang;

e. penyediaan akses bantuan keamanan dari pihak berwenang;
dan

f. kartu identitas pekerja.

4.3.11 Inspeksi Keselamatan Konstruksi
Inspeksi Keselamatan Konstruksi paling sedikit diantaranya:

1. Prosedur inspeksi Keselamatan Konstruksi

a. Inspeksi harian

b. Inspeksi mingguan

c. Inspeksi bulanan
2. Prosedur sebelum peralatan digunakan (preused procedure)
3. Prosedur pemeriksaan alat pelindung diri

4.3.12 Manajemen Perubahan

1. Perubahan pelaksanaan dan pengendalian Keselamatan
Konstruksi yang meliputi perubahan dan/atau penggantian
produk, layanan dan proses termasuk:

lokasi dan lingkungan tempat kerja;

organisasi kerja;

kondisi kerja;

peralatan; dan

. tenaga kerja.

rubahan tersebut dilakukan terkait dengan:

perubahan peraturan perundang-undangan dan persyaratan

lainnya yang terkait;
b. perubahan ilmu pengetahuan atau informasi tentang risiko

Keselamatan Konstruksi; dan/atau

c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Perubahan tersebut termasuk peninjauan ulang atas
konsekuensi dan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi
pengaruh yang merugikan.

p PO RO T

4.3.13 Pengendalian Rantai Pasok

1. Penyedia jasa harus mengordinasikan dengan subpenyedia jasa
terkait proses pengadaan alat, material, dan jasa untuk
identifikasi bahaya dan pengendalian risiko Keselamatan
Konstruksi yang meliputi kegiatan pemasokan dan penyediaan
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jasa yang berdampak pada Penyedia Jasa, pekerja pemasok,
subpenyedia jasa dan pihak lain yang berkepentingan.
2. Dalam pengadaan oleh subpenyedia jasa, Penyedia Jasa harus
memastikan:
a. kriteria Keselamatan Konstruksi telah dimuat dalam
dokumen pemilihan subpenyedia jasa; dan
b. persyaratan SMKK dipenuhi oleh subpenyedia jasa dan para
pekerjanya.
3. Pengadaan Melalui Alih daya (Outsourcing)
Alih daya oleh Penyedia Jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang
terkait.

4.3.14 Pengelolaan Rekayasa Lalu Lintas

Pengelolaan rekayasa lalu lintas meliputi:

1. Mengidentifikasi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi proyek.

2. Membuat rencana rekayasa lalu lintas serta menyiapkan petugas
lalu lintas (flag man), jika dibutuhkan dapat berkoordinasi
dengan aparat terkait.

3. Memasang rambu-rambu lalu lintas sesuai ketentuan / standar
yang berlaku.

4. Menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) yang sesuai dengan
kondisi lingkungan dan jenis pekerjaan.

5. Melaksanakan manajemen dan keselamatan lalu lintas sesuai
dengan peraturan perundangan.

4.4 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

4.4.1 Kesiapan Terhadap Kondisi Darurat
Kesiapan terhadap kondisi darurat meliputi:
1. menetapkan rencana untuk menanggapi keadaan darurat, yang
sekurang-kurangnya mencakup;

a. penyediaan tim tanggap darurat yang memadai, kompeten,
dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas,
dan selalu siaga;

b. penyediaan sarana dan prasarana keadaan darurat yang
memadai dan selalu siap digunakan;

c. penyediaan ruang pusat kendali darurat yang dilengkapi
dengan peta, papan tulis, jam, daftar nama dan nomor
kontak anggota tim, nomor pihak lain yang terkait, serta
peralatan komunikasi dua arah;

d. penyediaan akses bantuan dari pihak luar apabila
diperlukan dalam penanganan keadaan darurat;

e. penyelidikan kejadian keadaan darurat termasuk perkiraan
kerugian dan pelaporan;

f. pemulihan pasca penanganan keadaan darurat yang
sekurang-kurangnya mencakup penyediaan tim pemulihan,
pembersihan lokasi, operasi pemulihan, dan laporan
pemulihan pasca penanganan keadaan darurat;

g. penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada
kecelakaan (P3K), sekurang-kurangnya terdiri atas:

1) penyediaan petugas P3K yang kompeten;
2) penyediaan peralatan P3K yang memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
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3) pencatatan penggunaan peralatan P3K.

2. memberikan  pelatihan tanggap darurat yang telah
direncanakan;

3. menguji dan melatih kemampuan tanggap darurat yang
direncanakan secara berkala;

4. mengomunikasikan informasi yang terkait kepada semua
pekerja tentang tugas dan tanggung jawabnya;

5. mengomunikasikan informasi yang terkait kepada subpenyedia
jasa dan pemasok, pengunjung, pihak terkait layanan tanggap
darurat, pihak berwenang, dan masyarakat sekitar;

4.4.2 Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

Tanggapan terhadap kondisi darurat meliputi:

1. mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaiki
kondisi darurat;

2. memperhitungkan konsekuensi dari kondisi darurat tersebut;

3. mengevaluasi, dengan melibatkan partisipasi pekerja dan
keterlibatan pihak berkepentingan yang terkait lainnya;

4. perlu melakukan tindakan korektif untuk menghilangkan
penyebab kondisi darurat dengan:

a. menyelidiki kejadian atau meninjau ketidaksesuaian,

b. menentukan penyebab kejadian atau ketidaksesuaian; dan

c. memperhitungkan kejadian dan ketidaksesuaian yang
pernah terjadi, jika ada.

5. menentukan dan mengimplementasikan tindakan yang
diperlukan, termasuk tindakan korektif, sesuai dengan tingkat
pengendalian dan manajemen perubahan;

6. menilai risiko Keselamatan Konstruksi yang terkait dengan
bahaya baru atau yang berubah, sebelum mengambil tindakan;

7. meninjau keefektifan tindakan-tindakan yang pernah diambil,
termasuk tindakan korektif;

4.4.3 Penyelidikan Kejadian Kondisi Darurat

1. Penyelidikan kejadian kondisi darurat meliputi:

pelaporan awal;

. pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian;

pembentukan tim penyelidik

. melakukan penyelidikan yang terdiri atas:

1) pengumpulan data dan informasi;

2) evaluasi dan analisis;

3) penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
e. tindak lanjut hasil penyelidikan:
f. pelaporan dan dokumentasi hasil penyelidikan;
g. komunikasi hasil penyelidikan.

2. Penyedia Jasa harus melaporkan kecelakaan berat, kasus
kematian, dan kejadian berbahaya kepada pihak-pihak terkait
(Dinas Ketenagakerjaan, Komite Keselamatan Konstruksi, dll)
dalam waktu 2 x 24 jam untuk dilakukan penyelidikan lebih
lanjut.

aoop
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5. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
5.1 Pemantauan dan Evaluasi

5.1.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
Evaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi meliputi kegiatan pemantauan,
pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.
Penyedia Jasa harus menetapkan:
1. hal-hal yang perlu dipantau dan diukur yang meliputi:
a. tingkat kepatuhan pemenuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan peraturan lain;
b. penanganan terkait dengan bahaya, risiko, dan peluang yang
teridentifikasi;
c. pencapaian tujuan Keselamatan Konstruksi; dan
d. tingkat hasil guna pengendalian dan pelaksanaan.
2. metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja;
3. kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja Keselamatan
Konstruksi;
4. waktu pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi, serta
pelaporan;
5. prosedur pengukuran kinerja Keselamatan Konstruksi.

5.1.2 Evaluasi Kepatuhan

Evaluasi kepatuhan dilakukan dengan cara:

1. menentukan frekuensi dan metode evaluasi kepatuhan;

2. mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan;

3. menghentikan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (stop working) jika
ditemukan hal yang membahayakan.

4. mengisi lembar penghentian pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak-
pihak berwenang yang ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa.

5. menjaga pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhannya;
dan

6. menyimpan informasi terdokumentasi hasil evaluasi kepatuhan.

5.1.3 Audit Internal

1. Penyedia Jasa harus melakukan audit internal untuk memberikan
informasi apakah SMKK telah diterapkan sesuai dengan persyaratan,
kebijakan dan tujuan Keselamatan Konstruksi, dan telah ditetapkan
serta dipelihara secara efektif.

2. Audit internal wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
jangka waktu 1 (satu) siklus Pekerjaan Konstruksi. Kegiatan dalam
pelaksanaan audit internal, meliputi:

a. merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program
audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi,
persyaratan perencanaan dan pelaporan, serta hasil audit internal
sebelumnya;

b. menentukan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap kali
pelaksanaan audit;

c. memilih dan menetapkan auditor yang kompeten, objektif dan tidak
memihak;

d. memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada pimpinan yang
berwenang; pekerja, dan perwakilan pekerja (jika ada), serta pihak
terkait lainnya;
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mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian guna
meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi;

menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan
program audit dan hasil audit.

Tinjauan Manajemen

1. Pimpinan Penyedia Jasa harus melakukan kaji ulang sistem
manajemen Keselamatan Konstruksi untuk memastikan
keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya.

2. Kaji ulang manajemen wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1

(satu) kali dalam jangka waktu siklus Pekerjaan Konstruksi.

3. Prosedur tinjauan manajemen.
4. Kaji ulang manajemen harus mencakup:

a. perubahan dalam isu eksternal dan internal yang terkait
dengan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi,
termasuk:

1) kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan;
2) ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan
peraturan lainnya;
3) risiko dan peluang;
b. tingkat pencapaian kebijakan dan tujuan Keselamatan

Konstruksi;
c. informasi tentang kinerja Keselamatan Konstruksi, termasuk
tren dalam:
1) kejadian, ketidaksesuaian, tindakan korektif dan
perbaikan berkelanjutan,

2) pemantauan dan hasil pengukuran;
3) hasil evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan peraturan lainnya;
4) hasil audit;
5) konsultasi dan partisipasi pekerja; dan
6) risiko dan peluang;
d. kecukupan sumber daya untuk memelihara SMKK yang
efektif;
e. komunikasi dengan pihak yang berkepentingan;
f. peluang untuk peningkatan berkelanjutan.

5. Keluaran kaji ulang manajemen harus mencakup keputusan:

a. kesesuaian berkelanjutan, kecukupan dan efektivitas SMKK
dalam pencapaian hasil yang diharapkan;

peluang peningkatan berkelanjutan;

kebutuhan untuk perubahan SMKK;

. sumber daya yang dibutuhkan;

tindakan yang diperlukan;

peluang untuk meningkatkan integrasi SMKK dengan proses

bisnis lainnya; dan
g. implikasi untuk arah strategis bagi Penyedia Jasa.

6. Kaji ulang manajemen harus disimpan sebagai informasi
terdokumentasi sebagai bukti telah dilaksanakannya tinjauan
manajemen.

7. Hasil tinjauan manajemen harus dikomunikasikan kepada
pekerja, dan perwakilan pekerja (jika ada).

moan o

Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi
Penyedia Jasa harus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan
keefektifan SMKK secara berkesinambungan melalui upaya:
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. meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi;

. mempromosikan budaya SMKK;

3. mempromosikan partisipasi pekerja dalam melaksanakan
tindakan untuk perbaikan secara berkesinambungan pada
SMKK;

4. mengkomunikasikan hasil peningkatan berkesinambungan yang

terkait kepada para pekerja dan perwakilan pekerja; dan

memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi sebagai
bukti peningkatan berkesinambungan.

D -
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B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA DAN

PENYEDIA JASA DALAM PENERAPAN SMKK

B.1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur Jenderal Bina Konstruksi

meliputi:

a. merumuskan Kebijakan tentang SMKK di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

b. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penerapan SMKK;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan
SMKK pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya,
maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk
memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan
perbaikan.

d. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja SMKK kepada Menteri;

e, melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan SMKK di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

f. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja penerapan
SMKK kepada Menteri dan Unit Organisasi Eselon L

2. Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Organisasi Teknis

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang pimpinan tinggi madya pada unit

organisasi teknis meliputi:

a. bertanggung jawab dalam penerapan SMKK untuk Pekerjaan Konstruksi di
Unit Organisasi Eselon 1 yang bersangkutan;

b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai kebutuhan
penerapan SMKK di unit organisasinya, mengacu pada ketentuan teknis
yang berlaku;

c. melakukan koordinasi hasil penerapan SMKK di unit organisasinya dengan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk selanjutnya diteruskan kepada
Menteri;

d. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara
sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

3. Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Kerja Teknis

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit
Kerja Teknis meliputi:
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a. bertanggung jawab dalam penerapan SMKK untuk Pekerjaan Konstruksi di
Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;

b. mengevaluasi penerapan SMKK dan melaporkannya kepada Unit Organisasi
Eselon I serta melakukan peningkatan berkelanjutan di Unit Kerja Eselon II
vang bersangkutan;

c. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara
sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

4. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja

meliputi:

a. mengoordinasikan penerapan SMKK kepada Kepala Satuan Kerja
dibawahnya;

b. melaksanakan pemantauan penerapan SMKK di tempat kerjanya;

c. melaporkan hasil penerapan SMKK di tempat kerjanya kepada Unit
Organisasi Eselon I melalui Unit Eselon II yang tugas fungsinya
membidangi Keselamatan Konstruksi;

d. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara
sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

5. Kepala Satuan Kerja

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Satuan Kerja meliputi:

a. memfasilitasi pegawai di tempat kerjanya untuk menjadi Ahli K3
Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan
SMKK pada paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh PPK:

c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
butir b kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dengan tembusan
Pejabat Struktural Eselon II dan PPK terkait;

d. mengalokasikan biaya Penerapan SMKK untuk organisasi Pengguna Jasa
pada DIPA Satuan Kerja, antara lain untuk:

1. penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
2. program pembinaan penerapan SMKK.

e, apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara
sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

f. Menetapkan risiko keselamatan konstruksi besar.
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6. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang UKPBJ meliputi:

a. memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan
bahwa biaya SMKK telah dialokasikan dalam daftar kuantitas dan harga
sesuai kebutuhan.

b. apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMKK, maka UKPBJ wajib
mengusulkan perubahan kepada PPK untuk dilengkapi.

c. menyusun dokumen pemilihan Penyedia Jasa sesuai kriteria yang
didalamnya memuat:

1. Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi (sekurang-kurangnya terdiri
dari uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko
Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi).

2. RKK sebagai bagian dari dokumen usulan teknis;

3. Evaluasi teknis untuk menilai pemenuhan persyaratan Keselamatan
Konstruksi yang tertuang dalam RKK;

4. mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan Konstruksi
sesuai batang tubuh peraturan Menteri ini, serta dapat mensyaratkan
sertifikat perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk
pekerjaan yang memiliki risiko keselamatan konstruksi besar;

5. memberikan penjelasan pada saat aanwijzing serta menuangkannya
dalam berita acara aanwijzing tentang risiko keselamatan konstruksi
dari Pekerjaan Konstruksi yang akan ditenderkan.

6. menilai pemenuhan RKK terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan
Pengadaan Jasa Konstruksi.

7. Pejabat Pembuat Komitmen

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

meliputi:

a. menerapkan SMKK untuk setiap paket Pekerjaan Konstruksi;

b. mengidentifikasi bahaya Keselamatan Konstruksi, dengan mengacu hasil
dokumen perancangan atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi
dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi;

c. mengidentifikasi dan menetapkan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi
(sesuai format pada lampiran E);

d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di dalamnya memuat
biaya penerapan SMKK pada daftar kuantitas dan harga;

e. melakukan penilaian RKK pada dokumen penawaran (menggunakan format
pada lampiran E);

f. menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya memuat
ketentuan penerapan SMKK;
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g. membahas dan mengesahkan RKK yang disusun oleh Penyedia Jasa
padasaat rapat persiapan pelaksanaan (Preconstruction Meeting/PCM), atas
dasar rekomendasi Ahli K3 Konstruksi;

h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKK;

i. melakukan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja untuk bahan perbaikan dan laporan kepada Kepala Satuan Kerja;

j. dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RKK dan evaluasi kinerja
SMKK, PPK dapat dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan
Konstruksi dari internal dan/atau eksternal organisasi PPK;

k. memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa apabila
Penyedia Jasa tidak melaksanakan RKK yang telah ditetapkan, dengan
menggunakan contoh format sesuai Lampiran huruf G;

I. menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko Keselamatan
Konstruksi besar apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh
Penyedia Jasa, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran huruf
G.

m. dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan kritis/risiko besar tidak
mengikuti dokumen RKK, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai
upaya pengendalian telah dilakukan;

n. segala risiko kerugian akibat penghentian pekerjaan sebagaimana pada
huruf B1 angkal huruf ¢, angka 2 huruf d, 3 huruf ¢, 4 huruf d, 5 hurufe,
dan angka 7 huruf 1 di atas menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

o. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, apabila PPK
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, di
atas;

p. memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja kepada Penyedia
Jasa yang telah melaksanakan SMKK dalam menyelenggarakan paket
Pekerjaan Konstruksi tanpa terjadi kecelakaan kerja, dengan menggunakan
contoh format sesuai Lampiran huruf G.

q. membuat RKK Kegiatan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
swakelola sekurang-kurangnya memuat Perencanaan Keselamatan
Konstruksi dan Operasi Keselamatan Konstruksi;

r. membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut
terhadap laporan kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja
konstruksi yang diterima dari Penyedia Jasa.

s. Menetapkan risiko Pekerjaan Konstruksi sedang dan kecil.
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8. Penyedia Jasa
a. Konsultansi Konstruksi Pengkajian dan/atau Perencanaan
Tugas dan Tanggung Jawab Konsultansi Konstruksi Perencanaan dan
Pengkajian menyusun Rancangan Konseptual SMKK dalam perencanaan
dan pengkajian konstruksi dengan mengidentifikasi Keselamatan
Konstruksi antara lain dari aspek:
a. Lokasi
b. Lingkungan
c. Sosio-Ekonomi
d. Dampak Lingkungan

b. Konsultansi Konstruksi Perancangan
Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi
adalah membuat RKK Perancangan yang terdiri atas:
1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Perancangan
1.1. Data Umum
- Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi
Perancangan

1.2. Metode Pelaksanaan
1.3. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko
1.4. Peraturan Perundang-undangan dan Standar
1.5. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan
Pemeliharaan Bangunan
1.6. Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi
2. Dukungan Keselamatan Konstruksi
2.1. Biaya Keselamatan Konstruksi
2.2. Total Kebutuhan Personil K3 Konstruksi

c. Konsultansi Konstruksi Pengawasan dan/atau Manajemen
Penyelenggaraan Konstruksi
Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
Pengawasan adalah membuat RKK Perancangan yang terdiri atas:
1. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan
Konstruksi
1.1 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
2. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko
2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar
2.3 Sasaran dan Program Pengawasan
3. Dukungan Keselamatan Konstruksi
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3.1 Kompetensi

4. Operasi Keselamatan Konstruksi
4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

5. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

d. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Pelaksana

Konstruksi meliputi:

a. berhak meminta penjelasan kepada UKPBJ tentang Risiko Keselamatan
Konstruksi termasuk kondisi dan risiko keselamatan konstruksi yang
dapat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing) atau
pada waktu sebelum batas akhir pemasukan penawaran;

b. menyampaikan RKK Penawaran sebagai lampiran dokumen
penawaran;

c. apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka:

1. menyampaikan RKK yang memuat seluruh kegiatan dalam
pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau disebut Preconstruction
Meeting (PCM);

2. menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap pekerjaan yang
mempunyai Risiko Keselamatan Konstruksi Besar dan Sedang atau
Petugas Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan dengan Risiko
Keselamatan Konstruksi Kecil.

d. menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga
penawaran pada daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan;

e. membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari
Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;

f. melaporkan kepada PPK dan Dinas vang membidangi ketenagakerjaan
setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan konstruksi dan
penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;

g. menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK;

h. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai
dengan RKK;

i. mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga
kerja selama kegiatan Pekerjaan Konstruksi;

j. melakukan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk
inspeksi yang meliputi:

1. Tempat kerja;
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Peralatan kerja;

. Cara kerja;

Alat Pelindung Kerja;

Alat Pelindung Diri;

Rambu-rambu; dan

Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.
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C.1. UMUM
MAKSUD dan TUJUAN

1.

a)

b)

Maksud dari pengaturan  terkalt Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu  Pekerjoan Xonstruksi dalam Peraturan
Menteri ini adalah sebagat acuan pelaksanaan penjaminan mutu
dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksl bagl pihak-pilhak
terkait pelaksanaan pekerfaan konstruksi.

Tujuan dari  pengaturan terkait Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstrukst dalam Peraturan
Menteri int adalah adalah:

1) Untuk mendukung terloksananys keselamatan ketcknikan
konstruksl guna tercapai proses dan hasil pekerjaan
konstrukst yang berkualitas.

3) Untuk dukung terwujudnya tertib  penyelengaman
penjaminan muty dan pengendalian mutu guna tercapal
hasil pekerjaan konstruks! yang berkualitas sesual dengan
kebtjakan mutu yang ditetapkan,

2. LINGKUP PENGATURAN

Pencrapan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjann
konstrukst dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

o Seluruh Pengguna Jasa dan Penyedin Jasa harus menerapkan

penjaminan muty  dan  pengendalian  mutu  pekerjaan
konstruksl sesual dengan ketentuan duan lingkup dalam

Peratutan Menter! inl.

Para pihak yang terlibat dalam pekerfaan konstrukst harus
menerapkan penjaminan mutu dan pengendallan mu
pekerjann  konstruksi  dalam  setiap tahapan pekerjaan
konstruksi.

Sebagai bentuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu,
Penvedia Jasa Pekerjuan Konstruks! harus menyusun RMPK
serta Penyedia fasa Konsultans! Konstruksl haras menyusun
Program Mutu.

Rinclan yang berkaltan dengan teknis/substansi pekerjaan
sebagal  pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur olch
Pimpinan Tinggl Madya Penyelenggara Infrastruktur.
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e, Poin-poin  pengaturan terkalt Penjaminan  Mutu dan
Pengendallan Mutu Pekerfaan Konstruksi dalam Peraturan
Menteri ind mencakup:

1) Tanggung Jawab dan Wewenang Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa;

2) Kegiatan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu,
mencakup penyusunan:
o) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); dan
b) Program Mutu untuk Konsultansi Konstruks!,

3] Pelaporan.
3. PENGERTIAN

Dakun dol ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan

sebagal bertkut:

1. Mutu dalam lingkup pekerjaan konstruks! adalah kesesuaian
ontara  hasil pekerjaan  dengan  spesifikasl  teknis  dan

persyaratan lainnya darl pengguna jasa dalam lingkup biaya
dan walktu yang telah ditentukan;

2. Pengguna Anggaran yang selanjuinya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

J. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunasn anggaran pads Kementerian Pelgerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selonjuinya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/
anggaran belanja daerah;

5. Pengendall Pekerjaan ndalah pihak yang ditunjuk/ditetaplan
oleh PPK yang bertugas untuk mengendalikan proses dan hasil
pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak,

6. Pengawas Pekerjaan adalah pihak yang ditunjuk/ditetapkan
oleh PPK yang bertugss untuk mengawasi dan memeriksa
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksl;
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Penjamin Mutu pada Unit Organisasi merupakan unsur
pendukung pada struktur penyelenggara proyek dan tidak
terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait
pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi;

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disinglat
PPHP ndalah tim vang bertugas melakukan pemeriksaan
administrattf terhadap hasil pekerjaan konstruksi;

Direksi Lapangan adalah seorung atau lebih yang berasal darl
dan ditetaplkan oleh PPK, dan bertugas mengelola administrasi
Kontrak serta mengendalikan pelaksanaan pekerjann;

Konsultan Manajemen Konstruksi vang selanjutnya disingikat
MK, adalah Penyedin Jasa Konsultansi manajemen yang
ditunjuk cleh PPK, dan bertugas mengendallian pelaksanaan
pekerjnan;

Direksi Teknis adalah tim pendukung yang berasal dari dan

ditetapkan oleh PPK  yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan:

Konsultan Pengawas Pekerjaan adalah Penyedin Jasa
Konsultansi pengawasan  yang ditunjuk oleh PPK yang
bertugas untuk mengawas! pelaksanaan pekerjann:

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adaleh panitia yang
ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK bertugas atas
pelaksanaan evaluast atau penclitian dalam pemertksaan
bersama dalam membandingkan spesifikasi  kontrak dan
mengusulkan tindak lanjut vang perlu dilakukan PPK apabila
terjud! perubahan kontrak;

Rencana Mutu Pekerjann Konstruksi yung selanjutnva
disingkat RMPK adalah dokumen perencanaan kegintan
penjaminan dan  pengendalian mutu  yang disusun olch
penyedia jasa pekerjaan  konstruksi dalam  peluksanasn
Pekerjaan Konstrukst;

Program Mutu sdalah  dokumen perencanson keglatun
penjaminan dan pengendalian mutu yung disusun oleh
penyedia  jasa konsultansi konstruksi dalam pelaksanaan
Konsultany Konstruksl,

Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnva disingkat SPMK
adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia
barang/jass untuk memulai melaksanakan pekerjaan;
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17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction
Meeting/ PCM) merupakan rapat awal antara PPK, Pengendall
Pekerjaan, Pengnwas Pekerjaan, Penyedia, tim perencana serta
pibak terkalt,

18, Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunys kontrak ini
terhitung sejuk tanggal penandatanganan Kontrak sampal
dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan:

19 Masa Pelaksanaan (jangka waktu pelaksanaan) adalah junghka
waktu untuk melnksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan
tanggal mulal kerja yang tercantum dalam SPMK sampal
dengan serah terima pertama pekerjaan;

20. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kootrak yang
ditentukan dalam syarat-syarnt khusus kontrak, dihitung sefak

tanggal penyerahan pertama pekerfaan sampal dengan tanggal
penyerahan akhir pekerjnan.,
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. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA

JASA
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dengan menggunakan pendekatan 1! mutuy, prinsip penjaminan
muty dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi mencakup aspek
pengelolaan ber daya in yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi.

Pihak-pthak yang terlibat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstrukss,
terdirt darnt:

1. Penyelenggara Infrastruktur; dan

2. Penyrlenggarn Proyek.

Penyelenggara Infrastruktur meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Alr,
Dircktorat Jenderal Bina Marga, Dircktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan, PA dan KPA.

Penyelenggara Proyek meliputi Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat
Kowmitmen, Pengendall Pekerjaan (Direks! Lapangan stau Konsultan MK},
Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis atau Konsultan Pengawns), dan
Penyedia.

Pelaksanaan penjaminan mutu dan pengendalian mutu selama pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, meliputi 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penjaminan Mutu, oleh Pengpuna Jasa; dan

2. Fungsi Pengendalian Mutu, olch Penyedia,

Struktur Orgunisasi dan pembagian pars pthak yang terlibat dalam

penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstrukst dapat
dilihat pada Gambar C. |
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Gambar C.1. Struktur Organisasi Para Pihak yang terlibat pada
Pekerjaan Konstruksi

2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA JASA
2.1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
Terkait penjaminan mutu dan pengendalian mutu pelaksansan pekerjaan
konstruksl, PA/KPA sebagai pemilik pekerjonn konstruksi bertanggung
Jawab:
1. Membentuk dan menctapkan Panitin Peneliti Pelaksanaan Kontrak
sebelum pelaksanaan tahapan pengukuran / pemeriiksaan bersana;
2. Menerima hasil pekerfaan darl PPX setelah Berfta Acarn Serah Terima
Akhir Pekerjaan diterbitkan;
3. Menctapkan PPHP untuk melakukan pemertksaan administratif terhadap
hasil pekerjaan yang diserahterimakan; dan
4. Menyerahkan  hasil pekerjaan  selesal  kepada  penyelenggara
Infrastruktur,
2.2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tanggung jawab dan wewenang PPK terkait dengan penjaminan mutu dan

pengendalian mutu meliputi:

1. PPK bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan pekerjann
konstruksl sebagaimana yang tercantum dalam kontrak konstruksi,
mencaloup aspek administrast kontrak dan aspek teknls (engineering.
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2. PPK berwensng otas  pengendalinn dan  pengownsan pekerfaan
konstruksl, Kewenangan inl dapat dililmpahkan sebagian atau
keseluruhan terhadap pihak/tim yang ditunjuk oleh PPK.

3. Pengendalian Pekerjaan Konstruksi dilakukan untuk mengendalikan
proses dan hasil pekerjnan Penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak.
Pengendalian  dilaksanaksn  balk pada  kontrak  pekerjaan
konstruks! maupun kontrok fasa konsultans! pengawasan pekerjaan
konstruksl.

a. Pengendalian pekerjaan konstrukst meliputt aspek:

3

4

Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

M anakan, merevi dan menetupkan serta menjamin
penerapan dart sistem pengendalian mutu yang dilaksanakan
oleh Penyedia dan Pengowas Pekerjaan.

Kuantitas

Memerintahkan pengukuran hasil pekerjaan dan melakukan
persetujuan terkalt kuantitas serta sertifikat pembayaran,
Jadwal

Memastikan Jadwal pelaksansan sesual dengan rencana jadwal
yang telah ditetapkan dan menyetujul penyesuatan jadwal yang
disusun oleh Penyedia.

Pelaporan

Melaporkan capalan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara
berkals, termasuk permasalahannys kepads Kasatker.
Keselamatan Konstruksi

Merencanakan, mereview dan menetapkan serta menjamin
penerapan  dart  sistem  pengendalian  aspek  keselamatan
konatruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia,

Rekaynsa Teknis

Mereview dan menvetujul dokumen teknis rencans pelaksanaan
pekerjaan konstrukst yang terdin dari: gambar kerjn, metode
kerjn, usulan perubahan pekerjaan.

b. Kegiatan pengendalian pekerjaan konstruks! meliputi:

i)

Memeriksa dan memberikan persetujuan atas usulan dokumen

rencana pelaksanaan yang disampaikan oleh Penyedia meliputi:

8) jadwal pelakssnaan pekerjaan;

b) jadwal pengadann bahan, mobilisasi peralatan dan tenags
kesjn konstnksi;

¢} gambar kerja;

d) bahan vang akan digunakan;

2019, No.1690
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¢ RMPK;
fi REK;
g Jenis pekerjaan yang disub-Kontrakkan dan sub-Penyedin
yang akan digunakan (jika ada); dan
h) perubahan pekerjaan.

2) Meomberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan pengujian dan
pemeriksaan mutu serta volume;

3) Membertkan persetujusn atas laporan pelaksanasn dart
Penyedia setelah divenfikast oleh Direkst Teknis/Konsultan
Pengawas;

#) Menyampatkan laporan pengendalian pekerjaan kepada PA/KPA.

4. Pengawasan Pekerjaan Konstruks! dilakukan untuk memastikan proses
pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia sesunt dengan ketentuan kontrak.
o Pengawasan pekerjaan konstruksi meliputl aspek:

1) Mutu;

2] Kuantitas;

3) Jadwal;

4] Pelaporan;

5) Kesclamatan Konstrukst; dan

6) Rekaynsa Teknis,

b, Keglatan pengawasan pekerjaan konstruksl meliputl:

1) Memeriksa dan membuat rekomendas! terhadap penyusunan
dan pemutakhian RMPK Penyedia;

2) Melikukan pemeriksaan dan pengujlan mutu bahan dan hasil
pekerjaan;

3) Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadsp kuantitas
hasil pekerjanan;

4) Melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode
kera.

5) Menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi
syarat,

0] Memberikan peringatan dan teguran tertults kepada pthak
pelaksana  pekerjaan  jika  terjadl  penyimpangan terhadap
dokumen kontrak;

7) Melakukan pengawassn terhadap penerapan Keselamatan
Konstrulsi;

8) Mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan
pekerfoan  sementara  jlka  pelaksana  pekerfasn  tidak
memperhatikan peringatan ysng dibertkan;

9 Merckomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan
dan hasil pekesjaan konstruksi yang tidak sesunl spesifikasi;
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10) Melakukan pemeriksann terhadap laporan Penyedin;

11)Menyusun dan menyampalkan Laporan Pengawasan secara
periodik;

12} Melakukan pengawasan selama masa pemeliharansn.

5. Kewenangan dan tanggung jawab pengendalian pekerjann konstruksi
dapat didelegasikan kepada Pengendall Pekerjaan yang dapat dilakukan
oleh staf PPK, dalam hal ini disebut Direksi Lapangan, atau Penyedia
Jasa Konsultans! yaitu Konsultan Manajemen Konstruksl (MK},

6. Kewenangan dan tanggung jawab pengawassan pekerjaan konstruksl
dapat didelegasikan kepada Pengawas Pekerfasn yang dapat dilakukan
oleh staf PPK. dalam hal ini diacbut Direkst Teknis, atau atau Penyedia
Jasa Konsultansi yaitu Konsultan Pengawas,

7. Dalam hal pengendalian dan pengawasan peokerjaan konstruksi
dilakukan ocleh Penyedis Jasa Konsultansi, maks Penvedin Jasa
Konsultans: wajib menyusun Program Mutu sebagal bentuk penjaminan
mutu,

Tanggung jawab dan wewenang PPK dalam Penjaminan Mutu dan

Pengendalian Mutu dapat dilthat paia Gambar C.2

Tanggung Jawab
_ﬁh-mrd.-' "‘M

I = .
meldkat pada PIK
—_- gt il heaseia:

artan
! Kowsiltan
) Kenuutizn q Matigjemet Koustruksd

SR = o i

I AP W Dk Teknin

b

Koetmule,
B Kot W

Gambar C.2. Tanggung Jawab dan Wewenang PPK dalam Penjaminan
Mutu dan Pengendalian Mutu
2.3. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Tanggung jawab dan wewenang PPHP terkalt dengan penjaminan mutu dan
pengendalian muty meliput! pemeriksaan administratif terhadap hasil
pekerjaan konstruksi yang disernhterimakan dart PPK kepada PA/KPA.
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2.4. Penjamin Mutu pada Unit Organisasi

1. Penjamin Mutu pada Unit Organisas! merupakan unsur pendukung
pada strultur penyelenggarn provek dan tidalk terlibat secary langsung

dalam pengambilan keputusan

konstruksi, yang memiliki fungsi:
& Perumusan kebijakan:

b. Pembinaan

teknis; dan

c. Pengawasan pelaksanaan kebijalan.

Penjamin mutu memiliki tugas sebagal bertkut:

terkait pelaksanaan pekerjaan

a. Menyusun standar dan pedoman teknis yang berlaku pada masing-
masing unit organisasi;
b. Melakulan bimbingan teknls;

c. Melakukan

pemantuan dan evaluasi serta pelaporan.

Struktur organisasi penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan
konstruksi dapat dilihat pada Gambar C.3,

- ——
-
" —

ey
i

==

= = =

B

Gambar C.3. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu dan Pengendali Mutu

3.
KONSTRUKSI

3.1. Kepala Proyok

Pekerjaan Konstruksi

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENYEDIA JASA PEKERJAAN

Kepala proyek bertanggung jawab atas secluruh pelakaanaan pekerjann
kontruksi dan memiliki tugas:
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1. Memastikan tercapainya sasaran pekerjfaan darl segl mutu, biava, waktu,
Kesclamatan Konstruksi dan lingkungan kerja;

2. Menyelesaikan masalah yang terjadi termasuk merencanakan tindakan
pencegahan terhadap masalah yang mungkin terjadi;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan yang di perlukan;

4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan

3.2. Manajer Pelaksana

Manajer pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagasi berikut:

1. Merencanakan metode pelnksanaan, pemeriksaan dan pengujlan terkait
mutu pekerjaan; dan

2. Melaksanakan pekerjsan konstrulosi sesual dengan sasaran mutu, blays,
waktu, dan Keselamatan Konstrukst dan linglkungan kerja.

3.3. Unit Pengendali Biaya
Unit pengendali binya berfungsi membantu kepala proyek dalam hal:
1. Mengendalikan blaya, pelakssnaan pekerjaan; dan
2. Melakukan evaluasi biaya terkait dengan upaya percepatan peiaksanaan

3.4, Unit Penjamin Mutu

Unit penjamin mutu bertugas:

1. Menctapkan Rencana Pemeriksaan dan Pengujinn;

2. Menpembangkan dan memantnu pelaksanaan prosedur penpendalian
mutug;

3. Berkoordinasi dengan Dircksi Lapangan/Konsultan MK terkait dengan
rencana pemeriksaan dan pengufian serta prosedur pengendalian mutu;

4. Melakukan audit internsl atas kesesualan pelaksansan pekerjaan yang
dilaksanakan tim konstruks: dan kesesuatan pelaksanaan pemeriksann

dan pengujian yang dilakukan tim pengendali mutu;
5. Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksl (RMPK).

3.5. Unit Pengendali Mutu
Unit Pengendall mutu bertugna:
1. Melakukan pemeriksaan;
2. Merskomendasikan tindakan perbatkan yang di perfukan;
3. Membuat laporan hastl pomeriksaan.
3.0, Unit Administrasi
Unit administrast memberikan dukungnn administrasi terhadap kegiatan
proyek yang meliputi
1. Penata usahaan; dan
2. Pemeltharaan dokumen proyek.
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Struktur organisasl penyedia jasa pekerjaan konstrukst dapat dilthat pads
Gambar C.4.

Gambar C.4. Fungsi - Fungsi Pengendalian dun Penjaminan Mutu
pada Struktur Organisasi Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi
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C.3. KEGIATAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU

1. UMUM
Kegtatan penjanminan mutu dan pengendalian mutu dimulai sejak
penandatanganan kontrak sampai tanggal penyerahan akhir pekerjnan
dan terbagi dalam 3 tahapan, yaltu:
1. Tahap Peraiapan Pelaksansan Pekerjaan Konstruksi;
2. Tahap Prelaksanaan Pekerjsan Konstruksi; dan
3. Tahap Penyclesaian Pekerjaan Konstruksi.

= -
Frapenten Tungge - ) e
Tengynt
¥ Lebasi Kt wwied Mars "._...- L
Perants - 100 :
" rou
et
! 3
| e Lo e
14 an 7 tan
Maas Pelshasnim e —
m
Mot
Bads W i senh VR Aanin sk sunber dage sobeb somads e
[eervEas c13. fahegn MIED CETY 4309 L)
M
-} amar TANAP FRL 1= armasame
PELAKAANAAN PERERIAAN | Mgt Wt Frlak wevmm PV iottans © Faun
(Srram d2agen mirg yvatm ek TN
Mana

Gambar C.5. Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi
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2. TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

P e e e e i e et e o e e b e i it

Gambar C.6, Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

2.1. Penyerahan Lokasi Kerja

1. Penyerahan lokasi kerja dilakukan sebelum penerbitan SPMK,
dengan terlebih  dahuluy  melaksanakan Peninjouan  Lapangan
Bersama;

2. Peninjauan lapangan bersama  bertujuan  untuk  memastikan
kestapan lokasi kerja yong alkan diserahterimakan, serta untuk
melakukan tnventarisasi seluruh bangunan yang ada serta seluruh
asct miltk pengguna jasa;

3. PPK wajlb menyerahkan lokasi kerfa sesunl dengan kebutuhan
Penvedia Jasa Pekerjasn Konstruksl yang tercantum dalam rencana
kerjn yang telah disepakati dalam Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak;

4. Hasil peninjouan dan penyerahan dituangkan dalam Berta Acara
Penyerahan Lokasi Kerja.

2.2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

L. Penerbitan SPMK dilakukan paling lambat 14 han sejak tanggal
penandatanganan kontrak atau 14 (empat belas) harl kerja sejak
penvernhun lokas! kerfa pertama kall;

2. Dalam SPMK dicantumkan Tanggal Mulai Kerja;
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3. Penetapan Tanggnl Muiai Kerjn setelah serah terima lapangan
dilaksanakan atau paling cepat dilaksanakan bersamaan dengan
tanpgal SPMK,

2.3. Rupat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1. Rapat persiapan pelaksanann kontrak merupakan rapat awal antarn
PPK, Pengendall Pekerjaan  [Dirckst  Lapangan/Konsultan  MK),
Pengawas Pekerfasn (Direks! Teknls /Konsultan Pengawas), Penvedis
Jasa Pekerjann Konstruksi, tim perencana serta pthak terkait;

2. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau Pre Construction Mecting
{PCM) harus sudah dimulal makstmal 7 (tujuh) hart setelah terbitnya
SPMK dan sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan;

3. Tufuan mpat persiapan pelaksanaan kontrak:

Persamaan pandangan dan pemahaman terkait hal-hal yang
mendasar  pada pelaksansan proyek, seperth  jadwal, alur
komunikasi dan koordinast, aolur persetujuan, kebtjakan
pengendalion mutu  dan  Keselamatan Konstruksl  serta
mekanisme pelaporan dan pembayaran hasil pekerjaan;

Untuk mendapatkan kesepakatan techadap pelaksanasn kontrak:

c. Penyesunian seluruh kegiatan dalam RMPK dengan persyaratan-

d.

tal Al L U

persyamtan
Pemenuhan terhadap kebutuban data dan informasi terkait
proyek:

Untuk melakukan perubaahan kontrak apabila diperiukan.

3, Agenda pembahasan dalam ropat persiapan pelaksansan kontrak
sebagal berikut:

2019, No.1690
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Agenda PCM Keterangan
4. Strukiur organisasi | PPK
proyck 1) PPK menyampaikan struktur organisasi dan

tim-nya yang akan terlibat serta tugas dan
tanggung jawab secara umum dar masing -
masing pthak.

2) PPK menjelaskan bentulk hubungan antara
PPK, pengawas pekerjaan, dan Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi.

Pengawas Pekerjaan

Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas,

menyampalkan struktur organisasinya serta

tugas dan tanggung jaweb secara umum dari
masing — maning pihak,
Penyedia Jasa Pekerfasn Konstruks|

1)Penyedia Jasa  Pekerjsan  Konstruksi
menyampaikan struktur organisasinya serta
tugas dan tangpung jawab masing-masing.

2) Perubahan atas personil pelaksana atau sub
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus
diinformasikan  pada rapat PCM  dan

disetujul oleh PPK.
b. Pendelegasian 1) PPK menyampaikan penjelasan  mengenal
kewenangan pelimpahan  kewenangan Pengendalian
Pekerjoan dant PPK ke Direks! Lapangan atou
Konsultan MK

2) PPK  menyampaikan penjelasan  mengenal
pelimpahan  kewenangan  pengawasan
pekerjaan dart PPK ke Direks!
Teknis/Konsultan Pengawas.

3) Untuk Konsultan Pengawas yang ditunjuk
oleh PPK lain, laporan dan tanggung jawab
Konsultan Pengawas tersebut tetap kepada
PPK proyek (PPK yang menunjuk Penyedia
Jass Pekerjaan Konstruksi),

c. Alur komuntkasi PPK menyampatkan alur komunikasi,
dan persetujuan koordinasi, persetujuan serta pelaporan

d. Mekanlsme Direksi Teknis/Konsultan Pengawns
pengawasan menyampaikan mekanisme pengawasan dan
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Agenda PCM

Keterangan

pelaporan yany akan dilakukan.

c. Jadwal pelaksanaan

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
menyampatkan rencana  |adwal pelaksanann
pekerjaan untuk  dibahas  dan  disepakat!
bersama

[ Mobilisas]

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksl
menyampalkan secarn rinc! rencana mobilisas]
yang mencakup mobilisasi personil inti,
peralatan dan material.

2. Metwode pelaksansan

o) Penyedia  Jasa  Pekerjpan  Konstruksi
menyampaikan  gambaran  umum  metode
pelaksanann yang akan dilaksanakan,

b} Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
menyampaikan metode pelaksanasan untuk
pekerjoan tertentu yang dianggap penting

T, Pembahasan 1} Dokumen RMPK diserahkan sebelum PCM
Rencana Mutu untuk ditevaluns oleh Direksl
Pekerjnan Teknis /Konsultan Pengawas,

Konstruks! (RMPK)

2) Penyedla  Jasa Pekerjsan Konstruksi
mempresentasikan RMPK yang mencakup
penjelasan terkait hal berikut:

a) Rencana pelaksanaan pekejaan (method
statement) tap-tiap pekerfaan

b) Rencana pemeriksaan dan  pengujian
{Inspection and Test Plan/ ITH

¢} Pengendalian subPenyedin Jass Pekerjaun
Konstruksi dan pemasok

3} Hasil pembahasan RMPK  deapat  berupa
persetujuan atan  permintaan untuk
perbatkan.

i, Pembahasan Dilakukan pembahasan terhadap dokumen
pelaksansan pelaksanaan RKK.
Rencana
Keselamatan
Konstruksi (RKK)

|- Rencana Pembahasan rencana pemeriksaan lapangan
pemeniksaan bersama dalam rangka pentlatan  kesesualan
lapangan bersama | kontrak dengan kondisi lapangan

2019, No.1690
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Agenda PCM Keterangan
k. Informasi yang Peny! Jasa Pe Kons
dibutuhkan menynmpaikan kebutuban data dan informasi
lalnnya yang diperlulan.

T Dukungan [asilitas | Penyedin  Jasa  Pekerjaan  Konstruksl
menyampaikan  dukungan lainnya  yang
diperlukan,

m. Lain - Jain Agenda lain yang relevan.

5. Hasil mpat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita

Acara Rapat Perslapan Pelaksanaan Kontrak:

0. Apablla diperfukan perubahan kontrak, maka diterbitkan adendum
kontrak.

2.4, Pembayaran Uang Muka

1, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dapat mengajukan permohonan
pengombilan uang muka secars tertults kepada PPK disertal dengan
rencana penggunaan uang muka (apabila ditentukan dalam dokumen
kontrak)

2 Uang muka digunaokan untuk membiayni mobilisast peralatan,
personil, pembsvarmn uang tanda jadi  kepada pemasok
bahan/material dan persiapan teknis lain;

3. Besaran uang muka ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak
{SSKK) dan dibayar setelah Penyedin Jasa Pekerjaan Konstrukst
menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima,

2.5. Mobhilisasi

1, Mobilisasi paling lambat harus sudah mulsl dilnksanakon 30 hari
kalender scjak diterbitkan SPMK, atou terutama untuk sumber dayva
{material, alat, tenaga kerja) yang akan digunakan untuk lal
pekerfann,

2. Untuk mobilisasl sumber daya yang berhubungan dengan
pelaksanaan untuk tiap-tinp pekerjaan, dapat dilakukan sesuai
kebutuhan dan rencanas kerjs, meliputi:

a. Mobllisas! peralatan;

b, Mobilisssi personil inti dan pendukung;

¢. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, runah, barak,
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainyn.

3. Denda keterlambatan mobilisasl schagnimana tertuang dalam
kontrak.
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3.1. Pemeriksaan Bersama (Mutual Check/MC-0)

1. Pemertksaan Bersama dilaksanakan dengan cara melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan, mencakup:

a. Pemeriksaan terhadap desain awal dilskukan untuk menilal
kesesusian desain dengan kondis! lapangan;

b. Jika diperlukan penyesuatan terhadap desain, maka dilakukan
review desain; dan

¢ Penyesunian terhadap kuantitas (volume) awal berdasarkan review
desain yang dilalcukan.

2. Penyesunman padn gambar desain dan volume awal, harus dicantumkan
dalam berita acara hasil pemeriksann bersama dan  selanjuinya
dilakukan perubahan/adendum kontrak.

3. Prosedur Perubahan di Lapangan mengacu pada Prosedur (P-07),

3.2. Pengajuan Persyaratan untuk Memulai Kegiatan Sctiap Pelaksanaan

Pekerjaan

1. Untuk memulal setisp kegiatan pekerfann, Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstrukst harus menyampatkan permohonan izin memulal pekerjaan
(Request of Work),

2, Prosedur permoh fzin lai pekerjasn sesual dengan Prosedur
(P-01) dan mengisi Formulir Pengajuan Memulal Pekerjaan (F-01)
dengan paling sedikit melampirkan:

a, Qambar Kerja
Prosedur pengajuan persetujuan dan perubahan gambar kerja (shop
drawingl mengacu pada Prosedur (P-03).
b, Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement], mencakup:
1} Metode Kerjs
2) Tenagn kerja yang dibutuhkan;
3} Peralatan yang dibutuhkan;
Material yang digunakan;
4} Aspek Kegelamatan Konstruks! [mengacu pads unalists
Keselamatan dan kesehatan Kerja/K3 per pekerjaan); dan
5) Jadwal mobilisasi tiap-tinp sumber daya.
Pengajuan persetujuan material sesual dengan Prosedur (P-02).
Dalam metode kerja periu disampatkan titik-titik tunggu (hoid point)
terkait pengendalisn mutu pekerjfaan. Titik-titik tunggu inl periu
dipantau  dan diawas! (ks diperlukan dapat puls dilakokan
pengujian).
¢. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection and Test Plan/ [TH
Jadwal pelaksanaan pemeriksaan bahan, material, serta titik tunggu
hold point) pada metode kerja.
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3, Pemeriksaan terhadap persyaratan untuk izin memulai pekerjaan
dilakukan oleh Direksl Teknis/Konsultan Pengawas kemudian

disampaikan kepada Pengendali untuk mendapatkan persetujuan,

-89-

mencakup:
[Wo | Persyaratan Pengajuan Kritoria Persetujuan
1zin Kerja
1 | Gambar Kerja Kesesuatan gambar kerja terhadap
gambar desain dan kondisi lapangan

2 | Rencana Pelaksanaan Kesesuainn dengan spesifikasi dalam

Pekerjann kontrak dan gambar desaln

a. Metode Kerjo Kelaikan dan keandalan metode kerja

vang digunalan

b. Tenaga kerja yang
terlibat;

Kesesualan kompetens! tenaga kerja
dengnn rencana pekerjaan yang
disjukan

c. Peralatan yang
dibutuhkan;

1) Kesesualan peralatan dengan
rencana  pekerjaan  yang diajukan
termasuk kelallcan peralatan

2) Adanya Surat Izin Latk Operast
(SILO) juga Surat bmn Operator (S0}
untuk operator masing-masing alat

d. Matertal yang
digunakan;

Kesesuatan material dengan spesifikast

e, Aspek Keselamatan
Konstruksi

Kesesualun analisis K3 yang mengacu
pads Rencans Kegelamatan Konstruksi
{RKK)

. Jadwal mobilisasi
tiap-tiap sumber dayn

Kesesualun  Jadwal mobilisasi dengan
kebutuhan pengadoan dalam rencana

pekerjaan yang dinjukan

Rencana Pemerikssan
dan Pengujtan

Kesesualun tem-ilem pemeriksaan dan
pengufian dengan pengendalinn mutu
yang mencakup pemeriksaan material,
dan hasil pekerjaan

D1 dalam hal seluruh kriteria persetujuan telah dipenuhi, Pengendall

mengeluarkan surat persetujuan memulai pekerjaan (Approval of Work).

2019, No.1690
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Loge dan Nama | lamor Koutiak | Nama Proyex
Penyedia Jaxa | Tangesl Koatrak | Nama Prices 1
Pekerjeas [ Eepatan : Nams Peoyedia Jase ||
Ol .
(=)
| dadwal Aluley 1 Salexm | (=]
= : “Verifikasi |
-
Status hq?
3
Diajuikan oluh:
Naain |
Tanepai
Diperikea oleh! Disetajui eleh:
Divekai Tokmin/ Diredad Lapangan/
Konsultan Pengawss MK
1--: Nezua:
Taogpat: | Taniggel
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F-03 Contoh Format Persctujuan Gambar Kerja

PENGAJUAN PERSETUJUAN GAMBAR KERJA

(Loge dast Nama
Pruredie Jass . Tenggal
Peliorynan Pengajuani./of i
Koess trukadl
D

Hentral
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3.3. Pengawasan Mutu Pekerjaan

Pengawasan mutu pekerjon  dilakukan melaui pemertksaan  dan

pengujtan terkalt hal-hal bertkun

a. Metode Kerja
1) Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan metode kerja yang telah

disetujul oleh Direks! Lapangan/Konsultan MK;
2) Memperhatikan  tittk  tunggu, dimana pekerjaan  dapat
dilanjutkan bila tahap pekerjaan sebelumnya telah disetujul.

b, Tenaga kerju yang terlibat
Pemertksaan terkait jumlah tenaga kerja sesual dengan rencana.

c. Peralatan yang dibutuhkan
Pemeriksaan terkalt keteersedinan SILO [Surat lzin Laik Operasi)
dan S10 (Surat lzin Operator) untuk operator masing-masing alat

d. Material yang digunakan
Pengawasan terkalt spesifikasi dan jumlah material dasar dan
materin] olahan sesual dengan dokumen pengajuan materfal,

€. Kegelamatan Konstruks! (mengacu analisis K3 tiap pekerjaan)

1) Dokumen analisis K3 sudah  disctujui  oleh  Dirckst
Lapangan/Konsultan MK; dan
2) Implementagl keselamatan konstruks! per pekerjann.

f. Jadwal mobtlisasi tiap-tiap sumber dayn
Pemeriksaan terkall ketersedian sumber daya tiap pekerfann sesual
Jadwal mobilisast,

g Rencana Pemertksaan dan Pengujlan (Inspection and Teat Plan/ITP)
Pengawasan terhadap kegiatan pemeriksaan dan pengujlan sesual
dengun rencana pada metode kerja.

h. Hasil Pekerjaan
Pengawasan tekait hasil tia-tlap kegiatan pekerjnan sesuai dengan
persyamatan. Jika ditemukan hasil pekerjaan yang tdak sesual
speatfikasl, Pengawas Pekerjaan dapat memberikan peringatan dan
teguran tertulis  kepada pthak pelaksana pekerjann  dan
mengusulkan  kepada  pengguna  jasa  untuk  menghentikan
pelnksanaan pekerjaun sementara jika pelaksana pekerjoan tidak
memperhatikan peringntan vang dibertlan.

Pengawasan terhadap proses tiap-tiap kegiatan dilakukan berdasarkan

spesifikas! dan metode kerjs vang diajulean.
Pengawasan terhadap hasll pekerjoaan dilakukan berdasarkan

spesifikast,

+ Pemeriksaan material pada saat penerimaan dilakukan sesual Prosedur

(P-04). Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruks! melakukan pemertksaan
secarn visual dan pengukuran (bila diperfukan), dan disaksikan
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Pengawas Pekerjaan, untuk memastikan agar material yang dikirim ke
lapangan sesual dengan material vang telah distujul,

S. Pemeriksaan dan Pengujian berkala material dilaksanakan sesual
dengan rencana pengujian pada dokumen Pemeriksaan dan Pengujian
{ITP) yang terkait dengan material tersebut. Penvedia Jasa Pekerjaan
Konstruksl harus memastikan pengujian  berkala memenuhl
persyaratan pada kontrak dan sesuail dengan peraturan yang berlaku

i dengan prosedur (P-05).

6. Pemeriksuan hasil pekerjaan dilakukan pada setiap pekerjnan maupun
sub pekerfann. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruks! harus melakukan
pemeriksaan pekerjaan balk fistk moupun administrasi. Jika hastl
pekerfaan sudah sesual spesfikosl, maka Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi mengajukan permohonan pemeriksasan kepada PPK sesual
dengan prosedur (P-06).

7. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan diperfukan adanyn penyesuaian
atau  perubshan  di lapangan, maka perubahan di  lapangsn
dilaksanakan sesual Prosedur (P-07).

H. Pengendnlian ketidaksesuaian hasil pekerjaan dilakukan oleh Penyedia
Jasa Pekerjonn Konstruksi dan Pengawas Pekerjaan. Jika dalam
pelalanaan pekerjnan ditemukan ketidaksesuaion dengan spesifikasi,
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstrukst dan Pengawas Pekerjnan membuat
laporan ketidaksesunian sesual Prosedur (P-08) dan (P-09),
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F-04 Contoh Format Pemeriksaan/Pengujian
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¥-05 Contoh Format Perubahan di Lapangan
FORM PERUBAHAN DI LAPANGAR

(Loge dan Mama
Tonyehin San | s DML s

Kessatsuksi |

Dokmmes Pendukung yong diseitih
Sketsa peribedan i Lamnya:
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F-06 Contoh Format Luporan Ketidaksesusian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
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F¥-07 Contoh Format Lauporan Ketidakscsuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)

PERNYATAAN KETIDAKSESUAIAN
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3.4. Penerimaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan

1

Penerimaan hasil pekerjaan dilakukan setelah sehuruh ketentuan
mutu pekerjaan dalam kontrak dipenuhi;

Persetujuan dokumen penagthan didahulul dengan pemeriksaan
mutu dan velume hasil pekerjaan yang telah selesat dikerjakan;
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampatkan dokumen
tagihan sesual dalam kontrak;

Jika hasil pemeriksann menunjukl ketidal tan spesifikas|
dan volume yang tertulis dalam dokumen penagihan, maka PPK
berhak untuk tidak menyetujul dokumen tersebut dan Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruks! wajib melskukan perbaikan terhadap hasil
pekerjaan maupun dolkumen penagthannya;

Pembayaran dapat dilakukan setelah hasil pemeriksaan telah
disetujui.

3.5. Kontrak Kritis (penjelasan mengenai Show Cause Mesting)

1

2

Pemberlakuan ketentuan kontrak kritis dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagnimana diatur dalam dokumen kontrak;

Penanganan kontrak kritis dilakukan melalul rapat pembuktian
(Show Cause Meoting/SCM) sesuai dengan  tahapan/skenario
sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak;

Konsekuensi hasil rapat pembuktian dilaksanakan sesual dengan
ketentuan kontrak;

Pemutusan kontrak dilakukan sebagal pilihan terakhir jika tidak ada
alternatifl penyelesatan lain.

2019, No.1690
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¥ ek Bersa Acwrn
Cocat sy Cowat Mury Mookl Sonh Terims
Tergrawne Teberjean

Gambar C.9. Tahapan Scrah Terima Pertama Pekerjaan

1. Serah Tertma Pekerjoan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang
telah selesal 100% (seratus perseratus) darl Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar
schagatmana disyaratkan dalam kontrak;

2, Pernyataan pekerjaan selesal 100% berdasarkan rekomendast dari
Direksi Lapangan /Konsultan MK yang disampaikan kepada PPK;

3. Rekomendas| Direks: Lapangan/Konsultan MK dikeluarksn
berdasarkan hasil verifikasi lapangan dari Dircksi Teknts/Konsultan
Pengawas;
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4. 1si surat rekomendas! Direksi Lapangan/Konsultun MK mencakup
tanggal tentatif pekerjaan selesal 100%, daftar cacat mutu dan
kelurnngan (jika ada);

5, Berdasarkan rekomendasi dari Direksi Lapangan/Konsultan MK, PPK
melakukan Serah tertma Pertama Pekerjaan. Hasilnya dituangkan
dalam berita acara serah terima pertama pekerjaan.

6, Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses Serah Terima Pertama
Pekerfaan adalah:

a. Pengujian Akhir Pokerjaan (Test on Completion)

]

2)

3

ol

Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, PPK memenntahkan
Direksi Teknis/Konsultan Pengawas untuk  melakukan
pemeriksaan dan pengujian terhadap hastl pekerjsan.
Sebelum pelaksanaon pengujian akhir pekerjaan, Direkst
Teknis/Konsultan Pengawas harus memberitahukan kepada
PPK tentang fjadwal pelaksanaan pengujian yang telah
disepakati dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruks:,
Sebelum tanggal pelaksansan pengujian, Penyedin Jasa
Pekerjaan Konstruksi haras  memeriksa  dokumentas|
pengendalinn mutu {quality control-QC).

Kegintan yang harus  dilaksanakan olch  Direksi

Teknis /Konsultan Pengawas dalam pengujian pada akhir

pekerjasn adalah sebagal berikut:

a) Mengecek kesesuajan kinerja secara keseluruhan dar
pekerfaan  final yang teluh  selesal dengan  seluruh
persyaratun dalam kontrak maupun kesesusinn maksud
dan desain/gambar, sebagal contoh dimensi, ketinggian,
dll;

b} Pengujlan sampel random minimum  oleh  Direksl
Teknls /Konsultun Pengawas (bila diperlukan);

¢} Evaluasi dari semua dokumen terinksana (as -built
document) yang menunjukkan bahwa selurih pekerjaan
telah sesual dengan persyaratan pekerjaan dan seluruh
laporan ketidaksesunian |Non-Conformance Reports/NCR)
telah diselesaikan;

d) Direksi Teknls/Konsultan  Pengawas  mengevaluasl
dokumentas! darl quality asswance (QA) Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi untuk menyakinkan bahwa seluruh
pekerjuaan  telah  selesal sesual dengan  persyaratan
pekerjaan dan seluruh laporan ketidalsesualan telah
diselesaikan,

2019, No.1690
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5} Untuk pemertksaan dan ujl fungsi, PPK dan Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas dapat mengacu spesifikasi yang
ada. Apabila hasil pemeriksaan terhadap cacat mutu dan uji
fungsi belum sesuai dengan spesifikasi yang ada, maka PPK
berhak menunds persetujuan berita acara serah terima
pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerjpan Konstruks! wajilb
melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan hingga sesual
dengan spesifikas! yang sudah tercantum dalam kontrak.

6} Untuk pemeriksaan sdministratif, PPK dapat membentuk Tym
Pemeriksa  yang  membantu  pemeriksann  terhadap
dokumentasl terlaksana [(As-Bult Documenf) pelaksanaan
pekerjaan vang mencakup paling sedikit sebagal bertkut:

n) Dokumen terkait dengan mutu:

1] Laporan Uji Mutu dibuat oleh pengendall mutu;

2| Desam mix formula dan job mix formula,

3) Ujt mutu material;

4] Dokumen penjaminan mutu dan pengendalinn mutu;

dan

5| Dokumen terkait penghitungan kuantitas/volume

yang dislapkan olch Dircksi ‘Teknis/Konsultan
Pengawas.
b) Dokumen administrass

I} Perjanjian kontrak termasuk adendumnya (jika adaj;

2| Dakumen kontrak lainnya;

3| Dokumen terkult dengan pelaksanaan kontrak;

4) Dokumen pembayaran;

5) Dokumen Perhitungan penyesuaian barga,

6] Berita acara pemeriksaan oleh  Intitusl/lembaga
pemeriksa;

7] Laporan ketidaksesualan dan tindak lanjut (status
harus diatas));

8) Foto-foto pelaksanaan (0% sebelum pelaksanaan,
sedang dilaksanakan dan 100% telah dilaksanakan),
dan

9| Gambar terlaksana (as built drawing.

c) Dokumen-dokumen lainnya, meliputi:
1) Laporan pengelolaan lingkungan;
2] Laporan pelaksanaan Keselamatun Konstruksi; dan

d} Manual/pedoman pengoperasian dan
perawatan/ pemeliharann,
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7} Apablla dalam pemeriksaan hastl pekerjasn dan dokumen
administratif telah sesual dengan ketentuan yvang tercantum
dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruks! mepandatangani Berita Acara Serah Terima
(BAST) Pertama Pekerjaan (berita Acara PHOJ.

8] Setelah penandatanganan BAST Pekerjaan (BAST PHO|, PPK
dapat menyerahkan hasil  pekerjaan  kepada  PA/KPA
Kemudian PA/KPA meminta Panitin Sernh Terima/Panitia
Pemeriksa Hasll Pekerjaan  (PPHP) untuk  melakukan
pemerikaaan  administratif terhadap hasil pekerjsan yang
diserahierimakan. Serah terima pekerjan ini bersifat laporan
ke PA/KPA dan belum memindohkan tanggung jawab hasil
pekerjaan ke PAJKPA. Serah terima mi dimaksudkan untuk
mempermudah pemeriksaan administratif oleh PPHP nantinya
pada sast serah terima akhir pekerjaan [FHO).

9} Apabiln  hasil pemcriksaan  administrasi  ditemukan
ketidoksesuatan /kekurangan, Panitin Serah Terima /Panitia
Pemeriksa Hasi! Pekerjaan (PPHP) melahd PA/KPA
memerintahkan  PPK untuk  memperbailt  dan/atau
melengkapl  kekurangan dokumen administratif.  Hasil
pemeriksann administratif dituangkan dalam Berita Acara

b. Rencana Pemeliharaan

1} Setelah pelaksansan PHO, Penvedia Jasa Pekerjaan
Konstruks! harus menjags kondist hasil pekeruan selama
masa pemeltharaan dalam  Jurun  waktu yang telah
ditentukan dalam kontrak.

2} Selama masa pemeltharaan, dibentuk Tim Pemeliharaan yang
terdir] darl Penyedin Jass Pekerjaan Konstruks! dan Direks|
Teknis/Konsultan Pengawas.

3} Sebelum dimulalnya masa pemeliharaan, Penyedian Jasa
Pekerjasn  Kenstruksl  harus menyerahkan  program
kerja/rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
melaksanakan pemelibarman, paling  sedikit  mencakup
keglatan:

o Pemeriksaan
Kegiatan /tindakan yang dilakukan untuk memastikan
apakah komponen/item/fungsi hasll pekerjaan masih
sesual dengan spesifilkasi.

b. Pelaksanann Pomeliharaan dan Perbailkan
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Kegtatan /tindakan vang dilalukan untuk mencegsh dun
memperbaikt kerusakan suatu komponen/item/ fungsi
hasll pekerjaan.
4| Komponen-komponen yang harus dipelihan serta mekanisme
pemelibaraannya, disesuatkan dengan yang tercantum dalam
Manual Operast & Pemeliharaan yang harus diserahkan pada
sant PHO,
5} Dokumen rencana pemellharaan diperiksa dan dizetujul oleh
Direkst Lapangan/Konsultan MK,

Penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama

Pekerjaan

1] Pada saat pckerjaan telah sclesat 100%, Penyedin Jasa
Pekerjaan Konstruksi mengajukan permohonan Berita Acam
Seraly Terima Pekerjaan kepada Direkst Teknis/Konsultan
Pengawas.

2} PPK akan memeriksa hasil pekerjaan terlebih  dahuly,
sebelum mengeluarkan / menandatang! BAST Pekerjaan.

3} Hasil pemeriksann akan dittndaklanjutt  dengan
pemberitahuan kepada Penyedia Josa Pekerjaan Konstruksi
hal-hal yang harus diselesaikan /diperbaiki oleh Penyedia
Jasa Pekerjuan Konstruks! spar hasll pekerfaan sesuul dengan
persyaratan dalam kontrak.

4] Sebelum  mengeluarkan  BAST  pekerfsan,  Direksl
Teknls/Konsultun Pengawas harus memperhatikan hal-hal
sebagal bertlout:

n) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi telah menyerahkan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan (antars [Iain
manual operasl dan pemeltharaan), dan

b} Telah dilakukan pengufian terhadap hasil pekerjann
sesual dengan persyaratan dalam kontrak (balk pengujlan
terhadap standard mutu maupun kinerja /fungsi).

5] Sotelah Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyelesatkan
kewajibannys, Direks!  Teknis/Konsultan  Pengawas
melaporkan hasil pemeriicssan kepads PPK.

0] Apabiia dolam pemerikssan hasll pelerjnan telah sesual
dengan ketentuan yang tercontum dalam Kontrak, maks PPK
dan Penyedia Jasa Pekerjann Konstruksl menandatangani
Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan.

7} Berita acors sersh terima pertama pekerjaan paling sedikit
berisi:
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o) Tangyal difinitif pekerjaun selesal 100%;

b} Rencana tanggal serah terima akhir pekerjaan;

c] Tanggal berita acara serah terima pertama pokerjaan; dan

d) Lain-lain  yang diperlukan  antara  laln  rencana
pemelitharaan selama masa pemeltharaan,

4.2 Pemeliharan Hasll Pekerjaan

Masa Pemeltharasan paling singkat untuk pekerjaan permanen
sclama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran,
Setelah tnhap PHO, PPK melakukan pembayaran sebesar 95%
{gembilan puluh ltma perseratus) dart hargs kontrak, sedangkan
yang 5% (lima perseratus] merupakan retens! scloma  masa
pemelibarann (jaminan pemelibaraan),

1.

. Hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan selama kurun waktu

masa pemelitharaan sebagai bertkut:

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan kegintan
pemeltharaan  (pemeriksaan, pemeliharaan dan  perbaikan)
sebagaimana yang disampaikon dalam dokumen rencana
pemelibarman  sehinggn  kondist  tetap seperti pada sant
penyerahan pertama pekerjaan;

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstrukst wajib  melaksanakan
pemeriksaan berkala sesuni rencana yang disampaikan;

Jika dalam rentang masa pemeliharaan terdapat kerusakan maka
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajlb memperballd dan
segala blayn yang dibutuhkan untuk perbaikan menjadi
tanggungjawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;

Jiks kerusakan yang terjadl disebabkan oleh unsur suatu
keadaun yang terjad! diluar tanggung jawab para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnyn (keadaan kahar) maka perbatkan
dilakukun atus perintah PPK dan dilaksanakan oleh Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstrukst serta blayn perbatkan ditanggung oleh
PPK:

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan  laporan
pemelthaman yang mencakup kegiatan-keglatan  yang telah
dilaksanakan selama masa pemeitharaan kepads PPK;

Penyedia  Jasa  Pekerjaan  Konstruksi  dapat  mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir
(FHO) setelah seluruh tanggung jawab selnma masa pemeltharman
telah dilnksanakan sebefum berakhimya masa pemeliharaan; dan

2019, No.1690
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g Gambar terluksana harus disernhkan sebelum dilakukan serah
terima akhir pekerjaan.

4.3 Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)

r B

Veri B Tenyrunan
Pemetibemsan BAST Ak
{Farngad Frberman) Febergan

F ‘I;;m

Gambar C.10. Tahapan Serah Terima Akhir Pekerjaan

1. Setelash masa pemeliharann berakhir, Penyedian Jasa Pekerjaan
Konatruksi menyampalkan laporan pemeliharann serta mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir,

2. Dalam rangks menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan
Direkst Teknis/Konsultan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjann pemeliharaan.

3, Permohonan pengajuan penerimaan  hasil  okhir  pekerjasn
dilaksanakan sesual Prosedur (P-10) dan mengisi Form Pemeriksaan
Kelayakan (F-09).

4. Apablla darl hasil pemeriksaan, selama masa pemeliharaan Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi telah sesust dengan ketentusn yang
tercantum dalam Kontrak. maka PPK dan Penyedia Jasa Pekerjnan
Konstruksi menandatangani Berita Acara Serah Terima  Akhir
Pekerjoan.

8. PPK wajib melakukan pembayaran uang retensl atau mengembalikan
jaminan pemelibaraan,

6. Setelash penandatanganan Berita Acara  Serah Terima Akhir
Pekerfann, PPK menyerahkan hast! pekerjaan kepada PA/EPA
Selanjutnyn PA/KPA meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
{PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil
pekerjuan yang diserahterimakan.

7. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesunian / kelourangan, PPHP melalul PA/KPA memerintahkan
PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapl kekuranpan dekumen
administranlf. Has!l pemerksasn administratif dituangkan dalam
Berita Acara,
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8. Dalam mangka pelaksansan FHO, Penyedin Jasa Pekerjaan
Konstruksl harus menyerahkan seluruh dokumentasi terlaksana (As:
Buslt Document) pelaksanaan pekerjaan yang mencakup paling sedikit
dakumen sebagal berilout:
€) Dokumen terkait dengan mutu:

1)
2
3}
el
5

Laporan Uji Mutu dibuat oleh pengendali mutu;

Desain mex formula dan job mix formula;

Ul mutu material;

Dokumen penjaminan mutu dan pengendalian mutu; dan
Dokumen terkait penghitungan  kuantitas/volume yang
distapkan oleh Direks! Teknis/Konsultan Pengawas.

f] Dokumen administrast

1)
2
3
4
S)
o}
7

8j

9)

Perjanjian kontrak termasuk adendumnya (jika ada);
Dokumen kontrak lainnya;

Dokumen terkait dengan pelaksanaan kontrak;

Dokumen pembayaran;

Dokumen Perhitungan penyesuaian harga;

Berita acara pemeriksaan oleh Intitusl/lembaga pemeriksa;
Laporan ketidaksesualan dan tindak lanjut (status harus
diatast);

Foto-foto pelaksanann (0% sebelum pelaksanaan, sedang
dilaksanakan dan 100% teluh dilaksanskan), dan

Gambar terlaksana (as built drautng).

¢ Dokumen-dokumen lainnya, meliputt:

1
2
3)

Laporan pengelolaan lingkungan;
Laporan pelaksannan Keselamatan Konstruksi; dan
Laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan.

h) Dokumen pengoperasian dan pemeltharsan berupa manual/
pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeltharaan.
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Diakrasakas sleh Dusetijul olab
Penyedis Jaxa Pekecjaan =
Tasitis Serah Terisn P oot PPK -
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F-09 Contoh Format Pemeriksaan untuk Peayerahan Akbir Pekerjaan

FORM PEMERIKSAAN KELAVAKAN
Untuk Mendukung Penyershan Akhir Pekerjaan

[
o resoecaill € (. | TR ARV

Romor Kentiak 1

?wl L
Detail

[hiax doam olaks: Disetizus olat Mengetazun
Peugendali Mass Peayedia Jusa Pekerjoan PPK
[Hame 1 Wama Nama
[Tanggsi Tongaali Tanggl
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4.4 Serah Terimu Pekerjaan Selesal Kepada Penyelenggara Infrastruktur
PUPR

Serah terima pekerjann selesal kepada Penyelenggara Infrastruktur PUPR
dilakukan setelah terbitnya berita acarn serah terima akhir, yang meliputi
kegiatan:

1. Pengambilalthan lokasi dan hasil pekerjaan

PPK meiahal Kasatker menyerahkan lokasi dan hasil pekerjnannya
kepada penyelenggara infrastruktur,

2. Penyernhan pekerjnan sclesal

Kasatker menyerahkan hasil pekerjaan selesal kepada penyelenggara
Infrastruktur yang meliputi aset proyek [mobil, gedung kantor, dan
fosilitas  lain) dan aset hasil pembangunan (gedung, jalan,
bendungan, dll) untuk ditetapkan status sementara yang kemudian
penyelenggam  infrastruktur mengajukan permohonan  penetapan
status tetap kepada i ki gan.
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C.4. PELAPORAN
1. BENTUK LAPORAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1

Dalam pengendaltan dan pengawasan peloksanaan pekerjoan
konstruksi, seluruh aktivitas dilaporkan sesuai dengan kemajuan
pekerjaan.

Untuk kondisi tertentu, tata cars pelaporun ini dapat disesuntkan

dengan  pertimbangan  peningkatan  kinerja  proyek  secara

keseluruhan dengan tetap memastikan tercapainya pengendalian
pekerjaan konstrukst.

Penyesuatan tatn cara pelaporan harus dibahas pada Rapat

Persiapan  Pelaksanaan Kontrak (PCM) dan disampaikan secar

tertulis kepada PPK.

Jents laporan pada pekerjasn konstrukst:

a. Laporan Pelaksansan Pekerjaan (Laporan yang disusun oleh
Penvedia Jasa Pekerjasn Konstruks! kepada PPK), terdirl dark:

1) Laporan Harian;

2) Liaporan Mingguan; dan

3) Laporan Bulanan,

b. Laporan Pengawasan (Laporan yang disusun oleh Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas kepada PPK), terdirt dan laporan
bulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal tugss pengawasan pekerjaan dilakukan oleh
Direkst Teknts, maka Isporan bulanan berupa laporan
pelaksansan pokerjaan konstrukss;

2) Dalam hal tugas pengawasan pekerjoan dilakukan oleh
Konsultan Pengawas, maka laporan bulanan berupa:

a) Laporon pelaksanaan pekerjnan konstrukss; dan
b) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan,

€. Laporan Pengendalian (Laporan yang disusun oleh Kepala Satuan

Kerja/PPK kepada atasan langsung).

2. LAPORAN PELAKSANAAN

Laporan pelaksanaan disampaikan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksl kepuds PPK sstelah mendapat verifikusl dart Direkst
‘feknis/Konsultan Pengawas.

Laporan  pelaksanaan  berist  informasi  kemajuan  pekerjnan
sebagnimana yang ditetspkan di dalam  rencans  pelaksannan
pekerjann beserta uratan kendala dan masalah yang dihadapl
Penyedia Jasa Pekerjann Konstruksi selama pelaksanaan pekerjaan,

2019, No.1690

www.peraturan.go.id



2019, No.1690 194-

3. Laporan pelaksanaan terdin dari 3 (tiga) laporan, yaitu:

a. Laporan Harian,

b. Laporan Mingguan; dan

c. Laporan Bulanan.

2.1. Laporan Harian

1. Laporan harian disusun berdasarkan buku hartan vang bertsl
catatan mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian

2. Buku harian  disusun untuk  kepentingan pengendalian  dan
pengawasan pelaksanaan pelterjaan.

3. Buku harian paling sedikit memuat hal-hal sebagal berikut
a. Kuantitas dan jenis bahan vang ada di lapangan;

b. Penempstan tenaga kerja untuk setisp macam tugas dan
keterampilan yang diperlukan;

¢. Jumlah, jenis dan kondisl peralatan yang tersedia;

d. Jumiah volume cadangan bahan bakar yang tersedis untuk
peralatan;

e. Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

. Jenis dan uraian pekerjoan yang dilaksanakan;

¢ Kondisl cusea antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiva
alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;

h. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksansan,
perubahan design, gambar kerja (shop drawing), spestfikas|
teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain
sebhagainya,

4. Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada
Kasatker/PPK  setelah  mendapat veriftkasi dan  Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas.

5. Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a.  Capalan pelerjann untuk setiap jenis pekerjsan dan/atau sub
pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitaz bahan yang
digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan
kondist peralatan; serta penempatan tenaga kerfa untuk setiap
pekerjaan dan/atau sub pekerjaan;

b. Kondist cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwn alam lainnya
yang berpenganuh terhadap pelaksanaan pekerjaan;

. Hambatun dan kendals yang dihadapl berkensan dengan
pelaksanaan pekerjnan di lapangan serta kondist khusus
lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada
pelaksanasn pekerjaan;

d. Informasi Keselamatan Konstruksi, sepertl kejadian kecelakaan
kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadl kecelakaan kerja
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{rearmiss record), dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan
di dalam peraturan;

e Informasi terkait Keselamatan Konstruks! harus diperiksa oleh
Dircksi  Teknis/Konsultan  Pengawas.  Laporan  harian
Keselamatnn  Konstruksi dapat dapat dijadikan satu dalam
format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format
terpisah;

Rencana pelaksanaan pekerjaan di hart berikutnya; dan

g Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan,
perubahan desain, gambar kerja {shop drauing), spesifikast
teknis, kelambatan pekerjaan dan  penyebabnya dan  lain
sebagalnya.

Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informas! terkalt sebab-

sebab terjadinya  keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan, spakah

disebablan karena kerusakan peralatun, Penyedla Jasa Pekerjuan

Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan

kradaan cuaca buruk.

Dokumen ashi laporan harian dipelihara oleh PPK;

Laporan Hartan tersebut dibuat dalam rangkap 4 [empat), disusun

oleh  Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, dipertksa olch Direkst

Teknis (Konsultan  Pengawas  dan  disetujui  oleh  Direksi

Lapangan/Konsultan MK dengan distribusi sebapal bertiut:

Aslt untuk Kasatker/PPK;

Lembar ke dua untuk Direks: Lapangan/ Konsultan MK;

Lembar ke tiga untuk Divelosi Teknis /Konsultan Pengawas; dan

Lembar ke empat untuk Penyedia Jasa Pekerfaan Konstruksl

e TP

2.2. Laporan Mingguan

1

Laporan mingguan disusun dan disampatkan di setiap minggu pada

hart Senin di minggu berikutnys kepadn Kasatker/PPK sctelah

mendapat verifikas: Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas.

Laporan mingguan paling sedikdt memuat capaian pelaksanaan

pekerjaan selama | (satu) minggu dan rencana capalan minggu

bertkutnyn yang disampaikan setiap minggu.

Dalam hal Kasatker/PPK melakukan rapat mingguan, laporan

mingguan yang telah diverifikast kepads Direks! Teknis/Konsultan

Pengawas harus disampaikan sebelum pelaksannan rapat mingguan

dan akan dibahas pada saat rapat mingguan,

Laporan mingguan paling sedikit memuit hal-hal sebagal berikut:

a. Rangkuman capalan pekerjann berupa hasfl pembandingan
capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu
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berjalan dengan rencana keglatan dan sasaran capatan pada
minggu bertloutnys;

b. Hambatan dan kendala yong dihadap! pada kurun waktu | {satu)
minggu beserta tindakan penanggulangan yeng telah dilakukan
dan potensi kendala pada mingpu berikutnya;

¢. Dukunpgan vang diperlukan dart Kasatker/PPK, Direksl
Teknis/Konsultan Pengawas, dan pthak-pihak lain yang terkait,

d. Ringkasan permohenan persetujuan atas usulan dan dokumen
yang digjukan besertn statusnya:

e. Ringkasan kegiatnn pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;

f Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalion Keselamatan
Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan keria, catatan tentang
kejadian nyaris terjadl kecelaksan kerja (nearmiss record), dan
lain-lain,

3. Dokumen asl persetujuan laporan mingguan dipelthars oleh PPK.
0. Laporan mingguan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap
untuk didistribusikan kepada:

a. Asli untuk Kasatker/PPK;

b. Lembar ke dua untuk Penyedis Jasa Pekerjaan Konstrukst, dan

€. Lembar ke tiga untuk Direks! Teknis/Konsultan Pengawas.

2.3. Laporan Bulanan
1. Laporan bulanan disusun dan disampatkan di setiap bulan, pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kasatker /PPK setelah
mendapat verifikasi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;
2. Periode pelaporan adalah tanggal 20 sampal dengan tangpal 25 bulan
berikutnya:
3. Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal - hal sebagai berikut:

a. Capalan pekerjaan flsik, ringkasan status capatan pekerjaan fisik
dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian
pada bulan berjalan serta target capatan di bulan berikutnya;

b. Foto dokumentasi;

c. Ringkasan status kondist keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa;

d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;

e. Masalah dan kendals yang dihadapl, termasuk  statusnva,
tindakan penanggulangan yang telah dilnkukan dan rencena
tindakan selanjutnya;

f Hambatan dan kendala yang berpotens] terfadi di bulan
bertkutnyn, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan
yang akan dilakukan;
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Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan

h. Ringkasan altvitas dan hasil pengendalian Keselamatan

Konstruksi, termasuk kejadian kecelnkaan kerjo, catatan tentang
kejadian nyaris terjodi kecelaknan kegja (nearmiss record), dan
Iain-laln.

4. Lsporan bulanan dibuat paling sedikit dalam o0 |enam| rangkap
untuk didistribusikan kepada:
u. 4 (empat) dokumen untuk Kasatker/PPK:
b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;

dan

c. 1 {satu] dokumen untuk Direkai Teknis/Konsiultan Pengawas.

3. LAPORAN PENGAWASAN PEKERJAAN
Laporan  pengawasan  pekerjaan  merupakan  laporan  Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas kepada Kasatker/PPEK. Laporan pengawasan
terdint dari laporan pengnwasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan

konstrukst dan laporan pelaksanann pengawasan, jika pengawasan
pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas.

3.1. Laporan Pengawasan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi
Laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanasn pekerjaan konstruksi
meliputi laporan mingguan, laporan bulanan, laporan khusus dan
laporan akhir.
1. Laporan mingguan paling sedilkit memuat hal-hal sebagui bertkut

an

Capaian pekerjaon fisik. ringkasan status capatan pekerjaan fistl
dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian
pada bulan berjalan serta target capalan di bulan berikutnya:
Foto dokumentasi;

¢. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjnan

Tw

Konstruksi, status pembayaran darl Pengpuna;
Perubshan kontrak dan perubahan pekergaan;

Masalah dan kendala yang dihadapt] termasuk statusnya,
tindakan penanggulangan yang telah dilnkukan dan rencana
tindakan selanjutnya;

Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan
berikutnys, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan
yang akan dilalukan;

Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen;
Daftar dan status persetujuan dokumen yang vang harus
ditindak lanjuti oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK;
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N

L. Ringkasan hasil pelaksanaan kegintan  pekerjoan  {daftar
pelaksanaan keglatan pemeriksaan beserta hasil dan status
persetujuannyaj;

}. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian  Kesclamatan
Konstruksi, termasuk kejadian kecelskaan kerja, catatan tentang
kejadian nyaris terjadl kecelakaan kerja (nearmiss record), dan
Inin-iain;

k. Kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas,
tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungoan yang
dibutuhkan dart Direkst Lapangan/Konsultan MK untuk tujuan
kelancaran proyek.

2. Laporan bulanan

Laporan bulanan merupakan kompilast dan updating dari laporan

mingguan.

3. Laporan Khusus (apabila diperlukan)

Laporan khusus berist tentang kejadian, kegiatan, keadaan khusus

yang perlu dilaporkan atau atss permintaan Kasatker /PPK.

4. Laporan Akhir

a. Laporan akhir merupakan hasil keseluruhan dari laporan
bulanan sejak awal hingga akhir pekerjaan konstruks: yang telah
dirangkum dan memual evaluasi pelaksanaan pekerjaan;

b. Hasil evaluns! dapat digunaken oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruks: dan PPK sebagni bahan evaluast untuk pekerjnan
konstruksi selanjutnya yang mempunyal kareteriatik tipikal,
sehingpa dapat melakukan perbatkan dan inovast pada pekerjaan
konatnikst selanjutnyn.

3.2. Laporan Pelaksanaan Pengawasan

1. Laporan pelsksanaan pengawasun disusun dalam hal pengswasan
pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan diserahkan setinp
bulan.

2. Laporan pelaksanoan pengawasan meliput! laporan pendahuluan,
laporan berkala, laporan bulanan, laporan khusus (apabila
dipertukan), dan laporan akhir
a. Laporan Pendahuluan

1) Laporan pendahuluan paling sedikit memuat hal-hal sebagal
berikut:
a) Pemahaman terhadap ligkup layanan konsultansi selama
masa kontrak;
b) Rencana kerja dan pengoragnisasian pekerjaan;
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o) Jadwal pelaskanaan dan penugasan tenaga shll; dan

d) Ringkassn kemajuan pelaksanaan pengawasan (Jlka
sudah ada).

Laparan pendahuluan harus diserahkan selambat-iambatnya

30 hari hari sefak tanggal SPMK.

b. Laporan Berkala (triwulan /antara)

1)

2

Laporan berkals (triwulan /antara) paling sedikit memuat hal-

hal sebagat bertkut:

a) Hasil sementara pelaksanaan kegiatan di dalam proyek:

b) Kemajuan pelaksanaan pengawasan;

¢) Rencana kerja untuk sisa masa pengawasan termasulk
pemutakhiran sebagal konsekuens| jika hasil kemajuan
pelaksanaan pekerjoan tidak sesual dengan rencana;

d) Jadwal pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli; dan

€] Evaluasi sementara dan saran kepada PPK.

Penyerahan laporan berkala (triwulan/antara sesuai dengan

yang tercantum dalam kontrak.

c. Laporan Bulanan
Laporan bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagat bertkut:

6

7

Ringkasan pelaksanoan kegiatan pengawasan pekerjaan
{daftar pelaksanaan keglatan pemertksaan beserta haail dan
status persetujuannya);

Laporan sumber daya manusis tim Konsultan Pengawas
(personil, time sheet, dil);

Daftar dan status persetufuan yang dikeluarkan oleh
Konsultan Fengawas;

Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan
Pengawas kepada Peyedia:

Daftar dan status persetujuan  dokumen yang harus
ditindaklanuti oleh Kasatker/PPK;

Kendala yang dihadapi Konsultan Pengawas, tindakan yang
telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan;
Penyerahan laporan bulanan sesual dengan yang tercantum
dalam kontrak.

d. Laporan Khusus (jiks diperlukan)
Laporan khusus berisi tentang kejadian, kegiatan, keadaan

khusus yang perlu  dilaporkan  atau  atas  permintaan
Kasatker /PPK.
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e. Laporan Akhir

1) Laporan akhir harus mencakup seluruh layanan dalun masa
kontrok Konsultan Pengawas yang paling sedtkit memuat hal-
hal sebagai bertkut:

a) Rencans kerja awal untuk selama periode pengawasan;

b) Renca kerjn yang dimutnkhirken selama periode
pengawasan;

¢) Realisasi peluksanaan pengawasan;

d) Jadwal dan realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga
ahli selama masa periode pengawnsan: dan

¢} Evaluasi pelaksanaan pengawasan secarm menyelurah
dan saran kepada PPK.

2) Penyampalan laporan akhir diserahkan dengan melampirkan
salinan selurub keluaran yang dipersyaratkan dalam kontrak
selama  pelaksanaan periode pengawasan serta  salinan
dokumentas! lainnya yang dipandang penting,

3] Penyerahan laporan akhir sesuai dengan yang tercantum
dalam kontrak.

4. LAPORAN KASATKER/PPK KEPADA ATASAN LANGSUNG

1.

Laporan Kasatker/PPK kepada atasan langsung paling sedikit
dilakukan selams 2 (dua) kall selama masa kontrak pekerjaan
konstrukst.

Laporan Kasatker/PPK kepada atasan langsung merupakan laporan

pengendalinn peleraan konstruksi,

Laporan In! paling sedikit memust hal-hal sebagal berikur:

o. Ringkasan status kemajuan pekerjaan, baik kemajuan fistk
maupun pembayaran/keuangan, serta sisa target berikutnya
yang harus dicapal;

b. Penilaian kinerja terhadnp para pthak yang terlibat di dalam
proyek, seperti Penyedin Jasa Pekerjaan  Komstrukst, Sub
Penvedin  Jasa  Pekerjann  Konstruksi dan  Direkal
Teknls/Konsultan Pengawas;

c. Kendala-kendala yang dihadapi terkait pengendalian pekerjaan
konstruksl serta penanggulangan yang sudah dan/atau yang
akan dilakukan;

d. Potensi masalah yang mungkin terjadl serta rencana pencegahan
atau penanggualanannya;

e, Sttus perubahan kontrak, bils ada;
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{ lLaporan keterlambatan dan/atau  ketidaksesuatan dengan
rencana yang ditetapkan beserta penyebub keterlumbatan serta

usulan rencana percepatan danjatau alternatif solusi lamnnyn;
dan

g Hal-hal lain vang perlu untuk dilsporkan,
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F-10 Contoh Format Laporan Harlan Penyedia Jasa

LAPORAN HARIAN

[ho. Ueut

o Tanggat
[Fenyeca e
|Pengrwasen Tekna
jCentrah he Terggel

JSMPY tez [Tanggel
JA. PEAEROAAN B TIBA/MUTASE 1 PERALATAN & BAMAN KONS TRUNS! POKOK
N | Koo ] Jesic Peharjpan | Volama Lokas he lema Cocan/ Lok Asal Lohast Tujusn

Vol

€. PEMAKAAN PERALATAN

ho * | LokesiNe ke | Fuseh

Peratacan h Peralatan

J0. PERSONIL PELAXSANA LAPANGAN

£, CUACA/DENCANA ALAM MESADWAN PENGMAMBAT PEKERIAAN

Mo | Tugen/intetan t-.h[ Lovew

Tanggung wan
Mo jeniy o | Lokan baiths At
Xomiakio

IF. USUL/PERGARAN/SARAMINSTAUKS) KESEPARATAN LAPORAN

Tandts T
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F-11 Contoh Format Laporan Mingguan Penyedia Jasa

LAPORAN MINGGUAN
PALET PERERIAAN Ssan
LOEAS: PEXERIAAN
NG KONTRAX Mirggu Ke-
TANGGAL KONTRAK Penode
NG EONTRAK ADD 01
TGL KONTRAX ADD D3
INILAL KON TRAK
CONSULTAN SUPERVIS
PENYIOA A58
DA KEGIATAN/PEXERIAAN YANG DRAPORKAN
oL
TAR/PERERIAAN 2 KEMAILAN PEXERIAAN 5 TERHADAP
MO UNAIAN PEKEIUAAN  [SAT, - ey $a S/a wemn | Selurun
Volame ADDOL Minggs | Miaggu | Minggu | Pekerjan | Peberjas
Ladu inl nl n n
DIVIS 30 PERETUAAN .
104 [Pernaian Pasangan Sanu [ M3] 2019 20,19 157
JUMLAK TOTAL 100 REALISAM 55 001
RENCANA S 26,27
DEVIASI N 434
Disetujul Clen. Diperikse Oteh, Dibuat Oten,
Drexsi Lapangan Kamultsn Pemgowes Peryeoia i33a,
(Narma dan Getar) (Nama den Gelar) (Narms dan Gelar)
tep Superwiuen Enginest Ganery) Saperintandent
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C.5. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKS!
1. UMUM

a. Tata cara penyusunan RMPK ini berlalu pada seluruh pelaksanaan
pekerjaan  konstruks! di Kementertan Pekerfaan Umum  dan
Perumahan Rakyat;

b.  RMPK disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjann Konstruks! segera
setelah penandatanganan kontrak;

¢ RMPK diserahkan dan dipresentasikan pada sust Rapat Perslapan
Pelaksanaan Kegiutun (Pre Construction Meeting/PCM), kemudian
dibahas dan disetujui ofch PPK;

d Pembahasan RMPK mencakup kecukupan terkall persyarstan
penyusunan RMPK serta kesesustan dengan lingkup dan persyaratan
dalam kontrak; dan

e, RMPK adalah dokumen yang dinamis, dalam artl dapat dilkaji
ulang /direvist disesuaikan dengan perubahan lingkup pekerjasn dan
metode pelaksanasn dengan tetap memperhatikan kaidah-kaldah
penyusunan dan perubahan tersebut harus disepakat! kedua belah
pihak.

2. TANGUNG JAWAB DAN WEWENANG PARA PIHAK

Tangung jawab dan wewenang para pthak terkait penyusunan RMPK.
{..n“-&ngguna Jasa
1) Melakukan svalunst dan menyetujul RMPK;
2] Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesual dengan RMPK; dan
3] Memastikan agar RMPK selalu up to date sesual dengan
perubahan lingkup pekerjoan.
b. Penyedin Jasa Pekerjann Konstrulksi
1} Menyampaikan RMPK sesual ketentuan penyusunan  serta
lingkup dan persyaratan dalam kontrak;
2] Menjelnskan RMPK dalam rapat persiapan pelaksanaan
pekerjaan (PCMJ,
3]  Melaksanakan pekerfaan sesual dengan RMPK; dan
4] Melakukan perubahan/ka|l ulang dokumen RMPK sesual
dengan perubahan linglup pekerjaan yang ada.

3. IMPLEMENTASI RMPK
a. Pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM)
RMPK yang disudah dibuat aleh Penyedin Jasa Pekerjann Konstruksi
dibahas pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan secarn
detall sesual dengnn komponen yang sudah ditetapkan dan sesunt
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dengan spesifikasi teknis maupun syarat-syarat yang telah disepakati

bersama sast penandatanganan kontrak.

Pada saat Pelaksanaan Konstruksi

1. RMPK yang sudah disetujui oleh pengguna jasa secara resmi
dapat dipakat oleh seluruh stakeholder yang ada di Proyek
konstrulesi.

2. RMPK menjadi acuan kerja bagi konsultan pengawas proyek
konstruks!  dal melal k: kewajlbannya di  proyek
konstruksi

3. Method Srtatoment dan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian
(Inspection and Test Plan/1TP] yang merupakan komponen pada
RMPK digunaskan sebagal saloh satu  persyaratan dalam
permohonan tzin memulal pekerfaan.

Struktur Organisasi Penyedia Jasa

Penyedia  jasa Pekerjaan Konstruksl harus memberikan uraian
mengenal struktur organisasl tim internal serta sub-penyedia jasa-
nyn, beserta penjelasan terkait kualifikasi. kompetensi dan tanggung
jawab yang dimiliki oleh masing-masing personil/divisi/bagian yang
dimaksud. Struktur organisasi penyedia jasa juga dilengkapl
denganstruktur organisast dart Sub Penyedia Jasa.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal yang mencakup selurub tahapan yang ada dalam provek
tersebut sehingpa dapat memberkan gambarun terkalt rencana
kegiatan mulal tahap persiapan sampal tahap penyelesaian.

Gambar Desain dan Spesifikasi Teknis

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksl harus melsmpirkan gambar
desain (DED) yang sudah disepakati sant penandatanganan kontrak
dan memberikan uraian singkat don jelas mengenal persyaratan
spesifilkasl teknis sesual kontrak. Contohnya: Persyaratan proses
produk/hasil produk, Persyaratan mutu material, Standard/aturan
yang dipakai, Mutu produk akhir.

Tahapan Pekerjaan

Rangkaian pekerjaan yang sistematis dart awal sampal akhlr untuk
mewujudkan suatu bangunan konstruksi yang dapat di pertanggung

M L Yeesi

i secarn
Rencana Kerja Pelaksanaan [Method Statement)

Penyedia Jasa Pekerjman Konstruks: harus membertkan uralan
mengenal daftar standar, prosedur, pedoman pelaksanaan dan/atau
fnstruksi kerja yang digunakan untuk setiap pekerjaan, bailk yang

2019, No.1690
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terkait dengan teknis/pelaksanaan  pekerfsan  maupun  terkait
penjaminan mutu dan pengendalian mutu dan analisis X3 untuk
setiap pekerjann di lapangan. Rencana Kerja Pelaksanaan terdirt dari
kamponen:
1. Metode Kerjn
Suatu  mangkatan kegiatan pelaksanaan konstruksi yang
mengikutl  prosedur dan telah dimncang sesual  dengan
pengetahuan maupun standar yang telah diujicobakan;
2, Tenags Kerja
Tenaga kerjn yang dimaksud adalah uraian personil dan
tanggung fawab darl setiup tahap pekerfaan Umdan persondl
yang dimoaksud sdalah jabatan apa saja yang berhubungan
dengan metode pekerjaan terscbut dan jumlah personil tiap
Jabatannya;
3. Material
Materfal vang dimaksud adalah uralan material yang akan
dipakai pads pekerjaan tersebut dan sudah disetujui oleh
pengguna jasa. Uraian material yang dimaksud ialah penjabaran
dari merek materail yang telah disetujut oleh pengguna jasa dan
spesifikasi material sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak;
4. Alat
Alat yang dimaksud sdalah uralan seluruh slat vang akan
dipakal dalam pekerjaan tersebut. Mulai dari alat berat hingga
alat yang paling kecil Urnian alat yang dimaksud talah mulai
dari nama alat yang dipakal, detl spesifikasi alat (produktifitas
dan sumber daya), serta jumlah unit setiap slat tersebut; dan
5.  Aspek Keselamatan Konstruksi
Hal-hal yang harus diperhatikan dart segl K3 yang berhubungan
dengan metode kerja.
f. Rencana Pomeriksaan dan Pengujian/RPP (Inspection and Test
Plan/1TP)
Penyedia Jasa Pekerjoan Konstruksi harus memberikan penjelasan
mengenal prosedur dan rencana Inspeksi dan pengujian dif lapangan
untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga,
mencakup poln-poln sebagal berkut:
1. Kriteria keberterimaan (termasuk tolerans! penerimaany;
2. Cara pengujtan/pemeriksaan; dan
3. Jadwal pengujian (frekuensi  pengujian), dan  Penanggung
sawab/pelaksana pengullan.
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Rencana pelaksanaan ITP harus disesuaikan dengan uraian tahapan
pekerjaan yang disampatkan pada poln sebelumnya.

Pengendalian Sub-Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan
Pemasok

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksl harus dapat menunjulckan
bentuk pengendalian pekerjaan yang dikerjakan pihak ke-3 (Sub
Penyedia Jasa Konstruksi dan pemasok) yang menjadi acuan dalam
proses pelaksanaan pekerfaan dan hasil produk pekerjaan yang
harus dicapal.
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RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

ViL

DAFTAR 181

INFORMASI PEKERJAAN
1.1 Data Umum Pekerjaan

1.2 Lingkup Pekerjaan
STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Pengguna Jasa

2.2 Penyedin Jasa

2.3 Pengawas Pekerjoan

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
TAHAPAN PEKERJAAN

GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEXNIS

5.1 Gambar Detalled Engineering Design (DED)
5.2 Speatfikas: Teknis

6.5 Aspek Keselumatan Konstruksi (Analisis Kesehatan dan
Keselamatan Kerja/K3)

RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUUJIAN (Inspection and Test

Plan{1TP)

7.1 Tabel Rencana Pemeriksasn dan Pengujian
VIIL PENGENDALIAN SUB-PENYEDIA JASA DAN PEMASOK
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BAB 1
INFORMASI PEKERJAAN
1.1 DATA UMUM PEKERJAAN
Nama Pekerjaan : Diisi Nama Pekerjaan sesual dengan Kontrak
Lokas] Pekerjaan . Disl sama lolast pekerjann sesual dengan kontrak

Kontrak (No & Tanggal] @ Diisi dengan No. Kontrak dan Tanggal Kontrak
SPMK [No & Tanggal] : Diisi dengan No. SPMK [No & Tanggal)

Nilal Kontrak : Ditsl dengan nilal rupish sesual kontrak
{Termasuk PPN)
Sistem Kontrak : Diisi dengan Sistem Kontrak vang digunakan
(misalnya lumpsum atau harga satuan)
Sumber Dana : Diisl dengan sumber dans-Tahun Anggaran yang
bersangkutan
Waktu Pelaksanan
Masa Kontrak : Diisi dengan Masa Kontrak
Tanggal Mulal Kerja ! Ditsl dengan Tanggal Mulal Kerja
Tanggal PHO ! Ditsi dengan Tanggal PHO
Tanggal FHO : Dlisi dengan Tanggal FHO

TeCONTOR

: DHsl dengan Alamat Pengguna Jasa

Myulh Jasa
Nama : Diisi dengan Nama Penyedia Jasa
Alamat : Diisl dengan Alamat Penyedis Jasa
Pengawas Pekerjaan
Nama : Diisl dengan Nama Pengawas Pekerjaan
Alamat : Dits! dengan Alamat Pengawas Pekerjaan

1.2 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Kegiatan ! Dlisl dengan Lingkup Kegiatan Utama sesuat
dengan kontrak

2019, No.1690
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BAB I
STRUKTUR ORGANISASI

2.1. Pengguna Jasa
A. Struktur Organisasi

1

B. Tugas dan Tanggung Jawab
Penjelasan tugas dan tonggung jJawab setiap personil yang ada

didalam struktur organisasi tersebut

2 CONTOH

B. Tugas dan Tanggung Jawab
Penjelnsan tugas dan tanggung jawab setinp personll yang ada

didalam struktur organisasi tersebut
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2.3. Pengawas Pekerjaan
A. Struktur Organisasi

2019, No.1690
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BAB IV
TAHAPAN PEKERJAAN

2019, No.1690

Dattar K

Gafian Struktur Untuk

Peeraan Abutment

l
3
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dengan Beton Mutu
fc 20 Mpa

- Badan Abutmen

Pra Cetok Gelagar Pemasangan [lasto
Type ! mesik Batu Alam

Pemasangan Unit
Py Gamnder Gieder Type |
& Stresing 5m

Pemberian dan Purgecoran

menggunsian Bajs Tulangan U-
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b % g an Lanmtai Semb. dangan Baja
Tulangan U-39 Uir dan Beton Mutu Sedang fc 30 Mpa

Selesal |
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BABV

GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS
5.1 Gambar Detalled Engineering Design (DED)

. Punstnpns Mt Db 3

L ONTOH

Alat/Material/ Tenaga
Kerja/ produk

Spesifikasi

Keterangan

———
Belon Ready Mix

Ft & 37 MPa, a5MPa

Tes independen

Tower Crane

Jib : 70 m ; Max Beban ¢

Konveasional

2.5 ton
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RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN
Contoh Method Statement :

METOOE TELAKSANAAN N0 DORLMEN

H

PEEFRIAAY Bekinting Knovk Doun | REvTR ™" DAKI
(A

em e e

Metode Kerja Bekisting Knock Down

Dapsban (sh Diisttupot Cirk Dwversbas) COleh
Pewyndia ”s RONSULTAN PENGAWAS
! e — |} 1 L —_ '
Tamgaal doctinn Toggd dinetnssd Targgd dnerios
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METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN LIFTING DENGAN CRANE | |f [

| NAMA FROVER
LOEAST

DAFTAR ISI

£ 1 METODE PELAKSANAAN

£2 TENAGA KERJA YANG TERLIBAT
E3 MATERIAL YANG DISUTUHKAN
E4 PERALATAN YANG DIBUTUHEAN

~ CONTOH
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a. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan inl dibuar untuk pekerjsan pengangkatan beban
yang berat dengan menggunakan bantuan alat berupa crane yang
meliputi: pekerinan pengangkatan girder mulal dari mobilisasi alat,
persiapan, pelaksanaan pekerjaan, perapthan pekerjaan  hingga
demobilisast alat pada pekerjaan ., ... ...

CONTOH

Uralan Pekerjaan
1) Mobilisasl crane

b)

Melakukan pengecekan secarn menyeluruh terhadap alat
erane yang akan di mobilisasi ke lokasi pekerjaan untuk
menghindarl tidak berfungsinys alat pada sast di
pergunakan.

Melibatkan instansi setempat terkait Surat Tzin Laik
Operasl (SILO).

2] Persiapan Crane dan Lifting Gear

a)

bj

Mengumpulkan beberapa data sepert kapasitus crane,
kondisl crane, load chart crane, lifting accesoris (chain block,
shackle, sling, dll), kondisi lokasi untuk crane, berat
material yang diangkat dan lain-lain sesusl dengan analisa
dari engineer,

Memastikan operator crane dan petugas rigger kompeten,
dan mempunyal SIO (Surat i2in Operstor) yang masih
berlaku,

2019, No.1690
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€ Menyiapkan alat komunikasi (HT) dan Alat Pelindung Diri
(APD) yang akan digunakan.

d)  Menyiapkan arca kerja aman untuk bekerja, dan membuat
barikade agar tidak ada aktifitas  pejelan kaki pada area
kerja serta rambu-rambu yang dibutuhkan bertkut
pengendafian lalu lintas.

3] Melakukan pengangkatan dan penurunan material
a) Menaati aturan dasar pengangkatan. Dalam hal inl
blasanys telah disebutkan dalam rigging plan astau JSA
pekerjaan.
b}  Dilakukan briefing sebelum memulal aktifitas.
¢} Kapasitas crane sesual dengan berat beban yang akan
dlangkat
d} Petugas Rigger berkompeten, dan petugas rigger tidak
merangkap sebagai petugas sinyal.
CONTOH™™
4] Penyelesalan pekerjaan/ house keeping
n) Saat selesat lakukan clean up dan pastikan segala
sesuatunya  ditinggalkan  dalam  keadnan  tidak
membahayakan bagi orang lain.
b) Merapikan area kerja seperti semuln.

5{ Demaobilisasi Crane
a) Menyiapkan jalan yang aman untuk melintas crane,
mempoaisikan boom dalam keadaan standby, melintas
dengan kecepatan rendah,
b) Membust barfkade untuk demobllisssl crane, mengatur
kondisi lalu Untas vang skan dilewati crane. bila periu

menggunakan pengawalan polisi.

A

| MomLisAst crANE |

| PRRSIANAN CRANE DAN LIFTING GFAR |

71!

[ Ser1ARTR AN PENGANTRATAN DAN PENURINAY MATERIAL |

v

[ PENYELESAIAN PEKFIOA AR HOOSD KETFING ]

[ oessonnsas coans |

SFLESAL
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Tenagn kerja yang terlibat dalam pekerjsan

SEMLaR]
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angker D32 dan D25

2019, No.1690

%0 | PERSONIL KETERANGAN
1 sana 1 Orang SKA
2 Petugas K3 | Orang | Petugas K3/8KA
3 | Operator Crane 2 Orang SKA
4 R.}Hn 2 Orang SKT
5 | Sinvalemen 1 Orang SKT
o | Pekerja 8 Orang SKT
6.3. Material/Bahan
RO URAIAN SATUAN | KETERANGAN
1 Qirder 120 Bh SNI/Spek Tek
=
3
“ - = =
. CONTOH
6.4. Peralatan “ b
(NG URAIAK VOL | SATUAN |
1 Crane 2 Unit SILO
2 Truk Tralles 2 Urir
3 Alat bantu 1 La
4
5

www.peraturan.go.id



2019, No.1690

s e (o don Le ]
Urztan wemttnie 1Y yang Awnt Naluryw. L ¥ p
ustah tap tiag priecman
Cuntrd WA

-154-

- —— -
— |
= o
ecemans cmmss o an
e
e Y e — s in
3= —
1 P s s | S it - A
———
I1e b e e ot
248 e T e
"..ﬁ L - —
R
x 4iia . G
B e R T
- e e e et ot s s E_
B e R =
e —0 st g sesea s o — e
- Mt —n— et
e @ T
' -~
(o
i
FPe——1: — ] T er—r— —
. ‘e
-
T e v bt | 11 [ ot o e o b
A P
. .. el
g ERDIN L —————————
UL y ——
o v —

BAD VR
RENCANA PENERIEAAAN DAN PENGSIIAN/ INSSETTION AND TEIT FLAN PP/ 1T

Comstins RV TP

C eECARA FEMERIKRAAN BAR PEMSEIAN | INSFECTION aad TRET PAS TR
e e L] I

- Ty o T —
] B —— - - -
——CONTOH |
 —  —
(A me— —
ER - e T e e e
-

www.peraturan.go.id



-155-

Potaajuk Pengieisn Porm €on Tou 7 nip il Tast Pias 079
o Pt Eeteramgne
A Tverte e | P TR e et i SAPTTITN e PR S e
' Wﬂ- e Gy Ty et as TRIT s e TR T
> o—-h: - e Toed o ui1ee mreum e (erbe tov
.7 AT T T——
B, e
R P9 W as Smete 010t bamd
o | e — - i -
ST N
. m! . snase - - gt GegIN O
St Frasrmpy P L T T T —
- vbbens. TUNE FITTRITYS st 1 410 001 (UTTEAny TR SOTLe AORAI ree STIEE (TR PRI TS
Bovnthtan S lel et froe Wi MEB] B e bl SAGEee AT WA TAng VIV WTTES
P fms ALY (e va) O T T obeTiess
Sewar = POy =y
B R N N e L L L
0 [emapuiie L et Ant W e - —~ =
2.

2019, No.1690

www.peraturan.go.id



2019, No.1690 156

BAB VIl
PENGENDALIAN SUB-PENYEDIA JASA DAN PEMASOK

Uratan pengendalian sub-penyedis jass dan pemasok dalam
mendukung pelaksanasn kontrak sesunl dengan kontrak yang
telah disetujul. Jelaskan hubungan koordinasi antara sub-penyedia
asa / pemasok dengan penyedia jasa dan pengguna jasa.

Pengendalian Sub-penyedia Jasa :

= CONTOH—
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C.6. PROGRAM MUTU KONSULTANSI KONSTRUKSI
1. UMUM

Pedoman Program Mutu ini berlaku pada pekerjanan jasa konsultansi
konstruksi di Kementerian Pekerjsan Umum dan Perumahan Rakyat,
Program Mutu adalah rencana mutu pelaksansan keglatan yang
disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstrukst yang merupakan
dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan
dan hasll kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontralk
pekerjaan;

Program mutu disusun oleh Penyedia Jasa Konsultanst Konstruksi
setelah menerima Surat Perintah Mulal Kerja (SPMK) dan di bahas
pada Rapat Perstapan Pelaksanaan Pekerjaan (Kick of Meeting):
Program mutu horus sudah disahkan oleh PPK sebelum Konsultan
memulai pekerjsannya;

Program Mutu merupakan dokumen yang dinamis. dapat direvisl
apabila terjadi perubahan persyaratan dolam pelaksanaan pekerjaan
agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjnan.

2. KOMPONEN PROGRAM MUTU

1

Informas! Pekerjaan

Informas! Pekerjoan yaitu penjeiasan mengenai nama paket keglatan,

kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan,
kiu  pelaks dan pengguna dan  penyedia  fasa

konsultans).

Organisast Kerjo

Struktur organisasi  menggambarkan  hubungan  kerja  antara

penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaltan/alur

mnstrukst dan koordinast pthak-pthak dalam pelaksansan kegiatan

(internal penyedia jasa). Dilengkapi dengan tugas, tanggung jawab

dan wewenang dari tiap-tiap tenagn ahli agar jelas siapa berbuat apa

dan menghindari terjadinya tumpang tindih (overlapping) kegiatan.

Jadwal Pelaksanann Pekerjaan

Jadwal pelaksanasn pekerjaan berisi mengenal informast terkait

rentang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setlap tahapan

kegintan yang dimulal dari persiapan, implementasi, dan pelaporan.

Informasi yang dimaksud mencakup jadwal peralatan dan jadwal

penugasan personel.

Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan yaitu gambaran umum tentang apa yang akan

dikerjakan oleh Konsultan dan alur/tahapan proses pekerjaan yang

meliputi:

2019, No.1690
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a. Penjelasan  bagaimana pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan
(untuk tshapan penting)

b. Input yang digunakan dalam setiap tahapan proses, beserta
output yang dihasilican,

c. Cek/kontrol yang dipergunakan untuk memastikan bahwa
tabapan proses dapat diterima.

Pengendalian Pekerjoan

Pengendalian pekerfaan yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk

memastikan agar peloksanaan kegiatan sesunl dengan perencann

kegiatan dengan metode kerja, jadwal penugasan tenaga ahli, dan

acuan /persyaratan vang digunakan. Dapat menggunskan alar bantu

berupa ceklist/daftar simak.

Laporan Pekerjaan

a. Dalam komponen laporan pekerjaan dijelaskan mengenal jadwal
rencana penyerahan laporan pekerjaan beserta poln-poin yang
akan disampatkan dalam laporan.

b. Jenis-jenis laporan sesual dengan persyaratan dalam dokumen
kontrak, secara nmum meliputi:

1) Laporan Pendahuluan
Berisl pemahaman terhadap apa vang diminta di dalam
kontrak, dan rencana kerja/metode kerjn untuk mencapai
sssaran  yang dibampkan dalam  kontrak., Laporan ini
diserahkan kepads pemberi tugas 1 (satu) bulan sejak SPMK.
Laporan pendahuluan dibahas dengan direksl pekerjaan dan
instansi lain yang terkalt.

2) Laporan Antara
laporan kegiatan konsultan seloma paruh waktu, beris
pengumpulan  data  primer maupun sckunder, analisa
sementarn. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas
pada pertengahan waktu pelaksanaan kontrak.

3) Draft Laporan Akhir
Berisl laporan kegintan konsultan secara menyeluruh mulai
dari pengumpulan data, analisa, kestimpulan dan
saran/masukan, Diserahkan kepada pembert tugas satu
bulan sebelum berakhirmya masa kontrak.

4) Laporan Akhir
Merupakan perbaikan/revisi darl draft laporan akhir yang
telah dibahas denga direksi teknis dan instans! teckait lainya.
Laporan inl diserahkan pada akhir kontrak.
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5) Produk Akhir
Laporun produk akhir adalsh produk akhir vang diminta
pengguna jasa, misalnya Pedoman, Modul, Gambar Desain,
BOQ, dil
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3. FORMAT PROGRAM MUTU

PROGRAM MUTU

PAKET
PENGAWASAN/SUPERVIST ..ooiiiiiviinnininisnicinnenns

CONTOH

DOKUMEN
TANGGAL

www.peraturan.go.id



2019, No.1690

lew
ettt
[ N Dok Turggad titertiitkan Haalatrast
No. Weyinl Pl
PERSETUJUAN

NAMA (13 131 19
JADATAN 123 164 (10
TANDA TANGAN 17 (LRY]

~—CONTOH——

PROGRAM MUTU
PENGAWASAN / SUPERVIS! ... w0 v i cis i
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PROGRAM MUTH
Pelierfman . .

| Na. Dok Tangaal diserbitoan Halnman
| Ne. Revis Pral

DAFTAR 181

Lembar Pengesahan
Unit Penerima
Daftar Isi

informas) Pekerjaan
Organisasi Kerja

Jadwal Pelaksanann
Metode Pelaksannan

~-CONTOH

- I
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Lows
persasahasn
PROGIAM MU
Pedrrpann
Mo, Dok o Tumooal iterhithun Tnkanian
Mo, Joevini | | Praf
BAB1
INFORMASI PEKERJAAN
Nama Pekerjaan ! Ditsi Nama Pekerjaan sesuat dengan Kontrak
Lokasi Pekerjaan - Ditsi nama lokasi pekerjoan sesuni dengan kontrak

Kontrak No./tanggal  : Ditsi dengan No. Kontrak dan Tanggal Kontrak
Nama Pengguna Jasa  : Dusl dengan unit kerja Pengguna Jasa
Satuan Kerjn - Diisl dengan nama satuan kerfa terkait

Alamar : Dlisi dengan Alamat Penyedia Jasa

Nilal Kontrak : Diis1 dengan nilal ruptah sesual kontrak
(Termasuk PPN)

Sistem Kontrak : Dlisi dengan Sistem Kontrak yang digunakan
{misalnya lumpsum atau harga satuan)

Sumber Dana : Diisi dengan sumber dana-Tahun Anggaran yang
bersangkutan

Waktu Pelaksanan . DUtal dengan jumlah har kalender sesual kontrak

Lingkup Kegiatan * Diist dengan Lingkup Kegintan Utama sesuni
dengan kontrak
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perusstizan
PROCKAM MIUTY
Pekerpsan | -Zob 86
New Dok Tonggal diwrbesionn Malvmam
No. Bevisd Parat
BAB 11
ORGANISAS]I PEKERJAAN

2.1 Struktur Organisasi Penyedia Jasa Konsultanst Konstruksi |pelaksana

paket pekerjaan yang terkait saja)

Nama. )

2.2 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

=

Tugas,

Y Di - isi dengan ©
Jawab dan Wewenang dan Peayedia Jasa
Konsultansi Konstruksi
susi dengan Struktur Organisasi

M-Ju—wuwwu—m
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Lewr
persatinen
FROGRAM MUTU
Pk rinan S -
Yo, Dok [ e e
| e w‘r Ml"-rul
BAB 1
JADWAL PELAKSANAAN
o RN T
marcard BoRet (%)
ML DS Rencana (%1
[Boosx Avarean: %)
P-..‘--N
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lews
irrisadaen

Pehwrjaan

| Ne Dak
| No. Rrvini

4.1, Bagan Allr Pekerjaan

-166-

PROCGRAM MTTH

Tangeal ditcrbaban Halasman
Paral

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

Bagal alir menjelaskan tahapan oktifitas Konsultan yang dimulal dart
persiapan, implementasi, sampal dengan pelaporan dnn menjelaskan
pemeriksaan pado aktifitss yang riukan pe

= CONTOH =

No Kegotan

cipergunakan

Kode
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Prriealinen
PROCIAM ML
DR $ i e il i gt e M A i) heg P il
No. Duk Tanggsdl dnerbithnn  Mnbaman
| No. Revim 1 | | Parat
Contoh bagan alir pelaksanaan pekerjaan.

. Soup Deawang
2 Kssavan
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low
perusahasn

o Dl Tanggad ditrrhitkan T Habaan
No. Mevinl PFarnd

PRIODGRAM MU
Pl jaut

4.2. Rencana Kerja

Rencana  kerja menjelaskan metode/strategl  Konsultan  dalam
melaksanakan setiap aktifitas sesual bagan alir distas. Straveg! ind
dimalaxudkan untuk mencapal target yang optimal

TENAGA

OUTPUT | DURASI

NO | AKTIFITAS | METODE KERJA AHLI YG
KERJA | KERJA | M8

w

CONTQH
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Lwn
petisnalisan
PROGRAM MUY
Pekerinan ¢ 4
[ No. Dok Tanggal diterbithonn Halumun
No. Revisl Parat

BABV
PENGENDALIAN PEKERJAAN

5.1. Jadwal Personil Inti dan Pendukung

J Bulun Ke

No Jatatan
oeng [T ——

.|--CONTOH

m Tenags Peodukung
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[

perusaluian
PROGRAM MUTH
M&vrinan
Nui. Dok | Tangsal ditectiticas : T Hlansa

N Ml Purad

5.2. Checklist Kegintan Konsultan Pengawas

Checklist kegiatan konsultan yaitu untuk memastikan bahwa seluruh lingkup
pekerjann telah dilaksanakan sesuai dengan persynratan dalam kontrak.

Contoh checklist kegiatan konsultan
PAKET PENGAWABAN ..

Masa Mobilisasi
a._ | Data dan dokumen kegiatan pekerjann
b. | Data dan dokumen kontrak
Rencana Mutu Pekerjaan Konstruks! (Penvedia
[ Jasa Pekerfaan Konstruksi)

Jadual pengiriman peralatan penyedia jasa
konstruksi

d
[ Data tenaga kerja konstrukal
f |dst.

2. | Masa Pelaksanaan
n

b.

Pemetiksaan a:po.n dan kualitas dari quarry

Pengawusan bunmn Job Mix Formula

d. | persetujuan mn karja lquamy control, Quantity
surveyor, Inspector, dil)

e. | Pemeriksaan hasil Pengukuran volume

f. Pemeriksaan hasil test labarntorium

.| dst...

3. | Masa Pemeliharaan

n. | Daftar ins; ksl aan masa pemeliharaan

b Rekol peme se! t labi
period

Final Report rangkuman dart aktivitas
pelaksanaan pekerjsan mencakup antara tain

o mmhayamm;wmbahnnkonmkl(.tOl dan

Pemorikaaan as built drawing sesuai

pelaksansan di lapangan
dst. .,

e
4. |dst..
Checklist dibunt berdasarkan lingkup pekerjaan sesual bagan alir kegiatan,
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Lo
pravisalisen
PROCGRAM MU
Prarraan
[0, Dok I Tunggul dnestikan T Mndaman)
N, Tevim Pt
BAB VI
PELAPORAN
X JENIS RENCANA 181 LAPORAN RENCANA
_LAPORAN PENYERAHAN
1 Laporan Pemahaman terhadag Hngh laymnan k Itan 25 Mri 2018
Pendabuluan | selumn Janghon wakng kontok)
- Rencana Kerja dan Pengorganisasian Pekerjaan.
R | 1 Pelaks an dan ¥ Tenaga Anls.
- Ringh 1 kemiaj peliak: 1 lsyanan (bila
»udah ada)
2 Laporan « Rencana kerja balan berjalan 23 Juni 2018
Bulanan « Kemaguan pekeriaan penyedin pekerraan
konstruksi
= Total Kemaduun keglatan dan keterbambatan yung
b-sebab
3 Laporan v 25 Jull 2058
Triwulan emajuan § F perode
tiga bulanan ternichir
» Rencona Kega untuk triwulan sclanjutnya
= Jadwal Pelaksanman dan Penggunann Tenags Ahli
sampal periode tgs bulin selanjutoys
» Ewvaluasl sementara dan Saran kepado Pengguna
Jansa.
3. | Lapotan = Renowns Refih  Wwhl UnTUK  selama periode | 25 Desctnber
Alehulr layanan 2018
« Rencana Kerja yang telah disesuatkan
= Realisani pelaksansan pengawanan
= Jndwal Pelaksannnn dan Pengganssn Tenagn Ahll
- Realisps! Pelaksansan dan Penggunasn Tenags
And|

www.peraturan.go.id



2019, No.1690 179

D. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMER
KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

D.1. Format Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian/Perencanaan
Konstruksi

COVER DOKUMEN
CONTOH

|Logo Perusahaan|

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

|Nama Poket Pekenaan)

Lokas! Pexerisan
Nomor Kontrak
Waktu Pelaksanaan

DISUSUN OLEH:

desddssanssnaana PR B LT T TP T T r T PPN

(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkapan/ Perencanaan)
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KONSEPTUAL

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGEAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

D

(Nama Paket Pekerjaan)

“resssssssessstsasssnnnnan sasee

Slsssssssessassasesssnsnsasssnnasn

(Penode Pelaksanaan Pekerjaan)

[ Pihak Penyedia Jasa

Pihak Pengguna Jasa |

Dibuat Oleh:

D LTI R IR

(Negress Jabretar )

el

!.\'nr;m Lmth’

Desetujut Oleh:

Pojabat Pembust Kemitinen

el

N

ama Lengkap)
11 2 S Roso

2019, No.1690
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-174-
CONTOH
[Logo Perusahaan)
RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKS!
PENGKAJIAN /PERENCANAAN KONSTRUKSI
A. DATA UMUM
Nama Provek
Nama Pakel Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan
Nomor Kontrak
Waktu Pelaksanaan
Nama Konsultan Pengkajian /
Perencanaan Konstruksl
Lingkup Tanggung Jawab 1.
Konsultan Pengkajlan / - A
Perencansan Konstruksl
B. IDENTIFIKAS] KESELAMATAN KONSTRUKS!
REKOMENDASI
No ASPER DESKRIPSI AWAL TEKNIS
1 | Lokasi Contoh : kondis! tanah | Contoh : Perlakuan atas
perbukitun, sungasl, struktur tansh
lembah, tngkat disesuailan dengan

kondist Jokast sehingga
diperiukan metode
sesual kebutuhan, dst
(ditsi sesual metode dan

kondist yang
dibutuhkan.........)
2 | Lngkungan 1) 1)
3 Sosio-Ekonomi 2) 4)
4 | Dampak Lingkungan 3) 4)
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D.2. Format R ngan Ki ptual SMEK P ngan Konstruksi
COVER DOKUMEN
CONTOH
|Logo Perusahaan)
RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKS!
(Nama Paket Pekerjaan)
Lokasi Pekerfann
Nomaor Kontrak
Waktu Pelaksanaan
DISUSUN OLEH:

{Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan)
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LEMBAR PENGESAHAN CONTOH

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI

...................................................................

...................................................................

(Peniode Polaksanaan Pekerjaan)
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengguna Jasa |

Dibuat Oleh: Disetujut Oleh:

Sereesersansrranns. Areecsrenses Pojabat Pembust Kemitimen
(Negress Jabretar )

1l el
(\om,.[, Sedidiiais (,\'aml_fuggm
NP e,
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DAFTAR 181
COVER DOKUMEN
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR 151

RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI
1.1, Data Umum
1.1.1, Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi
Konstruksi Perancangan

1.2. Metode Pelaksansan

1.3, Identifikasi Bahayn, Pengendalian Risike dan Penetapan
Ristko Pekerjaan

1.4. Peraturan Perundang-undangan dan Standar

1.5, Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan
Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

1.6. Pernyataan Penetapan Tingkat Ristko Keselamatan
Konstruksi

DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
2.1. Blaya Keselamatan Konstrukst
2.2. Kebutuhan Personll K3 Konstrulei

2019, No.1690

183
184
185
186

120
186

187
187

189
189

190

191
191
191
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I CONTOH I

[Logo Perusahaan]

1 RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.1 Data Umum

Nama Provek

Nona Paket! Pekerjann
Lokasi Pekeriaan
Nomor Kontruk
Waktu Pelaksanaan
Nama Konsultan Perancangan
Lingkup Tanggung Jawab
Konsultan Perancangan 2,

-

1.1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultans! Konstruksi Perancangan
Memuat Pemyataan  Pertanggung Jawaban Konsultansi Konstruksi
Perancangan  yang ditandatangani oleh Kepala Konsultansi Konstruksi
Perancangan.

Format Pernyataan Pertanggung jawaban Konsultans: Konstruks: Perancangan

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
KONSULTANSI KONSTRUKSI PERANCANGAN

(Badan Usaha) ... sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi bertanggung
Jawab penuh terhadap hastl desain yang telah dilalcukan. Apabila terjadi revist
desain, maka tanggung jawab revis! desain dan dampaknya ada pada
penyusun revisi.

Pimpinan Konsultansi Konstruksi Perancangan

ttd

| Neasrue Lenghap
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1.2 Metode Pelaksanaan
Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No| Lingkup Pekerjaan | Metode Pekerjaan | Bahaya Utama

1.3 Identifikasi Bahayn Pengendalian Risiko dan Penetapan Tingkat Ristko
Pekerjaan

Memuar tabel dentifikasi bahaya dan pengendalian ristko terhadap aktivitas

pekenjaan kopstruksi sesua hasil perancangan yang dikonsultasikan dengan

Ahli K3 Konstruksi.

Tabel 2. Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko”

Kepals Peouncangan Konutrks|
Namas Peoyedia Jans

ted
INuma Lengloap)

*Format tabel dapat mengikuti contoh.
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Tabel 2 Penpelasan Tabel Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Ristko

Urman Kegiatan

Tahapan keguatan pelaksanaan
pekerjaan sesuwl dengan
pekeraan rutin dan non-rutin

ldcnn'ﬁ-ka.si Bahaya

' | Menctapkan karaktenstk kondisi
bahaya / tindakan

bahayaterhadap aktintas

Dampak / Ristko

pelaksanaan konstruksi sesuai
dengan peratiran terkait
;| Paparan /konsekuenss yang

timbul akibat kondisi bahaya dan

tindakan bahaya terhadap

aktivitas pelaksanaan konstrukst

Tengendahian Risiko

!| Kegiatan yang dapat
mengendahivan batk mengurang:
maupun menghilangkan dampak
h’lﬂ.l{fl yang tombul

Rencana Tindakan

' | Kegratan tindak laryut dalam
rangka memenuhi pengendalian

risiko yang akan dilakukan

Carararc Identifikasi bahaya dan pengendalion ristko harus diturunkan dari metode
pelakaanaan

|Contch Tabel Penetapan Tingkat Rislko Pekerjaan]

A - Akibat (keparahan)

NO | PERERJAAN | IDEN TTFIRAST ORANG HARTA LINGKUNGAN | KESELAMATAN
BERISIKO BAHAYA BENDA UMUM
K m[x[aA]m A m][x]aAa]m™
=KxAl | -KxA ~KxA =KxA
i i m | iy |08 15 |
Catatan |
K : Kekerapan
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1.4 Peraturan Perundang-undangan dan Standar
Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lannyga diuvraikan

menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap DED yang
dihasitkan.*

Tabel 3 ContohFormat Peraturan Perundang-undangan dan Standar

“Peraturan Perundangan
No Mllil & Persyarstan Lainnya Klausula /Pasal
Yang Menjadi Acuan

1.5 Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan
Konstrulksi Bangunan

Konsultansi Konstruksi Perancangan menjelaskan secara naratif metode
operast dan pemeliharman bangunan gedung ataun sipd, sesuci paket
pekerjaan yang sedang dimancang
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1.6 Pemyataan Penetapan Tingkat Ristko Keselamatan Konstrukst
CONTOH

|Logo Perusahaan)|

Berdasarkan hastl identifikast bahaya untuk pelaksanaan pekerjoan:

Nama Palet Pekerfaan
Harga Penilalan Perancangan
(Estmate Engineer

Lokas! Pekerfaan

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi
untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud df atas adalah:

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (BESAR/SEDANG/KECIL)"

*Coret yang tidak periu

Jabatan ¢ | (Penunggung Jawab Perusshaan)

Nama

Tanda Tangan

Keterangan :

Rislko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksl untuk
menentukan kebutuban Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Kesclamatan
Konstruksi, tdak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar
Josa Konstrukst.
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2 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Biaya Keselamatan Konstruks)
Perhiungan Braya penerapan SMEK mengacu pada Lampiran huruf G,

2.2 Kebutuhan Personil K3 Konstrukst
a Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi
Memuat daftar tenaga kerja konstrukst yang melaksanakan pekerjan

konatrukai
Tabel 4. Juminh Tenags Kerja Konstruksl

No Jabatan Personel
1 ] Ahli K3 Konstrulksi®

2 ] Ahli Sipil

3 | Ahll Mekonrikosl

4 | Ahli Elektrikal

5 | Ahli Arsitek

o |.

7 | Mandor

8 | Tenags Kesja Termmpdl Tulcang)

0 Astuten !M

*yang dimaksud biaya personcl di dalamnya telah termaktub biayn  pencrapan

SMKK
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C TATA CARA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU

PEKERJAA KONSTRUKSI
DAFTAR ISI

IRARTAR TR 10110 corvaiosnisivossnttitssttbisarorshssasssnsnsisssst borasonsssivasasasssy 61
DAFPTAR GAMBAR . .ccicicisusivssevsnmnsasinsinspsssdoosnsavnenissassssssosasuvenovon 64
D AR L AR ORI S R R iR SRR RGN 65
DAFTAR PROBEDUR .cccccocoovscsevesseossucssessscesssosnensesssssnsssovsssssnovnases 66
DAFTAR CHECKLIST ....cccoicicicsannecssssciscssnsssosssssssnssssssssaassasssssssses 67
C.1. UMUM

1. Maksud dan Tujuan.......c s 68
2: Lingkup Pengaturan.. uiaiiasamieisimiiid i 68
3. PenEETtIAN (iuvsicisiesnansossnsosnssssarisiossasssssassssnnssssssssiosssasssssssssassssses 69

C.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA JASA DAN
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C.1. UMUM

1.

MAKSUD dan TUJUAN

a) Maksud dari pengaturan terkait Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi dalam Peraturan
Menteri ini adalah sebagai acuan pelaksanaan penjaminan mutu
dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi bagi pihak-pihak
terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

b) Tujuan dari pengaturan terkait Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi dalam Peraturan
Menteri ini adalah adalah:

1) Untuk mendukung terlaksananya keselamatan keteknikan
konstruksi guna tercapai proses dan hasil pekerjaan
konstruksi yang berkualitas.

2) Untuk mendukung terwujudnya tertib penyelengaraan
penjaminan mutu dan pengendalian mutu guna tercapai
hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas sesuai dengan
kebijakan mutu yang ditetapkan.

LINGKUP PENGATURAN

Penerapan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan
konstruksi dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Seluruh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus menerapkan
penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan
konstruksi sesuai dengan ketentuan dan lingkup dalam
Peratutan Menteri ini.

b. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi harus
menerapkan penjaminan mutu dan pengendalian mutu
pekerjaan konstruksi dalam setiap tahapan pekerjaan
konstruksi.

c. Sebagai bentuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu,
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun RMPK
serta Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi harus menyusun
Program Mutu.

d. Rincian yang berkaitan dengan teknis/substansi pekerjaan
sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh
Pimpinan Tinggi Madya Penyelenggara Infrastruktur.
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e. Poin-poin pengaturan terkait Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi dalam Peraturan
Menteri ini mencakup:

1) Tanggung Jawab dan Wewenang Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa;

2) Kegiatan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu,
mencakup penyusunan:

a) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); dan
b) Program Mutu untuk Konsultansi Konstruksi.
3) Pelaporan.
3. PENGERTIAN

Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan

sebagai berikut:

1. Mutu dalam lingkup pekerjaan konstruksi adalah kesesuaian
antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan
persyaratan lainnya dari pengguna jasa dalam lingkup biaya
dan waktu yang telah ditentukan;

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/
anggaran belanja daerah;

5. Pengendali Pekerjaan adalah pihak yang ditunjuk/ditetapkan
oleh PPK yang bertugas untuk mengendalikan proses dan hasil
pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak;

6. Pengawas Pekerjaan adalah pihak yang ditunjuk/ditetapkan
oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
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Penjamin Mutu pada Unit Organisasi merupakan unsur
pendukung pada struktur penyelenggara proyek dan tidak
terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait
pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi;

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
PPHP adalah tim yang bertugas melakukan pemeriksaan
administratif terhadap hasil pekerjaan konstruksi;

Direksi Lapangan adalah seorang atau lebih yang berasal dari
dan ditetapkan oleh PPK, dan bertugas mengelola administrasi
Kontrak serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;

Konsultan Manajemen Konstruksi yang selanjutnya disingkat
MK, adalah Penyedia Jasa Konsultansi manajemen yang
ditunjuk oleh PPK, dan bertugas mengendalikan pelaksanaan

pekerjaan;

Direksi Teknis adalah tim pendukung yang berasal dari dan
ditetapkan oleh PPK  yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan;

Konsultan Pengawas Pekerjaan adalah Penyedia Jasa
Konsultansi pengawasan  yang ditunjuk oleh PPK yang
bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan;

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah panitia yang
ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK bertugas atas
pelaksanaan evaluasi atau penelitian dalam pemeriksaan
bersama dalam membandingkan spesifikasi kontrak dan
mengusulkan tindak lanjut yang perlu dilakukan PPK apabila
terjadi perubahan kontrak;

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat RMPK adalah dokumen perencanaan kegiatan
penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh
penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan

Pekerjaan Konstruksi:

Program Mutu adalah dokumen perencanaan kegiatan
penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh
penyedia jasa konsultansi konstruksi dalam pelaksanaan
Konsultansi Konstruksi;

Surat Perintah Mulai Kerja vang selanjutnya disingkat SPMK
adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia
barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan;
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17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction
Meeting/ PCM) merupakan rapat awal antara PPK, Pengendali

Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan, Penyedia, tim perencana serta
pihak terkait;

18. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini

terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan;

19. Masa Pelaksanaan (jangka waktu pelaksanaan) adalah jangka
waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan
tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai
dengan serah terima pertama pekerjaan;

20. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak
tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal
penyerahan akhir pekerjaan.
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C.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA
JASA

1. PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dengan menggunakan pendekatan manajemen mutu, prinsip penjaminan
mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi mencakup aspek
pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
terdiri dari:

1. Penyelenggara Infrastruktur; dan

2. Penyelenggara Proyek.

Penyelenggara Infrastruktur meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan, PA dan KPA.

Penyelenggara Proyek meliputi Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pengendali Pekerjaan (Direksi Lapangan atau Konsultan MK},
Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas), dan
Penyedia.

Pelaksanaan penjaminan mutu dan pengendalian mutu selama pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, meliputi 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penjaminan Mutu, oleh Pengguna Jasa; dan

2. Fungsi Pengendalian Mutu, oleh Penyedia.

Struktur Organisasi dan pembagian para pihak yang terlibat dalam
penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dapat
dilihat pada Gambar C. 1.
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Gambar C.1. Struktur Organisasi Para Pihak yang terlibat pada
Pekerjaan Konstruksi

2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA JASA
2.1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

Terkait penjaminan mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan

konstruksi, PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan konstruksi bertanggung

jawab:

1. Membentuk dan menetapkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
sebelum pelaksanaan tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama;

2. Menerima hasil pekerjaan dari PPK setelah Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan diterbitkan;

3. Menetapkan PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap
hasil pekerjaan yang diserahterimakan; dan

4. Menyerahkan  hasil pekerjaan selesai kepada penyelenggara
Infrastruktur.

2.2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tanggung jawab dan wewenang PPK terkait dengan penjaminan mutu dan

pengendalian mutu meliputi:

1. PPK bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak konstruksi,
mencakup aspek administrasi kontrak dan aspek teknis (engineering).
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2. PPK berwenang atas pengendalian dan pengawasan pekerjaan
konstruksi. Kewenangan ini dapat dilimpahkan sebagian atau
keseluruhan terhadap pihak/tim yang ditunjuk oleh PPK.

3. Pengendalian Pekerjaan Konstruksi dilakukan untuk mengendalikan
proses dan hasil pekerjaan Penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak.
Pengendalian  dilaksanakan  baik pada  kontrak  pekerjaan
konstruksi maupun kontrak jasa konsultansi pengawasan pekerjaan
konstruksi.

a. Pengendalian pekerjaan konstruksi meliputi aspek:
1) Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
Merencanakan, mereview dan menetapkan serta menjamin
penerapan dari sistem pengendalian mutu yang dilaksanakan
oleh Penyedia dan Pengawas Pekerjaan.

2) Kuantitas
Memerintahkan pengukuran hasil pekerjaan dan melakukan
persetujuan terkait kuantitas serta sertifikat pembayaran.

3) Jadwal
Memastikan jadwal pelaksanaan sesuai dengan rencana jadwal
yang telah ditetapkan dan menyetujui penyesuaian jadwal yang
disusun oleh Penyedia.

4) Pelaporan
Melaporkan capaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara
berkala, termasuk permasalahannya kepada Kasatker.

5) Keselamatan Konstruksi
Merencanakan, mereview dan menetapkan serta menjamin
penerapan dari sistem pengendalian aspek keselamatan
konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia.

6) Rekayasa Teknis
Mereview dan menyetujui dokumen teknis rencana pelaksanaan
pekerjaan konstruksi yang terdiri dari: gambar kerja, metode
kerja, usulan perubahan pekerjaan.

b. Kegiatan pengendalian pekerjaan konstruksi meliputi:

1) Memeriksa dan memberikan persetujuan atas usulan dokumen
rencana pelaksanaan yang disampaikan oleh Penyedia meliputi:
a) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
b) jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan tenaga

kerja konstruksi;

c) gambar kerja;
d) bahan yang akan digunakan;
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e) RMPK;

RKK;

g) Jenis pekerjaan yang disub-Kontrakkan dan sub-Penyedia
yang akan digunakan (jika ada); dan

h) perubahan pekerjaan.

-}

2) Memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan pengujian dan
pemeriksaan mutu serta volume;

3) Memberikan persetujuan atas laporan pelaksanaan dari
Penyedia setelah diverifikasi oleh Direksi Teknis/Konsultan
Pengawas;

4) Menyampaikan laporan pengendalian pekerjaan kepada PA/KPA.

4. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dilakukan untuk memastikan proses
pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak.
a. Pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi aspek:

1) Mutu;

2) Kuantitas;

3) Jadwal;

4) Pelaporan;

5) Keselamatan Konstruksi; dan

6) Rekayasa Teknis.

b. Kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi:

1) Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan
dan pemutakhiran RMPK Penyedia;

2) Melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil
pekerjaan;

3) Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas
hasil pekerjaaan;

4) Melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode
kerja;

5) Menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi
syarat;

6) Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak
pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap
dokumen kontrak;

7) Melakukan pengawasan terhadap penerapan Keselamatan
Konstruksi;

8) Mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan
pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak
memperhatikan peringatan yang diberikan;

9) Merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan
dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
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10) Melakukan pemeriksaan terhadap laporan Penyedia;

11) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan secara
periodik;

12} Melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan.

5. Kewenangan dan tanggung jawab pengendalian pekerjaan konstruksi
dapat didelegasikan kepada Pengendali Pekerjaan yang dapat dilakukan
oleh staf PPK, dalam hal ini disebut Direksi Lapangan, atau Penyedia
Jasa Konsultansi yaitu Konsultan Manajemen Konstruksi (MKJ;

6. Kewenangan dan tanggung jawab pengawasan pekerjaan konstruksi
dapat didelegasikan kepada Pengawas Pekerjaan yang dapat dilakukan
oleh staf PPK, dalam hal ini disebut Direksi Teknis, atau atau Penyedia
Jasa Konsultansi yaitu Konsultan Pengawas.

7. Dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi
dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi, maka Penyedia Jasa
Konsultansi wajib menyusun Program Mutu sebagai bentuk penjaminan

mutu.

Tanggung jawab dan wewenang PPK dalam Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu dapat dilihat pada Gambar C.2

___Tanggung Jawab Dan Wewenang PPK
dalam Penjaminan dan Pengendalian Mutu

—— IR = .
melekat pada PPK
B R —

1) Staf PPK M} Dircks=i Lapangan
atau

2K ' ‘ Konsultan

Manajemen Konstruksi

. LJe—

1) Staf PPK W Dircksi Teknis

atau

2) Kensultan W)

|
|
|
1
|
[
'
|
|
-

Konsultan
Pengawas Pekerjann

Gambar C.2. Tanggung Jawab dan Wewenang PPK dalam Penjaminan
Mutu dan Pengendalian Mutu
2.3. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Tanggung jawab dan wewenang PPHP terkait dengan penjaminan mutu dan
pengendalian mutu meliputi pemeriksaan administratif terhadap hasil
pekerjaan konstruksi yang diserahterimakan dari PPK kepada PA/KPA.
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2.4. Penjamin Mutu pada Unit Organisasi

1. Penjamin Mutu pada Unit Organisasi merupakan unsur pendukung
pada struktur penyelenggara proyek dan tidak terlibat secara langsung
dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, yang memiliki fungsi:

a. Perumusan kebijakan;
b. Pembinaan teknis; dan
c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan.

2. Penjamin mutu memiliki tugas sebagai berikut:
a. Menyusun standar dan pedoman teknis yang berlaku pada masing-
masing unit organisasi,
b. Melakukan bimbingan teknis;
Melakukan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan.

Struktur organisasi penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan
konstruksi dapat dilihat pada Gambar C.3.

I |
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o eyt i s
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-
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Ve et abh o b e e - . 4 *
— - -

e Nt Sy Pemdb e

Gambar C.3. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu dan Pengendali Mutu
Pekerjaan Konstruksi

3. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI

3.1. Kepala Proyek
Kepala proyek bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pekerjaan
kontruksi dan memiliki tugas:
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1. Memastikan tercapainya sasaran pekerjaan dari segi mutu, biaya, waktu,
Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja;

2. Menyelesaikan masalah yang terjadi termasuk merencanakan tindakan
pencegahan terhadap masalah yang mungkin terjadi;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan yang di perlukan;

4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan.

3.2. Manajer Pelaksana
Manajer pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merencanakan metode pelaksanaan, pemeriksaan dan pengujian terkait
mutu pekerjaan; dan

2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sasaran mutu, biaya,
waktu, dan Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja.

3.3. Unit Pengendali Biaya
Unit pengendali biaya berfungsi membantu kepala proyek dalam hal:
1. Mengendalikan biaya, pelaksanaan pekerjaan; dan
2. Melakukan evaluasi biaya terkait dengan upaya percepatan pelaksanaan
pekerjaan.
3.4. Unit Penjamin Mutu
Unit penjamin mutu bertugas:
1. Menetapkan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian;
2. Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur pengendalian
mutu;
3. Berkoordinasi dengan Direksi Lapangan/Konsultan MK terkait dengan
rencana pemeriksaan dan pengujian serta prosedur pengendalian mutu;
4. Melakukan audit internal atas kesesuaian pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan tim konstruksi dan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan
dan pengujian yang dilakukan tim pengendali mutu;
5. Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
3.5. Unit Pengendali Mutu
Unit Pengendali mutu bertugas:

1. Melakukan pemeriksaan;
2. Merekomendasikan tindakan perbaikan yang di perlukan;
3. Membuat laporan hasil pemeriksaan.

3.6. Unit Administrasi
Unit administrasi memberikan dukungan administrasi terhadap kegiatan
proyek yang meliputi:

1. Penata usahaan; dan
2. Pemeliharaan dokumen proyek.
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Struktur organisasi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada
Gambar C.4.

——— Garis Instruksi
~-==e (Garis Audit Internal (assurance)

Gambar C.4. Fungsi - Fungsi Pengendalian dan Penjaminan Mutu
pada Struktur Organisasi Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi
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C.3. KEGIATAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU
1. UMUM

2019, No.1690

Kegiatan penjaminan mutu dan pengendalian mutu dimulai sejak
penandatanganan kontrak sampai tanggal penyerahan akhir pekerjaan

dan terbagi dalam 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
2. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan

3. Tahap Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi.

Penyerabas  Tanggal 18 9 (10)
e Mulai Kerja Pelerjus g Tenged
Penanda - 100% pej Alhir
tangaman 13) PCM 16 (PHO) vy
Kontrak SPME 1 1% 5 MC-0 :
Pemerik
saan
Akhxrpm &
Maks Maks o
14 had 7 bani P
Masa Pelaksanaas Masa
m
Mobilisasi
(Maks, 30 han sejak SPMK, khusus untuk sumber daga unnck sewalal owal
pekerpnn atnu sebagawmana diatur dalom koatruk)
TANAD
) TAHAP FERSIAPAN l_ﬂw PELAKSANAAN PEKERJAAN PENVELESAIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN Jongka Waktu Pelaksansan Pekerjaan = ... .. Han
(Sesuai dengun yang tercaatum dakim SPAK)
MASA KONTRAK

Gambar C.5. Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi
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2. TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

SRR ARSI § |

drocana Peiaksammon u
\spek keselimatan Ko 1T
lerana Permeniisaan dan Pengujian

-

¢ W Pembayaran Uang Muka !

' : '
i |

Gambar C.6. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Kons! i

2.1. Penyerahan Lokasi Kerja
1. Penyerahan lokasi kerja dilakukan sebelum penerbitan SPMK,
dengan terlebih dahulu melaksanakan Peninjauan Lapangan
Bersama;

o

Peninjauan lapangan bersama bertujuan untuk memastikan

kesiapan lokasi kerja yang akan diserahterimakan, serta untuk

melakukan inventarisasi seluruh bangunan yang ada serta seluruh
aset milik pengguna jasa,

3. PPK wajib menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang tercantum dalam rencana
kerja yang telah disepakati dalam Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak;

4. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara

Penyerahan Lokasi Kerja.

2.2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1. Penerbitan SPMK dilakukan paling lambat 14 hari sejak tanggal
penandatanganan kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak
penyerahan lokasi kerja pertama kali;

2. Dalam SPMK dicantumkan Tanggal Mulai Kerja;
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3. Penetapan Tanggal Mulai Kerja setelah serah terima lapangan
dilaksanakan atau paling cepat dilaksanakan bersamaan dengan
tanggal SPMK.

2.3. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak merupakan rapat awal antara
PPK, Pengendali Pekerjaan (Direksi Lapangan/Konsultan MK),
Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis/Konsultan Pengawas), Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi, tim perencana serta pihak terkait;

2. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau Pre Construction Meeting
(PCM) harus sudah dimulai maksimal 7 (tujuh) hari setelah terbitnya
SPMK dan sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan;

3. Tujuan rapat persiapan pelaksanaan kontrak:

a. Persamaan pandangan dan pemahaman terkait hal-hal yang
mendasar  pada pelaksanaan proyek, seperti: jadwal, alur
komunikasi dan koordinasi, alur persetujuan, kebijakan
pengendalian mutu dan Keselamatan Konstruksi serta
mekanisme pelaporan dan pembayaran hasil pekerjaan;

b. Untuk mendapatkan kesepakatan terhadap pelaksanaan kontrak;

c. Penyesuaian seluruh kegiatan dalam RMPK dengan persyaratan-
persyaratan dalam dokumen kontrak;

d. Pemenuhan terhadap kebutuhan data dan informasi terkait
proyek;

e. Untuk melakukan perubaahan kontrak apabila diperlukan.

4. Agenda pembahasan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
sebagai berikut:
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Agenda PCM Keterangan
a. Struktur organisasi |PPK
proyek 1) PPK menyampaikan struktur organisasi dan

tim-nya yang akan terlibat serta tugas dan
tanggung jawab secara umum dari masing —
masing pihak.

2) PPK menjelaskan bentuk hubungan antara
PPK, pengawas pekerjaan, dan Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi.

Pengawas Pekerjaan

Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas,

menyampaikan struktur organisasinya serta

tugas dan tanggung jawab secara umum dari
masing — masing pihak.
Penvedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

1) Penyedia Jasa  Pekerjaan  Konstruksi
menyampaikan struktur organisasinya serta
tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2) Perubahan atas personil pelaksana atau sub
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus
diinformasikan pada rapat PCM dan
disetujui oleh PPK.

b. Pendelegasian 1) PPK menyampaikan penjelasan mengenai
kewenangan pelimpahan kewenangan Pengendalian
Pekerjaan dari PPK ke Direksi Lapangan atau
Konsultan MK

2) PPK menyampaikan penjelasan mengenai
pelimpahan kewenangan pengawasan
pekerjaan dari PPK ke Direksi
Teknis /Konsultan Pengawas.

3) Untuk Konsultan Pengawas yang ditunjuk
oleh PPK lain, laporan dan tanggung jawab
Konsultan Pengawas tersebut tetap kepada
PPK proyek (PPK yang menunjuk Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi).

c. Alur komunikasi PPK menyampaikan alur komunikasi,
dan persetujuan koordinasi, persetujuan serta pelaporan.

d. Mekanisme Direksi Teknis/Konsultan Pengawas
pengawasan menyampaikan mekanisme pengawasan dan
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Agenda PCM Keterangan
pelaporan yang akan dilakukan.
. Jadwal pelaksanaan | Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

menyampaikan rencana jadwal pelaksanaan
pekerjaan untuk dibahas dan disepakati

bersama.

Mobilisasi

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

menyampaikan secara rinci rencana mobilisasi

yang mencakup mobilisasi personil inti,
peralatan dan material.
. Metode pelaksanaan | a) Penyedia  Jasa Pekerjaan Konstruksi

menyampaikan gambaran umum metode
pelaksanaan yang akan dilaksanakan.
b) Penyedia Pekerjaan Konstruksi

menyampaikan metode pelaksanaan untuk

Jasa

pekerjaan tertentu yang dianggap penting

. Pembahasan
Rencana Mutu
Pekerjaan
Konstruksi (RMPK)

1) Dokumen RMPK diserahkan sebelum PCM

untuk dievaluasi oleh Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas.
2) Penyedia  Jasa Pekerjaan Konstruksi

mempresentasikan RMPK yang mencakup

penjelasan terkait hal berikut:

a) Rencana pelaksanaan pekerjaan (method
statement) tiap-tiap pekerjaan

b) Rencana pemeriksaan dan pengujian
(Inspection and Test Plan/ITP)

c) Pengendalian subPenyedia Jasa Pekerjaan

Konstruksi dan pemasok.

3) Hasil pembahasan RMPK dapat berupa
persetujuan atau permintaan untuk
perbaikan.

Pembahasan
pelaksanaan
Rencana
Keselamatan
Konstruksi (RKK)

Dilakukan pembahasan terhadap dokumen
pelaksanaan RKK.

Rencana
pemeriksaan

lapangan bersama

Pembahasan lapangan

bersama dalam rangka penilaian kesesuaian

rencana pemeriksaan

kontrak dengan kondisi lapangan
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Agenda PCM Keterangan
k. Informasi yang Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
dibutuhkan menyampaikan kebutuhan data dan informasi

lainnya yang diperlukan.

l. Dukungan fasilitas | Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
menyampaikan  dukungan lainnya yang
diperlukan.

m. Lain - lain Agenda lain yang relevan.

5. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita
Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

6. Apabila diperlukan perubahan kontrak, maka diterbitkan adendum
kontrak.

2.4. Pembayaran Uang Muka

1. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dapat mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan
rencana penggunaan uang muka (apabila ditentukan dalam dokumen
kontrak);

2. Uang muka digunakan untuk membiayai mobilisasi peralatan,
personil, pembayaran wuang tanda jadi kepada pemasok
bahan/material dan persiapan teknis lain;

3. Besaran uang muka ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak
(SSKK) dan dibayar setelah Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima,

2.5. Mobilisasi

1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan 30 hari
kalender sejak diterbitkan SPMK, atau terutama untuk sumber daya
(material, alat, tenaga kerja) yang akan digunakan untuk memulai
pekerjaan.

2. Untuk mobilisasi sumber daya yang berhubungan dengan
pelaksanaan untuk tiap-tiap pekerjaan, dapat dilakukan sesuai
kebutuhan dan rencana kerja, meliputi:

a. Mobilisasi peralatan;

b. Mobilisasi personil inti dan pendukung:

c. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, barak,
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya.

3. Denda keterlambatan mobilisasi sebagaimana tertuang dalam
kontrak.
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3.1. Pemeriksaan Bersama (Mutual Check/MC-0)

1. Pemeriksaan Bersama dilaksanakan dengan cara melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan, mencakup:

a. Pemeriksaan terhadap desain awal dilakukan untuk menilai
kesesuaian desain dengan kondisi lapangan;

b. Jika diperlukan penyesuaian terhadap desain, maka dilakukan
review desain; dan

c. Penyesuaian terhadap kuantitas (volume) awal berdasarkan review
desain yang dilakukan.

2. Penyesuaian pada gambar desain dan volume awal, harus dicantumkan
dalam berita acara hasil pemeriksaan bersama dan selanjutnya
dilakukan perubahan/adendum kontrak.

3. Prosedur Perubahan di Lapangan mengacu pada Prosedur (P-07).

3.2. Pengajuan Persyaratan untuk Memulai Kegiatan Setiap Pelaksanaan

Pekerjaan

1. Untuk memulai setiap kegiatan pekerjaan, Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi harus menyampaikan permohonan izin memulai pekerjaan
(Request of Work).

2. Prosedur permohonan izin memulai pekerjaan sesuai dengan Prosedur
(P-01) dan mengisi Formulir Pengajuan Memulai Pekerjaan (F-01)
dengan paling sedikit melampirkan:

a. Gambar Kerja
Prosedur pengajuan persetujuan dan perubahan gambar kerja (shop
drawing) mengacu pada Prosedur (P-03).
b. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement), mencakup:
1) Metode Kerja
2) Tenaga kerja yang dibutuhkan;
3) Peralatan yang dibutuhkan;
Material yang digunakan;
4) Aspek Keselamatan Konstruksi (mengacu pada analisis
Keselamatan dan kesehatan Kerja/K3 per pekerjaan); dan
5) Jadwal mobilisasi tiap-tiap sumber daya.
Pengajuan persetujuan material sesuai dengan Prosedur (P-02).
Dalam metode kerja perlu disampaikan titik-titik tunggu (hold point)
terkait pengendalian mutu pekerjaan. Titik-titik tunggu ini perlu
dipantau dan diawasi (jika diperlukan dapat pula dilakukan
pengujian),
c¢. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection and Test Plan/ ITP)
Jadwal pelaksanaan pemeriksaan bahan, material, serta titik tunggu
(hold point) pada metode kerja.
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3. Pemeriksaan terhadap persyaratan untuk izin memulai pekerjaan
dilakukan oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas kemudian
disampaikan kepada Pengendali untuk mendapatkan persetujuan,

mencakup:
No | Persyaratan Pengajuan Kriteria Persetujuan
Izin Kerja
1 | Gambar Kerja Kesesuaian gambar kerja terhadap

gambar desain dan kondisi lapangan

2 | Rencana Pelaksanaan Kesesuaian dengan spesifikasi dalam

Pekerjaan kontrak dan gambar desain
a. Metode Kerja Kelaikan dan keandalan metode kerja
yang digunakan
b. Tenaga kerja yang Kesesuaian kompetensi tenaga kerja
terlibat; dengan rencana pekerjaan yang
diajukan
c. Peralatan yang 1) Kesesuaian peralatan dengan
dibutuhkan; rencana pekerjaan yang diajukan

termasuk kelaikan peralatan

2) Adanya Surat Izin Laik Operasi
(SILO) juga Surat lzin Operator (SIO)
untuk operator masing-masing alat

d. Material yang Kesesuaian material dengan spesifikasi
digunakan;
e. Aspek Keselamatan Kesesuaian analisis K3 yang mengacu
Konstruksi pada Rencana Keselamatan Konstruksi
(RKK])
f. Jadwal mobilisasi Kesesuaian jadwal mobilisasi dengan

tiap-tiap sumber daya | kebutuhan pengadaan dalam rencana

pekerjaan yang diajukan

3 | Rencana Pemeriksaan Kesesuaian item-item pemeriksaan dan
dan Pengujian pengujian dengan pengendalian mutu
yang mencakup pemeriksaan material,

dan hasil pekerjaan

Di dalam hal seluruh kriteria persetujuan telah dipenuhi, Pengendali

mengeluarkan surat persetujuan memulai pekerjaan (Approval of Work).

www.peraturan.go.id



2019, No.1690

-212-

www.peraturan.go.id



2019, No.1690
-213- ’
F-01 Contoh Format Pcngqhnn Memulai Pekerjaan
{Lego dan Nama | Nomor Kontrak Nama Proyek 1
Penyedia Jasa Tanggal Kontrak Nama Paket t
Pekerjaan Kegiatan Nama Penyedia Jasa :
Konstrulks) Pekerjaan Pekerinan Konstruksi
DETAIL PEKERJAAN
Detail Pekerjaan: Lokasi
B
O -
Kén
Jadwal Muls: ; Selesar A0
pelaksanaan 4 /fampuin
pekerjaan: fm
STATUS DOKUMEN
P a Verifikasi
Dokumen Status T-n‘ﬁ} ?h&nﬂ Pe
1. Gambar Kena |(Shop
Drawing) [i /
2. Metode Kerja =
3. Rencana Pemeriksaan dan
Pengupan ,._J‘A Qm
4. Persetujuan Matenal s 3 -
& Ceeves A 7
B e A
PENGAJUAN P
Dibuat Oleh /‘%\ Diajukan oleh:
-
,f"‘? ' 3
Manaj ! Lapangas Manajer Proyek
Nama : S Nama :
Tanggal: o~ - Tanggal:
PERSETUJUAN
Hasil Pemenksaan dan Venfikas: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Peng-ﬂs Pe (pilih salah
san):
O Pekerjnan dapat dilakeanakan
O Pekerynan tidak dapat
c“m“m"‘“"“““ Direksi Teknis/ Direksi Lapangan/
’ Konsultan Pengawas Konsultan MK
Nama: Nama:
Tanggal: Tanggal:
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FORM PERSETUJUAN MATERIAL
Nomor Kontrak B Nama Proyek
(Logo dan Nama
Penyedia Jasa Tanggal Kontrak :nml;::t i
Pelkcenynan Kegiatan ama yedia
Konstrukes | Pekerjaan
DESKRIPSI DAN SPESIFIKAS]I MATERIAL:

RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (Bik

diperlukan) s
Tanggal : ) Jenis Pemeriksann dan Pengujian:
Walctu DY SN O I Y P s P Pt

Lokas: [ - By -omveemaeneaeananns

Disetujui/ditolak oleh:
Disetujui/ditolak |coret yang
tidak periu)

Catatan:

......................................................................................................
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C-02 Contoh Daftar Simak M uj Material { k PPK atau Pengendali Pekerjaan)

DAFTAR SIMAX PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU

JUAN MATERIA

1. Pergapans
Periengan Maeral
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. Porganns Peveriasn MergasTrUALAG N AKA SOOrUAIT DEMu/esaan SLIu DeNgutian samoel materisl
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P-03 Bagan Alir Persetujuan Gambar Kerja

wewe hazs bomee e e L bamwe I e v
| [t ! ~ g ! @ !
— F et T B e | v Poumy | Vo e O
[ el (08 N e . e
e i $ b —.
¥ Pobadel et etisnd g weed peng
- ‘.‘— Al e 4 et Mo Mg et carve
N e Q.

e | BT S A

www.peraturan.go.id



-217-

2019, No.1690

F-03 Contoh Format Persetujuan Gambar Kerja

PENGAJUAN PERSETUJUAN GAMBAR KERJA

(Logo dan Nama
Peayedia Jasa No Tanggal
Pekesjaan < Pengajuan:../.../.......
Konstruks:)
Nomor Kontrak Nama Proyek t
Tanggal Kontrak Nama Paket :
Nama Penyedia
Kegiatan Pekerjaan Jasa Pekerjaan
Konstruks:
PENGAJUAN R
Nomor Gambar - -
No. Kerja Notmor Revisi

.......... TIIIEII T S AR
Disetujyui oleh : Tanda tangan
Direks: Lapangan/ Konsultan MK
N i iiiiianisnsiiie, | sessidiiiiidedaiianas

.......... Tnngll R A
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C-03 Contoh Daftar Simak Persetujusn Gambar Kerja (untuk PPK atau Pengendall Peketjsan)
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3.3. Pengawasan Mutu Pekerjaan

1.

Pengawasan mutu pekerjan dilakukan melaui pemeriksaan dan

pengujian terkait hal-hal berikut:

a. Metode Kerja
1) Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan metode kerja yang telah

disetujui oleh Direksi Lapangan /Konsultan MK;
2) Memperhatikan titik tunggu, dimana pekerjaan dapat
dilanjutkan bila tahap pekerjaan sebelumnya telah disetujui.

b. Tenaga kerja yang terlibat
Pemeriksaan terkait jumlah tenaga kerja sesuai dengan rencana.

c. Peralatan yang dibutuhkan
Pemeriksaan terkait keteersediaan SILO (Surat Izin Laik Operasi)
dan SIO (Surat Izin Operator) untuk operator masing-masing alat

d. Material yang digunakan
Pengawasan terkait spesifikasi dan jumlah material dasar dan
material olahan sesuai dengan dokumen pengajuan material.

e. Keselamatan Konstruksi (mengacu analisis K3 tiap pekerjaan)

1) Dokumen analisis K3 sudah disetujui oleh Direksi
Lapangan /Konsultan MK; dan
2) Implementasi keselamatan konstruksi per pekerjaan.

f. Jadwal mobilisasi tiap-tiap sumber daya
Pemeriksaan terkait ketersedian sumber daya tiap pekerjaan sesuai
jadwal mobilisasi.

g. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection and Test Plan/ITP)
Pengawasan terhadap kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai
dengan rencana pada metode kerja.

h. Hasil Pekerjaan
Pengawasan tekait hasil tia-tiap kegiatan pekerjaan sesuai dengan
persyaratan. Jika ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai
spesifikasi, Pengawas Pekerjaan dapat memberikan peringatan dan
teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan dan
mengusulkan kepada pengguna jasa untuk menghentikan
pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak
memperhatikan peringatan yang diberikan.

Pengawasan terhadap proses tiap-tiap kegiatan dilakukan berdasarkan

spesifikasi dan metode kerja yang diajukan.

Pengawasan terhadap hasil pekerjaaan dilakukan berdasarkan

spesifikasi.

Pemeriksaan material pada saat penerimaan dilakukan sesuai Prosedur

(P-04). Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melakukan pemeriksaan

secara visual dan pengukuran (bila diperlukan), dan disaksikan
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Pengawas Pekerjaan, untuk memastikan agar material yang dikirim ke
lapangan sesuai dengan material yang telah distujui.

5. Pemeriksaan dan Pengujian berkala material dilaksanakan sesuai
dengan rencana pengujian pada dokumen Pemeriksaan dan Pengujian
(ITP) yang terkait dengan material tersebut. Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi harus memastikan pengujian berkala memenuhi
persyaratan pada kontrak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
sesuai dengan prosedur (P-05).

6. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan pada setiap pekerjaan maupun
sub pekerjaan. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melakukan
pemeriksaan pekerjaan baik fisik maupun administrasi. Jika hasil
pekerjaan sudah sesuai spesfikasi, maka Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi mengajukan permohonan pemeriksaan kepada PPK sesuai
dengan prosedur (P-06).

7. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan diperlukan adanya penyesuaian
atau perubahan di lapangan, maka perubahan di lapangan
dilaksanakan sesuai Prosedur (P-07).

8. Pengendalian ketidaksesuaian hasil pekerjaan dilakukan oleh Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Pengawas Pekerjaan. Jika dalam
pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi,
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Pengawas Pekerjaan membuat
laporan ketidaksesuaian sesuai Prosedur (P-08) dan (P-09).
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P-00 Bagan Alir Pelaksanaan Inspeksi
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F-04 Contoh Format Pemeriksaan/Pengujian

FORM PERMINTAAN PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN

(Logo dan Nama

Penyedia Jasa No.: Tanggal Pengajuan:
Pekeriaan R Sviisissmuimpiniasisss | equmunbiinsirgensdesssndvssennisnto WeqeussNabssaaniin
Konstruksi)
Nomor Kontrak Nama Pakst
Penyedia
Tanggal Kontrak ::::rjaan
Konstruksi
Detail Data Pekerjaan
Nama Provek Deskripsi
Keglatalt = [8 0000 T|iedsiassssassrrsessiiisssassaranassniiqanssnt R i "
Pekerjaan = | | i

Lokasi Pekerjaan

Cost Center/ Mata

anggaran
Info Lainnya Info Lainnya
Rencana l’cmcxik-m/ﬁPemjhn Referensi Dokumen
(Inspeksi)
Jenis Inspeksi Nomor Referensi
............................ mgn
Lokasi Inspeksi
.................. aeneaas | Method Statement
Waktu
Tanggal Rencana | ' oo .MWLB hGambar Kerfa [
Inspeksi: | o0 " b
...... [ i Sasig I
Tanggal reatishbi rnaaast OO WIB Nomor AR PRARTTEY. |, seesrssssprorsasapossssssnrsssses
Inspeksi: =4 | » p———————
...... [ comees [ Lainnya
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Pengajuan Pemeriksann dan Persetujuan

Penyedia Jasa Pekerjann : 1 Fireket pangag/ Konsultan MK

Konstruksi

Namu:

Tanggal: ; ; ; Q@A

Penyedia Jasa Pekegaan Konstruks: dapat melaksanakan sendift /Lapo /T

diserahkan wiuk disetuful)
Hasil Pemenksaan/ Pengupan (Dist oloh Jamn:
Penyedia Jusa Pekerjaan Konstruksir

Dalas Jenn oleh: [ 1 3 3 n :

Penyedia Jasa Pekerjaan Direksi Lapangan/ Konsultan
Konstruksi
Nama - Namna - Nama :
| Tanggal - Tanggal : Tanggal:
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C-04 Contoh Daftar Simak Pengaj: » h Pelak: pekai [antuk PPK atau Pengendali Pekerjann)

DAFTAR SIMAK PENJAMINAN MUTU DAN PE! NDALIAN MUTU AKSANAAN INSPEKS
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F-05 Contoh Format Perubahan di Lapangan

FORM PERUBAHAN DI LAPANGAN

(Logo dan Nama
Penyed:a Jasa
Pekerjaan
Konstruksi )

Nomor Kontrak

Tanggal Kontrak

Detail Data Pokerjaan

| Nama Proyek

Kegiatan
Pekerjaan

Lokasi Pekerjana

Info Lainnys

Detail Perubahan yang diusulkan

Dokumen Pendukung yang disertakan:

Sketsa perubaban
- Analisa perhitungan (bila diperiukan)
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-227-
Pengajuan dan Persetujuan
Tanggsl pengsjuan: ....../ Diterima tanggal: ...... / }[\ Diterima tanggal: _..... f o !
...... Foqrehirers & N
Diajukan oleh: Dipenikan cleb: 1 » Disetujus oleh:
Penyedia Jasa Pekerjaan Direksi Teknis/ W Direksi Lapangan/ Konsultan
Konstruksi : Pengawas: I\ MK:
/"’.‘\6 “’*\7"
KQ\
Q'::!\
(» = . .\
1 N J

Nama | Nama Nama
Tanggal : :’lexgséga]: Ta.ng_ga.l:
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C08 Contoh Daftar Simsak Perubahan di Lapangan (untuk PPK atay Pengendali Pekerjaan)
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P-09 Dagan Alir Penyusunan Pernyataan Ketidakwesuaian (oleh Pengawas Pekerjaan)

Penpesbia Jase Folearpuan kst Tolesuin, Mlﬂr] Trabrzmen
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F-06 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

|Logo dan Nama
Penyedia Jasa No.: Tanggal Pengajuan:
o0 W e i s Rt Neny [N R OO P PRI I~ PSS
Konstruks: )
Nomor Kontrak 4 Nama Paket
Tanggal Kontrak $ Penyedia Jaza Pekerjaan Konstruksi
Detail Data Ketidaksesuaian
Nama Proyek t Referenst b
Kegiatan : [[] Kualitas O Matenal
P o=y
A [[] Dimens: & Posisi [0 vrawcnya :
X.¥.Z) Q.- PPN
Lokasi Pekerjaan | : Jemiz Kendaksesuaan: g @
Info 1 ” 4 B I;:wm. q}Maxeﬁﬂg'z disetuajul
[[] Spesifikasi [[]'Metode Kegja/WI/SOP
Uraian Ketidaksesuaian \ — \ :
Kondisi Aktual: Kondisi Seharusaya:

Usulan Rencana Tindak Lanjut

DDipOfbAdd D Bongkar dan mrjmn Uhilij_ D Dapat diterima dengan Catatan
Lainnys & ...ooicieninemasiassnnassiionses )
Urasan Tindak Lanyut @

aan Setelah Tindak Lanjut :

Usulan Tindakan Pencegahan :

Diteryma / Tidak Tanggal :

DIeERR @ siessierbseiseessseeeiveed
Peagajuan dan Persetujuan

| Digjukan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oteh:

Penyedia Jasa Pekerjaan Direksi Teknis/ Konsultan Direksi Lapangan/ Konsultan
Konstrulksi 4 Pengawas: MK:
Nama : Nama : Nama
Tanggal : Tanggal: Tangeal:
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F-07 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)

PERNYATAAN KETIDAKSESUAIAN

(Logo dan Nama

Penyedia Jasa Tanggal Pengajuan:
% L R SO AT RV
PEEROSER. | T | epmdisememipettotevimms s ither i svaa sy e hsy
Konstruksi)

Nomor Kontrak 1 Nama Paket :

Tanggal Kontrak 1 Penyedia Jasa Pekerjaan Konstrules: H

Detail Data Ketidaksesuaian

Nama proyek Referenst

Kegiatan [0 Kustitas [0 Materia

o a7 D Dimensi & Posisi [ ] Lainaya
XL 0 e '.;{,.,, ..........

Lokasi Pekerjann Jenis Ketidaksesuaian:®

tada i l;: (:;wu:g G MAlen‘Vg &emj\u
] Spesifikasi Dmdo lnqa/Wl/SOP

Uraian Ketidaksesuaian “ = =

Kondis: Aktual: Kondisi S*krusnyn: i

Pemeriksaan Setelah Tindak Lanjut &

(Diterima / Tidak Dw Tung[nh RITR

Pengajuan dan Persetujuan
nggl\l pcnga;uqu ...... !/

m!un om < Divenfikas: oleh: Diperiksa dan Disetujui oleh:
l'eayeAﬁ Jasa Peketh“;‘;_ | Direksi Teknis/ Koasultan Direksi Lapangan/ Konsultan
Konstruksi: Pengawas: MK:
Nama Nama Nams ¢
Tanggal ; Tanggal: Tanggal:
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C-06 Contok Daftar Simak Laporan Ketidaksessaian (untuk PPK atau Pengendali Pelcerjaan)
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3.4. Penerimaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan

1. Penerimaan hasil pekerjaan dilakukan setelah seluruh ketentuan
mutu pekerjaan dalam kontrak dipenuhi;

2. Persetujuan dokumen penagihan didahului dengan pemeriksaan
mutu dan volume hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan;

3. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan dokumen
tagihan sesuai dalam kontrak;

4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian spesifikasi
dan volume yang tertulis dalam dokumen penagihan, maka PPK
berhak untuk tidak menyetujui dokumen tersebut dan Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan perbaikan terhadap hasil
pekerjaan maupun dokumen penagihannya;

5. Pembayaran dapat dilakukan setelah hasil pemeriksaan telah
disetujui.

3.5. Kontrak Kritis (penjelasan mengenai Show Cause Meeting)

1. Pemberlakuan ketentuan kontrak kritis dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak;

2. Penanganan kontrak kritis dilakukan melalui rapat pembuktian
(Show Cause Meeting/SCM) sesuai dengan tahapan/skenario
sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak;

3. Konsekuensi hasil rapat pembuktian dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan kontrak;

4. Pemutusan kontrak dilakukan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada
alternatif penyelesaian lain.
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4. TAHAPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

»--.--.-_-.-._---.---_.--..----.---_[I

Gambar C.8. Tahapan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi

4.1 Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO)

1.

Pelaksunann
Konstruks:

Pcmm 1000, PPK Laporan Hasil
Permohonan BAST Menugaskan  Pengawasan dan

Prkerman oeh Pengawas Pergawas
Peryedia Jasa PK Pekerjaan Pekerjaan

1

Pekerjaan 100%
(PHO) sesuai

L L 1

P I L I T I
Pemeriksaan  Perbailan Verifikos:
Cacat Mutu Cacat Mutu Mutu oleh

Pengawas
Pekeryuan

Kontmi
J
T L
Pemyusunan
Berta Acara
Tesi
Pekerjaan

Gambar C.9. Tahapan Serah Terima Pertama Pekerjaan

Serah Terima Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang
telah selesai 100% (seratus perseratus) dari Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar

sebagaimana disyaratkan dalam kontrak;

Pernyataan pekerjaan selesai 100% berdasarkan rekomendasi dari
Direksi Lapangan /Konsultan MK yang disampaikan kepada PPK;

Rekomendasi Direksi Lapangan/Konsultan MK dikeluarkan
berdasarkan hasil verifikasi lapangan dari Direksi Teknis/Konsultan

Pengawas;
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Isi surat rekomendasi Direksi Lapangan/Konsultan MK mencakup
tanggal tentatif pekerjaan selesai 100%, daftar cacat mutu dan
kekurangan (jika ada);

Berdasarkan rekomendasi dari Direksi Lapangan /Konsultan MK, PPK
melakukan Serah terima Pertama Pekerjaan. Hasilnya dituangkan
dalam berita acara serah terima pertama pekerjaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses Serah Terima Pertama
Pekerjaan adalah:

a. Pengujian Akhir Pekerjaan (Test on Completion)

1) Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan
Direksi Teknis/Konsultan Pengawas untuk melakukan
pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan.

2) Sebelum pelaksanaan pengujian akhir pekerjaan, Direksi
Teknis /Konsultan Pengawas harus memberitahukan kepada
PPK tentang jadwal pelaksanaan pengujian yang telah
disepakati dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi,

3) Sebelum tanggal pelaksanaan pengujian, Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi harus memeriksa dokumentasi
pengendalian mutu (quality control-QC).

4) Kegiatan yang harus  dilaksanakan oleh  Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas dalam pengujian pada akhir
pekerjaan adalah sebagai berikut:

a) Mengecek kesesuaian kinerja secara keseluruhan dar
pekerjaan final yang telah selesai dengan seluruh
persyaratan dalam kontrak maupun kesesuaian maksud
dari desain/gambar, sebagai contoh dimensi, ketinggian,
dll;

b) Pengujian sampel random minimum oleh Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas (bila diperlukan);

c) Evaluasi dari semua dokumen terlaksana (as-built
document] yang menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan
telah sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan seluruh
laporan ketidaksesuaian (Non-Conformance Reports/NCR)
telah diselesaikan;

d) Direksi Teknis/Konsultan Pengawas mengevaluasi
dokumentasi dari quality assurance (QA) Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi untuk menyakinkan bahwa seluruh
pekerjaan telah selesai sesuai dengan persyaratan
pekerjaan dan seluruh laporan ketidaksesuaian telah
diselesaikan.
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5) Untuk pemeriksaan dan uji fungsi, PPK dan Direksi
Teknis /Konsultan Pengawas dapat mengacu spesifikasi yang
ada. Apabila hasil pemeriksaan terhadap cacat mutu dan uji
fungsi belum sesuai dengan spesifikasi yang ada, maka PPK
berhak menunda persetujuan berita acara serah terima
pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib
melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan hingga sesuai
dengan spesifikasi yang sudah tercantum dalam kontrak.

6) Untuk pemeriksaan administratif, PPK dapat membentuk Tim
Pemeriksa yang membantu  pemeriksaan  terhadap
dokumentasi terlaksana (As-Built Documentf) pelaksanaan
pekerjaan yang mencakup paling sedikit sebagai berikut:

a) Dokumen terkait dengan mutu:

1) Laporan Uji Mutu dibuat oleh pengendali mutu;

2) Desain mix formula dan job mix formula;

3) Uji mutu material;

4) Dokumen penjaminan mutu dan pengendalian mutu;

dan

5) Dokumen terkait penghitungan kuantitas/volume

yang disiapkan oleh Direksi Teknis/Konsultan
Pengawas.
b) Dokumen administrasi

1) Perjanjian kontrak termasuk adendumnya (jika ada);

2) Dokumen kontrak lainnya;

3) Dokumen terkait dengan pelaksanaan kontrak;

4) Dokumen pembayaran;

5) Dokumen Perhitungan penyesuaian harga;

6) Berita acara pemeriksaan oleh intitusi/lembaga
pemeriksa;

7) Laporan ketidaksesuaian dan tindak lanjut (status
harus diatasi);

8) Foto-foto pelaksanaan (0% sebelum pelaksanaan,
sedang dilaksanakan dan 100% telah dilaksanakan);
dan

9) Gambar terlaksana (as built drawing).

¢) Dokumen-dokumen lainnya, meliputi:
1) Laporan pengelolaan lingkungan;
2) Laporan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi; dan
d) Manual/pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan.
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7) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan dokumen
administratif telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi menandatangani Berita Acara Serah Terima
(BAST) Pertama Pekerjaan (berita Acara PHO).

8) Setelah penandatanganan BAST Pekerjaan (BAST PHO), PPK
dapat menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
Kemudian PA/KPA meminta Panitia Serah Terima/Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang
diserahterimakan. Serah terima pekerjan ini bersifat laporan
ke PA/KPA dan belum memindahkan tanggung jawab hasil
pekerjaan ke PA/KPA. Serah terima ini dimaksudkan untuk
mempermudah pemeriksaan administratif oleh PPHP nantinya
pada saat serah terima akhir pekerjaan (FHO).

9) Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, Panitia Serah Terima/Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui PA/KPA
memerintahkan PPK  untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan dokumen administratif. Hasil
pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara

. Rencana Pemeliharaan

1) Setelah pelaksanaan PHO, Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi harus menjaga kondisi hasil pekerjaan selama
masa pemeliharaan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan dalam kontrak.

2) Selama masa pemeliharaan, dibentuk Tim Pemeliharaan yang
terdiri dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Direksi
Teknis /Konsultan Pengawas.

3) Sebelum dimulainya masa pemeliharaan, Penyedia Jasa
Pekerjaan  Konstruksi harus menyerahkan  program
kerja/rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
melaksanakan pemeliharaan, paling sedikit mencakup
kegiatan:

a. Pemeriksaan
Kegiatan/tindakan yang dilakukan untuk memastikan
apakah komponen/item/fungsi hasil pekerjaan masih
sesuai dengan spesifikasi.

b. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan

www.peraturan.go.id



2019, No.1690

-238-

Kegiatan/tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan
memperbaiki kerusakan suatu komponen/item/ fungsi
hasil pekerjaan.

4) Komponen-komponen yang harus dipelihara serta mekanisme
pemeliharaannya, disesuaikan dengan yang tercantum dalam
Manual Operasi & Pemeliharaan yang harus diserahkan pada
saat PHO.

5) Dokumen rencana pemeliharaan diperiksa dan disetujui oleh
Direksi Lapangan/Konsultan MK.

. Penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama

Pekerjaan

1) Pada saat pekerjaan telah selesai 100%, Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi mengajukan permohonan Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan kepada Direksi Teknis/Konsultan
Pengawas.

2) PPK akan memeriksa hasil pekerjaan terlebih dahulu,
sebelum mengeluarkan/menandatangi BAST Pekerjaan.

3} Hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti dengan
pemberitahuan kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
hal-hal yang harus diselesaikan/diperbaiki oleh Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi agar hasil pekerjaan sesuai dengan
persyaratan dalam kontrak.

4) Sebelum mengeluarkan BAST  pekerjaan, Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi telah menyerahkan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan (antara lain:
manual operasi dan pemeliharaan); dan

b) Telah dilakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan
sesuai dengan persyaratan dalam kontrak (baik pengujian
terhadap standard mutu maupun kinerja /fungsi).

5) Setelah Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyelesaikan
kewajibannya, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas
melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPK.

6) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, maka PPK
dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menandatangani
Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan.

7) Berita acara serah terima pertama pekerjaan paling sedikit
berisi:
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a) Tanggal difinitif pekerjaan selesai 100%:;

b) Rencana tanggal serah terima akhir pekerjaan,

c) Tanggal berita acara serah terima pertama pekerjaan; dan
d) Lain-lain yang diperlukan antara lain rencana

pemeliharaan selama masa pemeliharaan.

4.2 Pemeliharan Hasil Pekerjaan

1. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen
selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran.

2. Setelah tahap PHO, PPK melakukan pembayaran sebesar 95%
{sembilan puluh lima perseratus) dari harga kontrak, sedangkan
yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan (jaminan pemeliharaan).

3. Hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan selama kurun waktu
masa pemeliharaan sebagai berikut:

a. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan kegiatan
pemeliharaan (pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan)
sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen rencana
pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan;

b. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melaksanakan
pemeriksaan berkala sesuai rencana yang disampaikan;

c. Jika dalam rentang masa pemeliharaan terdapat kerusakan maka
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib memperbaiki dan
segala biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan menjadi
tanggungjawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;

d. Jika kerusakan yang terjadi disebabkan oleh unsur suatu
keadaan yang terjadi diluar tanggung jawab para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya (keadaan kahar) maka perbaikan
dilakukan atas perintah PPK dan dilaksanakan oleh Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi serta biaya perbaikan ditanggung oleh
PPK;

e. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan laporan
pemeliharaan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan selama masa pemeliharaan kepada PPK;

f. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dapat mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir
(FHO) setelah seluruh tanggung jawab selama masa pemeliharaan
telah dilaksanakan sebelum berakhimya masa pemeliharaan; dan
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g. Gambar terlaksana harus diserahkan sebelum dilakukan serah
terima akhir pekerjaan.

4.3 Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)

Permohonan BAST
Akhir Pekerjaan oleh
Penyedia Jasa PPK menugaskan
PHO M‘lw Tim untuk FHO
1 1 i Memerksa l

Proses PHO F

R
Verifikas: Penyusunan
Pemeliharaan  BAST Akhir
(Fungsi) Pekerinan) Pekerjaan

Gambar C.10. Tahapan Serah Terima Akhir Pekerjaan

1. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi menyampaikan laporan pemeliharaan serta mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir.

2. Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan
Direksi Teknis/Konsultan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan.

3. Permchonan pengajuan penerimaan hasil akhir pekerjaan
dilaksanakan sesuai Prosedur (P-10) dan mengisi Form Pemeriksaan
Kelayakan (F-09).

4. Apabila dari hasil pemeriksaan, selama masa pemeliharaan Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak, maka PPK dan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan.

5. PPK wajib melakukan pembayaran uang retensi atau mengembalikan
jaminan pemeliharaan.

6. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
Selanjutnya PA/KPA meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil
pekerjaan yang diserahterimakan.

7. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian /kekurangan. PPHP melalui PA/KPA memerintahkan
PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen
administratif. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam
Berita Acara.
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8. Dalam rangka pelaksanaan FHO, Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi harus menyerahkan seluruh dokumentasi terlaksana (As-
Built Document) pelaksanaan pekerjaan yang mencakup paling sedikit
dokumen sebagai berikut:

e) Dokumen terkait dengan mutu:
1) Laporan Uji Mutu dibuat oleh pengendali mutu;
2) Desain mix formula dan job mix formula;
3} Uji mutu material;
4) Dokumen penjaminan mutu dan pengendalian mutu; dan
5) Dokumen terkait penghitungan kuantitas/volume yang
disiapkan oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
f) Dokumen administrasi
1) Perjanjian kontrak termasuk adendumnya (jika ada);
2) Dokumen kontrak lainnya;
3) Dokumen terkait dengan pelaksanaan kontrak;
4) Dokumen pembayaran;
5) Dokumen Perhitungan penyesuaian harga;
6) Berita acara pemeriksaan oleh intitusi/lembaga pemeriksa;
7) Laporan ketidaksesuaian dan tindak lanjut (status harus
diatasi);
8) Foto-foto pelaksanaan (0% sebelum pelaksanaan, sedang
dilaksanakan dan 100% telah dilaksanakan); dan
9) Gambar terlaksana (as built drawing).

g) Dokumen-dokumen lainnya, meliputi:
1) Laporan pengelolaan lingkungan;
2) Laporan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi; dan
3) Laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan.

h) Dokumen pengoperasian dan pemeliharaan berupa manual/

pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan.
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P-10 Bagan Alir Penerimaan Nasil Peketjaan
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F-08 Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan

FORM PEMERIKSAAN KELAYAKAN
Untuk Mendukung Penyerahan Pertama Pekerjaan

&

{Logo dan Nama
Penyed:a Jasza

Pekegyaan
Konstruksi )

Nomor Kontrak

Tanggal Kontralk

Detail Data Pekerj

Nama Proyek

Kegtatan
Peketjaan

Lokas: Pekerjaan

Info Lainnya

Cautaiwulkohuanpn pekerjaan

Dilaksanakan oleh: Dasetuyus oleh Mengetahus
san 5 . Penyedia Jasa Pekerjaan :
Panitia Serah Terima : Konstraksi PPK :
Nama : Nama Nama :
Tanggal : Tanggal: Tanggal:
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F-09 Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan

FORM PEMERIKSAAN KELAYAKAN
Untuk Mendukung Penyerahan Akhir Pekerjaan

(Logo dan Nama ¥o
Penyvedia Jasa 3 Tanggal Pemenkiaan ;
z TR ommromvrm iy =%
Pakegjamsy: | O TEDSIEETENTISN ] ieeitvistereeeiitiretivrsierbits L T
Keonstrulks: | N
Nomor Kontrak Nama Paket P

Tanggal Kontrak

Penyed:a Jasa Peker;

Detail Data Pekerjaan

Nama Proyek Deskripsi: 20
Kegiatan £
Pekerjaan e
BN RO | RIS A V0ot
Lokas: Pekerjaan | iy C‘::‘m. 7
Info Lannya Infolmnnya

Ttem Pemeriksaan (pekerjaan masa

Kesesuaian dengan persyaratan

pemeliharaan) sesuai Tidak sesuai
Catatan

r .

4
Dilaksanakan oleh: Disetuyjui oleh Mengetahui

Pengendali Masa Penyedia Jasa Pekerjaan PPK
Pemeliharaan Konstruksi : |
Nama Nama : Nama
Tanggal : Tanggal: Tanggal:
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C-O07 Contoh Daftar Simak Pengajuan Permohonan Hasil Akhir Pekerjaan

DAFTAR SIMAK PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU

2019, No.1690

PENERIMAAN HASIL AKMIR

1. Peberiasey/Sud

2an seless
2 Peeericssan n dokumnen yang dituat olek sontraktor (sepery permenissan imeral i)

Admenatran b apabida dosumen Delum lerghap, maka pergawas dapat menundy petakianaan insoetsl

) sedah ditlaphkan oleh kontraktor

3 Priakanaan

s gk |
4 S aat inspeds |

8 Dengawes memwailitau hasil sepeks

b. apateln hand inpels| Sidak sesus dengan persyaratan spestfikas) \eknis, moka kondaitor waid memperbad hatd pekerjsan
tersebut dan melabukan nspeis! pestaltan setelabnyg

M. Lvoluay Meul
irpeksl

Jlc. ergendai meovetups haiil inapekel dan senenies hacl pekotiean tervebur 1etelah vorililasl cieh congsway
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4.4 Serah Terima Pekerjaan Selesai Kepada Penyelenggara Infrastruktur
PUPR

Serah terima pekerjaan selesai kepada Penyelenggara Infrastruktur PUPR
dilakukan setelah terbitnya berita acara serah terima akhir, yang meliputi
kegiatan:

1. Pengambilalihan lokasi dan hasil pekerjaan

PPK melalui Kasatker menyerahkan lokasi dan hasil pekerjaannya
kepada penyelenggara infrastruktur.

2. Penyerahan pekerjaan selesai

Kasatker menyerahkan hasil pekerjaan selesai kepada penyelenggara
Infrastruktur yang meliputi aset proyek (mobil, gedung kantor, dan
fasilitas lain) dan aset hasil pembangunan (gedung, jalan,
bendungan, dllj untuk ditetapkan status sementara yang kemudian
penvelenggara infrastruktur mengajukan permohonan penetapan
status tetap kepada menteri keuangan.
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C.4. PELAPORAN
1. BENTUK LAPORAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, seluruh aktivitas dilaporkan sesuai dengan kemajuan
pekerjaan.

2. Untuk kondisi tertentu, tata cara pelaporan ini dapat disesuaikan
dengan pertimbangan peningkatan kinerja proyek secara
keseluruhan dengan tetap memastikan tercapainya pengendalian
pekerjaan konstruksi.

3. Penyesuaian tata cara pelaporan harus dibahas pada Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) dan disampaikan secara
tertulis kepada PPK.

4. Jenis laporan pada pekerjaan konstruksi:

a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan yang disusun oleh
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada PPK), terdiri dari:

1) Laporan Harian;

2) Laporan Mingguan; dan

3) Laporan Bulanan.

b. Laporan Pengawasan (Laporan yang disusun oleh Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas kepada PPK), terdiri dari laporan
bulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal tugas pengawasan pekerjaan dilakukan oleh
Direksi Teknis, maka laporan bulanan berupa laporan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

2) Dalam hal tugas pengawasan pekerjaan dilakukan oleh
Konsultan Pengawas, maka laporan bulanan berupa:

a) Laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
b) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan.

c. Laporan Pengendalian (Laporan yang disusun oleh Kepala Satuan

Kerja/PPK kepada atasan langsung).

2. LAPORAN PELAKSANAAN

1. Laporan pelaksanaan disampaikan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi kepada PPK setelah mendapat verifikasi dari Direksi
Teknis /Konsultan Pengawas.

2. Laporan pelaksanaan berisi informasi kemajuan pekerjaan
sebagaimana yang ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan
pekerjaan beserta uraian kendala dan masalah yang dihadapi
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi selama pelaksanaan pekerjaan.
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3. Laporan pelaksanaan terdiri dari 3 (tiga) laporan, yaitu:

a. Laporan Harian;

b. Laporan Mingguan; dan

c. Laporan Bulanan.

2.1. Laporan Harian

1. Laporan harian disusun berdasarkan buku harian yang berisi
catatan mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian.

2. Buku harian disusun untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

3. Buku harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;

b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan
keterampilan yang diperlukan;

c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;

d. Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk
peralatan;

Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;

g. Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa
alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;

h. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan,
perubahan design, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi
teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain
sebagainya.

4. Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada
Kasatker/PPK  setelah  mendapat  verifikasi dari  Direksi
Teknis /Konsultan Pengawas.

5. Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a, Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub
pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang
digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan
kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap
pekerjaan dan/atau sub pekerjaan;

b. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya
yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan;

c. Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus
lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada
pelaksanaan pekerjaan;

d. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan
kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja
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(nearmiss record), dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan
di dalam peraturan;

e. Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh
Direksi  Teknis/Konsultan Pengawas. Laporan  harian
Keselamatan Konstruksi dapat dapat dijadikan satu dalam
format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format
terpisah;

f. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan

g. Catatan-catatan yang Dberkaitan dengan: pelaksanaan,
perubahan desain, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi
teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain
sebagainya.

6. Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait sebab-
sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah
disebabkan karena kerusakan peralatan, Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan
keadaan cuaca buruk.

Dokumen asli laporan harian dipelihara oleh PPK;

Laporan Harian tersebut dibuat dalam rangkap 4 (empat), disusun

oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, diperiksa oleh Direksi

Teknis/Konsultan Pengawas dan  disetujui oleh  Direksi

Lapangan/Konsultan MK dengan distribusi sebagai berikut:

a. Asli untuk Kasatker/PPK;

b. Lembar ke dua untuk Direksi Lapangan/Konsultan MK;

c. Lembar ke tiga untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas; dan

d. Lembar ke empat untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

2.2. Laporan Mingguan

1. Laporan mingguan disusun dan disampaikan di setiap minggu pada
hari Senin di minggu berikutnya kepada Kasatker/PPK setelah
mendapat verifikasi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

2. Laporan mingguan paling sedikit memuat capaian pelaksanaan
pekerjaan selama 1 (satu) minggu dan rencana capaian minggu
berikutnya yang disampaikan setiap minggu.

3. Dalam hal Kasatker/PPK melakukan rapat mingguan, laporan
mingguan yang telah diverifikasi kepada Direksi Teknis/Konsultan
Pengawas harus disampaikan sebelum pelaksanaan rapat mingguan
dan akan dibahas pada saat rapat mingguan.

4. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan
capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu
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berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada
minggu berikutnya;

b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu)
minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan
dan potensi kendala pada minggu berikutnya:

c. Dukungan yang diperlukan dari Kasatker/PPK, Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait;

d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen
yang diajukan beserta statusnya;

e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan,;

f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan
Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang
kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan
lain-lain.

Dokumen asli persetujuan laporan mingguan dipelihara oleh PPK.

Laporan mingguan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap

untuk didistribusikan kepada:

a. Asli untuk Kasatker/PPK;

b. Lembar ke dua untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan

c. Lembar ke tiga untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

2.3. Laporan Bulanan

1.

Laporan bulanan disusun dan disampaikan di setiap bulan, pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kasatker/PPK setelah
mendapat verifikasi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;

Periode pelaporan adalah tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan

berikutnya;

Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal - hal sebagai berikut:

a, Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik
dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian
pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;

b. Foto dokumentasi;

Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa;

d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;

Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya,
tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana
tindakan selanjutnya;

f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan
berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan
yvang akan dilakukan;
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g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan

h. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan
Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang
kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan
lain-lain.

4. Laporan bulanan dibuat paling sedikit dalam 6 (enam) rangkap

untuk didistribusikan kepada:

a. 4 (empat) dokumen untuk Kasatker/PPK;

b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
dan

c. 1 (satu) dokumen untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

LAPORAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Laporan  pengawasan pekerjaan merupakan laporan  Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas kepada Kasatker/PPK. Laporan pengawasan
terdiri dari laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dan laporan pelaksanaan pengawasan, jika pengawasan
pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas.

Laporan Pengawasan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi

Laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi
meliputi laporan mingguan, laporan bulanan, laporan khusus dan
laporan akhir.

1. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik
dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian
pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya:

b. Foto dokumentasi;

Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna;

d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;

Masalah dan kendala yang dihadapi; termasuk statusnya,
tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana
tindakan selanjutnya;

f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan
berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan
vang akan dilakukan;

g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen;

h. Daftar dan status persetujuan dokumen yang yang harus
ditindak lanjuti oleh Direksi Lapangan /Konsultan MK;
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i. Ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan (daftar
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status
persetujuannyayj;

j. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan
Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang
kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan
lain-lain:

k. Kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas,
tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang
dibutuhkan dari Direksi Lapangan/Konsultan MK untuk tujuan

kelancaran proyek.

2. Laporan bulanan

Laporan bulanan merupakan kompilasi dan wupdating dari laporan

mingguan.

3. Laporan Khusus (apabila diperlukan)

Laporan khusus berisi tentang kejadian, kegiatan, keadaan khusus

yang perlu dilaporkan atau atas permintaan Kasatker/PPK.

4. Laporan Akhir

a. Laporan akhir merupakan hasil keseluruhan dari laporan
bulanan sejak awal hingga akhir pekerjaan konstruksi yang telah
dirangkum dan memuat evaluasi pelaksanaan pekerjaan;

b. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi dan PPK sebagai bahan evaluasi untuk pekerjaan
konstruksi selanjutnya yang mempunyai kareteristik tipikal,
sehingga dapat melakukan perbaikan dan inovasi pada pekerjaan
konstruksi selanjutnya.

3.2. Laporan Pelaksanaan Pengawasan

1. Laporan pelaksanaan pengawasan disusun dalam hal pengawasan
pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan diserahkan setiap
bulan.

2. Laporan pelaksanaan pengawasan meliputi laporan pendahuluan,
laporan berkala, laporan bulanan, laporan khusus (apabila
diperlukan), dan laporan akhir.

a. Laporan Pendahuluan
1) Laporan pendahuluan paling sedikit memuat hal-hal sebagai
berikut:
a) Pemahaman terhadap ligkup layanan konsultansi selama
masa kontrak;

b) Rencana kerja dan pengoragnisasian pekerjaan;
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c) Jadwal pelaskanaan dan penugasan tenaga ahli; dan
d) Ringkasan kemajuan pelaksanaan pengawasan (jika
sudah ada).
2) Laporan pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya
30 hari hari sejak tanggal SPMK.

b. Laporan Berkala (triwulan/antara)
1) Laporan berkala (triwulan/antara) paling sedikit memuat hal-
hal sebagai berikut:

a) Hasil sementara pelaksanaan kegiatan di dalam proyek;

b) Kemajuan pelaksanaan pengawasan;

c) Rencana kerja untuk sisa masa pengawasan termasuk
pemutakhiran sebagai konsekuensi jika hasil kemajuan
pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana;

d) Jadwal pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli; dan

e) Evaluasi sementara dan saran kepada PPK.

2) Penyerahan laporan berkala (triwulan/antara sesuai dengan
yang tercantum dalam kontrak.
c. Laporan Bulanan
Laporan bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Ringkasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan

(daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan

status persetujuannya);

2) Laporan sumber daya manusia tim Konsultan Pengawas

(personil, time sheet, dll);

3) Daftar dan status persetujuan yang dikeluarkan oleh

Konsultan Pengawas;

4) Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan

Pengawas kepada Peyedia;

5) Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus
ditindaklanuti oleh Kasatker/PPK;

6) Kendala yang dihadapi Konsultan Pengawas, tindakan yang
telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan;

7) Penyerahan laporan bulanan sesuai dengan yang tercantum
dalam kontrak.

d. Laporan Khusus (jika diperlukan)

Laporan khusus berisi tentang kejadian, kegiatan, keadaan

khusus yang perlu dilaporkan atau atas permintaan

Kasatker /PPK.
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e. Laporan Akhir

1) Laporan akhir harus mencakup seluruh layanan dalam masa
kontrak Konsultan Pengawas yang paling sedikit memuat hal-
hal sebagai berikut:

a) Rencana kerja awal untuk selama periode pengawasan;

b) Renca kerja yang dimutakhirkan selama periode
pengawasan;

c) Realisasi pelaksanaan pengawasan;

d) Jadwal dan realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga
ahli selama masa periode pengawasan; dan

e) Evaluasi pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh
dan saran kepada PPK.

2) Penyampaian laporan akhir diserahkan dengan melampirkan
salinan seluruh keluaran yang dipersyaratkan dalam kontrak
selama pelaksanaan periode pengawasan serta salinan
dokumentasi lainnya yang dipandang penting.

3) Penyerahan laporan akhir sesuai dengan yang tercantum
dalam kontrak.

4. LAPORAN KASATKER/PPK KEPADA ATASAN LANGSUNG
1. Laporan Kasatker/PPK kepada atasan langsung paling sedikit
dilakukan selama 2 (dua) kali selama masa kontrak pekerjaan
konstruksi.
2. Laporan Kasatker/PPK kepada atasan langsung merupakan laporan
pengendalian pekerjaan konstruksi.
3. Laporan ini paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Ringkasan status kemajuan pekerjaan, baik kemajuan fisik
maupun pembayaran/keuangan, serta sisa target berikutnya
yvang harus dicapai;

b. Penilaian kinerja terhadap para pihak yang terlibat di dalam
proyek, seperti Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, Sub
Penyedia  Jasa  Pekerjaan Konstruksi dan Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas;

c. Kendala-kendala yang dihadapi terkait pengendalian pekerjaan
konstruksi serta penanggulangan yang sudah dan/atau yang
akan dilakukan;

d. Potensi masalah yang mungkin terjadi serta rencana pencegahan
atau penanggualanannya;

e. Status perubahan kontrak, bila ada;
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Laporan keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian dengan
rencana yang ditetapkan beserta penyebab keterlambatan serta
usulan rencana percepatan dan/atau alternatif solusi lainnya;

dan
Hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan.
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F-10 Contoh Format Laporan Harian Penyedia Jasa

LAPORAN HARIAN

No. Urut
Hari/Tanggal
Penyedia Jasa
Pengawasan Teknis
Kontrak No Tanggal
SMPK No./Tanggal

A. PEKERIAAN B, TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOX
Cacan/
INo. | Kode | Jenis Pekerjaan |Volume | Lokasi No Jenis Vol Lokasi Asal Lokasi Tujusn
ol
C. PEMAKAIAN PERALATAN
No| ™ U™ lkasine | %™ | e |Rusak
Paralatan h Peralatan

D. PERSONIL PELAKSANA LAPANGAN E. CUACA/BENCANA ALAM /KEIADIAN PENGHAMBAT PEKERIAAN

No.| Tugas/labatan |Cacah| Lokasi No Jenis fam | Lokasi Taompang ol Akinat
Kontraktor
F. USUL/PENGAJUAN/SARAN /INSTRUKSI KESEPAKATAN/LAPORAN
= Tanda Tangan
TRAIN Dan Nama Jelas
JPENYEDIA JASA
[PENGAWASAN TEXNIS
[DIREXS! PECERIAAN
| 8
A TASAN
TAMU
Disetujui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

Direksi Lapangan
ttd

(Nama dan Gelar)
NIP.

Konsultan Pengawas

tid

{(Nama dan Gelar)
Inspector

Penyedia Jasa

ttd

(Nama dan Gelar)
Superintendent
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F-11 Contoh Format Laporan Mingguan Penyedia Jasa
LAPORAN MINGGUAN
JPAKET PEKERIAAN Bulan
LOKASI PEKERJAAN
NO, KONTRAK Minggu Ke-
TANGGAL KONTRAX Periode
NO. KONTRAK ADD .01
TGL. KONTRAK ADD.O1
NILAI KONTRAK
KONSULTAN SUPERVISI
PENYEDIA JASA
WDUL KEGIATAN/PEXERIAAN YANG DILAPORKAN
JuouL
KEGIATAN/PEKERIAAN . KEMAIUAN PEKERIAAN % TERHADAP
NO.| URAIAN PEKERJAAN  |SAT. 5/d s/d ftem | Seluruh
Volume | (%) 2 : % o
Volume Minggu | Minggu | Minggu | Pekerjaa | Pekerjaa
ADDO1 ey e
Lalu ini ini n n
DIVISI 10. PEKERJAAN _
10,6 |Perbaikan Pasangan 8atu | M3 20,19 20,19 7,57 - - - - -
JUMLAH TOTAL 100 REALISAS! % 30,61
RENCANA % 26,27
DEVIASI % 4,34
Disetujui Oleh, Diperiksa Oieh, Dibuat Oleh,
Direksi Lapangan Konsultan Pengawas Penyedia Jasa,
(Nama dan Gelar) (ama dan Gelar) (Nama dan Gelar)
NIP Supervision Engineer General Superintendent
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¥-12 Contoh Format Laporan Bulanan Penyedia Jasa
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C.5. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
1. UMUM

a. Tata cara penyusunan RMPK ini berlaku pada seluruh pelaksanaan
pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat:

b. RMPK disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi segera
setelah penandatanganan kontrak;

c. RMPK diserahkan dan dipresentasikan pada saat Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kegiatan (Pre Construction Meeting/PCM), kemudian
dibahas dan disetujui oleh PPK;

d. Pembahasan RMPK mencakup kecukupan terkait persyaratan
penyusunan RMPK serta kesesuaian dengan lingkup dan persyaratan
dalam kontrak; dan

e. RMPK adalah dokumen yang dinamis, dalam arti dapat dikaji
ulang/direvisi disesuaikan dengan perubahan lingkup pekerjaan dan
metode pelaksanaan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah
penyusunan dan perubahan tersebut harus disepakati kedua belah
pihak.

2. TANGUNG JAWAB DAN WEWENANG PARA PIHAK

Tangung jawab dan wewenang para pihak terkait penyusunan RMPK,
yaitu:
a. Pengguna Jasa

1) Melakukan evaluasi dan menyetujui RMPK;

2) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan RMPK; dan

3) Memastikan agar RMPK selalu up to date sesuai dengan
perubahan lingkup pekerjaan.

b. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

1) Menyampaikan RMPK sesuai ketentuan penyusunan serta
lingkup dan persyaratan dalam kontrak;

2) Menjelaskan RMPK dalam rapat persiapan pelaksanaan
pekerjaan (PCM});

3) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK; dan

4) Melakukan perubahan/kaji ulang dokumen RMPK sesuai
dengan perubahan lingkup pekerjaan yang ada.

3. IMPLEMENTASI RMPK
a. Pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM)
RMPK yang disudah dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
dibahas pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan secara
detail sesuai dengan komponen yang sudah ditetapkan dan sesuai
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dengan spesifikasi teknis maupun syarat-syarat yang telah disepakati
bersama saat penandatanganan kontrak.
b. Pada saat Pelaksanaan Konstruksi

1. RMPK yang sudah disetujui oleh pengguna jasa secara resmi
dapat dipakai oleh seluruh stakeholder yang ada di Proyek
konstruksi.

2. RMPK menjadi acuan kerja bagi konsultan pengawas proyek
konstruksi dalam melaksanakan kewajibannya di proyek
konstruksi

3. Method Statement dan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian
{Inspection and Test Plan/ITP) yang merupakan komponen pada
RMPK digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam
permohonan izin memulai pekerjaan.

KOMPONEN RMPK

a. Struktur Organisasi Penyedia Jasa
Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus memberikan uraian
mengenai struktur organisasi tim internal serta sub-penyedia jasa-
nya, beserta penjelasan terkait kualifikasi, kompetensi dan tanggung
jawab yang dimiliki oleh masing-masing personil /divisi/bagian yang
dimaksud., Struktur organisasi penyedia jasa juga dilengkapi
denganstruktur organisasi dari Sub Penyedia Jasa.

b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Jadwal yang mencakup seluruh tahapan yang ada dalam proyek
tersebut sehingga dapat memberikan gambaran terkait rencana
kegiatan mulai tahap persiapan sampai tahap penyelesaian.

c. Gambar Desain dan Spesifikasi Teknis
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melampirkan gambar
desain (DED) yang sudah disepakati saat penandatanganan kontrak
dan memberikan uraian singkat dan jelas mengenai persyaratan
spesifikasi teknis sesuai kontrak. Contohnya: Persyaratan proses
produk/hasil produk, Persyaratan mutu material, Standard/aturan
yang dipakai, Mutu produk akhir.

d. Tahapan Pekerjaan
Rangkaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir untuk
mewujudkan suatu bangunan konstruksi yang dapat di pertanggung
jawabkan secara teknis

e. Rencana Kerja Pelaksanaan (Method Statement)
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus memberikan uraian
mengenai daftar standar, prosedur, pedoman pelaksanaan dan/atau
instruksi kerja yang digunakan untuk setiap pekerjaan, baik yang
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terkait dengan teknis/pelaksanaan pekerjaan maupun terkait

penjaminan mutu dan pengendalian mutu dan analisis K3 untuk

setiap pekerjaan di lapangan. Rencana Kerja Pelaksanaan terdiri dari

komponen:

1. Metode Kerja
Suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan konstruksi yang
mengikuti prosedur dan telah dirancang sesuai dengan
pengetahuan maupun standar yang telah diujicobakan;

2. Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang dimaksud adalah uraian personil dan
tanggung jawab dari setiap tahap pekerjaan. Uraian personil
yang dimaksud adalah jabatan apa saja yang berhubungan
dengan metode pekerjaan tersebut dan jumlah personil tiap
jabatannya;

3. Material
Material yang dimaksud adalah uraian material yang akan
dipakai pada pekerjaan tersebut dan sudah disetujui oleh
pengguna jasa. Uraian material yang dimaksud ialah penjabaran
dari merek materail yang telah disetujui oleh pengguna jasa dan
spesifikasi material sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak;

4. Alat
Alat yang dimaksud adalah uraian seluruh alat yang akan
dipakai dalam pekerjaan tersebut. Mulai dari alat berat hingga
alat yang paling kecil. Uraian alat yang dimaksud ialah mulai
dari nama alat yang dipakai, detil spesifikasi alat (produktifitas
dan sumber daya), serta jumlah unit setiap alat tersebut; dan

5. Aspek Keselamatan Konstruksi
Hal-hal yang harus diperhatikan dari segi K3 yang berhubungan
dengan metode kerja.

f. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/RPP (Inspection and Test

Plan/ITP)

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus memberikan penjelasan

mengenai prosedur dan rencana inspeksi dan pengujian di lapangan

untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga,

mencakup poin-poin sebagai berkut:

1. Kriteria keberterimaan (termasuk toleransi penerimaan);

2. Cara pengujian/pemeriksaan; dan

3. Jadwal pengujian (frekuensi pengujian), dan Penanggung

jawab/pelaksana pengujian.
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Rencana pelaksanaan ITP harus disesuaikan dengan uraian tahapan
pekerjaan yang disampaikan pada poin sebelumnya.

Pengendalian Sub-Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan
Pemasok

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus dapat menunjukkan
bentuk pengendalian pekerjaan yang dikerjakan pihak ke-3 (Sub
Penyedia Jasa Konstruksi dan pemasok) yang menjadi acuan dalam
proses pelaksanaan pekerjaan dan hasil produk pekerjaan yang
harus dicapai.
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5. FORMAT RMPK
(Logo & Nama
Perusahaan) RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAFTAR ISI

I. INFORMASI PEKERJAAN
1.1 Data Umum Pekerjaan
1.2 Lingkup Pekerjaan

II. STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Pengguna Jasa
2.2 Penyedia Jasa
2.3 Pengawas Pekerjaan
111. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

IV. TAHAPAN PEKERJAAN

V. GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS

5.1 Gambar Detailed Engineering Design (DED)
5.2 Spesifikasi Teknis

TOH™

6.5 Aspek Keselamatan Konstruksi {Analisis Kesehatan dan
Keselamatan Kerja/K3)
VII. RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (Inspection and Test
Plan/1TP)

7.1 Tabel Rencana Pemeriksaan dan Pengujian
VIII. PENGENDALIAN SUB-PENYEDIA JASA DAN PEMASOK

6.3 Material
6.4 Peralatan
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BAB1
INFORMASI PEKERJAAN
1.1 DATA UMUM PEKERJAAN
Nama Pekerjaan : Diisi Nama Pekerjaan sesuai dengan Kontrak
Lokasi Pekerjaan : Diisi nama lokasi pekerjaan sesuai dengan kontrak

Kontrak (No & Tanggal) : Diisi dengan No. Kontrak dan Tanggal Kontrak
SPMK (No & Tanggal) : Diisi dengan No. SPMK (No & Tanggal)

Nilai Kontrak : Diisi dengan nilai rupiah sesuai kontrak
(Termasuk PPN)
Sistem Kontrak : Diisi dengan Sistem Kontrak yang digunakan
(misalnya lumpsum atau harga satuan)
Sumber Dana : Diisi dengan sumber dana-Tahun Anggaran yang
bersangkutan
Waktu Pelaksanan
Masa Kontrak : Diisi dengan Masa Kontrak
Tanggal Mulai Kerja : Diisi dengan Tanggal Mulai Kerja
Tanggal PHO : Diisi dengan Tanggal PHO
Tanggal FHO : Diisi dengan Tanggal FHO
Pengguna Jasa
Satuan Kerja garjinar ﬁ kefja terkait
PPK i deBgarfinafa P§
Alamat : Diisi dengan Alamat Pengguna Jasa
Penyedia Jasa
Nama : Diisi dengan Nama Penyedia Jasa
Alamat : Diisi dengan Alamat Penyedia Jasa
Pengawas Pekerjaan
Nama : Diisi dengan Nama Pengawas Pekerjaan
Alamat : Diisi dengan Alamat Pengawas Pekerjaan

1.2 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Kegiatan : Diisi dengan Lingkup Kegiatan Utama sesuai
dengan kontrak
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BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

2.1. Pengguna Jasa
A. Struktur Organisasi

B. Tugas dan Tanggung Jawab
Penjelasan tugas dan tanggung jawab setiap personil yang ada

didalam struktur organisasi tersebut

:=EONTOH

B. Tugas dan Tanggung Jawab
Penjelasan tugas dan tanggung jawab setiap personil yang ada

didalam struktur organisasi tersebut

www.peraturan.go.id



67 2019, No.1690

2.3. Pengawas Pekerjaan
A. Struktur Organisasi

Hp personil yang ada
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BAB IV
TAHAPAN PEKERJAAN

l MULAI |
Mobilisasi

Pengukuran/ Daftar Kuantitas
SetﬁlF Qut Harga

Shop Drawing

Pasangan Batu & | |Galian Selokan| | Pekerjaan Gorong2
Batu Mortan Drainase & dalam 25 Cm

Salurgn Air

Pengadaan Tiang

sesuai gambar
Pancang

ya
Pemancangan
Tiang Pancang
Beton Pracetak

W

Hasil

Kalendering tidak

Pemancangan
Selesai

Galian Struktur Untuk
Pekerjaan Abutment

|
(&)
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=
\IJ

Pemotongan
Tiang Pancang

|

Pasangan Batu Kosong dan

Lantai Kerja Beton Mutu
Tebal fc 10 Mpa

I

Pembuatan &

Bekisting Abutment

Pengecoran Abutmen

dengan Beton Mutu Sedang

Fc 20 Mpa
- Pilecap Abutment
- Badan Abutmen

Pengadaan Girder
Pra Cetak Gelagar
Type |

Penyusunan Girnder
& Stresing

\

Pemasangan Elasto
merik Batu Alam

[

Pemasangan Unit

Girder Type |

Bentarr 25m

Pemberian dan Pengecoran

Diafragma

menggunakan Baja Tulangan U-
39 Ulir dan Beton Mutu Sedang

fc 30 Mpa
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Persiapan Pekerjaan
Lantai Jembatan

Pembuatan & Pengecoran Lantai Jembatan dengan Baja
Tulangan U-39 Ulir dan Beton Mutu Sedang fc 30 Mpa

Pemasangan Expansion
Jembatan Type Asphaltic Piug

Pemasangan Saluran
lembatan

Pekerjaan Opint
Jembatan

Pemasangan Plat Injak

Pekerjaan Pengaspalan

Selesai
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5.1 Gambar Detailed Engineering Design (DED)

-272-

BABV
GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS

. Penulanaen Mot Tiplhst 3

5.2 SPedBICeDN I OI l
) B

Beton Ready Mix

F'c: 37 MPa; 45MPa

Tes Independen

Tower Crane

Jib : 70 m ; Max Beban :

2.5 ton

Konvesional
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BAB VI

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Contoh Method Statement :

2019, No.1690

METODE PELAKSANAAN NO, DOKUMEN HAL -
PEKERJAAN Bekisting Knock Down | REVISI TGL - DARI
KE:

DAR1

]\

APt lag A0 bebadiag Lae Gk ber s e
[Tp——
Metode Kerja Bekisting Knock Down
Diajubkan Oleh - Disetujul Oleh Diverifikasi Oleh
Pemyedia PPK KONSULTAN PENGAWAS
| SNDITONOIOISSSm—, | i oorressoenenprsssssospopopssste S | [ SIS, |
Tanggul disetupui : Tanggal disetujui Tanggal dasetupui :
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METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN LIFTING DENGAN CRANE | 2ne [ To& |28

NAMA PROYE]
1OKASI .

DAFTARISI

E | METODE PELAKSANAAN

E 2 TENAGA KERJA YANG TERLIBAT
E3 MATERIAL YANG DIBUTUHKAN
E 4 PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

~ CONTOH
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6.1. Metode Kerja

a. Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan ini dibuat untuk pekerjaan pengangkatan beban
yang berat dengan menggunakan bantuan alat berupa crane yang
meliputi: pekerjaan pengangkatan girder mulai dari mobilisasi alat,
persiapan, pelaksanaan pekerjaan, perapihan pekerjaan hingga
demobilisasi alat pada pekerjaan . . ..........

b. Uraian Pekerjaan
1) Mobilisasi crane
a} Melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap alat
crane yang akan di mobilisasi ke lokasi pekerjaan untuk
menghindari tidak berfungsinya alat pada saat di
pergunakan.
b) Melibatkan instansi setempat terkait Surat Izin Laik
Operasi (SILO).

2) Persiapan Crane dan Lifting Gear

a) Mengumpulkan beberapa data seperti kapasitas crane,
kondisi crane, load chart crane, lifting accesoris (chain block,
shackle, sling, dll), kondisi lokasi untuk crane, berat
material yang diangkat dan lain-lain sesuai dengan analisa
dari engineer.

b) Memastikan operator crane dan petugas rigger kompeten,
dan mempunyai SIO (Surat izin Operator) yang masih
berlaku.
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c)] Menyiapkan alat komunikasi (HT) dan Alat Pelindung Diri
(APD) yang akan digunakan.

d) Menyiapkan area kerja aman untuk bekerja, dan membuat
barikade agar tidak ada aktifitas pejalan kaki pada area
kerja serta rambu-rambu yang dibutuhkan berikut
pengendalian lalu lintas.

3) Melakukan pengangkatan dan penurunan material

a) Menaati aturan dasar pengangkatan. Dalam hal ini
biasanya telah disebutkan dalam rigging plan atau JSA
pekerjaan.

b) Dilakukan briefing sebelum memulai aktifitas.

c) Kapasitas crane sesuai dengan berat beban yang akan
diangkat.

d) Petugas Rigger berkompeten, dan petugas rigger tidak
merangkap sebagai petugas sinyal.

e) Ko b ragpor dgngan petugas
< ONTOH
4) Penyelesaian pekerjaan/house keeping
a) Saat selesai lakukan clean up dan pastikan segala
sesuatunya  ditinggalkan dalam = keadaan tidak
membahayakan bagi orang lain.
b) Merapikan area kerja seperti semula.

5) Demobilisasi Crane
a) Menyiapkan jalan yang aman untuk melintas crane,
memposisikan boom dalam keadaan standby, melintas
dengan kecepatan rendah.
b) Membuat barikade untuk demobilisasi crane, mengatur
kondisi lalu lintas yang akan dilewati crane, bila perlu

menggunakan pengawalan polisi.
Tahapan Pekerjaan
(v )
v

| MOBILISASI CRANE |

| PERSLAPAN CRANE DAN LIFTING GEAR |

V

| MELAKUKAN PENGANGKATAN DAN PENURUNAN MATERIAL ]

'

l PENYELESAIAN PEKERJAAN/HOUSE KEEPING J

v

| DEMOBILISASI CRANE |

'

()
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Tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan angker D32 dan D25

NO PERSONIL JUMLAH | KETERANGAN
1 Pelaksana 1 Orang SKA
2 Petugas K3 1 Orang | Petugas K3 /SKA
3 Operator Crane 2 Orang SKA
4 | Rigger 2 Orang SKT
5 Sinyalemen 1 Orang SKT
6 | Pekerja 8 Orang SKT
6.3. Material/Bahan
NO URAIAN VOL SATUAN KETERANGAN
1 Girder 120 Bh SNI/Spek Tek
2
3
4
S
6.4. Peralatan
NO URAIAN VOL SATUAN | KETERANGAN
1 Crane 2 Unit SILO
2 Truk Trailer 2 Unit
3 Alat bantu 1 Ls
4
S5
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0.5, Aspek Keselamatan Konstruksi (Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3)

Urnian analinis K3 yang digabarian berdosssian [dentifikasl Bahayn, Penil Rinlko, P pan Pengendalian Rinlkko K3 yung ads & RKK
untuk tap-tiap pekergann.
Cantah JSA:
ANALISA KESELAMATAN KERUA/ JOB SATETY ANALYSIS (1SA)
BT 1 [ [-—r-n--
- e -
Twmener -
ETL T Y B
[ 00 Feseniasn -
Ol s b
eIt ban 0
mrodivtor Lot B = .
[ pesamann
i . llk“unwll.nm LA F‘“‘M”““‘“‘*M e
R i 21 NEES SR MOOySSIs——. .
[ 112 Wi ttie 1aiais srned pe wow e
Ll.l Muwndon 1~y ¢ a7 st v pate rrew |Oeee (rew
e e e . e
. e wiageTYe
. - A AN SO PATR MR aTIMT J00 NAA RETRA | TN ATMT PSS (THN LA o
Ly o e foae
o PR Bieerten g $ e pes weeed sten Lo gw e bk t:—-.—- Aeathitnd
AN Mgt s o jarg S s b e |
Lia [ o
_L_.._.__ e e — L
1Nt o b 41018 St ey oo o oot tw Cowe
SAETE DO SeT T aI I G J—tes
( VAL PATReremes ane weern £ung Bae bewan tbe ame [V e L rwre
1A L [P ! -
§RR W b s Sag Mt Crme dveg bt baieh [Napemns
3 e U e ke A et EENE M”“MN*"’ v otw
jorw B Ut ) 11x e
1 et | A2 L o -
L s IR T Qe A ing 181 v el Lam e
PRIy

CONTOH
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RENCANA PEMENIKSAAN DAN PENGUJIAN/ INSPECTION AND TEST PLAN |[RPP/ITP)

2019, No.1690

Conton RPP/ITP:
RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN / INSPECTION and TEST PLAN
N ) '
) Sl - Iml
[, | [R—— — 1
Frtrena mper i
~ Kopete Abe e L R T DNwtpet Thdmenen
e g | el el i~
L )] ] i {—
L = AT I :
L]
Art=aren L Rehesisaiing Fevgrdis baee
¥ g cn 1
] R
’ Wi ane - o gt -
Taats tengee
Petunjuk Pengisian Form Rencana Inspeksi dan Tes / Inspection and Test Plan (ITP)
Kode
™ Petunjuk Keterangan
Narmn Provek Aliwi sewiial (e Nama * il dokoome s kontrak
Al dengaie e pekegann yurg akan & i stk Aan s
1 Pelwrpeen mutinyy
Subenyrdia Juas K “mmlu:wmaummeﬂ)mlwmm
3 Kadoen Kegiotan Alisd dengan pergabDarnn setind Kegiutun At pelogesn Yung okt dinoalis untuk
(v itas) iy dan s "
a Kedoms Referensd duet diisd dengan sem doloumen stud oo yang ‘ nlet Sadl et
1 Dodcuisnes peotubiing lspehsl dun tes terse but
4 Katom Metode At curn yang skan dipakal stau sl
< aman
Pengugan - L
Kedirery
-] IF Al mm’xw'n IJMM\I. n tiSetiop eglotan
Jl—bﬁubhlﬁ-" dlisd dengan kade Al ap kolom kegintan dan setiap pihak pensngnorg jawab, Kode
o X ™ H " FANg METGRrtRan tndakan tactan) yung Hanes dldakukan setiap plhak pensnoning
shunn)
ou dtind dengan hasst doksmen ateu form setedsh gkt dan tew yang sudah terdats
T A Iwewizad peray Atan tudak) usnak Pekerpaan LRIty
Dolozmen 3 ! landakan kivuaiis pentsean ¢
bawuls datichy cleh Sublenyedia Juss PX sctagas
yang P dan tex, aleh pen Juma 'K bada
% Kdbimy Pyngrauhan encana Inepekst dan tes pang dinsalkun kb SubPemyviia jusa PE Gsepakatl dan
4 A Il
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BAB VIII
PENGENDALIAN SUB-PENYEDIA JASA DAN PEMASOK

Uraian pengendalian sub-penyedia jasa dan pemasok dalam
mendukung pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak yang
telah disetujui. Jelaskan hubungan koordinasi antara sub-penyedia
asa/pemasok dengan penyedia jasa dan pengguna jasa.
Pengendalian Sub-penyedia Jasa :

Pengendalian
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C.6. PROGRAM MUTU KONSULTANSI KONSTRUKSI

1

UMUM

a. Pedoman Program Mutu ini berlaku pada pekerjaan jasa konsultansi
konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang
disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang merupakan
dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan
dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak
pekerjaan;

c. Program mutu disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan di bahas
pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Kick of Meeting);

d. Program mutu harus sudah disahkan oleh PPK sebelum Konsultan
memulai pekerjaannya;

e. Program Mutu merupakan dokumen yang dinamis, dapat direvisi
apabila terjadi perubahan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan
agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjaan.

KOMPONEN PROGRAM MUTU

1. Informasi Pekerjaan
Informasi Pekerjaan yaitu penjelasan mengenai nama paket kegiatan,
kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan,
waktu pelaksanaan dan nama pengguna dan penyedia jasa
konsultansi.

2. Organisasi Kerja
Struktur organisasi menggambarkan hubungan kerja antara
penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaitan /alur
instruksi dan koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan
(internal penyedia jasa). Dilengkapi dengan tugas, tanggung jawab
dan wewenang dari tiap-tiap tenaga ahli agar jelas siapa berbuat apa
dan menghindari terjadinya tumpang tindih (overlapping) kegiatan.

3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Jadwal pelaksanaan pekerjaan berisi mengenai informasi terkait
rentang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahapan
kegiatan yang dimulai dari persiapan, implementasi, dan pelaporan.
Informasi yang dimaksud mencakup jadwal peralatan dan jadwal
penugasan personel.

4. Metode Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan yaitu gambaran umum tentang apa yang akan
dikerjakan oleh Konsultan dan alur/tahapan proses pekerjaan yang
meliputi:
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a. Penjelasan bagaimana pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan
{untuk tahapan penting)

b. Input yang digunakan dalam setiap tahapan proses, beserta
output yang dihasilkan.

c. Cek/kontrol yang dipergunakan untuk memastikan bahwa
tahapan proses dapat diterima.

Pengendalian Pekerjaan

Pengendalian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk

memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencaan

kegiatan dengan metode kerja, jadwal penugasan tenaga ahli, dan

acuan/persyaratan yang digunakan. Dapat menggunakan alat bantu

berupa ceklist /daftar simak.

Laporan Pekerjaan

a. Dalam komponen laporan pekerjaan dijelaskan mengenai jadwal
rencana penyerahan laporan pekerjaan beserta poin-poin yang
akan disampaikan dalam laporan.

b. Jenis-jenis laporan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen

kontrak, secara umum meliputi:

1) Laporan Pendahuluan
Berisi pemahaman terhadap apa yang diminta di dalam
kontrak, dan rencana kerja/metode kerja untuk mencapai
sasaran yang diharapkan dalam kontrak. Laporan ini
diserahkan kepada pemberi tugas 1 (satu) bulan sejak SPMK.
Laporan pendahuluan dibahas dengan direksi pekerjaan dan
instansi lain yang terkait.

2) Laporan Antara
laporan kegiatan konsultan selama paruh waktu, berisi
pengumpulan data primer maupun sekunder, analisa
sementara. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas
pada pertengahan waktu pelaksanaan kontrak.

3) Draft Laporan Akhir
Berisi laporan kegiatan konsultan secara menyeluruh mulai
dari pengumpulan data, analisa, kesimpulan dan
saran/masukan. Diserahkan kepada pemberi tugas satu
bulan sebelum berakhirnya masa kontrak.

4) Laporan Akhir
Merupakan perbaikan/revisi dari draft laporan akhir yang
telah dibahas denga direksi teknis dan instansi terkait lainya.
Laporan ini diserahkan pada akhir kontrak.
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5) Produk Akhir
Laporan produk akhir adalah produk akhir yang diminta
pengguna jasa, misalnya Pedoman, Modul, Gambar Desain,
BOQ, dIL
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3. FORMAT PROGRAM MUTU

PROGRAM MUTU

PAKET

PENGAWASAN/SUPERVISI ....coviiiiiiiiiiniininnnns

CONTOH

DOKUMEN -
TANGGAL
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| No. Dok Tanggal diterbitkan [ Haluman
No. Revist Paral
LEMBAR PENGESAHAN
PERSETUJUAN

URAIAN DISUSUN OLEH | DIPERIKSA OLEH | DISAHEAN OLEH
NAMA (1) (5) (9)
JABATAN 2} (6) (10}
TANDA TANGAN (7) (11)
TANGGAL (12)

31

PROGRAM MUTU

PENGAWASAN / SUPERVISI ... ... oo vie s v0s ven aie sie aes
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perusahaan

PROGRAM MUTU

| Y o e T o o v T B e T

| No. Dok Tanggal diterbitkan : Halaman :
No. Revisi ¢ Parafl

DAFTAR 1SI

Lembar Pengesahan
Unit Penerima
Daftar Isi

Informasi Pekerjaan
Organisasi Kerja

Jadwal Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan

~CONTOH

SO
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Logo
perusahaan

PROGRAM MUTU

JPERCOEIIIIY 30 400 via-qve cuncers: w0 foh 0y cun 475040 09 up 'oPe"0é
No. Dok 3 Tanggal diterbitkan : [Halaman :
No. Revisi : Paral
BAB1
INFORMASI PEKERJAAN
Nama Pekerjaan : Diisi Nama Pekerjaan sesuai dengan Kontrak
Lokasi Pekerjaan : Diisi nama lokasi pekerjaan sesuai dengan kontrak

Kontrak No./tanggal : Diisi dengan No. Kontrak dan Tanggal Kontrak
Nama Pengguna Jasa : Diisi dengan unit kerja Pengguna Jasa

Satuan Kerja : Diisi dengan nama satuan kerja terkait

PPK : Diisi dengan nama PPK terkait

Alamat iisih deng anghla matien Jasa

Nama Peny J N a ﬂsa sesuai dengan

0

Alamat : Diisi dengan Alamat Penyedia Jasa

Nilai Kontrak : Diisi dengan nilai rupiah sesuai kontrak
(Termasuk PPN)

Sistem Kontrak : Diisi dengan Sistem Kontrak yang digunakan
(misalnya lumpsum atau harga satuan)

Sumber Dana : Diisi dengan sumber dana-Tahun Anggaran yang
bersangkutan

Waktu Pelaksanan : Diisi dengan jumlah hari kalender sesuai kontrak

Lingkup Kegiatan : Diisi dengan Lingkup Kegiatan Utama sesuai
dengan kontrak
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Logo
perusahaan

PROGRAM MUTU ‘
ey R e R e e oot |

No. Dok $ Tanggnal diterbitkan : Halaman
No. Revist Paraf |

BAB II
ORGANISASI PEKERJAAN

2.1 Struktur Organisasi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi (pelaksana
paket pekerjaan yang terkait saja)

Team Leader
(Nama..)

Supportng

mﬂxwmwwmmmm
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Loge
perusahaan
PROGRAM MUTU
POIOETIAMEL 5 - 459 00 560 6durots: oab bk 400 P08 0D+ U 0w- 54 608" $68 50946
No. Dok - " Tanggal diterbitkan “Halaman -
No. Revisi Paral
BAB III
JADWAL PELAKSANAAN
aunn_lh - e, =
URAN KEGIAZAN Bobct %) mm%&nm Mg ke § ""g__!u Wgpiieal "0
WG| 9w w5 | W\ N | v |
~ R L,
“".':xw et Minggu ke -— Sulanie .. -
ikan éng Jumish minggy || drg waktu o bes et
untuk setiap bulannya L Pexenaan / Kentrak =

— CONTOH

Rencana Bobot (%)

AL ULEET BODOL RENCINS (% |

Booot meavads! (%)

ALumUas? Bobot Reans as! (%)

www.peraturan.go.id



2019, No.1690 -290-

Logo
perusahasn
PROGRAM MUTU
Pekerjann ' ‘
| No. Dok - [ Tanggal diterbitkan : Halaman
No. Revisi ‘ Paraf

BAB IV
METODE PELAKSANAAN

4.1. Bagan Alir Pekerjaan

Bagai alir menjelaskan tahapan aktifitas Konsultan yang dimulai dari
persiapan, implementasi, sampai dengan pelaporan dan menjelaskan
pemeriksaan pada aktifitas yang memerlukan pemeriksaan.

Pelaksanan Rz
prosedur/intrksi ke & g
berikut:

Prosedur/Instruksi Kerja/Acuan lain yang
No Kegiatan dipergunakan Kode

akan sesuai
am tabel sebagai
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UW:
perusabaan

Peketjaan @ ... .o

PROGRAM MUTU

Halaman ©

No. Dok
No. Revisi

rnngbnl diterbitkan :

Paraf

Contoh bagan alir pelaksanaan pekerjaan.

Q.1. Check Kendak Mutu
Muty Matenz!

it

([(won )

PL. Check

e

PR

Desain
Data MC 0%

Shop Drawang
Kesavan

| PENGAWASAN I PENGAW |.
LABORA

PENGAWASAN
l LAPANGAN
P14556 Check & Penendalinn
L. Komposs Campuan

2

Prmenkass Qty, Q.
3 UnLaboratonum

AS-BUILT
NRAWINGS

Q6 Check Kendal Mutn
1 Fmal Quantias
2 Adabeels
3. Asbud Drawmg
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|
Logo
perusahaan
PROGRAM MUTU
Pekerjaan X LSk
[Ne. Dok [ Tanggal diterbitkan : [ Halaman }
|

No. Revisi | Parnl

4.2. Rencana Kerja

Rencana kerja menjelaskan metode/strategi Konsultan dalam
melaksanakan setiap aktifitas sesuai bagan alir diatas. Strategi ini
dimaksudkan untuk mencapai target yang optimal.

TENAGA
OUTPUT DURASI AHLI YG

NO | AKTIFITAS | METODE KERJA
KERJA KERJA TERLIBAT

N
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Logo
perusahaan
PROGRAM MUTU
Pekerjaan ; Catirh Gin oeh pee s s
No. Dok : Tanggal diterbitkan Halaman
No. Revisi Paraf

BAB V
PENGENDALIAN PEKERJAAN

5.1. Jadwal Personil Inti dan Pendukung

Jumlah
[Orang} | | | .o

IL Tenaga Asist I Ol |

No. Jabatan

Keterangan

IIl. | Tenaga Pendukung
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Logo
perusahaan

PROGRAM MLUTL
Pekenjaan :

['No. Dok : Tanggal diterbitkan : Halaman :
No. Revisi Paraf

5.2. Checklist Kegiatan Konsultan Pengawas

Checklist kegiatan konsultan yaitu untuk memastikan bahwa seluruh lingkup
pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

Contoh checklist kegiatan konsultan

PAKET PENGAWASAN ...
L O I O O S A VA SR SV IV
NO. | LINGKUP KEGIATAN ADA | TIDAK

1. | Masa Mobilisasi

a. | Data dan dokumen kegiatan pekerjaan

b. | Data dan dokumen kontrak

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (Penyedia
C. Jasa Pekerjaan Konstruksi)

Jadual pengiriman peralatan penyedia jasa

d konstruksi

e. | Data tenaga kerja konstruksi
f. dst...

2. | Masa Pelaksanaan

Pemeriksaan deposit dan kualitas dari quarry
material

b. Pengawasan pembu'ltan Job Mix Formula

Pemeriksaan adag permohonan izin keg
c. oleh Penyedi Ja : j i
(request)
Pembagian t 3
d. | persetujuan izin kerja (quality control quanttty
surveyor, Inspector, dll)
e, Pemeriksaan hasil Pengukuran volume
f. Pemeriksaan hasil test laboratorium
2. dst...
3. | Masa Pemeliharaan
a. Daftar inspeksi pekerjaan masa pemeliharaan
b Rekomendasi pemeliharaan selama defect liability
i period
Final Report rangkuman dari aktivitas
- pelaksanaan pekerjaan mencakup antara lain
" | pembayaran, perubahan kontrak ( CCO ), dan
claim.
d Pemeriksaan as built drawing sesuai
’ pelaksanaan di lapangan
e, dst...
4. |dst..

Checklist dibuat berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai bagan alir kegiatan.
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Logo
perusahaan
PROGRAM MUTU
Pekerjaan et v Sesdi
No, Dok Tanggal diterbitkan @ Halaman
No. Revisi Parafl
BAB VI
PELAPORAN
NO JENIS RENCANA ISI LAPORAN RENCANA
LAPORAN PENYERAHAN
2 Laporan Pemahaman terhadap lingkup layanan konsultan 25 Mci 2018
Pendahuluan | sclama jangka waktu kontrak;
- Rencana Kerja dan Pengorganisasian Pekerjaan.
- Jadwal Pelaksanaan dan Penugasan Tenaga Ahli.
- Ringkasan kemajuan pelaksanaan layanan (bila
sudah ada)
2. Laporan - Rencana kerja bulan berjalan 25 Juni 2018
Bulanan - Kemajuan pckerjaan penyedia peckerjaan
konstruksi
3. | Laporan 25 Juli 2018
Triwulan - Kemajuan pelaksanaan sampai dengan periode
tiga bulanan terakhir,
- Rencana Kerja untuk triwulan selanjutnya
- Jadwal Pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli
sampai periode tiga bulan sclanjutnya.
- Evaluasi sementara dan Saran kepada Pengguna
Jasa.
4. | Laporan - Rencana Kerja awal untuk sclama periode | 25 Desember
Akhir layanan 2018
- Rencana Kerja yang telah disesuaikan
- Realisasi pelaksanaan pengawasan
- Jadwal Pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli
- Realisasi Pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga
Ahli
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E. FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) DAN FORMAT
PENILAIAN RKK

E.1. FORMAT RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Format RKK pada tahap pemilihan Konsultansi Konstruksi Pengawasan/
Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan
dalam SMKK yaitu sebagai Informasi Terdokumentasi. Susunan dokumen RKK
terdiri dari:

= Cover Dokumen

* Halaman Pengesahan

* Halaman Daftar Isi

* Halaman Uraian dan Penjelasan RKK

www.peraturan.go.id



997 2019, No.1690

CONTOH

|Logo Perusahaan]|

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

B I I I I I

(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan

Nomor Kontrak

Waktu Pelaksanaan

DISUSUN OLEH:

.....................................................

(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstrulksi)

www.peraturan.go.id
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Lembar Pengesahan

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia Jasa

Pihak Pengguna Jasa

Dibuat Oleh:

------------------------------

(Nama Lengkap)

Disetujui Oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama Lengkap)
NIP:: v isbonciaiibs

(Diisi oleh Pengguna Jasa
setelah memberikan
persetwuan pada rapat
persiapan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi (pre
construction meeting).
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39}

w s W

-299-
DAFTAR ISI HAL
Lembar Pengesahan 194
Daftar Isi 195

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam
Konstruksi

Perencanaan Keselamatan Konstruksi

Dukungan Keselamatan Konstruksi

Operasi Keselamatan Konstruksi

Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

Keselamatan 196

197
198
199
199
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1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM
KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang
ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan
Pengguna Jasa.

Format Lembar Paita Komitmen Keselamatan Konstruksi

KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI

(Badan Usaha) ............. sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen

melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan

pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan ............ demi terciptanya

Zero Accident, dengan memastikan:

a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan
Dokumen RKK;

b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);

c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;

d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP); dan

e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

[kotal, ............. 20xx
Kepala Pengawas Pengguna Jasa*
Pekerjaan
ttd
ttd
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

* Diisi oleh Pengguna Jasa sctelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan
peclaksanaan pekerjaan konstruksi (preconstruction meeting).
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2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko
Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian nisiko terhadap
aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan
konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
(Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi
Konstruksi MK) dan disetujui oleh Pimpinan Konsultan Pengawas/MK
Pekerjaan Konstrukst

Tabel 1 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya
dan Pengendalian Risiko*.

Identifikasi Dampak / Pengendalian
No | Uraian Kegiatan Bakiaya = A
Dibuat Oleh Disetujui Olch
Pengawas /MK Pimpinan Pengawas /MK
Tud
Tid
[Nama Lengkap) {Nama Lengkap)

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

Tabel 2 Penjelasan Tabel Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Risiko

Uraian Kegiatan 3 Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-
rutin.

Identifikasi Bahaya ;| Menetapkan karakteristik kondisi bahaya

/ tindakan bahaya terhadap aktivitas
pengawasan pelaksanaan konstruksi
sesuai dengan peraturan terkait.

Dampak / Risiko 2 Paparan / konsekuensi yang timbul akibat
kondisi bahaya dan tindakan bahaya
terhadap aktivitas pengawasan
pelaksanaan konstruksi.

Pengendalian Risiko ;| Kegiatan yang dapat mengendalikan baik
mengurangi maupun menghilangkan
dampak bahaya yang timbul.
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2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar
Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan
menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas
pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan
konstruksi.*

Tabel 3 Contoh Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Pematuran Perundangan
& Persyaratan Lainnya Yang Menjadi
Acuian

No Metode Pelaksanaan

2.3 Sasaran dan Program Pengawasan
Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan
pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan
konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.
Tabel 4 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan

No | Uraian Kegiatan Sasaran Pro Pe:

1. Pekerjaan galian 1. Galian dengan 1. Memastikan metode
tanah kedalaman kedalaman 2 m, pelaksanaan yang
2m dengan kondisi disepakati dengan

tanah berpasir tdk menggunakan
terjadi longsor, dinding penahan
tanah dilaksanakan,

2. Pekerja tidak 2. Memastikan pekerja
tertimbun longsor, mengikuti prosedur

yang sudah
ditetapkan,

3. Galian sesuai 3. Memastikan metode
dengan spesifikasi pelaksanaan galian
teknis. sesuai dengan

spesifikasi teknis,

2 | Dst, Dst, Dst,

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi
a. Daftar Personel
Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi

Tabel 5 Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi

Jumlah
Sabutom Personel
Anli K3 Konstruksi/Petugas
Keselamatan Konstruksi

Ahli Teknik Terkait / Ahli Teknik Sesuai
bidansn\'a

Nama Personel

1

2

b. Sertifikat Personel
Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi pada Tabel 5 Contoh Daftar Personel Pengawas
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
Contoh:
1. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi
2. Sertifikat Ahli Jalan dan Jembatan, dst.
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4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi

beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Gambar 1 Contoh Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi

Irspwhol Engawss

famny

Tabel 6 Contoh
Konstruksi

Pimpiran Nevigam aasn

Quadity Exginews/ Punanggung Jawal Kessdamatan

Quantily Enginess Purnmtridhas Pungawasar

fuary

Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan

Jabatan

T‘nyl Dan Tanggung Jawab

1

Pimpinan
Pengauwasan

Penanggung
Jawab
Keselamatan
Konstruksi
Pengauas

Inspeksi
Engneer

Dst.

4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses
pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas
Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan.

5. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait

Penerapan SMKK. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin

kerja yang telah ditandatangan.
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E.2. FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENYEDIA
JASA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Format RKK pada tahap pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sudah harus
mengikuti persyaratan dalam SMKK yaitu sebagai Informasi Terdokumentasi.
Susunan dokumen RKK terdiri dari:

* Cover Dokumen

* Halaman Pengesahan

* Halaman Daftar Isi

* Halaman RKK
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Cover Dokumen

{Logo Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)

(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pemberi Tugas - (Nama Penggquna Jasa)

Lokasi Pekerjaan

Nomor Kontrak

Waktu Pelaksanaan : XX hart [sesuai kontrak)

DISUSUN OLEH:

(Nama Penyedia Jasa)
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Lembar Pengesahan

(RKK)

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa

Pihak Pengawas
Pekerjaan

Pihak Pengguna Jasa

Dibuat Oleh:

(Nama Jabatan)

ttd

(Nama Lengkap)

(Ditandatangi oleh
Pimpinan tertinggi
Penyedia Jasa
Konstruksi)

Diperiksa Oleh:

[(Nama Jabatan)

ttd

(Nama Lengkap)

(Ditandatangi oleh
Pimpinan tertinggi Penyedia
Jasa Konsultansi
Konstruksi Pengawasan)

Disectujui Oleh:

Pengguna Jasa
(Pejabat Pembuat Komitmen)

(Nama Lengkap)
NIPS . svisacvais

(Diisi oleh Pengguna Jasa
setelah membenkan
persetujuan pada rapat
persiapan pelaksanaan
pekeraan konstruksi (pre
construction meeting).
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--------------- RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

mogow >

(Logo & Nama (digunakan untuk pelaksanaan konstruksi)
Perusahaan)

DAFTAR ISI HAL
KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM 204
KESELAMATAN KONSTRUKS
PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 213
DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 224
OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI 230
EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI 246
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A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM
KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1 Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal

1. Daftar Identifikasi Isu Internal dan Eksternal
Memuat daftar isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dan ditandatangani oleh ahli teknik terkait dan
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

Daftar isu, terdiri atas:

1. Identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan
Konstruksi di antaranya:

a. Tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas;

b. Kebijakan, tujuan, dan strategi untuk mencapainya;

c. Kemampuan dan pemahaman dalam hal sumber daya, pengetahuan,
dan kompetensi (seperti modal, waktu, sumber daya manusia,
proses, sistem, dan teknologi);

d. Hubungan dengan, serta persepsi dan nilai-nilai dari, pekerja;

e. Pengaturan waktu kerja;

[. Kondisi kerja; dan

g. Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.

2. Identifikast isu ekstermal yang akan dihadapi saat pelaksanaan
pekerjaan  konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan
Keselamatan Konstrukst di antaranya:

a. Lokasi pekerjaan, sosial, budaya, teknologi, dan alam;

b. Subkontraktor, pemasok, mitra dan penyedia, teknologi baru, dan
munculnya pekerjaan baru;

c. Pengetahuan baru tentang produk dan pengaruhnya terhadap
kesehatan dan keselamatan;

d. Hubungan dengan kepentingan pengguna jasa terkait dengan
pekerjaan konstruksi;

e. Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.
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Tubel A-1. Contoh Identifikasi dan P
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A.l.]1 Unit Keselamatan Konstruksi/UKK (Organisasi Pengelola SMKK)
a. Memuat bagan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan
koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan pengelola

poen Tingkat e ———— > > T - e S St e S .
{ Perusahsan Dirchtur Utsrze i
! 1
‘. faras H
' T "
| Tlowhiur $25r 1
1}
! !
| -~ ,
1 .
] ﬂﬂ“!l P‘I“U\fd | .
: '4 ----------------------- ‘—----. 1
1
1}
il 1
I .- - b1
\ Panpeman Tertzgst . H
| : PR ——— ==-=-| Punpinan UKK : ‘
'
i P Nama 1
il T 1
: ! 1 :
{1 1
! 1
! . 1
1}
] ] :
: ' Marupr Froduta ) Marapr Mrodubal ® o Prontukal ) . :
I |
| ] -
{ Nams Sane - i
! l . 1
A | H
H i

Diagram A-1 Contoh Struktur Organisasi Pengelola SMKK*

*Format struktur organisasi dapat mengikuti contoh.

b. Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja yang menggambarkan
hubungan kerja antara Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan
Kantor Pusat Penyedia Jasa. Prosedur dan/atau petunjuk kerja
ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa. Isi prosedur
dan/ atau petunjuk kerja sekurang-kurangnya meliputi:

. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Pelaksana Pekerjaan

Konstruksi dan Kantor Pusat Penyedia Jasa,

Hubungan kerja antara Tim Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan

Kantor Pusat Penyedia Jasa;

3. Jadwal pelaporan kinerja pelaksanaan pekerjaan khususnya
terkait Keselamatan Konstruksi pada pimpinan puncak Penyedia
Jasa di Kantor Pusat;

4. Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pekerjaan khususnya
terkait masalah Keselamatan Konstruksi dan altermatif solusi
pemecahan masalah tersebut yang membutuhkan bantuan
dukungan dari pimpinan puncak Penyedia Jasa di Kantor Pusat.

]
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Direktur HSE

Pimpinan UKK

Petugas

Keselamatan
Konstruksi

Petugas P3K

J

Diagram A-2. Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Unit
Keselamatan Konstruksi

A.2 Tabel Tugas dan Tanggung Jawab UKK

Menctapkan kebijakan Kesclamatan Konstruksi
Memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada
pelaksanaan kegiatan

Direktur HSE Memastikan terlaksananya pelaksanaan Kesclamatan
Konstruksi pada proyek konstruksi

Menctapkan Sasaran Program Keselamatan Konstruksi

Mcelaporkan Kinerja Penerapan SMKK kepada pengguna jasa
Mengkoordinir pencrapan SMKK di tempat kcgiate;
konstruksi

Menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam
penerapan SMKK

Memastikan kegiatan Kesclamatan Konstruksi di tempat kerja
terlaksana dengan baik

Melakukan inspeksi Kesclamatan Konstruksi di tempat kerja
Mclakukan Koordinasi dcngan pihak-pihak terkait
Mclaksanakan induksi Kesclamatan Konstruksi
Melaksanakan konsultasi dan komunikasi Kesclamatan

Pimpinan UKK

Kc::lt;;‘z:an Konstruksi di tempat kerja
Kanstraks Meclakukan inspeksi Kesclamatan Konstruksi di tempat kerja

Mclaporkan kejadian baik berupa insiden maupun accident
kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi
Mcelaporkan kejadian tanggap darurat kepada
Petugas Tanggap | Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi

Darurat Mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja, kepada
scluruh pekerja
Mclakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di
tempat Kerja
Memastikan peralatan P3K dalam kondisi baik
Memastikan isi kotak P3K scsuai dengan peraturan

Petugas P3K
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A.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi
1. Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang
ditandatangani oleh pimpinan tertinggi badan usaha.

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 3 e [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan 3 avaaesemsyia
Bertindak untuk  : PT/CV/Firma/atau lainnya ............ [pilih yang

dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan ............... [isi nama paket] pada ............... lisi sesuai
dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa
seluruh pelaksanaan konstruksi:

. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;

. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);

. Memenuhi 9 {sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

NO U AW

............ [tempat], ..... [tanggal] ............ [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan Tertinggi Penyedia Jasa]

[tanda tangan]|,
[nama lengkap]
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[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama S SOOI [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan  SPPOP Yy
Bertindak untuk: PT/CV/Firma/atau lainnya ............... |pilih yang sesuai dan
cantumkan nama)
2. Nama T ORI YR [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan S eaiaadbakices
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ............... |pilih yang sesuai dan
cantumkan nama)
3. ......[dan scterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO|
dalam rangka pengadaan ... lisi nama paket] pada ............... [isi sesuai

dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen  melaksanakan  konstruksi
berkesclamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa secluruh
pelaksanaan konstruksi:

. Memenuhi ketentuan Kesclamatan Konstruksi;

. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
. Mclaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);

. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

N s W -

............ [tempat], ..... [tanggal] ............ [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Pimpinan KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO
Penyedia)

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
|nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap)

[cantumkan tanda tangan dan nama sctiap anggota KSO]
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2, Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi yang dibuat oleh
Penyedia Jasa (tertulis, tertanggal dan ditandatangani) dan disahkan oleh
Pengguna jasa Kebijakan keselamatan konstruksi harus:

1. Dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik para
pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan
eksternal;

2. Tersedia sebagai informasi terdokumentast;

Jika Penyedia Jasa belum memiliki Lembar Kebijakan Keselamatan
Konstrukst maka dapat mengikuti contoh Lembar Kebijakan di bawah.

[Contoh Kebijakan Keselamatan Konstruksi]
KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami berkomitmen untuk:

1. Menjalankan pakta komitmen Kesclamatan Konstruksi yang telah ditandatangani
oleh Pimpinan perusahaan.

2. Menjamin Kesclamatan Konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sckitar di
sckitar tempat kerja.

3. Meclakukan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem Manajemen dan Kinerja
Kesclamatan Konstruksi guna meningkatkan budaya Kesclamatan Konstruksi
yang baik di tempat kerja.

Untuk mencapainya, kami akan:

1. Membangun dan memelihara sistem manajemen Kesclamatan Konstruksi, serta
sumber daya yang relevan.

2., Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuail dengan peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lainnya terkait Kesclamatan Konstruksi.

3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan  terkait Kesclamatan Konstruksi
kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi
perusahaan.

Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi

1. Dalam rangka menjaga lingkungan kerja pekerjaan konstruksi yang aman dan
berkesclamatan terhadap risiko bahaya cidera ringan, sedang dan berat pada
pckerja, kerusakan asct/properti, publik dan lingkungan, sctiap personil berhak
untuk memberhentikan pekerjaan apabila melihat perilaku tidak seclamat atau
kondisi tidak aman dalam melakukan pekerjaan.

2. Pckerjaan Konstruksi yang telah diberhentikan karena perintah penghentian
pekerjaan tidak akan dilanjutkan sampai semua aspek keseclamatan konstruksi
dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Pemimpin tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit
Kesclamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.

4. Perintah penghentian pekerjaan konstruksi harus diterapkan dengan itikad baik
dan bertanggungjawab.

5. Personil yang menyerukan perintah penghentian pekerjaan tidak boleh dan tidak
akan dikenai sanksi apabila setelah diverifikasi bahwa perintah penghentian
terscbut dianggap tidak perlu atau bahkan berdampak mengganggu kemajuan
peckerjaan.

6. Semua personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan.

...|tempat], ... [tanggal / bulan] .... [tahun]|
[Nama Penyedia Jasa|
[tanda tangan],
[nama lengkap|
Disahkan,
...[tempat], ... [tangzal / bulan] .... [tahun]
|[Nama Pengguna Jasal
[tanda tangan],
[nama lengkap]
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3. Tinjauan Pelaksanaan Komitmen

Memuat jadwal kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

(level dari direktur hingga ke tingkat 1 level di bawah direktur) ke proyek.

Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi ke proyek

sekurang-kurangnya 3 bulan sekali selama waktu pelaksanaan proyek.

Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dilakukan untuk

melihat konsistensi penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan

secara berkesinambungan, dengan melakukan di antaranya:

a. Kegiatan berdiskusi dengan pekerja tentang masalah-masalah
Keselamatan Konstruksi di Lapangan;

b. Memberikan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah Keselamatan
Konstruksi di Lapangan;

c. Menegakkan kedisiplinan dengan melihat atas pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi;

Tabel A-2 Contoh Format Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa

Pekerjaan Konstruksi*
Bulan ke-

s Keglatan | PIC M T2 T3 [a 5 6]7 8 [9 [0[ni]12
kepemimpinan | Kunjungan Direktur
dan partisipas: | Pimpinan
pekerjn dalam | Penyedia
keselamatan Jasa
konstruksi Pekerjaan

Konstrnuksi

dst dst dst dst. | dst. | dst. | dst. | dst. | dst. | dst. | dst. | dst. | dst. | dst | dst)

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

4. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja
Penyedia Jasa harus secara berkesinambungan melakukan konsultasi
dengan pekerja dan/atau perwakilan/ serikat pekerja, diantaranya :
1. Konsultasi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
kinerja dan tindakan perbaikan SMKK.
2. Konsultasi dilakukan dengan:
a. menyediakan mekanisme, waktus dan sumber daya yang
diperlukan untuk konsultasi;
b. menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses
setiap saat;
c. menghilangkan  dan/atau  meminimalkan  hal-hal yang
menghambat pekerja untuk berpartisipasi;
d. melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan
terkait dengan:
1) kebijakan, kebutuhan, program dan kegiatan SMKK;
2) susunan, peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi;
3) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan lainnya;
4) tujuan keselamatan konstruksi dan perencanaan pencapaian;
5) pengendalian terhadap alihdaya dan pengadaan barang dan
Jasa;
6) pemantauan dan evaluasi;
7) program audit;
8) perbaikan berkelanjutan;
e. mendorong partisipasi pekerja dalam hal:
1) menentukan mekanisme partisipasi pekerja;
2) mengidentifikasi bahaya dan menilai ristko dan peluang;
3] menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan
mengurangi risiko keselamatan konstruksi;
4) menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan,
pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan;
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3) menentukan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dan
bagaimana bentuk komunikasi yang akan dilakukan:

6] menentukan langkah-langkah pengendalian dan
penerapannya secara berhasil guna efektif;

7) menyelidiki  kejadian, ketidaksesuainn dan menentukan
tindakan perbaikan.
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B PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKS!

B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang
L1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Momuat uraban seluruh gem pokerjoan yang akan dillaksanakon seawal dengon kenmrak dan menampilican Jangha waktu yong dibutubkan setiop
pekenaanyo.
Tabel B-1 Contoh Jadwal Pelaksanacan Pekerjoan

Ursilen LA
%0 | petergaan | B PTT TR S 11 el 7] S Pl 0] r] 12

Jursiah
Debot
Il ana
Kaamulatel
Tt
Reocans
Jumiah
Db
Realisaai
Kumuluin
Bobot

Meslisasi
Selalh

.12 Jdentifikasi Bahaya, Penilnian Nisiko dan Peluang (IBPRP)
Mistko yang dimaksid adalah Ristko Kesel Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruks: dan/ otau Petugas Keselamwatan
Komstrukai, tidak untuk menentukon kompleksitas aton segmentust pasar Jase KXonstrukel IBPRP memwot hal-hal torkait pelaksanaan pekerjaan
lmﬂmh«m dibuat olek Fena Jawab Keselamaton Konstraksi dan disetigui oleh Kepala Prinksana Pekerjaan Konstruksi. Takapan
aktivitas di IHPRP sesum dengan pekery natin fseawal dengan Work Breakdoun Structure) dan pekerjaan non-rutin (pekerjaan yang tidak
terdopat pada Work Srvukdoun Structure).
Fovmat IBPRP sekurang-kurangnya memuat.
. Desknpsi Risiko,
Peragaratan Permenuhan Kelnituhan,
Pengendalian Awal
. Pemil Rintko Kesel Konstruksy;
Pongenalien Lanjeran;
Penilalan Sisa fisiko,
Keterangan

e@~sanpe
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Tabel B-2 Contoh Farmat Tabel INPRP*

o
Thagant N ] - enlang e Al 2 2 . -t
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whans bevatu et v ) peowanguatan
N s 1 1 1
vae vt
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(hetwerr, dan kevsly

Porwitangun anou Poospartan Acuam dodom meluiukon pengendation riadn

Laun

Pengenctulion Risiko Koghoatan gong et iy baik W W g W o an
—

Phaany pusry) pong dupat dikescbunghan benk ek sy bl

Puorbvsiban
Tabel B-4 Penctapan Tingkat Kekerapan

Deskripsi Definisi
o Bosar hemenghinan seokdl & Lk Avmat

drmguir pee! toratl N
d 4 - o __Kemunghinan tevuutinga hecchakoon lednk dart 7 bl dutum ! tahun
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. A &
J
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. K phinan ter) - 2 hafi dhadeom ¥ pahun terakhir

2 Kuedl hessungh inom . * o ik

www.peraturan.go.id



-319-

2019, No.1690
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& Feralatan Material :
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Tabel 5-0 Panetapan Tingkat Risiko
1]3|3]4]58 Keterangan
14 Tingkes! risiko kecll

L3 I

312 Thogkat risike sedang

1525 Thaghat risilos besar

* Bistho yurg dimaksud adalah
Rusiko Keselomatan Konstmakst
wmtuk menentukan kebrtufan
AN K3 Konstrrbos dan/ ot
Petugas Keselamatan
Konatrigkst, tidok untuk
menentukan kompleksitos atou
L pasar Jasa
Konatrukai
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B.2 Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)

1. Sasaran Umum dan Program Umum
Memuat tabel Sasaran Umum dan Program Umum berdasarkan identifikasi
bahaya, penilaian ristko yang bersifat umum. Sasaran umum terdiri dari
Sasaran Kinerja Keselamatan Kerja, Sasaran Kinerja Kesehatan Kerja,
Sasaran Kinerja Keamanan Lingkungan Kerja dan Sasaran Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Kerja. Program umum adalah program kerja yang
bersifat umum untuk mencapai sasaran umum. Sasaran Umum dan
Program Umum sekurang-kurangnya berisi sebagai berikut:

Tabel B-7 Contoh Format Sasaran Umum dan Program Umum*

[Ro [ Sasaran Umum Program Umum |

A | Kinerja Keselamatan Kerja

Severity Rate (SR) / Tingkat Komunikasi:

Keparahan = 0 - Induksi Keselamatan Konstruks:

SR = Jumlah han hilang x | 000.000 (construction safety induction)
Jumlah jim orang kerja tercapai - Pertemuan pagi hari (safety

{Perhitungan SR mengikuti peraturan moming

terkait) - Pertemuan kelompok kerja

(toolbax meeting)
Penilaian Indikator Xunci Kinerja - Rapat Keselamatan Konstruksi
Keselamatan Konstruksi (Construction (construction safety meeting)

Safety KP} = 85/100 - ihieatoiiey
Pelatihan / Sosialisasi

B l-(lnuja Kesehatan inja

Tidak ada Penyakit Akibat Kerja (PAK) | Pemeriksann Kesehatan:

- Pemeriksaan keschatan (awal &
berkala)

Peninghkatan kesegaranjssmani

C | Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kerja
Tidak ada pencemaran linglkungan AMDAL / UKL-UPL
Tata Graha (Housekeoping)
Pengolahan Sampah dan Limbah

D | Kinerja Pengamanan
Tidak ada gangguan keamanan yang Petugas Keamanan
mengakibatkan berhentinya Koordinasi dengan pihak terkait

pelaksanaan pekerjaan

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

2. Sasaran Khusus dan Program Khusus
Memuat tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus berdasarkan
identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang bersifat khusus
yaitu memiliki skala prioritas sedang dan besar.
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Tabel B-8 Contoh Format Sasaran Khusus dan Program Khusus*

Tabal T ukur Kegiatan Daya aan Monitoring | Pencapaian | ng Jawab
1 penggunas | Mencaga Schat / Menetapkan Gambar Gambar Gambar
n mesa h Cidera tidak standar kursi loursi {dd/mm/y | disetujui oleh | terdelivery ke
kursi Berulang | berubah ergonamic atou vyl Engineer bagian PO Engineerin
ergonomis dan nya sesuai lkeondist spesifikas g
Menetap struktur tubuh i
(Repetitiv | tubuh Purchase Komunikasi Terkmimnya
e Injured) Order dd/mm/yy Verbal dan kursi Bagian
Menyediakan (PO vv) Ceklis ergonomis ke | Pembelian
kars: ergonomis Jokasi
2 | Pasang Agar Harus Gambar Gambar
Turap tidak ada Menetapkan detail (dd/mm/y dinetujui oleh lerd&dzr?\r ke
terjadi standar standar turap turap dan '“_“ o Engineer bagian PO Engineerin
kelongseo | turap meran kg spemhion = R
tanah dan lokani | @
ran
Turap Menyediakan Purchase dd 3 Komunikasi Turap Bagian
terpasa | turap Order ,’mm"v" Verbal dan terdelivery PO
POy AL Ceklis 3
ny ke lapangan
sepanja Menyiapkan SDM, Komunikasi Disetuju Staf
ng 1 SOP ATK ddfmm/yy | Verbaldan oleh Ahli | Pelaksana
Km, pemasangan wi Ceklin Teknik
lebar 1 Turap terkait
m, pesnasangan SDM, Disesuaskan Gambar Pelaksana
turap peralatan dengan SOP lokasi pemasang
- dan d‘jl" mm/yy Pemasangan tertandal turap
material wi
terpasangny
a turap
Pengawasan SDM dd/mm/yy | Pengecheka Gambar pengawas
pemasangan dan w n lapangan lokas:
turap Peralata disertai sepenuhnya
n gambar terpasang
lokasi turap

*Format tabel dapat mengtkuti contoh.

B.3 Standar dan Peraturan Perundang-undangan

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang harus
dijalankan fhingga pasal atau klausul yang berhubungan langsung dengan
program) diuraikan menurut identifikasi bahaya, penilaian risiko dan
peluang yang dituangkan dalam format dan contoh di bawah ini.

Tabel B-9 Contoh Format Standar dan Peraturan Perundang-undangan*

Pasal sesuai
No Pengendalian Peraturan Perundangan dengan
Risiko & Persyaratan Lainnya Pengendalian
Risiko
1 Penggunaan UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat (6)
tenaga kerja Tentang Keselamatan Kerja
yang
berkompeten
2 Kewajiban UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86
perusahaan Tentang Ketenagakerjaan
melindungi
pekerja
3 Standar UU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 59
Keamanan, Tentang Jasa Konstruksi
Kesclamatan,
Keschatan,
Keberlanjutan
(K4)
4 Dst ... Sesuai dengan peraturan Dst ...
perundangan dan persyaratan
lainnya terkait dengan K3
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*l Bentuk tabel mengikuti contoh, namun isi perin  disesuaikan dengan
identifikasi sebelumnya pada pada tabel ldentifikasi Bahaya, Penilaian Risiko
dan Peluang (IBPFRF).
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C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1 Sumber Daya
C.1.1 Peralatan
a. Surat Ijin Kelaikan Operasi (SILO)

Memuat Surat Ijin Kelaitkan Operasi (SILO) pesawat angkat & angkut
(alat berat) yang digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

b. Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya
Memuat sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya yang
digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

c. Daftar Peralatan Utama
Memuat daftar peralatan utama yang akan digunakan pada
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangya terdiri dari
jenis peralatan, merk & fipe peralatan, kapasitas peralatan, jumlah
peralatan, kondisi peralatan, lokasi peralatan, dan status kepemilikan
peralatan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan maupun surat

perjanjian. Daftar peralatan utama ditandatangani oleh Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Tabel 11 Contoh Daftar Peralatan Utama*

Merk & Kepemilikan
No Jenis Tipe Lokasi | Kapasitas | Jumlah / Status

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

C.1.2 Material
a. Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)
Memuat Informasi terkait dengan pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) berupa Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari
pemasok.

b. Daftar Material Impor
Memuat daftar material impor yang akan digunakan pada
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangya terdiri dari
Jjenis material, jumlah material, negara asal, dan jadwal pengiriman
barang. Daftar material impor ditandatangani oleh Kepala Pelaksana

Pekerjaan Konstrukst

Tabel 12 Contoh Daftar Material Impor*
Nama N

No | Barang/ Spesifikasi | Satuan | Jumlah | Harga """ :
Uraian

*Format tabel dapat mengikuti contoh.
C.1.3 Biaya

Perhitungan Biaya SMKK mengacu pada Sub lampiran huruf E.

C.2 Kompetensi
a. Daftar Personil
Memuat daftar personil yang ikut dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi. Kebutuhan personil disesuaikan dengan ketentuan yang
sebagai berikut:
1. Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi:
a. Penanggqung Jawab Keselamatan Konstruksi memiliki sertifikat:
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- Ahli Utama K3 Konstruksi untuk Pelaksanaan Pekerjaan
sesuai dengan ketentuan batang tubuh,
- Ahli Madya K3 Konstruksi untuk Pelaksanaan Pekerjaan
sesuai dengan ketentuan batang tubuh;
- Ahli Muda K3 Konstruksi untuk Pelaksanaan Pekerjaan sesuai
dengan ketentuan batang tubuh;
- Petugas Keselamatan Konstruksi untuk Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ristko kecil.
b. Jumlah Anggota Unit Keselamatan Konstruksi berdasarkan
tingkat ristko Keselamatan Konstruksi sesuai dengan Tabel 14.
Petugas Medis
Dibutuhkan petugas medis untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki
risiko besar dan akses terbatas menuju fasilitas kesehatan.
Petugas P3K bersertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Petugas peran kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemberi aba-aba (flagman)
Setiap melakukan pekerjaan pengangkatan atau pekerjaan yang
berhubungan dengan lalu lintas dibutuhkan 1 orang personil pemberi
aba-aba (flagman)

6. Petugas Keamanan  (security)] sesuai dengan  kebutuhan

pengendalian risiko keamanan.

7. Supervisor perancah/ Teknisi perancah (scafolder}
8. Tukang las (welder)

Memiliki sertifikat tukang las (welder) berdasarkan jenis pekerjaan.

9. Juru Ikat (Rigger)

Setiap melakukan pekerjaan pengangkatan dibutuhkan 1 orang
personil Juru Ikat (rigger) bersertifikat.

10. Operator

Terdapat bukti Surat Izin Operator (SIO) berdasarkan peralatan yang
dioperastkan.

11. Kepala tukang (mandor)

Terdapat bukti sertifikat kepala tukang (mandor) sesuai jenis
pekerjaan dan kebutuhan.

Tabel C-1 Contoh Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

R Sertifikat Pengalaman
Jabatan Pendidikan | Kompetensi
Personil Kerja

Ahli K3
Konstruksi/Petugas
Kesclamatan
Konstruksi

Pctusas medis

Petugas P3K

R 1 L

Petugas peran
kebakaran

w

Pemberi aba-aba
{flagman)

Petugas Keamanan
{securit

Supervisor perancah/
Teknisi perancah
|scafoldery

Tukang Las [ Welder)

Juru lkat (Riggen

Operator

Kepala Tukang
(Mandor}
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b. Sertifikat Personil
Memuat sertifikat personil yang tkut dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi pada Tabel 12 Contoh Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi.

C.3 Kepedulian

a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian
Keselamatan Konstruksi
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian
Keselamatan  Konstruksi  berdasarkan tingkat risiko yang
ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli
Teknik Terkait. Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan
kepedulian Keselamatan Konstruksi sekurang-kurangnya benisi:
a. Terdapat jadwal pelatthan dan sosialisasi SMKK kepada para

pekerja yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

b. Terdapat komitmen untuk mencegah perilaku tidak selamat dalam
rangka pencegahan kecelakaan.

c. Terdapat program pembinaan budaya Keselamatan Konstruksi
yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi untuk seluruh
tingkatan termasuk pekerja.

b. Analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK
Memuat analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK.

c. Pelatihan

Memuat jenis pelatthan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan
pekerjaan konstruksi.

Tabel C-2 Daftar Hadir Komunikasi Keselamatan Konstruksi

No Nama Topik yang dibahas | Tanda Tangan

Tabel C-2 Contoh Rencana Pelatihan Keselamatan Konstruksi*

Waktu
No Jenis Pelatihan Target Peserta PIC Pelahssnaan
Dasar-dasar
1 Keselamatan Enginecer
Konstruksi
Pedoman Kesclamatan | Engineer,
2 | Konstruksi pelaksana, pekerja
konstsruksi
3 Basic Wastc Personel Bagian
Management Gudang
a Tanggap Darurat Tim Tanggap
Darurat
S | Pengenalan P3K Engineer, pelaksana
6 Traffic Management pelaksana, pekerja
ko_nstsruksi. driver
7 | K3 Listrik ME
8 Housckeeping Semua pekerja
9 K3 Pekerjaan Galian Pekerja galian
10 Sl:g‘:s?;:: Pckerja fabrikasi
11 lézrg‘pcrasmnal it Operator alat berat
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12 | K3 Rigger Rigger

K3 Pekerjaan )
13 Pengecoran Pekerja pengecoran
14 | Dst

*) Pelatihan disesuaikan dengan tuntutan program kerja pada table
sasaran dan program

C.4 Komunikasi
Program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya
melalui safety talk yang terdiri dari safety wmorning, toolbox
meeting/ safety briefing, HSE meeting, safety induction dan secara tertulis
melalui sarana seperti spanduk, rambu, banner, billboard, sticker,
pamflet, majalah dinding, papan pengumuman, dll.
a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi
{safety induction)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Induksi Keselamatan
Konstruksi (safety induction) yang ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi. Induksi Keselamatan Konstruksi (construction safety
induction) dilakukan untuk pekerja baru/pekerja yang dipindah
tugaskan, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan
pekerjaan yang akan masuk ke dalam area Pelaksanaan Pekerjaan
KonstruksL
» Untuk pekerja baru/pekerja yang dipindah tugaskan dijelaskan
mengenai komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi, risiko
dan bahaya yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan,
pengendalian risiko yang dapat dilakukan serta program penerapan
SMKK pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
» Untuk tamu, pemasok, dan pihak-pthak terkait dijelaskan mengenai
peraturan Keselamatan Konstruksi yang berlaku di loaksi
pekerjaan, prosedur evakuasi dalam keadaan darurat, dan
menjelaskan area-area yang berbahaya.

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hart (safety
morning)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety
morning) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Pertemuan
pagi hari (safety morning) ditkuti oleh seluruh pekerja setiap pagi
sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampatkan masalah-masalah
tentang Keselamatan Konstruksi secara umum pada pelaksanaan
konstruksi hari itu.

¢. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox
meeting)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja
{toolbox meeting) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) diikuti oleh kelompok
pekerja sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampaikan masalah-
masalah tentang Keselamatan Konstruksi secara khusus pada
pelaksanaan konstruksi yang akan dilakukan.

d. Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi
{construction safety meeting)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan
Konstruksi (construction safety meeting) yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi. Rapat Keselamatan Konstruksi (construction
safety meeting) dipimpin oleh Penanggung Jawab Keselamatan
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Konstruksi dan/atau Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan
diikuti oleh seluruh Kepala Unit Kerja.

e. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-
bahaya
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi
bahaya-bahaya sesuai tingkat risiko atas pekerjaan yang
dilaksanakan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
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f. Jadwal Program Komunikasi
Memuat jadwal program komunikasi sekurang-kurangnya sesuai
dengan ketentuan pada poin a — poin e.

Tabel C-3 Contoh Jadwal Program Komunikasi

Waktu
No Jenis Komunikasi PIC Pelaksanaan
1 | Induksi Keselamatan Konstruksi
(safety induction)

2 | Pertemmuan pagi hari

(safety moming)

3 | Pertemuan kelompok kerja
(toolbox meeting)

4 | Rapat Keselamatan Konstruksi
(construction safety meeting)
HSE Statistic Board

Papan Pengumuman
Keselamatan Konstruksi

D

C.5 Informasi Terdokumentasi
a. Seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan
pengendalian pekerjaan baik berupa prosedur, petunjuk kerja,
petunjuk teknis operasi, dan lain-lain yang terdokumentasi.

b. Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen
atas semua dokumen yang dimiliki dan ditandatangani oleh Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
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Konstruksi*

\lansger T

e

Gambar 2 Contoh

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi
D.1.1 Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
a. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Memuat bagan struktur organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
beserta tugas dan tanggung jawabnya. Dalam struktur organisasi
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi harus memiliki Unit Keselamatan
Konstruksi yang berada langsung di bawah Kepala Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi.

Struktur Organisasi

Pimpean Tertinggt
Teaerjeam Koustrrka!

Marugor Pematudol

Pelaksana Pekerjaan

Miepan URK |

Manger Kewsngm

Superyvis

Segurvece

fuperyus

tere

Sor

Nane

* Contoh Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dapat
mengikuti contoh.
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Tabel D-1 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi*

No] Jabatan Tugas Dan Tanggung Jawab
1 | Pimpinan 1) Menetapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi
Tertinggi 2) Memimpin pelaksanaan penerapan manajemen keselamatan
Pekerjaan konstruksi

Konstruksi 3) Mempromosikan keselamatan konstruksi

4) Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen
keselamatan konstruksi

5) dst
2 | Manager 1) Membern masukan dalam perumusan sasaran dan program
Teknik keselamatan konstruksi

2) Memben dukungan dan kepercayaan pada program
keselamatan konstruksi

3} Memastikan metode dan prosedur kerja memperhatikan
keselematan konstruksi

4) dst
3 | Manager 1) Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program
Produksi keselamatan konstruksi

2] Memantau pelaksanaan keselematan konstruksi di lapangan
bersama Bagian Keselamatan Konstruksi

3) Memberikan pengarahan pada supervisor, mandor dan sub
kontraktor terkait tanggung jawab pelaksanaan keselamatan
konstruksi

4] Memastikan supervisor dan sub kontraktor telah melakukan
penilai risiko pekerjaan dan memasukkan dalam pengajuan
persetyjuan ijin kerjanya.

5] dst
4 | Manager 1) Memberi dukungan dan kepercayaan pada program
Keuangan keselamatan konstruksi

2} Memastikan bahwa seluruh pekenja telah mendapatkan
Jjaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS dan asuransi lainnya)
3} Melakukan kerjasama dengan rumah sakit terdekat dalam
rangka memnuhi fasilitas pelayanan kesehatan pekerja

4) dst
5 | Pimpinan 1) Menyiapkan Sasaran dan Program keselamatan konstruksi
UKK untuk ditetapkan oleh Direktur yang menangani keselamatan
konstruksi

2] Menyiapkan rencana sosialisasi, pelatihan, dan simuliasi
sebagat tindak lanjut pelaksanaan program keselamatan
konstruksi

3) Menyiapkan prosedur Tanggap Darurat

4] Bertanggung jawab atas pelaksanaan inspeksi harian
keselamatan konstruksi.

5) Mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi
kepada seluruh lint organisasi.

6 | Supervisor 1) Memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah

dan Mandor mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan

2} Memastikan bahwa peralatan dan yang digunakan oleh

pekenja telah lulus pemeriksaan/ inspeksi sesuai persyaratan

keselamatn konstruksi

3) Memastikan bahwa semua pekera di bawah

pengawasannya memakai APD dan perlengkapan

keselamatan sesuai persyaratan

4) dst
7 | Seluruh staf, | 1) Mengikuti prosedur yang beriaku serta berperan aktif dalam
karyawan menjaga dint sendiri maupun kelompok kerjanya

dan pekerja | 2) Menghadin orientasi keselamatan konstruksi, safety talk,
tool box meeting dan training-training yang diselenggarakan

3) Mengikuti instruksi dan pengarahan keselamatan kerja yang
diberikan oleh atasan atau petugas keselamatan konstruksi

4) Memakai APD dan peralatan keselamatan kerja yang sesuai

5) Segera melaporkan apabila ditemukan kerusakan pada

peralatan konstruksi yang digunakan

6) Segera melaporkan apabila terdapat perilaku yang tidak
aman di area kerjanya.

7] dst

* Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan
Konstruksi dapat mengikuti contoh.
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b. Struktur Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi
Memuat bagan struktur organisasi Unit Keselamatan Konstruksi
beserta tugas dan tanggung jawabnya. Unit Keselamatan Konstruksi
yang sekurang-kurangnya terdiri dari unit kesiagaan tanggap darurat,
Pengawas Pekerjaan terkait alat berat, tim keamanan, serta hubungan
masyarakat terkait dampak sosial dan lingkungan

Gambar 3 Contoh Struktur Unit Keselamatan Konstruksi *

“
Secanty (manh
Koctravr Tanagee Derurat hariard Cmbmane v cmis b mteek s
e Naw J ——
| | | |
Pt g 175 P Ntugas T Anagna Anggprta Anggrs
Tvean URK URn URR

===}t = = — = - =

* Contoh Struktur Unit Keselamatan Konstruksi dapat mengikuti
contoh.

TIM TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1 Pimpinan 1) Mengkoordinasikan terlaksananya program

UKK keselamatan konstruksi

2] Melaksanakan inspeksi metode, peralatan, dan
lingkungan kerjia

3) Dst

Tim P3K 4) Memberikan pertolongan pertama bagi korban
kecelakaan kerja atau sakit yang diakibatkan oleh
hubungan kerja

5) Memberikan bantuan medis dan non medis (bila
dibutuhkan) terhadap korban kecelakaan kerja dengan
membawa/ dirwjuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk

6) Menyediakan obat-obatan ringan untuk P3K, di dinic on
site. dan tempat-tempat yang telah ditentukan

7) Melakukan pendataan atas korban, kondisi korban,
kronologis kejadian dan sebab-sebab kecelakaan.

8) Dst

3 | Tim 1) Menjaga dan memelthara keamanana dan ketertiban

Keamanan proyek secara keseluruhan

2} Menjaga terjadinya tindakan-tindakan criminal di lokasi
proyek

3) Mengatur keluar masuk kendaraan dan mengontrol
keluar masuk barang dari dan keluar proyek

4] Menjaga dan memproteksi terhadap kemungkinan
masuknya pthak-pihak luar yang tidak berkepentingan

5) Dst

LS

4 | Dst
* Contoh Tanggung Jawab dan Wewenang Unit Keselamatan
Konstruksi Konstruksi dapat mengikuti contoh.
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D 1.3 Analisis Keselamatan Pekerjaan {Job Safety Analysis)
Rewrnngwi - Urntas angkah keoa tatak obis dan 10 item
Dubarn hal hosslist dan hares selbal, seagersiebanghan unster dnsss yasg teriiadl hahan/material, senng, tare) inetnde ) prasedusr, slat, nghtangus
Anntis Lled Bafery
Namu Prieria Pl nama peher) No .
Pongrmss Pekenasn [ieé mams pengawas
Numa Puket Peletuan Cuallan Tunah pekeriv
Tanggnl Pekerjuan D0/ MN/YYYY - DD /MM YT Depestemen [1nt nama degaraemen)
g D yang cipe urtuk
Heln/ Rafety Hedmet Ramipt hwlamqnnlm Vewt Prlinaung Wajah/ Face Shivlf lnin-tatn / Others
Bepatu/ Safory Shom Priindung ai ke Full Body Ha Prisatup Telings) Ear Myl Badsi-duin / Cvhers
Sarung Tangun/ Syfety Olmes Kaca e Wu-lw Clfues e | Penyumbat Tefngs ) Sar Muy
Musisr Pronalusan / Resgrisory Baju kerje Lan) Aggwon bnim-datn | Oshiers ...
Urutan Langhah Pelnrjann Tdantifiknsl Badaye Pengeadalian Penangping Jowash
1 Perslagun pengroinas Tangso /haks wergires - Frmerikanan/valebasl wiat Termawns ebesa + HEE
- Catorn resgan, sensngah, berat; Lakegcan alar
Baglan/euki cadung peodl/ nisss. Prrikan seifitin jetiesghucalt keselmatas seaial standes
yang artapcan
Prstkoas hmpetemsl don keschatan peleria
[2. Pengrausran dan pommsanpin jpasek Cyern ringan Lews peoetapan patok Prugawes jekege
E Perggroekan gaobar Se0n ierhetsp Rt Teriagat pertedean gambar Keoia Progeorkan dengso alst e ndete kal hawah 1enah/ GPR Pengrens pe e s
wnaal ganihug (ko arva /realsung Han whnistiog; IETOUN penetiuTng rader
< Utilivay bewaly banadi,
« Tertabimk kendsrman; Mragramakan Petuges Progetur Iakdmces RamS - cantes
Preikegw berjalon & ares aman
N Pengaalian Terwtrum Stk Mematian peher)ean gallan sevial gamtar dun koot Pongawns e begia, peaiber|
- FMips Ous Mcicrdak claisting kxcje, HEE
Jestuntun Peaussange: tstep.
| b | Dt | | Do |
Cauhikxn aiefs Dithesjon tlseng vieh
A Ty Ty T
| . ' i | ) 3 ¢ o ' [ P )
Progging Jass Abit X2 Konuruksd AN Telmik Terkait Fargne Jana
o)
Anggaae Tim [ PR v ] ] ) ] 1 ]
Progawas
REHADIRAN |
NO NAMA DISKUS (Meryetuul/ Tidak
“Ceklin :
1| Pekona 1
2 2
W [
3 | K3 Kon i
5 | Pengawans/Pengpurss Juss
Keternngan:
'Untukpthqanynn. fukan perpanjungan wakn dengan lcasus yang sama dengan hasll identifllius) dan pengendalian yang sama, maks dapat
perpanjang satu kall perpanjang
< AhN Teknik serienit metupakan Ahli Teknik senunl bidangnye/ Penanggunglawah Proses
- Pengendalian berstot teknis, perfengkapan APK, APD, harus berdasarkan standar dan /atau Peraturan perundangan sesual dengs kot ristko
hastl identsfikcasl bahayu.
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D.1.4 Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja
Melakukan kegiatan mendukung keandalan bangunan serta mendukung
terciptanya tempat, suasana, kegiatan, dan aset kerja yang aman dari
gangguan huru-hara dan anarkisme, tindak kriminal, termasuk tindak
terorisme di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi melalui cara:
a. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan
» Mutu bahan

Material/ bahan yang akan digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan

Konstruksi harus melalui tahapan inspeksi yang dilakukan oleh

Petugas yang berwenang dan mendapat persetujuan oleh

Pengawas Pekerjaan.

» Metode pekerjaan konstruksi

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sesuai dengan
tahapan pekerjaan konstruksi yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Teknik.

- Memuat Analisis Keselamatan Pekerjaan (AKP/JSA) yang
ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi.

» Izin kerja (Permit to Work/PTW)

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan
izin kerja/PTW  berdasarkan persyaratan Keselamatan
Konstruksi sesuai dengan tahapan Pekerjaan Konstruksi yang
ditandatangant oleh  Penanggung Jawab  Keselamatan
Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Izin
kerja harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
¢ Analisis keselamatan pekerjaan (AKP)/Job Safety Analysis

(JSA) yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

» Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja
berdasarkan persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai
lingkup pekerjaan dalam tahapan pekerjaan yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik.

e Lembar periksa yang telah ditandatangani oleh petugas yang
berwenang sesuai hasil inspeksi yang telah dilakukan.

-  Memuat formulir izin kerja yang sekurang-kurangnya terdini dari
3 lembar rangkap untuk didokumentasikan oleh masing-masing
unit terkait. Lembar asli (pertama) disimpan sebagai bagian dari
informasi terdokumentasi oleh Pengguna Jasa, lembar kedua
disimpan oleh Penyedia Jasa, lembar ketiga disimpan oleh
Pengawas Pekerjaan. Formulir izin kerja dibagi sesuai dengan
lingkup pekerjaan dalam tahapan Pekerjaan Konstruksi yang
ditandatangani oleh Unit Keselamatan Konstruksi diantaranya
adalah sebagai berikut:

e pekerjaan panas (hot work] yaitu seluruh pekerjaan yang
berpotensi menghasilkan sumber api;

e pekerjaan galian (excavation) yaitu untuk pekerjaan galian
yang akan dilakukan;

s pekerjaan pengangkatan (lifting) yaitu untuk pekerjaan yang
menggunakan alat angkat;

e pekeraan di ruang terbatas (confined space) yaitu untuk
pekerjaan di dalam ruangan yang mungkin ventilasinya
secara alami kurang, mengandung gas mudah terbakar
dan/atau mengandung gas beracun;

e pekerjaan menyelam (diving) yaitu untuk pekerjaan di bawah
permukaan air;
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e pekerjaan dingin (cold work) yaitu seluruh pekerjaan lain
yang tidak tercakup pada pekerjaan di atas;

e pekerjaan di malam hari (working at night] yaitu jika terdapat
pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal;

e pekerjaan di ketinggian;

pekerjaan menggunakan perancah;

pekerjaan dengan menggunakan radiography (x-ray);

pekerjaan bertegangan listrik (electrical work); dan/atau

pekerjaan penggalian atau kedalaman (excavation work).

b. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan
» Pengamanan Lingkungan Kerja
- Prosedur dan/ atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan

lingkungan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Wakil Manajemen yang

sekurang-kurangnya mencakup:

e Petugas keamanan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan
pada pengendalian risiko keamanan.

e CCTV yang digunakan untuk pekerjaan dengan tingkat risiko
besar. CCTV ditempatkan pada Iokasi yang telah
teridentifikasi memilki risiko bahaya besar dan berpotensi
terhadap tindakan kriminal.

e Pagar pengaman yang digunakan pada lokasi yang
berbatasan langsung dengan masyarakat sekitar dan
berpotensi terjadinya kecelakaan.

e Tanda pengenal (ID Card) yang digunakan untuk seluruh
pekerja, tamu, pemasok, dan pihak-pthak terkait pada
pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke dalam area pekerjaan
konstruksi

» Manajemen keselamatan lalu lintas (Traffic Management)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja dalam melakukan
manajemen keselamatan lalu lintas (traffic management] pada
lokasi pekerjaan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas
pengguna jalan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi.
» Izin Keluar/Masuk Barang
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan
izin keluar/masuk barang yang ditandatangani oleh Ahli Teknik
terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil

Manajemen.

- Memuat formulir izin keluar/ masuk barang yang ditandatangani
oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala

Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

D.1.5 Pengelolaan Keselamatan Kerja
Melakukan kegiatan untuk menghilangkan/mengurangi bahaya atas
risiko pekerjaan melalui cara:
a. Mutu Peralatan
» Prosedur/petunjuk kerja penggunaan peralatan
Memuat prosedur/petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat &
angkut (alat berat)] dan peralatan konstruksi lainnya yang
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ditandatangani oleh Penanggung Jawab Peralatan dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Seluruh alat berat dan perkakas
yang akan digunakan di area Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
harus lolos tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi dan memiliki sticker “Laik Operasi”.

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja
» Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan

bekerja berdasarkan program kerja yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

» Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi.
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[Contoh Prosedur/Instruksi Kerja)

Penyedia Jasa membuat prosedur dan Instruksi Kerja, antara lain:

V0o @

Prosedur induksi Keselamatan Konstruksi

Prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peluang

Prosedur pengukuran kinerja Keselamatan Konstruksi

Prosedur inspeksi Keselamatan Konstruksi

Prosedur komunikasi

Prosedur tinjauan manajemen

Prosedur pemenuhan peraturan perundangan Keselamatan Konstruksi
Instruksi Kerja bekerja di ketinggian

. Instruksi Kerja pemasangan perancah

10 Instruksi Kerja Alat Pelindung Kerja (APK)

1

1. Instruksi Kerja Alat Pelindung Diri (APD)

[Contoh Instruksi Kerja|

Logo Perusahaan Tanggal

isi 00
Nomor Kode WBS dan Nama :::s: o
Dokumen Pckerjaan A7
Revisi

Berlaku Tanggal, bulan, tahun | Halaman 1 Dari ...

INSTRUKSI KERJA PENGGALIAN

PENGGALIAN

. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan galian sebelum mendapat ijin

dari pihak yang berwenang.

2. Galian yang lebih dalam dari 1,5 meter diberi pengaman atau digali dengan
kemiringan tertentu dan harus dilakukan pemeriksaan sebelum
melanjutkan pekerjaan galian.

3. Seluruh galian harus diberi tanda - tanda dan pengahalang disekeliling
galian tersebut.

4. Setiap galian harus disediakan sebuah tangga untuk naik dan turunnya
pekerja.

5. setiap tumpukan/timbunan bekas tanah galian harus diletakan minimal 1
meter dari tepi/pinggir galian.

6. Semua galian harus diperiksa ulang/ kembali apabila pada saat pekerjaan
berhenti karena turun hujan sebelum dilanjutkan pekerjaan kembali.

Lampiran :

Formulir [Isi Kode dan Nama Pekerjaan]|

1690
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[Contoh Izin Kerja)

Izin Kerja

PEKERJAAN PENGGALIAN > 2M

Permintaan {Jin kerja (diisl oleh pelaksana terkalt pada lokas! kerjanya)
Dwminta oloh Ih‘ar.'l Subkon Imun perscolt

Nama pesonil

o
@

2 6. 10,

3 T 1"
4 . . 12
Jenis eriaan Pekeriaan cifinkan dmufal paca
Lokas! pexenaan — S S | Targoat $ ) s/'d
FPeraiatan yang dgurakan Mula pusas
Sefess Dokt

Catatan fain

Checldist keselamatan (diisi oleh Petugas Keselamatan Konstrukss dan/atau Ahli K3 Konstruks:

A |mx va frox
1 _Apakah rencara kevia sudah ddiskusican 7 3 Aoahah barikacetanda perngatan sdh eipasang?
2 Apakah pekena sch diciaskan bahaya yang 10 apakah E'“ lamEu Ewwg?
| ! eowp ! 4 1 1 V % £ 1 11 Aoasan ruang galan cko utk ruang ork pekera?
3 Apakanh pekega sdh pengalaman? - 12 Apaian tangQa. tall can pergamanan ainnya sch
4 Apakan peralatan yang digunakan :ue.‘.hﬂai’ jarsedia?
[ Aam s fanah sah dketahul? 13 Apawah soh angu Dougac untuk m:rwl‘.‘
€ Apakan muka ar fanah dketanui?Anakah aca 10. Acakah lokasi ada ¢ ared Wiy Infas umum?
rembesan calam galan? 17 Agakah jarak tusrg culkup aman 7
|7 Apakah sdh chak ukan penyelodikan taraf?
& Apakan ada jalur Instatas! sink, gas, ar)
galam galan?Asakah sdh clamankan?

APD yang wajib dipakal :

lnlelv anoes Dsmlv hesm I:lsaMy bedt Dnr.rv tangars

Pengesshan dan penenimaan zin kerja

Peuxsana Ahl: K3 Konstrulou Subkoniraktar / Mandor
m. - SO S - m‘ra - ot 00 0n s mwem. .eem — Nan.a -

Tanda tancan Ianca tangan Tanda laogr
Saya setuju dengan semua kondisi sesual 1zin kerja untuk melaksanakan pekerjaan

Subkontrakior | Man

Nama 3 - Tanggal :
Tanda langan s Wantu
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¢. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok

Memuat uraian pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok dalam
mendukung pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak yang telah
disetujui dan menjelaskan hubungan koordinasi antara subpenyedia
jasa/pemasok dengan penyedia jasa dalam rangka pengelolaan
keselamatan kerja. Penyedia Jasa harus memastikan bahwa di dalam
kontrak antara Penyedia Jasa dan Subkontraktor serta Pemasok telah
menganggarkan Biaya Penerapan SMKK.

Tabel 15 Contoh Format Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok
Pengendalian Subkontraktor

Pengendalian pemasok
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D.1.6 Pengelolaan Kesehatan Kerja
Melakukan kegiatan untuk untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-
tingginya bagi tenaga kerja konstruksi dan masyarakat di sekitar lokasi
penyelenggaraan jasa konstruksi dengan melakukan pencegahan
gangguan kesehatan dan penyakit akibat melalui cara:
a. Pemeriksaan Kesehatan
» Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan
kerja mencakup: pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan
kesehatan khusus, pencegahan penyakit menular dan penyakit
akibat kerja yang ditandatangani oleh Ahli terkait dan Kepala

Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen. Prosedur

dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja sekurang-

kurangnya mencakup:

- Pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pekerja dilakukan sebelum
atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali
dan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- Terdapat klinik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
kesehatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi yang
memiliki risiko besar dan akses terbatas menuju fasilitas
kesehatan.

- Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat
dan disimpan untuk referensi.

- Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

e Terdapat peralatan P3K dengan jumlah 1 kotak P3K untuk
setiap 25 pekerja dan ditempatkan di area yang mudah
dilthat dan dijangkau.

e Isi kotak P3K sekurang-kurangnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

o Isi kotak P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga
supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).

- Pemberantasan penyakit menular dan berbahaya
Dilakukan identifikasi bahaya kesehatan dengan melakukan
tindakan pencegahan di antaranya:

e Demam berdarah dengan melakukan kegiatan Fogging yang
berkoordinasi dengan puskesmas terdekat.

e HIV/AIDS dengan melakukan tindakan pencegahan melalui
sosialisasi sesuai peraturan yang ada.

e Penyakit epidemik lainnya.

- Peningkatan kesegaran jasmani untuk menjamin kebugaran
pekerja.

- Perlindungan sosial tenaga kerja
Seluruh pekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;

D.1.7 Pengelolaan Lingkungan Kerja
a. Pengukuran Kondisi Lingkungan
» Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan
kerja terkait pencegahan pencemaran (terhadap air, tanah, dan
udara) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil
Manajemen. Pengukuran kondisi lingkungan sekurang-kurangnya
terdiri atas sebagai berikut:
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Contoh

J Nilai Peraturan 2
Jenis Periode
No P Ambang perundang- Pe i

e Batas (NAB) undangan S iados

Debu
Kebisingan

Getaran
Pencahayaan
Udara

Air

Gas
Berbahaya
Usi Emisi

(] R¥7) SN V) N IO

N

Kendaraan

b. Tata Graha (Housekeeping)

» Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan tata graha
fhousekeeping)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha
(Housekeeping) terkait Program SR (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat,
Rajin) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil
Manajemen. Program tata graha (housekeeping) yang dilakukan
sekurang-kurangnya satu kali sehari di akhir pelaksanaan

pekerjaan.

¢. Pengolahan Sampah dan Limbah
» Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah/limbah

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan

sampah/limbah yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab

Keselamatan Konstruksi dan sekurang-kurangnya mencakup:

- Terdapat tempat sampah yang dipisahkan berdasarkan jenis
sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah B3
sekurang-kurangnya 1 tempat sampah di setiap area pekerjaan.

- Terdapat tempat penampungan sampah sementara berdasarkan
jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan
sampah B3.

D.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

D.2.1 Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja yang
ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi /Wakil Manajemen. Seluruh pekerjaan konstruksi dan
penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki
prosedur dan/atau petunjuk kerja yang telah ditandatangani. Prosedur

dan/atau instruksi kerja sekurang-kurangnya memuat dokumen sebagai
berikut:
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Tabel 16 Contoh Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

'\
o Dglgl:nr:;n [PrvseﬂDa{lrr‘.vlnDsoxlgfr;(er_}dl Disahkan oleh
Mekanisme Organisasi
Prosedur dan/atau instruksi | Direktur Utama
kerja yang menggambarkan | Penyedia Jasa
hubungan kerja antara
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
dengan Kantor Pusat Penyedia
Jasa
Sumber Daya
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
penggunaan pesawat angkat & | Peralatan dan Kepala
angkut (alat berai) dan | Pelaksana Pekerjaan
peralatan konstruksi lainnya Konstruksi
Kepedulian
Prosedur dan/atau petunjuk | Kepala Pelaksana
kerja peningkatan kepedulian | Pekerjaan  Konstruksi
Keselamatan Konstruksi | dan Ahli Teknik terkait
berdasarkan tingkat risiko
Komunikasi
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
kerja  induksi Keselamatan | Keselamatan
Konstruksi {safety induction) Konstruksi dan Kepala
Pelaksana  Pekerjaan
Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
kerja pertemuan pagi hari | Keselamatan

(safety morning)

Konstruksi dan Kepala

Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
kerja pertemuan kelompok kerja | Keselamatan

{toolbox meeting)

Konstruksi dan Kepala

Pelaksana  Pekerjaan
Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
kerja Rapat Keselamatan | Keselamatan

Konstruksi (construction safety

Konstruksi dan Kepala

meeting) Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi

Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab

kerja  penerapan informasi | Keselamatan

bahaya-bahaya

Konstruksi dan Kepala

Pelaksana  Pekerjaan
Konstruksi
Informasi Terdokumentasi
Prosedur pengendalian dokumen | Kepala Pelaksana

atas semua dokumen yang | Pekerjaan Konstruksi
dimiliki
Pengelolaan Keselamatan Kerja
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
kenja pelaksanaan pekerjaan Teknik
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
kerja sistem keamanan bekerja Keselamatan
Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
kerja sistem izin kerja Keselamatan
Konstruksi
Pengelolaan Kesehatan Kerja
Prosedur dan/atau petunjuk | Ahli terkait dan Kepala
kerja pengelolaan kesehatan | Pelaksana Pekerjaan
kerja Konstruksi / Wakil
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Nomor
Dokumen

Daftar Dokumen

(Prosedur, Instruksi Kerja)

Disahkan oleh

Manajemen

Pengamanan Lingkungan Kerja

Prosedur dan/atau

petunjuk

Ahii terkait dan Kepala

kerja pengamanan lingkungan Pelaksana  Pekerjaan
Konstruksi / Wakil
Manajemen
Pengelolaan Lingkungan Kerja
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggqung Jawab
Keselamatan

kerja pengelolaan lingkungan

kerja Konstruksi dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi / Wakil
Manajemen

Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab

kerja pengelolaan Tata Graha | Keselamatan

(Housekeeping) Konstruksi dan Kepala
Pelaksana  Pekerjaan
Konstruksi / Wakil
Manajemen

Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab

kerja pengelolaan sampah Keselamatan
Konstruksi

Keswapsiagaan dan Tanggap Darurat
Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
kerja kondisi tanggap darurat | Keselamatan

kerja)

berbahaya, dan penyakit akibat

sesuai dengan  sifat dan | Konstruksi dan Kepala
klasifikasi Pelaksanaan | Pelaksana  Pekerjaan
Pekerjaan Konstruksi Konstruksi

Prosedur dan/atau petunjuk | Penanggung Jawab
kerja  penyelidikan insiden | Keselamatan
(kecelakaan, kejadian | Konstruksi dan Kepala

Pelaksana
Konstruksi

Pekerjaan

Inspeksi dan Audit

Prosedur dan/atau instruksi | Ahli Teknik terkait atau

kerja inspeksi Penanggung Jawab
Keselamatan
Konstruksi dan Wakid
Manajemen

Prosedur dan/atau petunjuk | Ahli Teknik terkait atau

kerja Patroli Keselamatan | Penanggung Jawab

Konstruksi Keselamatan
Konstruksi dan Wakil
Manajemen

Prosedur dan/atau instruksi | Ahli Teknik terkait atau

kerja audit internal Penanggung Jawab
Keselamatan
Konstruksi dan Waki
Manajemen

Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstrukst

Prosedur dan/atau instruksi| Ahli Teknik terkait atau

kerja terkait pelaksanaan | Penanggung Jawab

tinjauan manajemen Keselamatan
Konstruksi dan Wakil
Manajemen
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D.2.2 Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat
a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat sesuai
dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang
dikerjakan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden
(kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja) yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan dan Konstruksi
Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
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E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.1 Pemantauan dan Evaluasi
E.1.1 Inspeksi dan Audit
a. Inspeksi
» Prosedur dan/ atau petunjuk kerja inspeksi
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang
ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.

» Lembar Periksa
Memuat format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat
& angkut (alat berat), perkakas, bahan/material, lingkungan,
kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Lembar  periksa
ditandatangani pada satu periode waktu tertentu (harian,

mingguan, bulanan). Inspeksi terdini dari berbagai macam bentuk
lembar periksa sekurang-kurangnya mencakup:

- Lingkup pekerjaan ditandatangani oleh ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

- Pesawat angkat & angkut (alat berat) ditandatangani oleh ahli
teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

- Perkakas ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi.

- Bahan/material ditandatangani oleh ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh
Pengawas Pekerjaan.

- Lingkungan (housekeeping, pencemaran, hygine} ditandatangani
oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

- Kesehatan ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi.

- Keamanan/security ditandatangani oleh ahli terkait,
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

» Lembar Penghentian Pekerjaan (Stop Working Form)

- Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstrukst
ditemukan hal yang membahayakan setiap personil dapat
menyerukan untuk menghentikan pekerjaan. Pimpinan Tertinggi
Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit
Keselamatan Konstruksi dan/atau Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi dan/atau Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas
Keselamatan  Konstruksi  untuk  melakukan  verifikasi
penghentian pekerjaan. Dalam melakukan verifikasi pihak
berwenang  mengisi  lembar  penghentian  pekerjaan
ditandatangani oleh pihak-pthak yang ditunjuk oleh Pimpinan
Tertinggt Penyedia Jasa.

b. Patroli Keselamatan Konstrulksi
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan
Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa ditandatangani oleh ahli
terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil
Manajemen. Patroli Keselamatan Konstruksi dilakukan oleh seluruh
Pimpinan Perusahaan (Penyedia Jasa, Pengawas Pekerjaan, Sub
Kontraktor) dan Pengguna Jasa.

c. Audit
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal yang
ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Wakil Manajemen. Audit internal dilakukan dan
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ditetapkan secara berkala oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
dengan melibatkan auditor independen. Audit interal dilakukan
sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan/atau untuk pekerjaan konstruksi tahun jamak
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

d. Jadwal Inspeksi dan Audit
Memuat jadwal pelaksanaan inspeksi, patrol keselamatan konstruksi
dan audit.

Tabel 17 Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

. Bulan Ke-
st Eopatas PIC T ERRE[6[7 8 [o oz
1 | Inspeksi Keselamatan
Konstruksi
2 | Patroli Keselamatan
Konstruksi

3 | Audit internal

Penanggung Jawab Kesclamatan
Konstruksi

ttd

(Nama Lengkap)
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|Copmants Mutrses Prosentsunn, Peoguksrsn, Anabsis dus Evalusss Kaere)

Matrike P aguku Analisis dan Evalusei Kinerjn Kewel Konstrulsi
No. m.. m..iﬂ" Par; Lokasi Frekuensi th Prosedur/ Instruksl
Peralatan Pantau/Ulur Terkalt Ja Ketja
1 Upagyn Kusiitus ustans TR Armn 1 anum sesall | Perugan Pad nama dan
pemantusian | ambien 802, Nudlfioen proyck srimns whagp | X amnnr
lngicusgpan NO2, €O, HC, dan unstrubsl Korsatrihat promestier JAK)
=" laparsan
Tmenaitas fT(lvnrnhu Arvn © Dalan sekall | Pettgan TIsé namna dan
Kelimingan «83 14005 /MENKES | grost selaing twhap | Keselumatan | oomor oo n
a8 J/BK X1/ 2000) onmrukel Kormetrivs) prosedir /1K)
dut
3 st
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E.2 Tinjauan Manajemen

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan
manajemen yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Prosedur dan/atau
petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen memuat program
yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi
Tinjauan manajemen dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan hasil
audit atau kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang
menyebabkan fatality.

[Contoh Risalah Rapat Tinjauan Manajemen)]

Elemen XX
2 TINJAUAN MANAJEMEN
[Isi Logo N
Perusahaan| —omor
Revisi ke
Tansgal Berlaku

RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/tanggal
Waktu
Tempat
Peserta

Rencana Tindak | Target Penanggung
No. | Permasalahan Lanjut Wakty | Status Swab
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E.3 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Memuat format

tindakan perbatkan untuk pelaksanaan pekerjaan
konstruksi pada kontrak tahun jamak. Penyedia Jasa memastikan program
peningkatan kinerja keselamatan konstruksi berdasarkan hasil Tinjauan
Manajemen ditindaklanjuti pada pekerjaan konstruksi yang akan datang.

|Contoh Tabel Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi|

No. Uraian Skala Penilaian Catatan Saran dan
A B C D Tindak
(100- | @3- | 59~ | 39- Lanjut
804 60) a0 (4]

1. | Upaya - 60 - - Ada upaya Frekuensi
Meningkatkan untuk pelatihan
Kinerja meningkatkan | periu

kinerja, ditingkatkan,
adanya bukti karena
melaksanakan | masih
pelatihan terdapat
terkait tenaga kerja
Kesclamatan yang terkena
Konstruksi. penyakit
Namun akibat kerja
laporan dari laporan
mingguan bulanan.
tidak dapat

disampaikan

2. | Promosi dst dst dst dst dst dst
Budaya SMKK

3. | Partisipasi dst dst dst dst dst dst
Pekerja

4. | Komunikasi dst dst dst dst dst dst
SMKK

Keterangan:

1. Pemeriksa (auditor) memberikan penilaian terhadap 4 (empat)

uraian pada tabel di atas.
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PCM.

Tabel 2 Penilaian RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan

E..3 .FORMAT PENILAIAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

RKK yang telah dimasukkan pada tahap pemilihan penyedia jasa harus dinilai
ulang untuk memenuhi format RKK pada lampiran D. Penilaian RKK dapat
dilakukan menggunakan format ini untuk dilengkapi dan disahkan pada saat

NO.

KRITERIA PENILAIAN

HASIL
PENILAIAN

TIDAK

ADA ADA

PENJELASAN

KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN

KONSTRUKSI

1.1

Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

1.1.1

Terdapat Lembar Pakta Komitmen
Kesclamatan Konstruksi vang
ditandatangani oleh Kepala
Pengawas Pckerjaan Konstruksi
dan Pengguna Jasa.

Pada Lembar Pakta
Komitmen KK harus
diisi nama badan
usaha, paket
pekerjaan, tanggal
penandatanganan
pakta komitmen.

PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

N
—

Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

(v
—
—

Terdapat tabel Identifikasi
Bahaya dan Pengendalian
Risiko

]
—
N

Format tabel Identifikasi
Bahaya dan Pengendalian
Risiko minimal memuat uraian
kegiatan, identifikasi bahaya,
dampak / risiko, dan
pengendalian risiko

Tabel Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Risiko dibuat
oleh Penanggung Jawab
Kesclamatan Konstruksi
(Pengawas Konstruksi)

Tabel Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Risiko disctujui
oleh Pimpinan Pengawas
Pekerjaan Konstruksi

[~
[N]

Peraturan Perundang-Undangan dan Standar

[ v]
[
RA

Terdapat tabel Peraturan
Perundang-Undangan dan
Standar

Format tabel Peraturan
Perundang-Undangan dan
Standar minimal memuat
metode pelaksanaan dan
peraturan perundangan

& persyaratan lainnya yang
menjadi acuan

Sasaran dan Program Pengawasan

23.1

Terdapat tabel Sasaran dan
Program Pengawasan

232

Format tabel Sasaran dan
Program Pengawasan minimal
memuat uraian kcEiatan.
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NO.

HASIL
PENILAIAN

TIDAK
ADA

KRITERIA PENILAIAN

PENJELASAN

sasaran, dan program
pengawasan.

DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1

Kompetensi

3.1.1

Daftar Personel

3141

Terdapat tabel Daftar Personel
Pengawas Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi

3112

Format tabel Daftar Personel
Pengawas Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi minimal memuat
jabatan, jumlah personcl, dan
nama personel

Sertifikat Personel

Memuat sertifikat personel
vang ikut dalam pengawasan
pelaksanaan pekerjaan
konstruksi pada tabel Daftar
Personel Pengawas Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi pada
angka 3.1.1.1

OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Terdapat struktur organisasi
pengawas pekerjaan
konstruksi

Jabatan pada struktur
organisasi pengawas pckerjaan
konstruksi terdapat Pimpinan
Pengawas, Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi
dan/atau Pengawas

Masing-masing jabatan pada
struktur organisasi pengawas
pckerjaan konstruksi
dilengkapi dengan Tugas dan
Tanggung Jawab Terhadap
Keselamatan Konstruksi

4.
[N]

-

Pengelolaan Kesclamatan Konstruks

Terdapat daftar prosedur
dan/atau instruksi kerja
pengawasan pada proses
pelaksanaan konstruksi

Daftar prosedur dan/atau
instruksi kerja ditandatangani
olch Kepala Pengawas
Pekerjaan Konstruksi dan
Pengguna Jasa

EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Terdapat Laporan Hasil
Pengawasan Pelaksanaan
Pckerjaan terkait Pencrepan
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NO.

KRITERIA PENILAIAN

HASIL
PENILAIAN

TIDAK
ADA

PENJELASAN

SMKK

Isi Laporan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan Pekerjaan
sckurang-kurangnya mencakup
formulir izin kerja yang telah
ditandatangan dan lembar
pengawasan

JUMLAH

Keterangan:

Ada I |
Tidak Ada :0
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Tabel 3 Penilaian RKK Pekerjaan Konstruksi

NO.

KRITERIA PENILAIAN

PENILAIAN

YA | TIDAK

PENJELASAN

KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN

1.1

Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal

1.1.1

Daftar Identifikasi Isu Internal dan Eksternal

1.1.1.1

Terdapat daftar identifikasi isu
internal dan cksternal yang
mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan konstruksi

1.1.1.

[v]

Daftar identifikasi isu internal
dan cksternal minimal
mencakup isu, dampak, kategori
isu, jenis isu, jenis SWOT,
sumber isu, keinginan dan
harapan (internal dan eksternal)

1.1.1.3

Daftar identifikasi isu internal
dan cksternal ditandatangani
oleh ahli teknik terkait dan
penanggung jawab kesclamatan
konstruksi

1.1.2

Organisasi Pengelola SMKK

1.1.

S
-

Terdapat bagan struktur
organisasi yang dapat
menjelaskan hubungan
koordinasi antara Pelaksana
Konstruksi, Kantor Pusat dan
pengelola SMKK.

Jabatan pada bagan struktur
organisasi terdapat Dircktur
Utama, Dircktur HSE, Pimpinan
Tertinggi Peckerjaan Konstruksi
dan/atau Pimpinan UKK, dan

ahli teknik terkait

1.1.2.3

Masing-masing jabatan
dilengkapi dengan Tugas dan
Tanggung Jawab terhadap
Keselamatan Konstruksi

www.peraturan.go.id



2019, No.1690

-354-

NO.

KRITERIA PENILAIAN

PENILAIAN

YA

TIDAK

PENJELASAN

1.1.2.4

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja yang
menggambarkan hubungan
kerja antara Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi dengan
Kantor Pusat Penyedia Jasa
vang sckurang-kurangnya
meliputi:

1. Tugas, tanggung jawab dan
wewenang Tim Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi dan
Kantor Pusat Penyedia Jasa;
Hubungan kerja antara Tim
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi dan Kantor Pusat
Penyedia Jasa;

3. Jadwal pelaporan kinerja
pelaksanaan peckerjaan
khususnya terkait
Kesclamatan Konstruksi
pada pimpinan puncak
Penyedia Jasa di Kantor
Pusat;

4. Kendala yang dihadapi
terkait pelaksanaan
pekerjaan khususnya terkait
masalah Kesclamatan
Konstruksi dan alternatif
solusi pemecahan masalah
tersebut yang membutuhkan
bantuan dukungan dari
pimpinan puncak Penyedia
Jasa di Kantor Pusat.

|8

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja ditandatangani oleh
Dircktur Utama Penyedia Jasa

1.2

Komitmen Keselamatan Konstruksi

1.2.1

Terdapat komitmen
keselamatan konstruksi

1.2.1.1

Isi komitmen setidaknya

mencakup:

1. Memenuhi ketentuan
Kesclamatan Konstruksi

2. Menggunsakan tenaga kerja
kompeten bersertifikat,

3. Menggunakan peralatan yang
memenuhi standar kelaikan;

4. Menggunakan material yang
memenuhi standar mutu,

5. Menggunakan teknologi yang
memenuhi standar kelaikan,

6. Mclaksanakan SOP (Standar
Operasional Prosedurj, dan

7. Memenuhi 9 (sembilan)
komponen biaya SMKK.

Komitmen ditandatangani oleh:

1. wakil sah badan usaha
(untuk badan usaha yvang
tidak ber-KSO), atau

2. pimpinan masing-masing
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NO.

KRITERIA PENILAIAN

PENILAIAN

YA | TIDAK

PENJELASAN

badan usaha (untuk badan
usaha yang ber-KSO).

IS

.1.3

Komitmen menjadi satu
kesatuan di dalam RKK

1.2.2

Terdapat Kebijakan
Keselamatan Konstruksi

Kebijakan Keselamatan
Kontraksi dibuat oleh Penyedia
Jasa dan disahkan oleh
Pengguna Jasa

1.2.3

Tinjauan Pelaksanaan
Komitmen

1.2.3.1

Terdapat jadwal kunjungan
Pimpinan Perusahaan ke proyeck.

Pimpinan perusahaan
yaitu level dan direktur
hingga ke tingkat 1 level di
bawah direktur.

._
i
w
a2

Jadwal kunjungan Pimpinan
Perusahaan ke proyeck dilakukan
3 bulan sckali sclama waktu
pelaksanaan proyek.

3.3

._
2

Jadwal kunjungan Pimpinan
Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi ke proyek minimal
mencakup clemen, kegiatan,
PIC, dan bulan pelaksanaan
kunjungan

&)

Struktur Organisasi.

Terdapat bagan struktur
organisasi yang dapat
menjelaskan hubungan
koordinasi antara pelaksana
konstruksi dan kantor pusat,
pejabat pembuat komitmen.

peclaksana konstruksi dan
kantor pusat pcjabat
pembuat komitmen

1.2.2

Tedapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja yang
menggambarkan hubungan
kerja antara Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi dengan
Kantor Pusat Penyedia Jasa
vang sckurang-kurangnya
meliputi:

1. Tugas, tanggung jawab dan
wewenang Tim  Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi dan
Kantor Pusat Penyedia Jasa;
Hubungan kerja antara Tim
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi dan Kantor Pusat
Penyedia Jasa;

gu

3. Jadwal peclaporan kinerja
pelaksanaan pckerjaan
khususnya terkait

Kesclamatan Konstruksi pada
pimpinan puncak Penyedia
Jasa di Kantor Pusat;

4. Kendala yang dihadapi terkait
pelaksanaan pckerjaan
khususnya terkait masalah
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NO.

KRITERIA PENILAIAN

PENILAIAN

YA

TIDAK

PENJELASAN

Kesclamatan Konstruksi dan
alternatif solusi pemecahan
masalah terscbut vang
membutuhkan bantuan
dukungan dari pimpinan
puncak Penyedia Jasa di
Kantor Pusat.

PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

2.1.1

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

2.1.1.

1

Terdapat jadwal pelaksanaan
pckerjaan

Memuat uraian seluruh
item pekerjaan yang akan
dilaksanakan sesuai
dengan kontrak dan
menampilkan jangka
waktu yang dibutuhkan
sctiap pekerjaanya.

[ 5]

Ak

N

Format jadwal pelaksanaan
minimal meliputi uraian
pekerjaan, bobot, dan waktu
pelaksanaan.

2.1.2

Terdapat IBPRP

2.1.2,

1

Format IBPRP minimal memuat
aktivitas pekerjaan, identifikasi
bahaya, jenis bahaya,
persyaratan pemenuhan
peraturan, pengendalian awal,
penilaian tingkat risiko
{kemungkinan, keparahan, nilai
risiko, tingkat risiko),
pengendalian lanjutan, penilaian
sisa risiko (kemungkinan,
keparahan, nilai risiko, tingkat
risiko), keterangan.

Tahapan aktivitas IBPRP sesuai
dengan lingkup pekerjaan

2.1.2.

3

IBPRP dibuat olch Ahli K3
Konstruksi/Petugas K3
Konstruksi dan ditandatangani
oleh pimpinan tertinggi
pekerjaan konstruksi.
Penanggung Jawab Kesclamatan
Konstruksi dan ditandatangani
oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi

2.1.3

Analisis Keselamatan Pekerjaan
(Job Safety Analysis/JSA)*

“khusus untuk pekerjaan yang
memiliki risiko besar

2.1.3.

1

Terdapat JSA

2.1.3.

1

JSA minimal meliputi tahapan
pekerjaan, bahaya, risiko,
pengendalian, dan tanggung jawab

(v}

1.3

()

JSA ditandatangani olch Ahli K3
Konstruksi, Pengguna Jasa, ahli
teknik terkait, Penyedia Jasa
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YA | TIDAK
2.2 Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)
2.2.1 | Sasaran Umum dan Program Umum
2.2.1.1 Terdapat Sasaran Umum dan
Program Umum
22.1.2 Sasaran Umum dan Program
Umum dibuat berdasarkan
Pengendalian Risiko yang
bersgifat umum
2213 Sasaran Umum paling sedikit
mencakup:
a. Kinerja kesclamatan
Konstruksi
* Severity Rate (SR) = 0
¢ Penilaian Indikator Kunci
Kinerja Kesclamatan
Konstruksi (Construction
Safety KPI) = 85%
b. Kinerja Keschatan Kerja
¢ Tidak ada Penyakit
Akibat Kerja (PAK)
c. Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Kerja
¢ Tidak ada pencemaran
lingkungan
d. Kinerja Pengamanan
e Tidak ada gangguan
kecamanan yang
mengakibatkan
berhentinya pelaksanaan
pckerjaan
2214 Program Umum paling sedikit

mencakup:

a. Kinerja keseclamatan
Konstruksi

e Komunikasi: Induksi
Kesclamatan Konstruksi,
Pertemuan pagi hari,
Pertemuan kelompok
kerja \Rapat Kesclamatan
Konstruksi

e Pclatihan / Sosialisasi

b. Kinerja Keschatan Kerja

¢ Pemeriksaan keschatan
(awal & berkala)

¢ Peningkatan kesegaran
jasmani

c. Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Kerja

s AMDAL / UKL-UPL

e Tata Graha
(Housekeeping)

e Pengolahan sampah dan
limbah

d. Kinerja Pengamanan
e Petugas keamanan

¢ Koordinasi dengan pihak
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PENJELASAN

terkait

2.2.2

Sasaran Khusus dan Program Khusus

[ 8]

2.2.X

Terdapat Sasaran Khusus dan
Program Khusus

[ 5]

.2.2.2

Sasaran Khusus dan Program
Khusus dibuat berdasarkan
identifikasi bahaya, penilaian
risiko dan peluang yvang bersifat
khusus yaitu memiliki skala
prioritas sedang dan tinggi

Sasaran Khusus dan Program
Khusus minimal meliputi
sasaran khusus, program
khusus, jadwal pelaksanaan,
indikator pencapaian, dan
penanggung jawab

Standar dan Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat Standar dan Peraturan
Perundang-undangan

Format Standar dan Peraturan
Perundang-Undangan minimal
memuat pengendalian risiko,
peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya, dan pasal
scsuai dengan pengendalian
risiko

DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1

Sumber Daya

3.1.1

Peralatan

3.1.1.1

Terdapat bukti Surat Ijin
Kelaikan Operasi (SILO) pesawat
angkut dan angkut

3.1.1.2

Terdapat bukti sertifikat
kelaikan peralatan konstruksi
lainnya yang digunakan pada
Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi

3.1.1.3

Terdapat daftar peralatan utama
yang akan digunakan pada
pelaksanaan pekerjaan
konstruksi minimal memuat
Jenis Peralatan, Merk & Tipe,
Kapasitas, Jumlah, Lokasi, dan
Status Kepemilikan

Status Kepemilikan
peralatan yang dibuktikan
dengan surat kepemilikan
maupun surat perjanjian

3.1.1.4

Daftar peralatan utama di
tandatangani oleh Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi

3.1.2

Material

3.1.2.1

Terdapat Lembar Data
Kesclamatan Bahan (LDKB) dari
pemasok

3.1.2.2

Terdapat daftar material impor
vang akan digunakan pada
Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi
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TIDAK

PENJELASAN

3.1.2.3

Format daftar material impor
minimal memuat Jenis Material,
Jumlah, Negara Asal, Jadwal
Pengiriman Barang

3.1.2.

%]
4o

Daftar material impor
ditandatangani olch Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi

3.1.3

Biaya

Perhitungan Biaya
mengacu pada Peraturan ini.

SMKK

3.1.4

Kompetensi

3.1.4.1

Terdapat daftar personel yang
ikut dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi

3.1.4.2

Format Daftar Personel
minimum memuat Jabatan,
Nama Personel, Pendidikan,
Sertifikat Kompetensi Kerja, dan
Pengalaman

3.1.43

Terdapat bukti sertifikat
personcel yang terdaftar

3.1.5

Kepedulian

3.1.5.1

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja peningkatan
kepedulian Keselamatan
Konstruksi.

3.1

o
N

Prosedur dan/atau petunjuk
ditandatangani oleh Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
dan ahli teknik sesuai bidang.

3.1.5.

9]
w

Terdapat analisis kebutuhan
pelatihan dan sosialisasi SMKK

3.1.5

4
&

Terdapat Rencana Pelatihan
Kesclamatan Konstruksi

3.1.55

Format Rencana Pelatihan
Kesclamatan Konstruksi pada
minimal memuat Jenis
Pelatihan, Target Peserta, PIC,
dan Waktu Pelaksanaan

3.1.6

Komunikasi

3.1.6.1

Tedapat Prosedur dan/atau
petunjuk kerja:
¢ Induksi Kesclamatan
Konstruksi;
¢ Pertemuan pagi hari;
¢ Pertemuan kelompok
kerja;
¢ Rapat Kesclamatan
Konstruksi;
¢ Penecrapan informasi
bahaya-bahaya;
e Jadwal Program
Komunikasi.
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TIDAK
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3.1.6.2

N

Format jadwal program
komunikasi minimal memuat
Jenis Komunikasi, PIC, dan
Waktu Pelaksanaan

3.1.6.3

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Kesclamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi

3.1.7

Informasi Terdokumentasi

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengendalian
dokumen atas semua dokumen
yang dimiliki

3.1.7.2

Terdapat Prosedur dan/atau
petunjuk kerja ditandatangani
olch Pimpinan Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi

OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

5.1

Perencanaan dan Pengendalian Operasi

5.1.1

Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

S5.1.1.1

Terdapat struktur organisasi
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

S.1.1.

[v]

Struktur organisasi dilengkapi
dengan tugas dan tanggung
jawab terhadap Kesclamatan
Konstruksi

5.1.1.3

Terdapat Organisasi Unit
Keselamatan Konstruksi

S5.1.1.4

Struktur organisasi dilengkapi
dengan tugas dan tanggung
jawab

5.1.2

Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja

S5.1.2.1

Terdapat daftar material atau
bahan yang akan digunakan

pada Pelaksanaan Pekerjaan

Konstruksi

w
-
N
[N

Terdapat Analisis Keselamatan
Pekerjaan (AKP/JSA)

Analisis Kesclamatan Pekerjaan
{AKP/JSA) ditandatangani olch
ahli teknik terkait dan
Penanggung Jawab Kesclamatan
Konstruksi

2.4

w
-

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja tahapan
peckerjaan konstruksi

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja tahapan pekerjaan
konstruksi ditandatangani olch
Penanggung Jawab Teknik

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja sistem
permohonan izin kerja
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NO.

KRITERIA PENILAIAN

YA

PENJELASAN

5.1.2.7

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem permohonan izin
kerja ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Kesclamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi

5.1.2.8

Izin kerja dilengkapi dengan:

a. analisis kesclamatan
pekerjaan (AKP)/ Job Safety
Analysis (JSA) yang
ditandatangani oleh ahii
teknik terkait dan
Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi

b. Prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem keamanan
bekerja yang ditandatangani
oleh Penanggung Jawab
Teknik

c. Lembar periksa yang
ditandatangani oleh petugas
yvang berwenang sesuai hasil
inspecksi yang telah
dilakukan

5.1.2.9

Tedapat Formulir izin kerja
untuk masing-masing pckerjaan
vang ditandatangani olech Unit
Kesclamatan Konstruksi

Sckurang-kurangnya
terdiri dari 3 rangkap

5.1.2.10

Terdapar prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengamanan
lingkungan kerja

5.1.2.11

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengamanan lingkungan
ditandatangani oleh ahli teknik
terkait dan Pimpinan Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi

5.1.2.12

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja manajemen
kesclamatan lalu lintas (traffic
management) pada lokasi
peckerjaan yang berdampak pada
kelancaran lalu lintas

5.1.2.13

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengamanan lingkungan
kerja ditandatangani oleh
Penanggung Jawab
KesclamatanKonstruksi dan
Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi

5.1.2.14

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja sistem
permohonan izin keluar/masuk
barang

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem permohonan izin
keluar/masuk barang
ditandatangani oleh ahli teknik
terkait dan Pimpinan Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi
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NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA | TIDAK
5.1.2.16 Terdapat formulir izin
keluar/masuk barang
5.1.217

5.1.3 | Pengelolaan Keselamatan Kerja

5.1.3.1

Terdapat prosedur/petunjuk
kerja penggunaan pesawat
angkat & angkut (alat berat) dan
peralatan konstruksi lainnya

S5.1.3.

[}

Prosedur/petunjuk kerja
penggunaan pesawat angkat &
angkut (alat berat) dan peralatan
konstruksi lainnya
ditandatangani olch Penanggung
Jawab Peralatan dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi

5.1.3.3

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja sistem keamanan
bekerja berdasarkan program
kerja

5.1.3.4

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem keamanan bekerja
ditandatangani olch Penanggung
Jawab Kesclamatan Konstruksi

5.1.3.5

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD)

5.1.3.6

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD)
ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Kesclamatan Konstruksi

5.1.3.7

Terdapat uraian pengendalian
subpenyedia jasa dan pemasok
dalam mendukung pelaksanaan
kontrak sesuai dengan kontrak
yvang telah disetujui

Menjelaskan hubungan
koordinasi antara
subpenyedia
jasa/pemasok dengan
penyedia jasa dalam
rangka pengelolaan
kesclamatan kerja

5.1.3.8

Format uraian pengendalian
minimal meliputi pengendalian
subkontraktor dan pengendalian
pemasok

5.1.4 | Pengelolaan Kesehatan Kerja

5.1.4.1 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengelolaan
keschatan kerja

5.1.4.2 Prosedur dan/atau petunjuk

kerja pengelolaan keschatan
kerja paling sedikit mencakup:
pemeriksaan keschatan berkala,
pemeriksaan keschatan khusus,
pencegahan penyakit menular
dan penyakit akibat kerja
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PENILAIAN

YA | TIDAK

PENJELASAN

5.1.4.3

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengelolaan keschatan
kerja ditandatangani oleh ahli
teknik terkait dan Pimpinan
Tertinggi Peckerjaan Konstruksi

5.1.5

Pengelolaan Lingkungan Kerja

5.1.5.1

Terdapat prosedur dan/atau
pectunjuk kerja pengelolaan
lingkungan kerja terkait
pencegahan pencemaran
(terhadap air, tanah, dan udara)

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengelolaan lingkungan
kerja ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi

Pengukuran kondisi lingkungan
sckurang-kurangnya terdiri atas
Jenis Pengukuran, Nilai Ambang
Batas (NAB), Peraturan
Perundang-Undangan, dan
Periode Pengukuran

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengelolaan Tata
Graha (Housekeeping) terkait
Program SR (Ringkas, Rapih,
Resik, Rawat, Rajin)

u
e
3]
7]

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengelolaan Tata Graha
(Housekeeping) ditandatangani
olch Penanggung Jawab
Kesclamatan Konstruksi dan
Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengelolaan
sampah/limbah

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengelolaan
sampah/limbah ditandatangani
olch Penanggung Jawab
Kesclamatan Konstruksi

5.2

Kesiapan dan Tanggapan Terhadap

Kondisi Darurat

5.2.1

Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

S5.2.1.1

Terdapat daftar induk prosedur
dan/atau instruksi kerja

5.2.1.2

Daftar induk prosedur dan/atau
instruksi kerja ditandatangani
oleh ahli teknik terkait dan
Pimpinan Tertinggi Pckerjaan
Konstruksi

Prosedur dan/atau instruksi
kerja sckurang-kurangnya
memuat Nomor Dokumen,
Daftar Dokumen (Prosedur,
Instruksi Kerja) dan Pihak yang
Mengesahkan
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PENJELASAN

5.2.2

Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat

S5.2.2.1

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja tanggap darurat

Scsuai dengan sifat dan
klasifikasi Pelaksanaan
Pckerjaan Konstruksi
yvang dikerjakan

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja tanggap darurat
ditandatangani oleh ahli teknik
terkait dan Penanggung Jawab
Kesclamatan Konstruksi

w
[~
b
W

Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja penyelidikan
insiden (kecelakaan, kejadian
berbahaya, dan penyakit akibat
kerja)

S5.2.2.4

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja penyelidikan insiden
ditandatangani olch Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi
dan Pimpinan Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi

EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

ol|o
-

Pemantauan dan Evaluasi

-1

,0‘
—

Inspeksi dan Audit

1011

o

Terdapat proscdur dan/atau
petunjuk kerja inspeksi

Prosedur dan/atau petunjuk
kerja inspeksi ditandatangani
oleh ahli teknik terkait atau
Penanggung Jawab Kesclamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi

Terdapat lembar periksa paling
minimum mencakup lembar
periksa:

e lingkup peckerjaan,

e pesawat angkat & angkut alat
berat (ditagging dan diisolasi)
peralatan

bahan/material,

lingkungan,

keschatan,

keamanan

- Lingkup pekerjaan
ditandatangani olch
ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab
Kesclamatan
Konstruksi.

- Pesawat angkat &
anglkut (alat berat)
ditandatangani olch
ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab
Keselamatan
Konstruksi.

- Perkakas
ditandatangani olch
ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab
Kesclamatan
Konstruksi.

- Bahan/matcrial
ditandatangani olch
ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab
Kesclamatan
Konstruksi dan
disctujui oleh
Pengawas Pekerjaan.
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Lingkungan
(housekeeping,
pencemaran, hygine)
ditandatangani olch
ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab
Kesclamatan
Konstruksi.
Keschatan
ditandatangani olch
ahli terkait,
Penanggung Jawab
Kesclamatan
Konstruksi.
Keamanan/ security
ditandatangani olch
ahli terkait,
Penanggung Jawab
Kesclamatan
Konstruksi.
6.1.1.4 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja Patroli
Kesclamatan Konstruksi
6.1.1.5 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja Patroli Kesclamatan
Konstruksi ditandatangani olch
ahli teknik terkait atau
Penanggung Jawab Kesclamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
6.1.1.6 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja audit internal
6.1.1.7 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja audit internal
ditandatangani olch ahli teknik
terkait atau Penanggung Jawab
Kesclamatan Konstruksi dan
Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi
6.1.1.8 Terdapat jadwal pelaksanaan:
o inspcksi,
e patrol keselamatan
konstruksi, dan
e audit
6.1.1.9 Jadwal pelaksanaanminimal
mencakup Kegiatan, PIC, dan
Jadwal dalam Satuan Bulan
6.1.1.10 Jadwal pelaksanaan
ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Kesclamatan Konstruksi
6.2 Tinjauan Manajemen
6.2.1 Terdapat prosedur dan/atau

petunjuk kerja terkait pelaksanaan
tinjauan manajemen
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Prosedur dan/atau petunjuk kerja
terkait pelaksanaan tinjauan
manajemen ditandatangani oleh
ahli teknik terkait atau Penanggung
Jawab Kesclamatan Konstruksi dan
Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi

Risalah rapat tinjauan manajemen
minimal mencakup Permasalahan,
Rencana Tindak Lanjut, Target
Waktu, Status, dan Penanggung
Jawab

Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Terdapat format tindakan
perbaikan untuk pelaksanaan
pekerjaan konstruksi pada kontrak
tahun jamak

6.3.2

Format tindakan perbaikan untuk
peclaksanaan pekerjaan konstruksi
minimal mencakup Uraian, Skala
Penilaian, Catatan, serta Saran dan
Tindak Lanjut

JUMLAH

Keterangan:

Ada i1
Tidak Ada :0
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F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KESELAMATAN
KONSTRUKSI (RKK)

Susunan dokumen Laporan Pelaksanaan RKK terdiri dari:
* Cover Dokumen

* Halaman Pengesahan
* Halaman Daftar Isi
* Halaman Uraian dan Penjelasan Laporan Pelaksanaan RKK
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Cover Dokumen
[Logo Penyedia [Logo Pengguna
Jasa] Jasa]

LAPORAN PENERAPAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

(nama paket pekerjaan)
Lokasi Pekerjaan
Nomor Kontrak
Waktu Pelaksanaan
Periode Laporan
Kemajuan Pekerjaan
DISUSUN OLEH:
{Nama Penyedia Jasa)
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Lembar Pengesahan

LAPORAN PENERAPAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

(Nama Pekerjaan Konstruksi)
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengawas Pihak Pengguna Jasa
Pekerjaan
Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Dibuat Oleh:

............................................................ Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama Jabatan) (Nama Jabatan)

ttd ttcl ttd

............................. (Namz Lengkap) {Nama: Lengkiap)

(Nama Lengkap) NIP:
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1 LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

CONTOH

1.1 Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi
No. Dokumen| Tgl. Terbit
DAFTAR HADIR gt
[Losge Pereshuan) —
INDUKSI KESELAMATAN | No.Revisi | Halaman
Tanggal [kiybhyrtee] - Lokasl :
Pembicara x
2
Tanya Jawab
Kami yang bertanda tangan ¢l bawah inl elah mengert! tentang i dari pelatihan Induks| keselamatan yang telah
disampaikan, dan kami akan melakukan pekerjaan/aktivitas secara aman yang disyaratkan oloh Perusahaan seperti yang
telah dibahas selama pelatiban terscbut.
Daftar Hadir
No. Nama Posisi Tanda Tangan Ket
Dibuat oleh, Disetujui oleh,
[ted] [rtd]
[Nama lengkap) [Nama lengkapl]
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1.2 Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja CONTOH

DAFTAR HADIR
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Tanggal

Bulan

Tahun

Tempat

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
Disetujui oleh, Diperiksa oleh, Dilaporkan oleh,
[Jabatan] |Jabatan] |Jabatan]
|Departemen] |Departemen] |Departemen]
[ttd] [titcd] [titcd]
[Nama Lengkap] |[Nama Lengkap] |[Nama Lengkap]
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1.3 Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) CONTOH

Form Tanda Tenma APD

TANDA TERIMA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
Bahwa nama yang tercantum dibawah o :
Nama

Poaisl

Instana)

Dengan ini akan bertanggung jawab atas APD yang dipakai dan akan selalu merswat dan
menggunazannys sesuai dengan pekerjsan.

Tonggs!

Fenerima APD, Pemberi AFD,

Sanksi kehilangsn APD sebesar 150% dari hargs
(50% jika melampirkan surat bukti kehilangan)

Catatan : Formulir ini hanya diberikan saat pemberian APD kepada pekerja
konstruksi.
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1.4 Formulir Daftar Peralatan yang ditagging

2019, No.1690

CONTOH

TAGGING PERALATAN
No. Tagging
Unit

Alasan Permintaan Tagging

1. Apakah diperlukan Grounding/Pertanahan : Ya/Tidak*

2. Apakah Grounding akan dipasang olch vang mengerjakan : Ya/Tidak*
3. Diamati Olch
3.1 Nama
3.2 Jabatan
4. Diberikan Kepada
4.1 Nama
4.2 Jabatan
5. Diajukan Pada
5.1 Hari
5.2 Tgl, bln, thn :
5.3 Waktu (jam) :
6. Dilaksanakan Pada
6.1 Hari
6.2 Tgl, bin, thn :
6.3 Waktu (jam) :

Catatan Khusus/Keterangan/Diagram Peralatan vang di-tagging

Yang Mengajukan Tagging,

Yang Menyetujui,

www.peraturan.go.id
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1.5 Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi

-376-

DAFTAR PERALATAN YANG DIISOLASL
Seaunl dengun Formuldlr Tagging Nomor

CONTOM |

No Noama Peralatan

Nomar Pernlatan

Poasat
(Openy/ Closel)

Ty Colour

Checkhist

Taggeng | Release

www.peraturan.go.id
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1.6 Formulir Permintaan Uji Peralatan

PERMINTAAN UJI PERALATAN

2019, No.1690

CONTOH

1. Jenis Inspeksi/Perbaikan/Pemeliharaan yang telah dilakukan:
2. Nama Peralatan yang akan diuji :
3. Jenis Pengujian :
4. Waktu Pengujian
Hari, tanggal, bulan, tahun

Waktu (jam)
5. Persyaratan/kondisi yang diminta
6. Dilaksanakan oleh

Bagian yang terkait
Listrik Instrumen Mesin

Informasi tambahan yang diperlukan
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1.7 Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian

REKAPITULASI INSPEKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI HARIAN

CONTOH

No. | Jenis Inspeksi Konflisi Akt Penanggung °

Baik/Buruk Jawab Inspeksi
1 Safety Patroli Baik/Buruk
2 Scaffolding & Baik/Buruk
3 | APAR Baik/Buruk
B Persediaan APD Baik/Buruk
5 Medical Karyawan Baik/Buruk
6 Dst Baik/Buruk

Catatan : Jenis Inspeksi disesuaikan berdasarkan Jenis Pekerjaan.

Disetujui Oleh, Dibuat Oleh,
Management Representative Pimpinan UKK Konstruksi
Tanggal: Tanggal :
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1.8 Formulir Periksa Instalasi Listrik

2019, No.1690

CONTOH

Jenis Instalasi Listrik

Jumlah

Kondisi

Baik

Buruk

Keterangan

Disetujui Oleh:

Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi

Dibuat Oleh:

Petugas keselamatan konstruksi
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1.9 Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan

Lembar Periksa Patroli Keselamatan
(Safety Patrol)

Hari/Tanggal/ Tahun: .....cccccoumeiernncnenencnsnenenns CONTOH

Area Pekerjaan:

Item yang akan Diinspeksi Baik Tidak Keterangan

1.

Alat Pelindung Diri (APD)

1. Pelindung Mata / Safety Goggles

2. Sepatu Keselamatan ; Safety
Boot

3. Topi Keselamatan / Safety Helmet

4. Sarung Tangan / Safety Hand

Gloves

5. Pelindung Telinga / Safety Ear
Plug

6. Pelindung Pernafasan/ Masks

7. Sabuk Keselamatan ; Safety Belt

8. Kap Las / Welding Cap

Rambu-rambu Keselamatan

Perilaku Para Pekerja

Pengoperasian Alat

alplen

.

Pelaksanaan Pekerjaan

Hal-hal lain yang berbahaya (fasilitas atau perilaku pekerja):

Disetujui Olch: Diobservasi Oleh:

e ———— Petugas Kesclamatan
Pimpinan UKK Konstruksi
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1.10 Formulir Lembar Periksa Scaffolding dan Tangga
CONTOH
Lembar Periksa Scaffolding dan Tangga
Harl [Tanggals: .. aumasimasimiis, Lokasi: ....cccoevvnnnnnee
Unhik Peloerfanm: s nnsnannnnnnsnng
No. Item yang akan Diinspeksi Baik | Tidak | Keterangan
1 Apakah  material (bahan  pembuat)
" | scaffolding dan tangga dalam kondisi baik?
2. | Apakah landasan scaffolding telah level?
3. | Apakah scaffolding telah tegak lurus
4 Apakah sambungan pipa dalam kondisi
" | baik dan diikat dengan clamp yang baik?
5. | Apakah pipa horizontal telah level?
Apakah tersedia platform yang kuat?
6 Jika menggunakan papan, apakah papan
" | tersebut dari bahan yang kuat yang telah
diikat dengan aman?
_. | Apakah tersedia handrail dalam kondisi
| baik?
8. | Apakah tersedia tangga yang kokoh?
9. | Apakah clamp dalam kondisi yang baik?
10 Apakah  scaffolding telah  diberikan
" | braching?
Apakah clamp putar hanya digunakan
11. : )
pada braching?
12 Apakah ketinggian scaffolding lebih dari 2

meter?

* Sebelum digunakan harus diberi ‘-Tag OK"

terlebih dahulu. Jika tidak

ada jenis pekerjaan yang membutuhkan scaffolding maka formulir ini

tidak perlu diikutseratakan.

Disetujui Oleh:

Nama:
Jabatan:

Diinspeksi Oleh:

Nama:
Jabatan:
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1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan

Lembar Periksa Tabung Pengelasan CONTOH
(Acetylene & Oxygen)
Hari/Tanggal: ... .o, Lokasi: ....cooviunanne.
Untuk Pekerjaan: ... .iiiiiisiiiisiiisiien
No. Item yang Akan Diinspeksi Baik | Tidak ]| Keterangan
1. | Apakah kondisi tabung dalam keadaan baik?
2. | Apakah regulator dalam kondisi yang baik?
3. | Apakah selang/hose dalam kondisi baik?
4. Apakah tidak ada kebocoran pada kerangan?
5 Apakah tabung bertekanan pada posisi berdiri
¥ tegak dan diikat pada tempat kuat/sesuai?
Apakah tabung dipisahkan antara yang
6. kosong dan yang masih berisi serta dibeni
label?
& Apakah tabung yang tidak digunakan
- dilengkapi penutup yvang baik?
a Apakah kondisi cutting torch dalam kondisi
° | yang baik?
9 Apakah hose yang akan digunakan dilengkapi
* | oleh Flashback Arrestor?
10. | Apakah ketika digunakan discdiakan tabung
" | pemadam api>
Apakah ulmng dipisahkan (ditempatkan
11. | secara khusus) dari bahan-bahan yang mudah
terbakar?

* Sebelum digunakan, tabung acetylene / oxygen harus diinspeksi
terlebih dahulu. Jika tidak ada jenis pekerjaan yang membutuhkan
pengelasan maka formulir ini tidak perlu diikutseratakan.

Disetujui Oleh:

Nama:

Jabatan:

Nama:

Jabatan:

Diinspeksi Oleh:
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1.12 Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) CONTOH

Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Hard T angpal s iiiiiisasesase
L A

No. Item yang akan Diinspeksi Baik | Tidak Keterangan

1. | Restraining Wire

Kawat Segel

V]

Pin
Pin

3. | Pressure Gauge

Penunjuk Tekanan

4. | Cartridge Condition
Kondisi Catridge

5. | Cemichal Powder
Tepung Kimia

6. | Hoses Condition

Kondisi Selang

Bottle Condition

~I

Kondisi Botol

Sebelum dipasang pada tempatnya, Box Fire Extinguisher harus diberi
"Tag"

terlebih dahulu.

No. Reg. APAR : Tgl. Inspeksi / Oleh :

Petugas Keselamatan
Konstruksi:
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1.13 Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat CONTOH

Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat

No. Polisi / Police Merk / Type
Perusahaan / Jenis /| Model
= | Company
® | Tahun / Year Bahan Bakar/
(3] Fuel
2 KONDISI KETER
URAIAN BAIK | TIDAK | ANGAN
1 | Sabuk Pengaman / Safety Belt
2 | Rem / Break
3 | Rem Tangan / Hand Break
4 | Alat Pemadam Api Ringan / Fire
5 | Segitiga Pengaman / Triangle
6 | Kotak P3k / First Aid Kit
7 | Dongkrak / Jack
8 | Kunci Ban / Wrench
9 | Kaca Spion Kanan & Kiri / Side Mirror
10 | Lampu Besar / Head Light
11 | Lampu Kecil / Small Light
12 | Lampu Sign Kiri & Kanan / Signal
13 | Lampu Mundur / Reverse Light
14 | Kabel-Kabel / Cables
15 | Penutup Kepala Battery / Battery Lock
16 | Ban / Tire
Kondisi Alat Mobilisast/Alat Berat Secara | ..,
Umum: . 20...
Diperiksa oleh / Inspected
by:
Petugas Keselamatan
Konstruksi
Tgl. / Date :

www.peraturan.go.id



1.14 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD
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CONTOH
Lembar Periksa Persediaan APD
Hari / Tanggal D S e SR a0
Lokasi R ST Cr
Kondisi
No. Jenis APD Jumlah Keterangan
Baik | Buruk

1. | Pelindung Mata / Safety Goggles
5. | Sepatu Keselamatan / Safety Boot
3. | Topi Keselamatan / Safety Helmet

Sarung Tangan / Safety Hand
4. | Gloves

Pelindung Telinga / Safety Ear
S. | Plug
6. | Pelindung Pernafasan / Masks
7. | Sabuk Keselamatan / Safety Belt
g | Kap Las / Welding Cap

Alat Pemadam Api Ringan |/ Fire
9. | Extinguisher
10, P 3 K / First Aid Kit

11,

Tandu / Stretcher

Disetujui Oleh:

Pimpinan UKK

Dibuat Oleh:

Personel K3 Konstruksi
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1.15 Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan CONTOH

Lembar Periksa Medis Karyawan

HarifTanggal: .....ccoocimiiiinnnann,

No.

Hasil Pemeriksaan

Sehat Tidak Sehat

Jabatan :

Lihat record terlampir
Dibuat Oleh:

Nama
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1.16 Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (Pre-Use
Inspection)

CONTOH

Kondisi
Jenis Alat Jumlah Keterangan
Baik | Buruk

Wadah Penyimpanan Bahan
dalam kondisi baik (tidak
bocor/rusak)

[N]

Wadah penyimpanan bahan
memiliki label yang jelas

Tempat penyimpanan bahan
bersih dari cecersn bahan

Tabung gas disimpan dalam
posisi berdiri tegak

Tabung gas kosong diletakkan
terpisah (diberi label)

Disediakan bahan penyerap
tumpahan di ruang
penyimpanan

Alat pengaman peralatan
terpasang pada tempatnya

Peralatan dalam kondisi baik
dan telah diperiksa sebelum
dioperasikan

Kondisi sekitar peralatan
bersih dari ceceran cairan
berbahaya

Peralatan yang dalam
perbaikan dieri penndaan (tag
out) yang jelas

Tombol darurat tersedia dan
berfungsi dengan baik

Instruksi pengoperasian mesin
terpasang

Disetujui Oleh: Dibuat Oleh:

Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi Petugas keselamatan konstruksi
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Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan

CONTOH

FORMULIR TINDAKAN PENCEGAHAN (TP)

Potensi Ketidaksesuaian

No. TK

Unit Kerja

Tanggal

Tanda
Tangan
Penanggung
Jawab TK

Analisa Potensi Ketidaksesuaian:
[JAlat
[0 Bahan / Material

[0 Orang [JProses []Lingkungan

Nama

Penganalisa

Tanggal

Tanda
Tangan

Rencana Tindakan Pencegahan:

Pelaksana

Target
Waktu

Tanda
Tangan

Disposisi
Tanda
Tangan

Verifikasi Tindakan Pencegahan:

Nama

Tanggal

Tanda
Tangan




-389-

2019, No.1690

CONTOH
1.17 Formulir Izin Kerja
IJIN KERJA
PEKERJAAN PENGGALIAN > 2M
_____—Ten:ma_nnmh_zm (dlisl oleh pelaksana terkalt pada lokas! ll!lmll
Céminta olen IN.\n'.a Subkon l.\.rrlar personit 5
Nama pesonil -
1 8. | 3 |
2 o. 10
3 5 4 7 > 11 11
| 4 3 & ¢ 2 3 1 -3 1.0 L — S ——
Jeriis pekodaan e |Pexenaan dignkan cimwsal paca
Lokos| pekeriaan Tangg s/d
Peralatan yang dgunakan Mulay poss
Selesal pukad
Catatan fain
Chechlist keselamatan (dlisl oleh petugas K3 dan atau ahli K3)
YA [T va o
| __Apakah rencana keeia sudah ddiskusikan ? 9 Apakah barikaceitanda peringatan sdn dipasang?
2 Apakah pekerja sah dielaskan bahaya yang 10 apakan peru lampu penerangan? | L
aca? 11 Aoakan fuang gatan cho utk ruang g Eeaa?
3 Apahan pexena s Eﬂ:l:mnr‘ 12 Apahan tangga. tall dan pengamanan lainnya sdh
4 Apakan Emamr g :lllur\.unn suttah ayak? S=rsedial
5 Apakan Jenis tanah sch dketahul? 13 Apakah sdh n!l'ﬂm :t'm untuk m:rﬂm.?
€. Apaktan muka air tarah diketaras7Aoakah ada | 18 Apakcah lokas! ada ol area Wiy intas umum?
| rembesan calamgalan? 0 o 17 Apaiah jamk buang cukup aman ? 0 .
7 Apaiai sdh ¢iiskus an penyelsdian tanan?
& Apakan ada jakr instalas) (Istnk gas, 1)
Galam gaflan?Apakah sdh damankan?
APD yang wajib dipakal :
:Imr.-!y shoss D:mw nedim Dnmy Deft Duru-q tangan | | G e e B =5 4 K1
(D S SN S SN AN SN NN SN SN S e e e e ]
Pengesahan dan penerimaan iJin kerja
Pelaksana Petugas K3 Subkontrakiar / Mandor
Nama - Nama i: Nama =
[Tancatangan = | JToncatangan Tandn CHES SN NN NNL S BN O
Saya setuju dengan semua kondisl sesual (fin kerfa untuk melaksanakan pekerjaan
Subkontraktor / Mandor
Nama s | Tanggal =
| Tanca tangan : Wakty - L8 g p i}
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118 F llr Analisis Keselamatan Pekerjaanyfob Safety Analysis (15A) CONTOH
Nama Pekerjn Dui numa poisena) o .
Prtugawes Peke gaan [Isé mams praguwas
Namn Paket Pekerjaan ! Oalian Yanah pesrria
Tanggal Pekerjaan 1 DDMM/YYYY - DD/MMYYYY D putre e n [lat mama degsariemen
t Pelindung Dirt yang diperhskan untuk melaksanakan pekerjaan
Helm/ & ‘&Z:z Helowt Rompi Keselumatan | Safety Vest 8 Pelindung Wagah/ Face Shield lain-lodn / Others .,
O Sepatu/ Pelinduny di ketinggian/ Full Body Hemess Penutup Telinga / Ear Mufs latn-lain | Othery ......
S&nmlhngln/sdnyahn K n / Safety (i Bkn)umhn 'I‘blmgu[&r?hq
Masker Pernafasan / Respiratory D Baju kerjn lal/Appnm Inin-lain / Cehers ...,
Dhmalibhan slets Ditirgmu ulsng oieh
Ty o ey )
| ; ; | | ; b : ) -
e Juns Ank K2 Kunstruke ALS Tekssh Terkas ! Penyedia Jusa '
Angpta Tin | | | i | | | |
Reternogun
U pelorrian yaig s LA SN JOTRENJUGIAT WALES Svtges Lasas il sne vages hast Mol S pemproctalian yary sas maks dagat s b pe
Abik Trhoah wertons rgahern ARD Tekrde s Sedmagmw/ Prostggrangivwss frmes
= Swmtafed tnkaia APK AP sarus hevdasartan stander an) ey Prratures jerntaigen seeasl leiges nghet rieks teal cteritfiisel Sefiare
CONTOM
1.19 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harlan
Mems Koetraktor) | [e—To—
Mams Pekarjsan Kaastrukal] | =TT T
INSPEEST HARIAN
Rh/bb/ e
nO URAIAN LOKAST BAHAYA PENGAMAN REKOMENDASI
T )
»
1| Qusan tanuh duser | jmtuh 0 ditithien
3 | Pembestian & = - m SEoteaan
b jamuiban . Palial APD yg Sbtinan
i itk L sl APD sy Siiian
ARDSEN. 'Y (R30S L Pateol APD vy Sbavion
1_| Pengecorun galiun [ v Palial AFD vy @ibOukan
Yorjmtiihan . Peial AFD yy statkan
Raks tevhin . Padiat APD) vg Sbeboican
tangan terhses - Padoal AFD vy dibebocan
4 | Degrwting Ealles Jaruhy v Faknt AFL) YE disekan
[y ¥ Paleai AFD yx @behikan
Nale) te (D 2 Paal APD yx aiRehkan
LAIT) Y Baiul APD vy @bthian
3 | Mennwaree pecslatan  lapungan | jerol ¥ Pakai APD yg Sboukan
 Joe vy luan X Petal AFY vy sttabion
keakui brrhdra * Palea: APD yg ddttban
1ADgan te e X Pakal AFD Yx ©hehian
JAKARTA, hh /bbb
Mengerstnil, Dibust olety,
Pammpes Tertmgg
Pekegisan Koosenaks
| [Nams Lenghop| |Panna Lenghogy
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1 LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKS! CONTOH
211 K lir Dnpekai Kenelamatan Konstruksi Mingguan
Rt %
Name Pelerjann Koastraksl] [TPyeen—
INSPERSEI MINGGUAN
PERIODE! b /Bh/ et « Wl /Wb fouer
WO | NAMA/JENIS PERERJAAN WAMA | LOWAS SARANA/TENGAMAN | STATUS |  REKOMENDASI
[BARAN/NIAT 1 SUNKON JARQ DICUNRANAN | YA | TIDAR
] fimban poecdan Yusti imnal tasar rambng »
Elm v Pakss APMD b 4 wiinhikan
sepatyy g
3 ettt stan aa- I:gz v —
gt v Tk ATD yg dibthioan
beaurs langan v Pabs APFD vg dibsthicns
3 ”"g"‘"‘ﬂ Antan m . -
o peatli v Pahst AI'D v A0t ham
4 Menmaanee peraiatan sutang hlin v Pakss AMY yg ditetbibom
SICIREM LEUR J
kans langan v | Pakas APD v shilsthibnn
. T FTOPN | aasan = v | Pk AFD vy tlistimn
[y ¥ Pabhad APD vy dibthibown
[r—— Bbf bl
Ditesat wich,
blutsatan)
Numa
Lenghiuy
ﬂw
2 2 Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian) CONTOH
RALA RAFAT
[—
—— e e
~—ewe
et et s wme
prespery
- [—— [—— e - o~ ——
——— -
[N, e
L
Catatan ! Laporan Mingguan inl merupakan relapstulast per lnhan yang terdapat di lapocan hartan, fka tidak

terdagat temauan, maks totap dilapockan dengon ixtan * Nihil * dan dolcumen tetap harus ditands tungant
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LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

b K "

Lai Bal

JUDUL LAPORAN - SASIL INSPEXS! MINGOUAN

FORMULIR LAPORAN INSPEKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI BULANAN

AR TANGGAL
LAPORAN SULAN
N TEMOAT HARVTANGEAL TEMUAN AWAL HENCANA DENBARAN FERBAKAN FOTO SEBLLUM PERBAIRAN m&“ W‘U"
1| sAGIAN OFXE SENIN/DR JUNI 2018 KOTAK DI RUSAK PERBANAN XDTAK 03K
2
]
4
3
.
DAAPOREAN DOSETUAN DIPERKSA CRUAT DU
PETLGAS/AML KESLLAMATAN
PEIABAT PEMBUAT KOMITEMEN PIMPINAN PERLSAHAAN CONSULTAN PENGAWAS ROMSTRLNS!
12 Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan P Pada Kecelak (PIK)
LAFORAN KOTAK P3K BULANAN
MIDUL LAPORAN | LAPCRAN REKASITINAS KOTAL F3K BULANAN
AR TANGGAL
LAPORAN SULAN
[T
NO JENIS ALAT TIMPAT TUMAM
[ WLSAR
1 JASA STERIL TERBUNGEUS OFFICE 2 1 2
T PERRAN (LEBAR 5 CM) OFFICE F] 2
5 PUABAN (LLRAR 10 CW) EIIN) 2 F)
4 PLESTER (LESAN 125 CM) 2 2
S PLESTER CEPAT/HANSADLAST 0 F]
b BARAS 2SGRAMY 1 3
7 AN SEGTOAMITTELA 2 2
' PUNTING 1 2
s pin 12 F)
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W BASUNG TANGAN SEXALI PAKA] (PASANGAN) : 2 1
CONDIS
NO NS ALAY TENPAT MU
BAIR RUSAK

11 MASKER F] ?

12 piesey ] 2

15 FELAS UNTLX CLC) MATA 1 2

16 FANTONG PLAST EERSIH 1 )

15 POUADEVLAR SAUNL/BOCRWATER (100ML) 1 ]

16 PROVIDOM ICCINSETADINE [LOMS) 1 2

17 PAADMDL 70 % 1 3

» F.ll\l PANDUAN 7 5€ OF TEMPAT (1A i 3

15 PURU CATATAN 1 )

30 [OATTAR [ KOTAK 1 ]

DIATORKAN DEETUR prremnss PR
TRTUGAS/ AHLE

PELABAT PEMBUAT ROMITMEN

PIMPINAN PERUSAHAAN

-
-
-
3
-
.

Pemadam Api Ringan (APAR)

RONEULTANPENCAWAS KESELAMATAN KONSTRUSKS!

LAPORAN KOTAK ALAT PEMADAM API RINGAN BULANAN

JUDUL LAPORAN | LAROSAN REXANTULASI ALAT PEAMDAA Al HNGAN

BLILANAN
MARL Y ANGGAL
LAPDRAN BULAN
EINLA
NO JENIT ALAT Lalal SERAT TIMPAT " WONTEN KETERANGAN
1 Apan A 0 ornc 3 | MBURUK DIPASANG DIDEXAT FINTL MASUK
3 ﬁm A 1 l._D Of hicx 3 INHIUIUI
3 APAZ A 5 0 OFFICE 7 | BUNBURLX
s Jama PY T T 2| sammumue
5 | AMa * 586 GENSET 2 | BABURUX
5 |Ama A S8 GENSET 3 | suwBURLK
’ ADAN A S w0 TANGA BENSIN A | SABURLK
5 1 AbaA A L6 TANGAI BENSN 3 | BALBURLK
A s ANGal Ben Sabums
L APAT A 30 TANGK] BENYIN 1 | sABUnUX
o] Am A J0 Ko TANCA) BENIN 1 | SABusux
DILAMOSAN

PEIASAT TEMBUAT KOMITMER
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34 Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat

LAMPIRAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ORGANISASI TANGGAP DARURAT

1. DIREKTUR

1.1. Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat

terjadi keadaan darurat.

1.2. Menjamin Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat dapat
diterapkan di lapangan.

1.3. Menjamin adanya peningkatan pengetahuan mengenai pendidikan
maupun keterampilan dari seluruh anggota yang masuk dalam
Struktur Organisasi Tanggap Darurat.

14. Menjamin adanya upaya rehabilitasi/pemulihan keadaan akibat
keadaan darurat yang terjadi dan dapat ditangani, baik terhadap
personil maupun material.

1.5. Memberikan informasi perihal keadaan darurat yang terjadi kepada
pihak yang berwenang.
2. KOORDINATOR/KETUA TIM TANGGAP DARURAT (TTD)

2.1. Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat
terjadi keadaan darurat.

2.2. Bertindak sebagai Pimpinan Operasi Tanggap Darurat.
2.3. Melokalisir keadaan darurat yang terjadi agar tidak meluas.

2.4. Melaksanakan instruksi dan melaporkan keadaan darurat yang
terjadi kepada Direktur.

2.5. Mengadakan konsultasi dan melaporkan setiap perkembangan
keadaan darurat yang terjadi kepada Direktur.

2.6. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk
mencegah atau memperkecil kerugian baik jiwa maupun material.

2.7. Mengkoordinir kegiatan penanggulangan keadaan darurat yang
terjadi dalam bentuk pemberian instruksi mengenai tindakan-
tindakan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Tim
Tanggap Darurat,

2.8. Mengumumkan keadaan darurat aman setelah keadaan darurat
yvang terjadi berhasil ditanggulangi serta dinyatakan selesai.
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Memberikan informasi perihal keadaan darurat yang terjadi kepada
pihak yang berwenang apabila Direktur berhalangan.

WAKIL KOORDINATOR

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat

terjadi keadaan darurat.

Bertindak sebagai Pimpinan Operasi Tanggap Darurat sebelum
Koordinator Tanggap Darurat berada di lokasi kejadian.

Melokalisir keadaan darurat yang terjadi agar tidak meluas.

Melaksanakan instruksi dan melaporkan keadaan darurat yang
terjadi kepada Koordinator Tanggap Darurat.

Mengadakan konsultasi dan melaporkan setiap perkembangan
keadaan darurat yang terjadi kepada Koordinator Tanggap Darurat,

Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk

mencegah atau memperkecil kerugian baik jiwa maupun material.

Mengkoordinir kegiatan penanggulangan keadaan darurat yang
terjadi dalam bentuk pemberian instruksi mengenai tindakan-
tindakan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Tim
Tanggap Darurat,

TIM PEMADAM KEBAKARAN

4.1.

4.2.

Melaksanakan proses dan upaya untuk pemadaman api baik akibat
kebakaran maupun peledakan.

Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

TIM P3K/EVAKUASI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Melaksanakan proses dan upaya P3K beserta kelanjutannya
terhadap personil yang mengalami cedera/luka akibat terjadinya

keadaaan darurat.

Melaksanakan proses dan upaya evakuasi terhadap personil saat

terjadi keadaaan darurat.

Menuntun dan membimbing personil ke tempat berkumpul/tempat

evakuasi saat terjadi keadaan darurat.

Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

www.peraturan.go.id
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6. TIM PENYELAMAT DOKUMEN

6.1. Melaksanakan proses dan upaya penyelamatan terhadap dokumen-
dokumen yang ada dan perlu diselamatkan untuk menghindari
kerusakan atau kehilangan saat terjadi keadaaan darurat.

6.2. Melaksanakan proses dan upaya penyimpanan sementara serta
pengendalian terhadap dokumen-dokumen yang telah diselamatkan
saat terjadi keadaaan darurat.

6.3. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

7. TIM KEAMANAN

7.1. Melaksanakan proses dan upaya pengamanan terhadap semua
lokasi yang ada saat terjadi keadaaan darurat di lingkungan
pekerjaan konstruksi.

7.2. Melaksanakan proses dan upaya pengamanan terhadap semua
obyek yang vital dan memiliki risiko kerusakan yang besar saat
terjadi keadaaan darurat di lingkungan pekerjaan konstruksi.

7.3. Melaksanakan proses dan upaya pengamanan terhadap personil
baik yang sedang berada di dalam maupun yang akan keluar
dan masuk ke dalam lingkungan pekerjaan konstruksi saat terjadi

keadaan darurat.

7.4. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

8. TIM PENANGANAN PENCEMARAN

8.1. Melaksanakan proses dan upaya penanganan terhadap segala
bentuk pencemaran yang terjadi saat keadaaan darurat agar supaya
tidak membuat kerusakan pada lingkungan sekitarnya.

8.2. Melaksanakan proses dan upaya penanganan terhadap segala
bentuk pencemaran yang terjadi saat keadaaan darurat agar supaya
tidak membawa dampak bagi keselamatan dan kesehatan personil

yang ada sekitarnya.

8.3. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

9. PETUGAS CONTROL ROOM
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9.1. Menerima laporan keadaan darurat dari personil yang menemukan
adanya keadaan darurat di lingkungan pekerjaan konstruksi.
Memberikan dan meneruskan laporan adanya keadaan darurat
kepada penanggung jawab yang telah ditentukan untuk segera dapat
ditindaklanjuti.

9.2. Memantau dan menjaga kestabilan operasi perusahaan yang sedang
berlangsung saat terjadi keadaan darurat.

9.3. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga

pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

. PERSONIL

10.1.Setiap personil harus siap, sigap dan tanggap pada saat
diberitahukan jika di Site Project di lingkungan pekerjaan
konstruksi. terjadi suatu keadaan darurat.

10.2.Setiap personil harus tahu prosedur untuk mengatasi keadaan
darurat dan nomor-nomor penting yang harus dihubungi jika terjadi
keadaan darurat.

10.3.Setiap personil yang menemukan suatu kondisi darurat harus
berusaha semampu tenaga untuk menanggulanginya apabila tidak
mampu harus segera melaporkan pada penanggung jawab yang telah
ditentukan.
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DAFTAR TEMPAT EVAKUASI

Tempat
No. ] Lokasi Lingkup Area Ket.
Evakuasi

No. Form :
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JADWAL PELATIHAN/UJI COBA TANGGAP DARURAT

2019, No.1690

CONTOH |

- Yahum:
Nama Pelatihan /UjI ah | Bagian | _
e Coba Pesarta | /Tim e s
Feob Mar Mel[Jan[Jul Okt | Now|Den
No. Form
Dibunt Oleh, Mengetahut,

[Petugns Keselamatan Konstruks!/Ahl X3 Konstruloss)
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3.5 Formulir Laporan Keadaan Darurat
CONTOH
LAPORAN KEADAAN DARURAT
HARI/TANGGAL | | JAM |
LOKASI UNIT
PENEMU
BAGIAN
KEADAAN
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
HARI/
PENANGANAN OLEH TANGGAL
JAM
MENINGGAL
JUMLAH KORBAN
BERAT
JIWA LUKA-LUEKA
RINGAN
PERLU PERTOLONGAN POLIKLI
RUMAH SAKIT NIK
JUMLAH KERUGIAN BANGUNAN &
MATERIAL FASILITAS
LAIN-LAIN
KA Kam/Dan Ru Dinas/VP... |KETUA TTD | SEK. P2K3 MR
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Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat

DAFTAR NOMOR TELEPON PENTING/DARURAT

CONTOH

2019, No.1690

No.

Nama / Instansi / Lembaga

No. Telepon

Ket.
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Perinde Laporan Nama Pekerjaan Konstruks -
Pembuct Lapormn Tangyol 3 m
Tewit deniw AvmiA

N P Tampgert | Jenin Pobermas Pvngesan

i Four Aut Casen

2 Nedows' Coses

F | Pty

“+ Twar Nove

3 Nobwad aron

& | Prapory Damagy

7| et ACT 7 Unsage Conaiion

v Rerwmahnin Alat Borar

u RKsmar Kehdaugun

10 | Ketahan l-mwumm

17 | o5y

Nezgaa, UKK

Mams Ivrywtta Seae

INana Lomigtme

Magaass Twrrgg: Msneen Cassmide

Tragawes Fbetjaae

Nama Nrymtts les

~ "

R BT Masns Lovgbap
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Penjelasan Tabel Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi

Data : Kondisi atau konsekuensi yang
ditimbulkan akibat kecelakaan
konstruksi

Total Kejadian : Jumlah kasus kecelakaan
konstruksi

Tanggal ! Waktu terjadinya kecelakaan
konstruksi (tanggal, bulan,waktu)

Jenis Pekerjaan : Kegiatan pekerjaan konstruksi
pada saat terjadi kecelakaan

Jenis Kecelakaan : Kecelakaan konstruksi yang
terjadi

Penyebab : Penyebab terjadinya kecelakaan
konstruksi

Jumlah Korban : Jumlah korban yang diakibatkan
kecelakaan konstruksi
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3.8 Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja

CONTOH

PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

NO SUBYEK URAIAN
1 | IDENTITAS
1.1 Nama

1.2 Nomor Induk Dinas
(NID)

1.3 Bagian

1.4 Jabatan

1.5 Jenis Kelamin

1.6 Lama Bekerja

|

AMNESIA

2.1 Keluhan

2.2 Riwayat Penyakit

2.3 Riwayat Penyakit
Keluarga

2.4 Riwayat Pckerjaan

HASIL PEMERIKSAAN
FISIK

HASIL PEMERIKSAAN

RADIOLOGI

HASIL PEMERIKSAAN

LABORATORIUM

HASIL PEMERIKSAAN

PENUNJANG TERMASUK

BIOLOGICAL
MONITORING

-l

HASIL PEMERIKSAAN

PATOLOGI ANATOMI

PERBANDINGAN DENGAN

HASIL PEMERIKSAAN
AWAL

PERBANDINGAN DENGAN

HASIL PEMERIKSAAN

BERKALA/KHUSUS
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39 Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja

DATA STASTIK KECELAKAAN KERJA
. ——— T PERNSENR RATE AT NE
| e e e E
bl _"‘:. . _'f:"""__‘ g = et | g et s EPUAANAN O
— v | mvng | TR | | et | o [TANA] s waay
=‘ ErhiL
1 | dssvam o dns be i Ciae o lown) deg * o Il 20 s < J
2 0 [ Lam . " Dhe ) tat b S l S I o g (0
(N =l S — g P
i . el Sl L det o el
L] - = = bt | e - - s po
L L = = - bt | b - o) = o |
A U b | bee - =
o | aseree g —_— —_— ﬂ
L] P [oeg . [
. _|ouresss | o | = boe | bee - - o | soe) —
LL ool o ! St bt | han S ey =
[

PRI oL THNUAT OLEN

AN xR ALLLPETOGAS KO KOMSTRURSL

PENJELASAN TABEL DATA STATISTIK KECELAKAAN KERJA
¢ STMB : SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA
¥ CONTOH | PERHITUNGAN MANHOUR PEXERJA BULANAN

e JUMLAH PERERJA | 100 PEKERJA
e JUMLAH MANHOURS /JAM KERJA BULANAN : JUMLAH PEXERJA (100§ X JAM KERJA HARIAN {8 JAM KERJA) X HARI KERJA BULANAN
{26 HARI KERJA) : 20,800 MANHOURS BULANAN
* CONTOH | PERHITUNGAN KERUGIAN MATERIL
o JUMLAM HILANG HARI KERJA | 3 HANI |1 PERSONIL
o JUMLAH OAJI HARIAR PEKERIA © Rp 4.000,000,00 / 26 HARI (HAR] XERJA| | Rp. 153.000.00
e JUMLAM KERUGIAN MATERIL : Rp 2.000.000,00 (RUSAKNYA ALAT PERALATAN KERJA
¢ JUMLAH KERUGIAN TOTAL - 3 HARI WUMLAH HILANG HARI KERJA) X RP 133,000,00 (OAJ] HARIAN)
+ Rp. 2.000.000,00 (KERUOIAN MATERIL) : Rp.2.459,000,00 UUMLAH TOTAL KERUGIAN)
KEMILANGAN MATEK]! BERUPA KENILANOAN KERUGIAN JAM KERJA KARYAWAN DAN KERUGIAN MATENIL LAINNYA
¢ NLTI: NON LOSS TIME INJURY (KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK MENGAKIBATKAN HARI KERJA HILANG|
¢ LTI LOSS TIME INJURY | KECELAKAAN YANG MENGAKISATKAN JAM KERJA HILANG)
< FK | FREKUENS] RATE (RATIO UNTUK MENGIDENTIFIXAS] JUMLAN CIDEKA YANG MENYEBANKAN TIDAK DISA BEKERJIA PER SEJUTA
JAM PEKERJA}
e TOTAL KEHILANOGAN JAM KERJA - 72 JAM DARI 2 KEJADIAN KECELAKAAN KERJA
* TOTAL MAN HOURS : 30.800 JAM KERJA
o PERHITUNOAN : 72 UAM KERJA HILANG) / 20,800 QJUMLAH MANHORS) X | .000.000 [SATU JUTA JAM KERJA| © 2331 JAM KERJA
¢ SR : SEVERTY RATE | RATIO UNTUK MENGIDENTIFIKAST HMILANGNYA MAR] KIERJA PER SEIUTA JAM PEKERJIA|
o CONTOH - HASIL DAKI SR SENSESAK
* TOTAL KEHILANOAN HARI KERJA : 9 HARY
e TOTAL MAN HOURS | 20.800 JAM KERJA
* PERHITUNGAN ' 9 [HARI KERJA HILANG| / 20,800 (JUMLAH MANHORS)] X 1.000.040 [SATU JUTA JAM KERJIA) : 432 JAM KERJA /18 HAKI KERJA
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3 10 Formulic Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan

LAPORAN TINDAKAN PENCEGAHAN BULANAN

TENRAT WARTU REMADAN UMTYANG | ARSAT | TINGRGAN CE FOTO STRELUW
WO | NEIADIAN | NAMA/UMURASATAN | (HARVTANGGAL/TAHUM] | KRONOUDGES KEMATIAM TERUBAT CEUACIAN | PERSAIGAN FPERBANAN FERRAIAN FOTO PESSAIAN
ADANYA
PERABAAN
AN DAITAR
TENAETRUM KARES YAMG FUNGICIRAN coan
1 LERTINAL ALANZY/PETUGAS MYW:I’ WUSAK De 3a00N mm':“ DLU’W DISELUNUM | PENGECERAN
PENYANEUNG WABEL D¢ CASML AL
AREA AREA
PERERIAAN
MAMYR PLVASANGAN
HAMPMR TERXKENA PEMASANGAN
BAGAN CAMIV G T RAZAN TIANMEPA NET 04 AL
L LANTM 2 RIPERARIA SEPTEMBER/ 2000 w PENGECOMMN BES ANEA LANTA
ATAP O AREA
JATUN p ]
3
]
DO ATORKAN DT DRrAoN PRRTATORRN
: s T PETUGAS/ AN
PFEIABAT PRMBUAT XOMITMEN TOPIEAN TURVBASAAL RLT TGS KESEEAMATAN KCPRNTHLIKN
3,11 Formulir Lap Periksa Lingh
FORMULIR LAPORAN PENGUJIAN LINGKUNGAN
Namra Potusataan
Ay
Type Pergagian
Tangga! Anwiss (Targg sl BsenTatun|
Tangge! Parertoton (Tanggal/Butan/Tatun|
CONTOM
UDARA AMBIEN
Ecielnk dilnkukan pengaen, Sprreich hastl sebagsl berikut
Parumeter Satuan Hasll Gayurur Mutu Metode U
Salfur Dicleakds (507 i Nentasackan Perstaran Himt Dherrtanns kan r (Dxsni Do rkan P
PR/Nma 48 2, s Undsnganywsgbettelng L PeosvdsngUndscges yeng herakul
Cartwien Monokasidu (CO37) i Bndannaﬁ Persturan MHiw Wm—mnn. F;-ramr-n Perundang (DRI Blerrtasarkan Peraturmn
Lu/Nmd N L] L . |_Priundang Uodangnn yang beriakial |
Nitrogen Dickasla (NO2) (O Bcnsuulu\ Persiuran (Dl Berbasat han l\'mmun Perundang ) Benh-uun Peratuzan
P/ Nt Frrundung Undangas yang bestalig Unddungan yasg herbakg Frrundung Unilurgan yatig berlabis)
Debus (TEP) (Dt B kean B (Dl 1 P P (Dheiad B4 e
P/ Nt I'e - s yung berlakiy Undungun yang Perundung L gan yang herlakiz)
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DATA LAPANGAN
Facametes Satuan Hasil Matoge U))
Bub (Dl Berdusackan Peraturat (Dl B un F eratu Perund
& Prrundang Undenges yang berlakul Undungnn yung beslaki)
Kedembeahan Ol Bem.-ﬁm ﬁu-lunn Dl Benhnunn &mm-n Perundaty
o Froundang Undaiugin yang berlakug Uodungur yung besbakil
Kecepatan Angin O b 19 Per (Dies 1Y Pe e
m/e I -t wan yang =) Undungan yung ertakug
KEBISINGAN
Setelad diaksihnn penggeatt, diperoiel hasll sebagel berikut
Parumectes Satuun Haall Sogurut Mury Mectode Ls
KEBISINGAN s ch-ullnn Peranurun (D Bnmum I;r;mrnn Perundang Miat &ntnnn.n Pesururnn
DuiAl Prrundung Usndungan yang berlakid u n Prrusung U iy berlak
AIR LIMBAH
B Alnbouk Tl berikut
Purumcter Satuar Hasll Sayurut Muni Metide Ul
Ll im Berdasarkan Perstarsn s mkm. F Perx =) ¥
g = . | fehindung Unduingus yang hetiabig
con Be [ Diled B s Pe Perundang |Del Berdunarkan Peraturun
g/l Perusdang Usidangan yang berlakg Unsangai yasg bestaiog Perundung Undungan yang berlakig
o TR e 7 b i T
g/l - Lisucda eriak i) Unsanga: yung hertakul - L rurtas e
Parnmeoer Satuas Hmall Saynrat Mut Mreiode Un
BOD (Dt B Pe (Diled Be fean Peraturas Pe friew rhar P
=/ L Prrundang Urncdangnn yarng beriadig Undangnn yang bestaiong Prrundang Undangan vang berisk)
EMIH]
Setelah disboaksn Em Imh hasn KEI herkut
Zachonetes Batusn Jasil Sevarat Muty Mcude U
Sulfur Diokekda (502) (Olm Berdasacinn Peraturan (Diis Berdasarkan Peraturan Perundsng: (DNt Berdasarkan Peruturnn
mg/md Perundang Undengun yang berlakul Undungnn yung beslaku Perundung Undsmgan yang beriakul
Nitregen Oinkosds (NOZ) i ﬂﬂru-rian Peratursn (D0 Phevrtasarbnn ww-n Perumdang- (Dl Dertasarkan Peruturan
g/l Proundung Undutigun yang beriaku) Ui I bestak Prrusdusg Undaiygan yang beriaku)
Purtikulst (Diisi Berdasarkan Persturan (Diist Berdasarian Persruran Perundang |Diisi Berdusarkan Pesururun
mg/ml J Undangan yang bertatug
Oprasitans {D4im B foan Py Dl Bes han Pr Pe: Dt B e
- Rerusdang Undanges yuag berlabi) | Usdungan yuagbestebuy | Perusdang Usdasgan yang bedaiog
s QT = T ; s
g/ md Prousdnrg Undangan yang berias Undungan yang bertacud Prrundang Undargan yang beriaku)
Mistrogen Kiseira (HCL) B bant Pe 18 art P re (D3eind B :
/) md Troundang-Undangnn yans beriakig Undangan ynsa Pt Undnraan yang beriakul
Matrogen Pisseta (HF) Citisa 1 kas Merat (D 1 Pern e T welcass 1Y
Rlml Sodarsunouneborevi o Uncsnesnaanenenaen ) eresdlens L adanesn yany bensin
Gas Khiarin rTpr— (s 1 2 Peratiaran 1% Do Berdunarican ¥
m=g/md JenindsagUndengueyengberteky | Undsngsnysagberialny 1 Pecivisng Undsngen yengbertalig J
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LIMBAN B3
NAMA TAHAN JENIS BAHAN
o " PADAT/CAIR) KANDUNGAN TANCGOAL PEMUSNAHAN DOKUMEN
mm’. rx Ot Benl.-m.n Peraturan
PADAT/CAMR | Prrusdane Undangan yang beriaki) DD‘W‘WY\’ DOKUMEN PEMUSNAHAN
. / /
m’.“:m e s Nentsanrkan Prrataran
PADAT AL L " ey iak - DXOWLMICN TRCMUSNATIAN
babrentbate DO/ MM/ YYYY
:ﬂ:‘mm JEns (Ol Perdusasian Peestaran
FADAT/CAIR | Prerundang Undangan yang berlaion DOKUMEN FEMUSNANAN
DO MM/ YYYY
mm 2 oo i nrnl.u-uk-n Perstaran
FADAT)CAIR | Prrundang Undsngan yeng beriaku) DOKUMEN PEMUSNANAN __{
DD/MM/YVYY
HICRDASARKAN JENIS
O Berdasarkan Persturan
HAHAN 17 " . : .
Catatan :
Jends Type Penguijian (Udam, Kebisingan, Air fimbah, Emisi, Lismbah B3, dil} berdasarkan kebutuban di setiap Pel
Korwtruksl

Paramater  Bordasarkan Kebutuhan pengujian & I " ! 1
Satuan - Berdasarkan Kebutshan pergujiun Jf Perataran I‘nmdangonlm

Hasil Berdasarkan Ketutuban peagupan di Peraturan Ferund,

Syarat Muty * Berdasackan Kety di Iy I’t.rundm\gqmd

Limbah 83 Berdasarkan ferés dan Kladunpm i Peraturan Perundang-undanganHasil Fengujian dasi Lembaga Resmi U
Limbah 8 dan Lingkungan
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3.12 Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi

A. Formulir Laporan Kejadian

LAPORAN KEJADIAN CONTOH

Telah Terjadi : ___ Kecelakaan ____ Nearmiss

____Insiden ___Duga Bahaya

No. Subyek Uraian

Hari/Tanggal /Bulan/Tahun

Waktu (Pukul)

Lokasi Kejadian

SR R

a. Kecelakaan

1. Atas Nama

. Nomor Induk

. Jabatan

. Tampat & Tanggal Lahir

. Alamat Tempat Tinggal

. Sebab-sebab
kecelakaan (awal)

(o) RO| ROy FOV) V)

-

7. Keterangan lain-lain
b. Insiden /Nearmiss/Duga
Bahaya

1. Karyawan yang 1. socrvoraavararcarevcarerancerancereanss
melihat/mengetahui 2 s

[ ]

. Kejadian/peristiwa

(bila perlu digambarkan)
. Akibat dari Kejadian
. Langkah perbaikan yang
dilakukan

W

4

Dilaporkan Oleh, Disetujui Oleh,

(Petugas Keselamatan Konstruksi (Pimpinan Perusahaan)
/Ahli K3 Konstruksi)
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B. Formulir Laporan Awal Kecelakaan
Memuat Laporan Bulanan Keselamatan Konstruksi yang sekurang-kKurangnya
berisi statistik keselamatan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada
pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pimpinan UKK disetujui oleh
Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan.

CONTOH
[Nama Kontraktor] Nomor Dokumen:
[Nama Pekerjaan Nomor
Konstruksi] Revisi: Halaman:

LAPORAN AWAL KECELAKAAN & SAKIT AKIBAT KERJA
(Injury & Illness Notification Report)

No Laporan :

Kepada
Yth.:

Pusat/Wilayah /Divisi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawsah ini :
Jabatan :
Perusahaan @

Melaporkan telah terjadi (kecelakaan, sakit, insiden & ketidaksesuaian) vang terjadi
pada:

Hari : .
Tanggal 3
Tempat g
dan berpotensi atau telah menyebabkan cidera, kerusakan properti dan
lingkungan.

Perkiraan Cidera/Kerusakan 3 Qrang, Properti, Lingloungan (Coret yang
tidak perlu)
Orang/Properti/Lingkungan

Perkiraan Tingkat Kecelakaan

Fatal - sedang - kecil - insiden - ketidaksesuaian
{pilih yang scsuai)

Demikian laporan ini saya buat supaya ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya.

JAKARTA,  hh/bbjtttt
Pelapor,
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C. Formulir Laporan Kecelakaan

2019, No.1690

CONTOH

LAPORAN KECELAKAAN KERJA

Jam
Hari /Tanggal Kejadian : 3 S
Lokasi :
Cuaca :
Kerusakan yang terjadi :  Orang Properti Proses

Berhubungan dengan kegiatan kerja : Ya / Tidak

Korban kecelakaan kerja

Nama o

Jenis kelamin H Umur: th
Jabatan 3

Pengalaman kerja 3

Katagon 3
Luka
Ringan Luka Berat Cacat/Meninggal
(cukup dengan
P3K) (dg Medis)
Properti yang rusak :
Nama properti :
Merk/type/No ID :

Estimasi tingkat kerusakan 3

Rin Sedang Berat
[ ]

Proses yang terganggu :

Nama kegiatan -8

Lamanva Eanggusn {jam) 3

Sketsa kejadian/tempat luka

Kronologis kejadian:

Koordinator

Keseclamatan

Konstruksi Manajer ybs. Mandor/Subkon
Tgl.: Tel.: Tgl.:

Petugas
Keseclamatan
Konstruksi

Tgl.:
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D. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan

Perusshaan  + Berat 3 I
o e —

CONTOH
LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN
I. INFORMASI TEMPAT KERJA
No Laporan : e e Tempat kecelakaan
Kondisi cuaca : Pengawas lapangan :
II. INFORMASI
KEJADIAN
a. Berhubungan dengan pekerjaan : Ya D Tidak E
b. Tanggal/bulan/tahun g E D
c. Waktu (jam - menit) 3 :I :I
IIl. KECELAKAAN BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN/KEGIATAN
Penggalian Perawatan Forklift
Pengecatan Pengelasan Piling
Penanganan manual Menggerinda Pengecoran :
Menyetir Crane Pabrikasi Besi
IV. KRONOLOGI SINGKAT KEJADIAN
V. INFORMASI KERUSAKAN
Manusia H Ya Tidak
Harta benda @ Ya Tidak
Lingkungan : Ya Tidak
Proscs H Ya Tidak
S5A.1. Manusia
Jadwal
Nama H kerja : Masuk Libur
Jenis Kelmn : o Evakuasi g Ya | Tidak |
Tpt/tgl lahir 3 Nama tenaga medis :
Kebangsaan H Keparahan

5.A.2. BAGIAN CIDERA

Kepala Kaki Tangan Lainnya :
Mata Tungkai Lengan

telinga jari kaki Hand /wrist

Leher Dada Jari tangan
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Pundak | I Perut l I Pernafasan I I
5.B. PROPERTI
Bisa

Peralatan H Kondisi dipakai

pabrik pembuat H Bisa diperbaild

No assct s Hilang
Perkiraan biaya

Komponen yg rusak s kerusakan 3

l I rupiah
Keparahan:
e il X Fatal Besar

Sedang Kecil

5.C. KERUSAKAN LINGKUNGAN

Lokasi

kerusakan

Kondisi H Rusak sementara

Rusak permanen
Perkiraan biaya perbaikan 3 [ | rupiah

Keparahan :
Fatal Besar
Sedang Kecil

5.D. KEHILANGAN PROSES

Waktu yang hilang H

hari : jam D menit D

Perkiraan kerugian H |

| rupiah

VI. SKETSA ATAU GAMBAR LOKASI KEJADIAN DAN ATAU BAGIAN YANG RUSAK

Bisa dilengkapt dengan foto, gambar dan dokumen lain yang bisa menumjang hasd investigast

VII. ANALISA PENYEBAB KECELAKAAN

Penyebab Langsung

Tindakan di bawah standar

Mengoperasikan tanpa wewenang
Gagal untuk mengingatkan
Gagal untuk mengamankan

Mengoperasikan pd kecepatan lebih
Menghilangkan alat safety
Menggunakan alat yang rusak
Menggunakan alat dengan tdk benar
Menggunakan APD dengan tdk benar

Mecmuat dengan tidak benar
Mengangkat dengan tidak benar
Menempatkan dengan tidak benar

Mengerjakan dgn posisi tdk benar

Kondisi di bawah standar

Pelindung/pagar tidak
memadai

AFD tidak lavak
Peralatan rusak
Gerakan
terbatas

Sistem peringatan tidak layak
bahaya ledakan dan api

Kerapian & keteraturan tidak layak
Permukaan licin
Kondsi lingkungan kerja
membahayakan
Paparan kebisingan
Paparan radiasi

Temperatur extrim

LLLEE T
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Memperbaiki alat saat bekerja

paparan tekanan extrim
Pencahayaan tidak layak atau

Bercanda saat bekerja berlebihan
Lainnya: Ventilasi tidak layak
Lainnya:
Penyebab Dasar
Faktor
Faktor Manusia pekerjaan

Kemampuan fisik tidak layak
Kemampuan psikologi tidak layak

Kurang keterampilan

Pengawasan tidak layak

Design tidak layak

Pembelian tidak

layak

Perkakas, matrial & peralatan tidak

]

|

Kurang pengetahuan layak .
Perawatan tidak

Mengalami tekanan fisik layak .
Mengalami tekanan

mental standar kerja tidak layak .
Motivasi kurang Pemakaian yang berlebihan I
Tujuan vang saling berbenturan Penyalahgunaan wewenang ]
Faktor lainnya : Sasaran yang saling berbenturan kepentingan -

Lainnya :

Kurangnya Program Kontrol Manajemen

Program tidak layak :
Standar kerja tidak layak :
Kesesuaian standar tidak layak D

VIII. KESIMPULAN
Urutan dart penyebab, kemudion penyebab dasar dan terakhir peryebab kontrol manopemen
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4 LAPORAN CUACA TERKAIT FELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Memuat Laporan Cuaocn yang dibuat olek Pemanggung Joweb Keselamatan Korstruks:, doetups oleh Kepola Feloksena Pekeraon

Honstruksi don diperiksa oieh Pemgawas Pekerjann

Laporan Cusca

2019, No.1690

CONTOH
Penode Laporan Nomo Fekerjoan Konstrukst
Pembat Laporan Tanggal
ES Tutasaal enis Kmgushin Chatesn L N Koo
" Jemal Copaads A Pobrtiman e

Kmmriss

Vs Weena .

Rarruss

Namey Prerymens s

www.peraturan.go.id



2019, No.1690 416

Tabel 4 Penjelasan Tabel Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi

Tanggal : Waktu pelaksanaan pemantauan
cuaca

Jenis Kegiatan : Kegiatan pekerjaan konstruksi
yang dilaksanakan pada saat
pemantuan cuaca

Cuaca : Kondisi cuaca yang ditunjukkan
berdasarkan hasil pemantauan

Kehilangan Waktu Kerja : Waktu kerja yang hilang akibat

cuaca yang terjadi

Keterangan : Uraian yang dapat menjadi
petunjuk untuk lebih menjelaskan
laporan cuaca
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5 LEMBAR INDIKATOR KUNCI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
Memuat Lembar dikator Kunol Kinerje Keselamatan Konstruksi yang dibuat olek Peloksana Pekerjaon Konstrukst, diperiksa oleh Pergauas

Pekerpann, dan disetigud oloh Pengyruna Jasa

Fenode Laporan Nama Pekerjaan Konstruksi
Pembuat Laporan: Tangpal
g Panas
Mo, | Pormmeler pemgubaran | Betet | Twrger | Actunt | ke ™ | mitas | ey Keterusgan
marey m
L]
(3| Loading Indivater So% _[son
marapan Kepornempann
! dan Partispeast Pekega dadam | 10% Jos
Lo omatar Nonstruks
e DGt AP Tl
0 Ratiees Keackamatm Portewivingan -
Konatraker Paka Kememen :"'""'"" Fokorm seeno
Fensropuie SMRX
b Melaposun bnerka w" - ool
pwlEmamaan pekeraes
Aupmatu A‘E:m Pusat F"'""‘;“_‘.""""
Posmarupers Elomum Ketgubas |
7| Kesetimatne Knstrukst OB | 708
Fosr soamadiaos
o Redgabun Keselomann Nedgarow
Kurstrukss Arzs tmussen
Kauﬂoﬂl
LI T i S 2o,
Rt
]
Tvagrum Ks sesmviitan .
3 | Konamriai e I8
A 1 | Pelak ssncses 1w 0 L
g Penan
a:| Dewwiepesime Bodse | Torget | Actunt | pute | GUEEN BAE | pgyy | PR Keterangan
el
]
] 11 O Iftar Andtv femn
Koastrukw Annarecson
% LbarTamn)
pogt hars Dxyfurr hudy, foe
L Ll
" heTa Dxfint fasty, fem
mvtngl
K wtamitan Do hadie, o
Runstrud s bonsrwron
Safvly mostng
DSt
B Program
Pebutifiun sowalissi
Dlasurr <dasnt Aewe karmaton Oaftur e, foe,
Aonatrukn muteTs pristthan
[Ty re— Paftar hady, fe,
Romxsrubu mawr peatitan
e hadty, fom,
Teonguprgy Dharsesst masn peiatiban
our
Dot ging e rieh
. Permeribosen Ko hates dart petwerthsssn
Ao sttt
o Fenisghostan Daflor hudle. fom
i)
. T T kT
13 | EoSuTnams Frepn % N
Khuaus
@ Mrogram bAaves sema
_perencunaan
b OST
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.T Penan
'.'-r:'-" Podst | Target | Actual | Puter Mndthistor Suhes s Keterangan
-r - Ko
[ "o
Dukbasgan Krsrtanaies
Konavuksi ol Fusmi
o Peralatas
uu'u—-mu INGRIT &
ok a0
ssfat be oy
Sertyaal Av lntam
peraicnes Aumstruky Sernfivi=
L
Aimilan peraiaran s
dengven Dvar Permistan Fow
Lrams
T
Mo
Fengrimes materml swyor
Fow
£ tl'!r
0 [Pwmnant Anghat A P
Sbetwetfibnt sun
‘*"m-h" Dt Aesbagu s tunst
IMvtagas K seldarvann _—— g N e ey
Kosatruksd doan/ amu AN
KJ Kanstrah s
Nw'm L"'\;K Jumick peaganns bermeyfibar dun
Konatraksé daw/atau AR g rentang vwtan. e s tans
K Knsyworoatt of el poher i M Aetue ey
Shast Twtigas FIR Seraron: e T
.T Penan
'-'-m"-" Podot | Torget | Actunt | At Indthster Sabed m Keterangan
[ "o
Kranpthan INGETAN ARG, MALIETS
g dens
8 i e ann
STt periin be ek iran Mrwumptian Ivabiry e vfega, s tuss)
i Ketowetin T Sermetytibat SKT dart
» x Donlin/ e bagos et
s Wing hetienang
0% 10%
Lombear sumpwkon
Semuat femcnng jodue!
pang tnksh nygwke
Daftor halr, fom, S M PORCO Nl il
nosclem napekal
.
Lagwwun S nasit remiTi Antie!

Mgk

Do hady, fum e TenonT vl
o Audy L Masd) Aced napehn
iogging ndicarer —_—
[ [ Laguenn Mugasan
SR Kecokinmn
Konatruksl
om Jon Lagean Pulaan
Pumgntst it heep (PAK) Kovvioknan
Konsrubal
o~ 10% Lagoran Rusasan
Nevwhokaes
Mrnoemurms loghan,
v/ Aenatrukal
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z Penan
a:| Dewwiepesime Podet | Targer Puts ""‘;":’-"‘ Bane | G Keterangan
"o
]
TON os Lagwran Maissan
4 | Gangouss hvarmens Koveioken
- Kon sk sl
0% os Laywrun Pasavan
5 Tertageet pemgak® ok it Kevehrkmm
Avon Nonasrubal
Ferjormance Ratin | 100% | 100%
Pespinat Tertings Pebedaser Koostrukd Petigiwas Peke pann Petigguna Jass
Nama Pripetiu Jase
ad "t
Mama Lenglagn (Mamia Lenglogy N Lenghap)
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6 LAPORAN AKHIR KESELAMATAN KONSTRUKSI
Cover Dokumen

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
DI DIREKTORAT JENDERAL ........cccouuuuns

TAHUN ANGGARAN 20XX

DISUSUN OLEH:
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Kinerja Rencans Keselamatan Konstruksi (Rkk) Pada Pelaksanaan Pekerjsan

Memuat

o

kmena kesel

-421-
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konatruksi padn pelaksanaan pekerjoan setiap bulan selama satu tafhun pelaksanaan pekenaan

Tabel | Contoh Ringkosan Kinerja Keselamatan Kenatrukst Pada Prlaksanaan Prkenoan DX Lingkungen Dirvikdornt Jenderal XXX *

Indinatar Ind(kator
Ne. Pekerjaan Pengedia Nomar Waktu Pariod Kinerjs Negagalan X ._I o
Konstruked Jasa Kontrak Pelaksanaas Lending Magging Konstrukst
Indicatur} | indicater)

NB: Pengguna Jasa melapor kepada pimpinan tertinggl sesual hirarki
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6.2 Format Usulan Perbaikan Pekerjaan Konstruksi Sejenis

CONTOH
FORMULIR USULAN PERBAIKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SEJENIS

Nama Perusahaan : PT.......ciiiiiiiiinian.
Jenis Pekerjaan Konstruksi : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion
Alamat Pekerjaan Konstruksi Jalan ... Kabupaten...... Provinsi......
Waktu Pengerjaan : Tanggal/Bulan/Tahun
Pengguna Jasa & ...cieciniannaans

Kejadian Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

No (Yang terjadi sclama Pekerjaan {Nearmiss, Incident, Untuk Pckerjaan
Konstruksi) Accident) Konstruksi Scjenis

Pembuatan SOP

Kecelakaan Kerja yang Keselamatan Konstruksi
menyecbabkan Pekerja Pemasangan Safety Untuk K3 di gedung
1 Meninggal Tertimpa Besi Jatuh Net di Sekitar bertingkat yang
dari Lantai 2 Pengerjaan Gedung Bertingkat didalamnya terdapat
Gedung Standar Pemasangan
Safety Net

(]

Tempat, Hari/Tanggal /Tahun

Dilaporkan Disctujui Diperiksa Oleh Dibuat Oleh

Pejabat Pembuat Pimpinan Tertinggi Ahli/Petugas K3
Komitmet Pekerjaan Konstruksi Pengawas Pekerjaan Konstruksi
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403 2019, No.1690

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KESELAMATAN
KONSTRUKSI (RKK)

Susunan dokumen Laporan Pelaksanaan RKK terdiri dari:
* Cover Dokumen

* Halaman Pengesahan
* Halaman Daftar Isi
* Halaman Uraian dan Penjelasan Laporan Pelaksanaan RKK

www.peraturan.go.id



2019, No.1690 -424-

Cover Dokumen
[Logo Penyedia [Logo Pengguna
Jasa] Jasa]

LAPORAN PENERAPAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

(nama paket pekerjaan)
Lokasi Pekerjaan
Nomor Kontrak
Waktu Pelaksanaan
Periode Laporan
Kemajuan Pekerjaan
DISUSUN OLEH:
(Nama Penyedia Jasa)

www.peraturan.go.id
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Lembar Pengesahan

LAPORAN PENERAPAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

(Nama Pekerjaan Konstruksi)
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengawas Pihak Pengguna Jasa
Pekerjaan
Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Dibuat Oleh:

............................................................ Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama Jabatan) (Nama Jabatan)

ttd ttcl ttd

............................. (Namz Lengkap) {Nama: Lengkiap)

(Nama Lengkap) NIP:
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DAFTAR ISI

T D O IR BTN . R A s S s RS 269
Lembar Pengesaham .. i s i i sdiiniosasiisvissisiidississ 270
I AT A R BT i R R e S A G S e oo m
1  LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI....ccccciiiisiniiciniaiis 273
1.1 Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi ..., 273
1.2 Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja ..., 274
1.3 Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) .....ccuuiiiiiiiiiiienin 275
1.4 Formulir Daftar Peralatan yang ditagging.........ccccovimmiiiniicniiii, 276
1.5 Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi........ccoiiiiiiiniii, 277
1.6 Formulir Permintaan Uji Peralatan ......c..ccocicciiiiiiiiciiian, 278
1.7 Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian...... 279
1.8 Formulir Periksa Instalasi Listrik........cccccciiiiinn. 280
1.9 Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan. ..., 281
1.10 Formulir Lembar Periksa Scaffolding dan Tangga.......c..ccccoiiuenniiiinn 282
1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan ..., 283
1.12 Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)............. 284
1.13 Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat ...........ccccouiaennns 285
1.14 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD........ccccviimmmiiiieineniin, 286
1.15 Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan ..., 287
1.16 Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (Pre-Use

INSPBEIIONY isissancansosisiossassavesorssnsssnpsssssrsossssnostbosnsassssssssshesasssossbssaansnns 288
127 Forimttie: i Keri s s o b S e S R S ai i 290
1.18 Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA)291
1.19 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian ..o 292
2 LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI......ccccccviiiiniinin 293
2.1 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan ..........ccoiuens 293
2.2 Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian)............. 294
3 LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI......ccimiiiinaninins 295
3.1 Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan.......... 295
3.2 Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama

Pada KecelaKaan (P3K) ........c.veervierersoesisesernsessssssessssssessssssssosssss 296
3.3 Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ........cccccee. 298
3.4 Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat ... 299
3.5 Formulir Laporan Keadaan Darurat...........ccuiiiiiinn, 305
3.6 Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat............ccocooeniiiienn, 306
3.7 Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi. ..., 307
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3.8 Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja ............ccocienen.
3.9 Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja .............oin.
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1 LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

CONTOH

1.1 Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi
No. Dokumen| Tgl. Terbit
DAFTAR HADIR gt
[Losge Pereshuan) —
INDUKSI KESELAMATAN | No.Revisi | Halaman
Tanggal [kiybhyrtee] - Lokasl :
Pembicara x
2
Tanya Jawab
Kami yang bertanda tangan ¢l bawah inl elah mengert! tentang i dari pelatihan Induks| keselamatan yang telah
disampaikan, dan kami akan melakukan pekerjaan/aktivitas secara aman yang disyaratkan oloh Perusahaan seperti yang
telah dibahas selama pelatiban terscbut.
Daftar Hadir
No. Nama Posisi Tanda Tangan Ket
Dibuat oleh, Disetujui oleh,
[ted] [rtd]
[Nama lengkap) [Nama lengkapl]

www.peraturan.go.id
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1.2 Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja CONTOH

DAFTAR HADIR
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Tanggal

Bulan

Tahun

Tempat

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
Disetujui oleh, Diperiksa oleh, Dilaporkan oleh,
[Jabatan] |Jabatan] |Jabatan]
|Departemen] |Departemen] |Departemen]
[ttd] [titcd] [titcd]
[Nama Lengkap] |[Nama Lengkap] |[Nama Lengkap]
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1.3 Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) CONTOH

Form Tanda Tenma APD

TANDA TERIMA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
Bahwa nama yang tercantum dibawah o :
Nama

Poaisl

Instana)

Dengan ini akan bertanggung jawab atas APD yang dipakai dan akan selalu merswat dan
menggunazannys sesuai dengan pekerjsan.

Tonggs!

Fenerima APD, Pemberi AFD,

Sanksi kehilangsn APD sebesar 150% dari hargs
(50% jika melampirkan surat bukti kehilangan)

Catatan : Formulir ini hanya diberikan saat pemberian APD kepada pekerja
konstruksi.
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1.4 Formulir Daftar Peralatan yang ditagging

2019, No.1690

CONTOH

TAGGING PERALATAN
No. Tagging
Unit

Alasan Permintaan Tagging

1. Apakah diperlukan Grounding/Pertanahan : Ya/Tidak*

2. Apakah Grounding akan dipasang olch vang mengerjakan : Ya/Tidak*
3. Diamati Olch
3.1 Nama
3.2 Jabatan
4. Diberikan Kepada
4.1 Nama
4.2 Jabatan
5. Diajukan Pada
5.1 Hari
5.2 Tgl, bln, thn :
5.3 Waktu (jam) :
6. Dilaksanakan Pada
6.1 Hari
6.2 Tgl, bin, thn :
6.3 Waktu (jam) :

Catatan Khusus/Keterangan/Diagram Peralatan vang di-tagging

Yang Mengajukan Tagging,

Yang Menyetujui,

www.peraturan.go.id
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1.5 Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi

-432-

DAFTAR PERALATAN YANG DIISOLASL
Seaunl dengun Formuldlr Tagging Nomor

CONTOM |

No Noama Peralatan

Nomar Pernlatan

Poasat
(Openy/ Closel)

Ty Colour

Checkhist

Taggeng | Release

www.peraturan.go.id
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1.6 Formulir Permintaan Uji Peralatan

PERMINTAAN UJI PERALATAN

2019, No.1690

CONTOH

1. Jenis Inspeksi/Perbaikan/Pemeliharaan yang telah dilakukan:
2. Nama Peralatan yang akan diuji :
3. Jenis Pengujian :
4. Waktu Pengujian
Hari, tanggal, bulan, tahun

Waktu (jam)
5. Persyaratan/kondisi yang diminta
6. Dilaksanakan oleh

Bagian yang terkait
Listrik Instrumen Mesin

Informasi tambahan yang diperlukan

www.peraturan.go.id
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1.7 Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian

REKAPITULASI INSPEKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI HARIAN

CONTOH

No. | Jenis Inspeksi Konflisi Akt Penanggung °

Baik/Buruk Jawab Inspeksi
1 Safety Patroli Baik/Buruk
2 Scaffolding & Baik/Buruk
3 | APAR Baik/Buruk
B Persediaan APD Baik/Buruk
5 Medical Karyawan Baik/Buruk
6 Dst Baik/Buruk

Catatan : Jenis Inspeksi disesuaikan berdasarkan Jenis Pekerjaan.

Disetujui Oleh, Dibuat Oleh,
Management Representative Pimpinan UKK Konstruksi
Tanggal: Tanggal :

www.peraturan.go.id



-435-

1.8 Formulir Periksa Instalasi Listrik

2019, No.1690

CONTOH

Jenis Instalasi Listrik

Jumlah

Kondisi

Baik

Buruk

Keterangan

Disetujui Oleh:

Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi

Dibuat Oleh:

Petugas keselamatan konstruksi
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1.9 Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan

Lembar Periksa Patroli Keselamatan
(Safety Patrol)

Hari/Tanggal/ Tahun: .....cccccoumeiernncnenencnsnenenns CONTOH

Area Pekerjaan:

Item yang akan Diinspeksi Baik Tidak Keterangan

1.

Alat Pelindung Diri (APD)

1. Pelindung Mata / Safety Goggles

2. Sepatu Keselamatan ; Safety
Boot

3. Topi Keselamatan / Safety Helmet

4. Sarung Tangan / Safety Hand

Gloves

5. Pelindung Telinga / Safety Ear
Plug

6. Pelindung Pernafasan/ Masks

7. Sabuk Keselamatan ; Safety Belt

8. Kap Las / Welding Cap

Rambu-rambu Keselamatan

Perilaku Para Pekerja

Pengoperasian Alat

alplen

.

Pelaksanaan Pekerjaan

Hal-hal lain yang berbahaya (fasilitas atau perilaku pekerja):

Disetujui Olch: Diobservasi Oleh:

e ———— Petugas Kesclamatan
Pimpinan UKK Konstruksi
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1.10 Formulir Lembar Periksa Scaffolding dan Tangga
CONTOH
Lembar Periksa Scaffolding dan Tangga
Harl [Tanggals: .. aumasimasimiis, Lokasi: ....cccoevvnnnnnee
Unhik Peloerfanm: s nnsnannnnnnsnng
No. Item yang akan Diinspeksi Baik | Tidak | Keterangan
1 Apakah  material (bahan  pembuat)
" | scaffolding dan tangga dalam kondisi baik?
2. | Apakah landasan scaffolding telah level?
3. | Apakah scaffolding telah tegak lurus
4 Apakah sambungan pipa dalam kondisi
" | baik dan diikat dengan clamp yang baik?
5. | Apakah pipa horizontal telah level?
Apakah tersedia platform yang kuat?
6 Jika menggunakan papan, apakah papan
" | tersebut dari bahan yang kuat yang telah
diikat dengan aman?
_. | Apakah tersedia handrail dalam kondisi
| baik?
8. | Apakah tersedia tangga yang kokoh?
9. | Apakah clamp dalam kondisi yang baik?
10 Apakah  scaffolding telah  diberikan
" | braching?
Apakah clamp putar hanya digunakan
11. : )
pada braching?
12 Apakah ketinggian scaffolding lebih dari 2

meter?

* Sebelum digunakan harus diberi ‘-Tag OK"

terlebih dahulu. Jika tidak

ada jenis pekerjaan yang membutuhkan scaffolding maka formulir ini

tidak perlu diikutseratakan.

Disetujui Oleh:

Nama:
Jabatan:

Diinspeksi Oleh:

Nama:
Jabatan:
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1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan

Lembar Periksa Tabung Pengelasan CONTOH
(Acetylene & Oxygen)
Hari/Tanggal: ... .o, Lokasi: ....cooviunanne.
Untuk Pekerjaan: ... .iiiiiisiiiisiiisiien
No. Item yang Akan Diinspeksi Baik | Tidak ]| Keterangan
1. | Apakah kondisi tabung dalam keadaan baik?
2. | Apakah regulator dalam kondisi yang baik?
3. | Apakah selang/hose dalam kondisi baik?
4. Apakah tidak ada kebocoran pada kerangan?
5 Apakah tabung bertekanan pada posisi berdiri
¥ tegak dan diikat pada tempat kuat/sesuai?
Apakah tabung dipisahkan antara yang
6. kosong dan yang masih berisi serta dibeni
label?
& Apakah tabung yang tidak digunakan
- dilengkapi penutup yvang baik?
a Apakah kondisi cutting torch dalam kondisi
° | yang baik?
9 Apakah hose yang akan digunakan dilengkapi
* | oleh Flashback Arrestor?
10. | Apakah ketika digunakan discdiakan tabung
" | pemadam api>
Apakah ulmng dipisahkan (ditempatkan
11. | secara khusus) dari bahan-bahan yang mudah
terbakar?

* Sebelum digunakan, tabung acetylene / oxygen harus diinspeksi
terlebih dahulu. Jika tidak ada jenis pekerjaan yang membutuhkan
pengelasan maka formulir ini tidak perlu diikutseratakan.

Disetujui Oleh:

Nama:

Jabatan:

Nama:

Jabatan:

Diinspeksi Oleh:
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1.12 Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) CONTOH

Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Hard T angpal s iiiiiisasesase
L A

No. Item yang akan Diinspeksi Baik | Tidak Keterangan

1. | Restraining Wire

Kawat Segel

V]

Pin
Pin

3. | Pressure Gauge

Penunjuk Tekanan

4. | Cartridge Condition
Kondisi Catridge

5. | Cemichal Powder
Tepung Kimia

6. | Hoses Condition

Kondisi Selang

Bottle Condition

~I

Kondisi Botol

Sebelum dipasang pada tempatnya, Box Fire Extinguisher harus diberi
"Tag"

terlebih dahulu.

No. Reg. APAR : Tgl. Inspeksi / Oleh :

Petugas Keselamatan
Konstruksi:
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1.13 Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat CONTOH

Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat

No. Polisi / Police Merk / Type
Perusahaan / Jenis /| Model
= | Company
® | Tahun / Year Bahan Bakar/
(3] Fuel
2 KONDISI KETER
URAIAN BAIK | TIDAK | ANGAN
1 | Sabuk Pengaman / Safety Belt
2 | Rem / Break
3 | Rem Tangan / Hand Break
4 | Alat Pemadam Api Ringan / Fire
5 | Segitiga Pengaman / Triangle
6 | Kotak P3k / First Aid Kit
7 | Dongkrak / Jack
8 | Kunci Ban / Wrench
9 | Kaca Spion Kanan & Kiri / Side Mirror
10 | Lampu Besar / Head Light
11 | Lampu Kecil / Small Light
12 | Lampu Sign Kiri & Kanan / Signal
13 | Lampu Mundur / Reverse Light
14 | Kabel-Kabel / Cables
15 | Penutup Kepala Battery / Battery Lock
16 | Ban / Tire
Kondisi Alat Mobilisast/Alat Berat Secara | ..,
Umum: . 20...
Diperiksa oleh / Inspected
by:
Petugas Keselamatan
Konstruksi
Tgl. / Date :
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-441-
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CONTOH
Lembar Periksa Persediaan APD
Hari / Tanggal D S e SR a0
Lokasi R ST Cr
Kondisi
No. Jenis APD Jumlah Keterangan
Baik | Buruk

1. | Pelindung Mata / Safety Goggles
5. | Sepatu Keselamatan / Safety Boot
3. | Topi Keselamatan / Safety Helmet

Sarung Tangan / Safety Hand
4. | Gloves

Pelindung Telinga / Safety Ear
S. | Plug
6. | Pelindung Pernafasan / Masks
7. | Sabuk Keselamatan / Safety Belt
g | Kap Las / Welding Cap

Alat Pemadam Api Ringan |/ Fire
9. | Extinguisher
10, P 3 K / First Aid Kit

11,

Tandu / Stretcher

Disetujui Oleh:

Pimpinan UKK

Dibuat Oleh:

Personel K3 Konstruksi
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1.15 Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan CONTOH

Lembar Periksa Medis Karyawan

HarifTanggal: .....ccoocimiiiinnnann,

No.

Hasil Pemeriksaan

Sehat Tidak Sehat

Jabatan :

Lihat record terlampir
Dibuat Oleh:

Nama
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1.16 Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (Pre-Use
Inspection)

CONTOH

Kondisi
Jenis Alat Jumlah Keterangan
Baik | Buruk

Wadah Penyimpanan Bahan
dalam kondisi baik (tidak
bocor/rusak)

[N]

Wadah penyimpanan bahan
memiliki label yang jelas

Tempat penyimpanan bahan
bersih dari cecersn bahan

Tabung gas disimpan dalam
posisi berdiri tegak

Tabung gas kosong diletakkan
terpisah (diberi label)

Disediakan bahan penyerap
tumpahan di ruang
penyimpanan

Alat pengaman peralatan
terpasang pada tempatnya

Peralatan dalam kondisi baik
dan telah diperiksa sebelum
dioperasikan

Kondisi sekitar peralatan
bersih dari ceceran cairan
berbahaya

Peralatan yang dalam
perbaikan dieri penndaan (tag
out) yang jelas

Tombol darurat tersedia dan
berfungsi dengan baik

Instruksi pengoperasian mesin
terpasang

Disetujui Oleh: Dibuat Oleh:

Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi Petugas keselamatan konstruksi
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Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan

CONTOH

FORMULIR TINDAKAN PENCEGAHAN (TP)

Potensi Ketidaksesuaian

No. TK

Unit Kerja

Tanggal

Tanda
Tangan
Penanggung
Jawab TK

Analisa Potensi Ketidaksesuaian:
[JAlat
[0 Bahan / Material

[0 Orang [JProses []Lingkungan

Nama

Penganalisa

Tanggal

Tanda
Tangan

Rencana Tindakan Pencegahan:

Pelaksana

Target
Waktu

Tanda
Tangan

Disposisi
Tanda
Tangan

Verifikasi Tindakan Pencegahan:

Nama

Tanggal

Tanda
Tangan
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CONTOH
1.17 Formulir Izin Kerja
IJIN KERJA
PEKERJAAN PENGGALIAN > 2M
_____—Ten:ma_nnmh_zm (dlisl oleh pelaksana terkalt pada lokas! ll!lmll
Céminta olen IN.\n'.a Subkon l.\.rrlar personit 5
Nama pesonil -
1 8. | 3 |
2 o. 10
3 5 4 7 > 11 11
| 4 3 & ¢ 2 3 1 -3 1.0 L — S ——
Jeriis pekodaan e |Pexenaan dignkan cimwsal paca
Lokos| pekeriaan Tangg s/d
Peralatan yang dgunakan Mulay poss
Selesal pukad
Catatan fain
Chechlist keselamatan (dlisl oleh petugas K3 dan atau ahli K3)
YA [T va o
| __Apakah rencana keeia sudah ddiskusikan ? 9 Apakah barikaceitanda peringatan sdn dipasang?
2 Apakah pekerja sah dielaskan bahaya yang 10 apakan peru lampu penerangan? | L
aca? 11 Aoakan fuang gatan cho utk ruang g Eeaa?
3 Apahan pexena s Eﬂ:l:mnr‘ 12 Apahan tangga. tall dan pengamanan lainnya sdh
4 Apakan Emamr g :lllur\.unn suttah ayak? S=rsedial
5 Apakan Jenis tanah sch dketahul? 13 Apakah sdh n!l'ﬂm :t'm untuk m:rﬂm.?
€. Apaktan muka air tarah diketaras7Aoakah ada | 18 Apakcah lokas! ada ol area Wiy intas umum?
| rembesan calamgalan? 0 o 17 Apaiah jamk buang cukup aman ? 0 .
7 Apaiai sdh ¢iiskus an penyelsdian tanan?
& Apakan ada jakr instalas) (Istnk gas, 1)
Galam gaflan?Apakah sdh damankan?
APD yang wajib dipakal :
:Imr.-!y shoss D:mw nedim Dnmy Deft Duru-q tangan | | G e e B =5 4 K1
(D S SN S SN AN SN NN SN SN S e e e e ]
Pengesahan dan penerimaan iJin kerja
Pelaksana Petugas K3 Subkontrakiar / Mandor
Nama - Nama i: Nama =
[Tancatangan = | JToncatangan Tandn CHES SN NN NNL S BN O
Saya setuju dengan semua kondisl sesual (fin kerfa untuk melaksanakan pekerjaan
Subkontraktor / Mandor
Nama s | Tanggal =
| Tanca tangan : Wakty - L8 g p i}

www.peraturan.go.id
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118 F llr Analisis Keselamatan Pekerjaanyfob Safety Analysis (15A) CONTOH
Nama Pekerjn Dui numa poisena) o .
Prtugawes Peke gaan [Isé mams praguwas
Namn Paket Pekerjaan ! Oalian Yanah pesrria
Tanggal Pekerjaan 1 DDMM/YYYY - DD/MMYYYY D putre e n [lat mama degsariemen
t Pelindung Dirt yang diperhskan untuk melaksanakan pekerjaan
Helm/ & ‘&Z:z Helowt Rompi Keselumatan | Safety Vest 8 Pelindung Wagah/ Face Shield lain-lodn / Others .,
O Sepatu/ Pelinduny di ketinggian/ Full Body Hemess Penutup Telinga / Ear Mufs latn-lain | Othery ......
S&nmlhngln/sdnyahn K n / Safety (i Bkn)umhn 'I‘blmgu[&r?hq
Masker Pernafasan / Respiratory D Baju kerjn lal/Appnm Inin-lain / Cehers ...,
Dhmalibhan slets Ditirgmu ulsng oieh
Ty o ey )
| ; ; | | ; b : ) -
e Juns Ank K2 Kunstruke ALS Tekssh Terkas ! Penyedia Jusa '
Angpta Tin | | | i | | | |
Reternogun
U pelorrian yaig s LA SN JOTRENJUGIAT WALES Svtges Lasas il sne vages hast Mol S pemproctalian yary sas maks dagat s b pe
Abik Trhoah wertons rgahern ARD Tekrde s Sedmagmw/ Prostggrangivwss frmes
= Swmtafed tnkaia APK AP sarus hevdasartan stander an) ey Prratures jerntaigen seeasl leiges nghet rieks teal cteritfiisel Sefiare
CONTOM
1.19 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harlan
Mems Koetraktor) | [e—To—
Mams Pekarjsan Kaastrukal] | =TT T
INSPEEST HARIAN
Rh/bb/ e
nO URAIAN LOKAST BAHAYA PENGAMAN REKOMENDASI
T )
»
1| Qusan tanuh duser | jmtuh 0 ditithien
3 | Pembestian & = - m SEoteaan
b jamuiban . Palial APD yg Sbtinan
i itk L sl APD sy Siiian
ARDSEN. 'Y (R30S L Pateol APD vy Sbavion
1_| Pengecorun galiun [ v Palial AFD vy @ibOukan
Yorjmtiihan . Peial AFD yy statkan
Raks tevhin . Padiat APD) vg Sbeboican
tangan terhses - Padoal AFD vy dibebocan
4 | Degrwting Ealles Jaruhy v Faknt AFL) YE disekan
[y ¥ Paleai AFD yx @behikan
Nale) te (D 2 Paal APD yx aiRehkan
LAIT) Y Baiul APD vy @bthian
3 | Mennwaree pecslatan  lapungan | jerol ¥ Pakai APD yg Sboukan
 Joe vy luan X Petal AFY vy sttabion
keakui brrhdra * Palea: APD yg ddttban
1ADgan te e X Pakal AFD Yx ©hehian
JAKARTA, hh /bbb
Mengerstnil, Dibust olety,
Pammpes Tertmgg
Pekegisan Koosenaks
| [Nams Lenghop| |Panna Lenghogy
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1 LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKS! CONTOH
211 K lir Dnpekai Kenelamatan Konstruksi Mingguan
Rt %
Name Pelerjann Koastraksl] [TPyeen—
INSPERSEI MINGGUAN
PERIODE! b /Bh/ et « Wl /Wb fouer
WO | NAMA/JENIS PERERJAAN WAMA | LOWAS SARANA/TENGAMAN | STATUS |  REKOMENDASI
[BARAN/NIAT 1 SUNKON JARQ DICUNRANAN | YA | TIDAR
] fimban poecdan Yusti imnal tasar rambng »
Elm v Pakss APMD b 4 wiinhikan
sepatyy g
3 ettt stan aa- I:gz v —
gt v Tk ATD yg dibthioan
beaurs langan v Pabs APFD vg dibsthicns
3 ”"g"‘"‘ﬂ Antan m . -
o peatli v Pahst AI'D v A0t ham
4 Menmaanee peraiatan sutang hlin v Pakss AMY yg ditetbibom
SICIREM LEUR J
kans langan v | Pakas APD v shilsthibnn
. T FTOPN | aasan = v | Pk AFD vy tlistimn
[y ¥ Pabhad APD vy dibthibown
[r—— Bbf bl
Ditesat wich,
blutsatan)
Numa
Lenghiuy
ﬂw
2 2 Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian) CONTOH
RALA RAFAT
[—
—— e e
~—ewe
et et s wme
prespery
- [—— [—— e - o~ ——
——— -
[N, e
L
Catatan ! Laporan Mingguan inl merupakan relapstulast per lnhan yang terdapat di lapocan hartan, fka tidak

terdagat temauan, maks totap dilapockan dengon ixtan * Nihil * dan dolcumen tetap harus ditands tungant
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LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

b K "

Lai Bal

JUDUL LAPORAN - SASIL INSPEXS! MINGOUAN

FORMULIR LAPORAN INSPEKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI BULANAN

AR TANGGAL
LAPORAN SULAN
N TEMOAT HARVTANGEAL TEMUAN AWAL HENCANA DENBARAN FERBAKAN FOTO SEBLLUM PERBAIRAN m&“ W‘U"
1| sAGIAN OFXE SENIN/DR JUNI 2018 KOTAK DI RUSAK PERBANAN XDTAK 03K
2
]
4
3
.
DAAPOREAN DOSETUAN DIPERKSA CRUAT DU
PETLGAS/AML KESLLAMATAN
PEIABAT PEMBUAT KOMITEMEN PIMPINAN PERLSAHAAN CONSULTAN PENGAWAS ROMSTRLNS!
12 Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan P Pada Kecelak (PIK)
LAFORAN KOTAK P3K BULANAN
MIDUL LAPORAN | LAPCRAN REKASITINAS KOTAL F3K BULANAN
AR TANGGAL
LAPORAN SULAN
[T
NO JENIS ALAT TIMPAT TUMAM
[ WLSAR
1 JASA STERIL TERBUNGEUS OFFICE 2 1 2
T PERRAN (LEBAR 5 CM) OFFICE F] 2
5 PUABAN (LLRAR 10 CW) EIIN) 2 F)
4 PLESTER (LESAN 125 CM) 2 2
S PLESTER CEPAT/HANSADLAST 0 F]
b BARAS 2SGRAMY 1 3
7 AN SEGTOAMITTELA 2 2
' PUNTING 1 2
s pin 12 F)

www.peraturan.go.id
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W BASUNG TANGAN SEXALI PAKA] (PASANGAN) : 2 1
CONDIS
NO NS ALAY TENPAT MU
BAIR RUSAK

11 MASKER F] ?

12 piesey ] 2

15 FELAS UNTLX CLC) MATA 1 2

16 FANTONG PLAST EERSIH 1 )

15 POUADEVLAR SAUNL/BOCRWATER (100ML) 1 ]

16 PROVIDOM ICCINSETADINE [LOMS) 1 2

17 PAADMDL 70 % 1 3

» F.ll\l PANDUAN 7 5€ OF TEMPAT (1A i 3

15 PURU CATATAN 1 )

30 [OATTAR [ KOTAK 1 ]

DIATORKAN DEETUR prremnss PR
TRTUGAS/ AHLE

PELABAT PEMBUAT ROMITMEN

PIMPINAN PERUSAHAAN

-
-
-
3
-
.

Pemadam Api Ringan (APAR)

RONEULTANPENCAWAS KESELAMATAN KONSTRUSKS!

LAPORAN KOTAK ALAT PEMADAM API RINGAN BULANAN

JUDUL LAPORAN | LAROSAN REXANTULASI ALAT PEAMDAA Al HNGAN

BLILANAN
MARL Y ANGGAL
LAPDRAN BULAN
EINLA
NO JENIT ALAT Lalal SERAT TIMPAT " WONTEN KETERANGAN
1 Apan A 0 ornc 3 | MBURUK DIPASANG DIDEXAT FINTL MASUK
3 ﬁm A 1 l._D Of hicx 3 INHIUIUI
3 APAZ A 5 0 OFFICE 7 | BUNBURLX
s Jama PY T T 2| sammumue
5 | AMa * 586 GENSET 2 | BABURUX
5 |Ama A S8 GENSET 3 | suwBURLK
’ ADAN A S w0 TANGA BENSIN A | SABURLK
5 1 AbaA A L6 TANGAI BENSN 3 | BALBURLK
A s ANGal Ben Sabums
L APAT A 30 TANGK] BENYIN 1 | sABUnUX
o] Am A J0 Ko TANCA) BENIN 1 | SABusux
DILAMOSAN

PEIASAT TEMBUAT KOMITMER
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34 Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat

LAMPIRAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ORGANISASI TANGGAP DARURAT

1. DIREKTUR

1.1. Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat

terjadi keadaan darurat.

1.2. Menjamin Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat dapat
diterapkan di lapangan.

1.3. Menjamin adanya peningkatan pengetahuan mengenai pendidikan
maupun keterampilan dari seluruh anggota yang masuk dalam
Struktur Organisasi Tanggap Darurat.

14. Menjamin adanya upaya rehabilitasi/pemulihan keadaan akibat
keadaan darurat yang terjadi dan dapat ditangani, baik terhadap
personil maupun material.

1.5. Memberikan informasi perihal keadaan darurat yang terjadi kepada
pihak yang berwenang.
2. KOORDINATOR/KETUA TIM TANGGAP DARURAT (TTD)

2.1. Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat
terjadi keadaan darurat.

2.2. Bertindak sebagai Pimpinan Operasi Tanggap Darurat.
2.3. Melokalisir keadaan darurat yang terjadi agar tidak meluas.

2.4. Melaksanakan instruksi dan melaporkan keadaan darurat yang
terjadi kepada Direktur.

2.5. Mengadakan konsultasi dan melaporkan setiap perkembangan
keadaan darurat yang terjadi kepada Direktur.

2.6. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk
mencegah atau memperkecil kerugian baik jiwa maupun material.

2.7. Mengkoordinir kegiatan penanggulangan keadaan darurat yang
terjadi dalam bentuk pemberian instruksi mengenai tindakan-
tindakan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Tim
Tanggap Darurat,

2.8. Mengumumkan keadaan darurat aman setelah keadaan darurat
yvang terjadi berhasil ditanggulangi serta dinyatakan selesai.
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Memberikan informasi perihal keadaan darurat yang terjadi kepada
pihak yang berwenang apabila Direktur berhalangan.

WAKIL KOORDINATOR

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat

terjadi keadaan darurat.

Bertindak sebagai Pimpinan Operasi Tanggap Darurat sebelum
Koordinator Tanggap Darurat berada di lokasi kejadian.

Melokalisir keadaan darurat yang terjadi agar tidak meluas.

Melaksanakan instruksi dan melaporkan keadaan darurat yang
terjadi kepada Koordinator Tanggap Darurat.

Mengadakan konsultasi dan melaporkan setiap perkembangan
keadaan darurat yang terjadi kepada Koordinator Tanggap Darurat,

Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk

mencegah atau memperkecil kerugian baik jiwa maupun material.

Mengkoordinir kegiatan penanggulangan keadaan darurat yang
terjadi dalam bentuk pemberian instruksi mengenai tindakan-
tindakan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Tim
Tanggap Darurat,

TIM PEMADAM KEBAKARAN

4.1.

4.2.

Melaksanakan proses dan upaya untuk pemadaman api baik akibat
kebakaran maupun peledakan.

Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

TIM P3K/EVAKUASI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Melaksanakan proses dan upaya P3K beserta kelanjutannya
terhadap personil yang mengalami cedera/luka akibat terjadinya

keadaaan darurat.

Melaksanakan proses dan upaya evakuasi terhadap personil saat

terjadi keadaaan darurat.

Menuntun dan membimbing personil ke tempat berkumpul/tempat

evakuasi saat terjadi keadaan darurat.

Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.
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6. TIM PENYELAMAT DOKUMEN

6.1. Melaksanakan proses dan upaya penyelamatan terhadap dokumen-
dokumen yang ada dan perlu diselamatkan untuk menghindari
kerusakan atau kehilangan saat terjadi keadaaan darurat.

6.2. Melaksanakan proses dan upaya penyimpanan sementara serta
pengendalian terhadap dokumen-dokumen yang telah diselamatkan
saat terjadi keadaaan darurat.

6.3. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

7. TIM KEAMANAN

7.1. Melaksanakan proses dan upaya pengamanan terhadap semua
lokasi yang ada saat terjadi keadaaan darurat di lingkungan
pekerjaan konstruksi.

7.2. Melaksanakan proses dan upaya pengamanan terhadap semua
obyek yang vital dan memiliki risiko kerusakan yang besar saat
terjadi keadaaan darurat di lingkungan pekerjaan konstruksi.

7.3. Melaksanakan proses dan upaya pengamanan terhadap personil
baik yang sedang berada di dalam maupun yang akan keluar
dan masuk ke dalam lingkungan pekerjaan konstruksi saat terjadi

keadaan darurat.

7.4. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

8. TIM PENANGANAN PENCEMARAN

8.1. Melaksanakan proses dan upaya penanganan terhadap segala
bentuk pencemaran yang terjadi saat keadaaan darurat agar supaya
tidak membuat kerusakan pada lingkungan sekitarnya.

8.2. Melaksanakan proses dan upaya penanganan terhadap segala
bentuk pencemaran yang terjadi saat keadaaan darurat agar supaya
tidak membawa dampak bagi keselamatan dan kesehatan personil

yang ada sekitarnya.

8.3. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga
pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

9. PETUGAS CONTROL ROOM
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9.1. Menerima laporan keadaan darurat dari personil yang menemukan
adanya keadaan darurat di lingkungan pekerjaan konstruksi.
Memberikan dan meneruskan laporan adanya keadaan darurat
kepada penanggung jawab yang telah ditentukan untuk segera dapat
ditindaklanjuti.

9.2. Memantau dan menjaga kestabilan operasi perusahaan yang sedang
berlangsung saat terjadi keadaan darurat.

9.3. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga

pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah
ditentukan.

. PERSONIL

10.1.Setiap personil harus siap, sigap dan tanggap pada saat
diberitahukan jika di Site Project di lingkungan pekerjaan
konstruksi. terjadi suatu keadaan darurat.

10.2.Setiap personil harus tahu prosedur untuk mengatasi keadaan
darurat dan nomor-nomor penting yang harus dihubungi jika terjadi
keadaan darurat.

10.3.Setiap personil yang menemukan suatu kondisi darurat harus
berusaha semampu tenaga untuk menanggulanginya apabila tidak
mampu harus segera melaporkan pada penanggung jawab yang telah
ditentukan.
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DAFTAR TEMPAT EVAKUASI

Tempat
No. ] Lokasi Lingkup Area Ket.
Evakuasi

No. Form :
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JADWAL PELATIHAN/UJI COBA TANGGAP DARURAT

2019, No.1690

CONTOH |

- Yahum:
Nama Pelatihan /UjI ah | Bagian | _
e Coba Pesarta | /Tim e s
Feob Mar Mel[Jan[Jul Okt | Now|Den
No. Form
Dibunt Oleh, Mengetahut,

[Petugns Keselamatan Konstruks!/Ahl X3 Konstruloss)
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3.5 Formulir Laporan Keadaan Darurat
CONTOH
LAPORAN KEADAAN DARURAT
HARI/TANGGAL | | JAM |
LOKASI UNIT
PENEMU
BAGIAN
KEADAAN
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
HARI/
PENANGANAN OLEH TANGGAL
JAM
MENINGGAL
JUMLAH KORBAN
BERAT
JIWA LUKA-LUEKA
RINGAN
PERLU PERTOLONGAN POLIKLI
RUMAH SAKIT NIK
JUMLAH KERUGIAN BANGUNAN &
MATERIAL FASILITAS
LAIN-LAIN
KA Kam/Dan Ru Dinas/VP... |KETUA TTD | SEK. P2K3 MR
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Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat

DAFTAR NOMOR TELEPON PENTING/DARURAT

CONTOH

2019, No.1690

No.

Nama / Instansi / Lembaga

No. Telepon

Ket.
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37 Lapocan Bulanan Kecelakaan Konstruksi.
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Perinde Laporan Nama Pekerjaan Konstruks -
Pembuct Lapormn Tangyol 3 m
Tewit deniw AvmiA

N P Tampgert | Jenin Pobermas Pvngesan

i Four Aut Casen

2 Nedows' Coses

F | Pty

“+ Twar Nove

3 Nobwad aron

& | Prapory Damagy

7| et ACT 7 Unsage Conaiion

v Rerwmahnin Alat Borar

u RKsmar Kehdaugun

10 | Ketahan l-mwumm

17 | o5y

Nezgaa, UKK

Mams Ivrywtta Seae

INana Lomigtme

Magaass Twrrgg: Msneen Cassmide

Tragawes Fbetjaae

Nama Nrymtts les

~ "

R BT Masns Lovgbap
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Penjelasan Tabel Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi

Data : Kondisi atau konsekuensi yang
ditimbulkan akibat kecelakaan
konstruksi

Total Kejadian : Jumlah kasus kecelakaan
konstruksi

Tanggal ! Waktu terjadinya kecelakaan
konstruksi (tanggal, bulan,waktu)

Jenis Pekerjaan : Kegiatan pekerjaan konstruksi
pada saat terjadi kecelakaan

Jenis Kecelakaan : Kecelakaan konstruksi yang
terjadi

Penyebab : Penyebab terjadinya kecelakaan
konstruksi

Jumlah Korban : Jumlah korban yang diakibatkan
kecelakaan konstruksi
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3.8 Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja

CONTOH

PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

NO SUBYEK URAIAN
1 | IDENTITAS
1.1 Nama

1.2 Nomor Induk Dinas
(NID)

1.3 Bagian

1.4 Jabatan

1.5 Jenis Kelamin

1.6 Lama Bekerja

|

AMNESIA

2.1 Keluhan

2.2 Riwayat Penyakit

2.3 Riwayat Penyakit
Keluarga

2.4 Riwayat Pckerjaan

HASIL PEMERIKSAAN
FISIK

HASIL PEMERIKSAAN

RADIOLOGI

HASIL PEMERIKSAAN

LABORATORIUM

HASIL PEMERIKSAAN

PENUNJANG TERMASUK

BIOLOGICAL
MONITORING

-l

HASIL PEMERIKSAAN

PATOLOGI ANATOMI

PERBANDINGAN DENGAN

HASIL PEMERIKSAAN
AWAL

PERBANDINGAN DENGAN

HASIL PEMERIKSAAN

BERKALA/KHUSUS
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39 Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja

DATA STASTIK KECELAKAAN KERJA
. ——— T PERNSENR RATE AT NE
| e e e E
bl _"‘:. . _'f:"""__‘ g = et | g et s EPUAANAN O
— v | mvng | TR | | et | o [TANA] s waay
=‘ ErhiL
1 | dssvam o dns be i Ciae o lown) deg * o Il 20 s < J
2 0 [ Lam . " Dhe ) tat b S l S I o g (0
(N =l S — g P
i . el Sl L det o el
L] - = = bt | e - - s po
L L = = - bt | b - o) = o |
A U b | bee - =
o | aseree g —_— —_— ﬂ
L] P [oeg . [
. _|ouresss | o | = boe | bee - - o | soe) —
LL ool o ! St bt | han S ey =
[

PRI oL THNUAT OLEN

AN xR ALLLPETOGAS KO KOMSTRURSL

PENJELASAN TABEL DATA STATISTIK KECELAKAAN KERJA
¢ STMB : SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA
¥ CONTOH | PERHITUNGAN MANHOUR PEXERJA BULANAN

e JUMLAH PERERJA | 100 PEKERJA
e JUMLAH MANHOURS /JAM KERJA BULANAN : JUMLAH PEXERJA (100§ X JAM KERJA HARIAN {8 JAM KERJA) X HARI KERJA BULANAN
{26 HARI KERJA) : 20,800 MANHOURS BULANAN
* CONTOH | PERHITUNGAN KERUGIAN MATERIL
o JUMLAM HILANG HARI KERJA | 3 HANI |1 PERSONIL
o JUMLAH OAJI HARIAR PEKERIA © Rp 4.000,000,00 / 26 HARI (HAR] XERJA| | Rp. 153.000.00
e JUMLAM KERUGIAN MATERIL : Rp 2.000.000,00 (RUSAKNYA ALAT PERALATAN KERJA
¢ JUMLAH KERUGIAN TOTAL - 3 HARI WUMLAH HILANG HARI KERJA) X RP 133,000,00 (OAJ] HARIAN)
+ Rp. 2.000.000,00 (KERUOIAN MATERIL) : Rp.2.459,000,00 UUMLAH TOTAL KERUGIAN)
KEMILANGAN MATEK]! BERUPA KENILANOAN KERUGIAN JAM KERJA KARYAWAN DAN KERUGIAN MATENIL LAINNYA
¢ NLTI: NON LOSS TIME INJURY (KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK MENGAKIBATKAN HARI KERJA HILANG|
¢ LTI LOSS TIME INJURY | KECELAKAAN YANG MENGAKISATKAN JAM KERJA HILANG)
< FK | FREKUENS] RATE (RATIO UNTUK MENGIDENTIFIXAS] JUMLAN CIDEKA YANG MENYEBANKAN TIDAK DISA BEKERJIA PER SEJUTA
JAM PEKERJA}
e TOTAL KEHILANOGAN JAM KERJA - 72 JAM DARI 2 KEJADIAN KECELAKAAN KERJA
* TOTAL MAN HOURS : 30.800 JAM KERJA
o PERHITUNOAN : 72 UAM KERJA HILANG) / 20,800 QJUMLAH MANHORS) X | .000.000 [SATU JUTA JAM KERJA| © 2331 JAM KERJA
¢ SR : SEVERTY RATE | RATIO UNTUK MENGIDENTIFIKAST HMILANGNYA MAR] KIERJA PER SEIUTA JAM PEKERJIA|
o CONTOH - HASIL DAKI SR SENSESAK
* TOTAL KEHILANOAN HARI KERJA : 9 HARY
e TOTAL MAN HOURS | 20.800 JAM KERJA
* PERHITUNGAN ' 9 [HARI KERJA HILANG| / 20,800 (JUMLAH MANHORS)] X 1.000.040 [SATU JUTA JAM KERJIA) : 432 JAM KERJA /18 HAKI KERJA
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3 10 Formulic Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan

LAPORAN TINDAKAN PENCEGAHAN BULANAN

TENRAT WARTU REMADAN UMTYANG | ARSAT | TINGRGAN CE FOTO STRELUW
WO | NEIADIAN | NAMA/UMURASATAN | (HARVTANGGAL/TAHUM] | KRONOUDGES KEMATIAM TERUBAT CEUACIAN | PERSAIGAN FPERBANAN FERRAIAN FOTO PESSAIAN
ADANYA
PERABAAN
AN DAITAR
TENAETRUM KARES YAMG FUNGICIRAN coan
1 LERTINAL ALANZY/PETUGAS MYW:I’ WUSAK De 3a00N mm':“ DLU’W DISELUNUM | PENGECERAN
PENYANEUNG WABEL D¢ CASML AL
AREA AREA
PERERIAAN
MAMYR PLVASANGAN
HAMPMR TERXKENA PEMASANGAN
BAGAN CAMIV G T RAZAN TIANMEPA NET 04 AL
L LANTM 2 RIPERARIA SEPTEMBER/ 2000 w PENGECOMMN BES ANEA LANTA
ATAP O AREA
JATUN p ]
3
]
DO ATORKAN DT DRrAoN PRRTATORRN
: s T PETUGAS/ AN
PFEIABAT PRMBUAT XOMITMEN TOPIEAN TURVBASAAL RLT TGS KESEEAMATAN KCPRNTHLIKN
3,11 Formulir Lap Periksa Lingh
FORMULIR LAPORAN PENGUJIAN LINGKUNGAN
Namra Potusataan
Ay
Type Pergagian
Tangga! Anwiss (Targg sl BsenTatun|
Tangge! Parertoton (Tanggal/Butan/Tatun|
CONTOM
UDARA AMBIEN
Ecielnk dilnkukan pengaen, Sprreich hastl sebagsl berikut
Parumeter Satuan Hasll Gayurur Mutu Metode U
Salfur Dicleakds (507 i Nentasackan Perstaran Himt Dherrtanns kan r (Dxsni Do rkan P
PR/Nma 48 2, s Undsnganywsgbettelng L PeosvdsngUndscges yeng herakul
Cartwien Monokasidu (CO37) i Bndannaﬁ Persturan MHiw Wm—mnn. F;-ramr-n Perundang (DRI Blerrtasarkan Peraturmn
Lu/Nmd N L] L . |_Priundang Uodangnn yang beriakial |
Nitrogen Dickasla (NO2) (O Bcnsuulu\ Persiuran (Dl Berbasat han l\'mmun Perundang ) Benh-uun Peratuzan
P/ Nt Frrundung Undangas yang bestalig Unddungan yasg herbakg Frrundung Unilurgan yatig berlabis)
Debus (TEP) (Dt B kean B (Dl 1 P P (Dheiad B4 e
P/ Nt I'e - s yung berlakiy Undungun yang Perundung L gan yang herlakiz)

www.peraturan.go.id




-463-

2019, No.1690

DATA LAPANGAN
Facametes Satuan Hasil Matoge U))
Bub (Dl Berdusackan Peraturat (Dl B un F eratu Perund
& Prrundang Undenges yang berlakul Undungnn yung beslaki)
Kedembeahan Ol Bem.-ﬁm ﬁu-lunn Dl Benhnunn &mm-n Perundaty
o Froundang Undaiugin yang berlakug Uodungur yung besbakil
Kecepatan Angin O b 19 Per (Dies 1Y Pe e
m/e I -t wan yang =) Undungan yung ertakug
KEBISINGAN
Setelad diaksihnn penggeatt, diperoiel hasll sebagel berikut
Parumectes Satuun Haall Sogurut Mury Mectode Ls
KEBISINGAN s ch-ullnn Peranurun (D Bnmum I;r;mrnn Perundang Miat &ntnnn.n Pesururnn
DuiAl Prrundung Usndungan yang berlakid u n Prrusung U iy berlak
AIR LIMBAH
B Alnbouk Tl berikut
Purumcter Satuar Hasll Sayurut Muni Metide Ul
Ll im Berdasarkan Perstarsn s mkm. F Perx =) ¥
g = . | fehindung Unduingus yang hetiabig
con Be [ Diled B s Pe Perundang |Del Berdunarkan Peraturun
g/l Perusdang Usidangan yang berlakg Unsangai yasg bestaiog Perundung Undungan yang berlakig
o TR e 7 b i T
g/l - Lisucda eriak i) Unsanga: yung hertakul - L rurtas e
Parnmeoer Satuas Hmall Saynrat Mut Mreiode Un
BOD (Dt B Pe (Diled Be fean Peraturas Pe friew rhar P
=/ L Prrundang Urncdangnn yarng beriadig Undangnn yang bestaiong Prrundang Undangan vang berisk)
EMIH]
Setelah disboaksn Em Imh hasn KEI herkut
Zachonetes Batusn Jasil Sevarat Muty Mcude U
Sulfur Diokekda (502) (Olm Berdasacinn Peraturan (Diis Berdasarkan Peraturan Perundsng: (DNt Berdasarkan Peruturnn
mg/md Perundang Undengun yang berlakul Undungnn yung beslaku Perundung Undsmgan yang beriakul
Nitregen Oinkosds (NOZ) i ﬂﬂru-rian Peratursn (D0 Phevrtasarbnn ww-n Perumdang- (Dl Dertasarkan Peruturan
g/l Proundung Undutigun yang beriaku) Ui I bestak Prrusdusg Undaiygan yang beriaku)
Purtikulst (Diisi Berdasarkan Persturan (Diist Berdasarian Persruran Perundang |Diisi Berdusarkan Pesururun
mg/ml J Undangan yang bertatug
Oprasitans {D4im B foan Py Dl Bes han Pr Pe: Dt B e
- Rerusdang Undanges yuag berlabi) | Usdungan yuagbestebuy | Perusdang Usdasgan yang bedaiog
s QT = T ; s
g/ md Prousdnrg Undangan yang berias Undungan yang bertacud Prrundang Undargan yang beriaku)
Mistrogen Kiseira (HCL) B bant Pe 18 art P re (D3eind B :
/) md Troundang-Undangnn yans beriakig Undangan ynsa Pt Undnraan yang beriakul
Matrogen Pisseta (HF) Citisa 1 kas Merat (D 1 Pern e T welcass 1Y
Rlml Sodarsunouneborevi o Uncsnesnaanenenaen ) eresdlens L adanesn yany bensin
Gas Khiarin rTpr— (s 1 2 Peratiaran 1% Do Berdunarican ¥
m=g/md JenindsagUndengueyengberteky | Undsngsnysagberialny 1 Pecivisng Undsngen yengbertalig J
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LIMBAN B3
NAMA TAHAN JENIS BAHAN
o " PADAT/CAIR) KANDUNGAN TANCGOAL PEMUSNAHAN DOKUMEN
mm’. rx Ot Benl.-m.n Peraturan
PADAT/CAMR | Prrusdane Undangan yang beriaki) DD‘W‘WY\’ DOKUMEN PEMUSNAHAN
. / /
m’.“:m e s Nentsanrkan Prrataran
PADAT AL L " ey iak - DXOWLMICN TRCMUSNATIAN
babrentbate DO/ MM/ YYYY
:ﬂ:‘mm JEns (Ol Perdusasian Peestaran
FADAT/CAIR | Prerundang Undangan yang berlaion DOKUMEN FEMUSNANAN
DO MM/ YYYY
mm 2 oo i nrnl.u-uk-n Perstaran
FADAT)CAIR | Prrundang Undsngan yeng beriaku) DOKUMEN PEMUSNANAN __{
DD/MM/YVYY
HICRDASARKAN JENIS
O Berdasarkan Persturan
HAHAN 17 " . : .
Catatan :
Jends Type Penguijian (Udam, Kebisingan, Air fimbah, Emisi, Lismbah B3, dil} berdasarkan kebutuban di setiap Pel
Korwtruksl

Paramater  Bordasarkan Kebutuhan pengujian & I " ! 1
Satuan - Berdasarkan Kebutshan pergujiun Jf Perataran I‘nmdangonlm

Hasil Berdasarkan Ketutuban peagupan di Peraturan Ferund,

Syarat Muty * Berdasackan Kety di Iy I’t.rundm\gqmd

Limbah 83 Berdasarkan ferés dan Kladunpm i Peraturan Perundang-undanganHasil Fengujian dasi Lembaga Resmi U
Limbah 8 dan Lingkungan
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3.12 Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi

A. Formulir Laporan Kejadian

LAPORAN KEJADIAN CONTOH

Telah Terjadi : ___ Kecelakaan ____ Nearmiss

____Insiden ___Duga Bahaya

No. Subyek Uraian

Hari/Tanggal /Bulan/Tahun

Waktu (Pukul)

Lokasi Kejadian

SR R

a. Kecelakaan

1. Atas Nama

. Nomor Induk

. Jabatan

. Tampat & Tanggal Lahir

. Alamat Tempat Tinggal

. Sebab-sebab
kecelakaan (awal)

(o) RO| ROy FOV) V)

-

7. Keterangan lain-lain
b. Insiden /Nearmiss/Duga
Bahaya

1. Karyawan yang 1. socrvoraavararcarevcarerancerancereanss
melihat/mengetahui 2 s

[ ]

. Kejadian/peristiwa

(bila perlu digambarkan)
. Akibat dari Kejadian
. Langkah perbaikan yang
dilakukan

W

4

Dilaporkan Oleh, Disetujui Oleh,

(Petugas Keselamatan Konstruksi (Pimpinan Perusahaan)
/Ahli K3 Konstruksi)
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B. Formulir Laporan Awal Kecelakaan
Memuat Laporan Bulanan Keselamatan Konstruksi yang sekurang-kKurangnya
berisi statistik keselamatan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada
pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pimpinan UKK disetujui oleh
Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan.

CONTOH
[Nama Kontraktor] Nomor Dokumen:
[Nama Pekerjaan Nomor
Konstruksi] Revisi: Halaman:

LAPORAN AWAL KECELAKAAN & SAKIT AKIBAT KERJA
(Injury & Illness Notification Report)

No Laporan :

Kepada
Yth.:

Pusat/Wilayah /Divisi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawsah ini :
Jabatan :
Perusahaan @

Melaporkan telah terjadi (kecelakaan, sakit, insiden & ketidaksesuaian) vang terjadi
pada:

Hari : .
Tanggal 3
Tempat g
dan berpotensi atau telah menyebabkan cidera, kerusakan properti dan
lingkungan.

Perkiraan Cidera/Kerusakan 3 Qrang, Properti, Lingloungan (Coret yang
tidak perlu)
Orang/Properti/Lingkungan

Perkiraan Tingkat Kecelakaan

Fatal - sedang - kecil - insiden - ketidaksesuaian
{pilih yang scsuai)

Demikian laporan ini saya buat supaya ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya.

JAKARTA,  hh/bbjtttt
Pelapor,

www.peraturan.go.id
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C. Formulir Laporan Kecelakaan

2019, No.1690

CONTOH

LAPORAN KECELAKAAN KERJA

Jam
Hari /Tanggal Kejadian : 3 S
Lokasi :
Cuaca :
Kerusakan yang terjadi :  Orang Properti Proses

Berhubungan dengan kegiatan kerja : Ya / Tidak

Korban kecelakaan kerja

Nama o

Jenis kelamin H Umur: th
Jabatan 3

Pengalaman kerja 3

Katagon 3
Luka
Ringan Luka Berat Cacat/Meninggal
(cukup dengan
P3K) (dg Medis)
Properti yang rusak :
Nama properti :
Merk/type/No ID :

Estimasi tingkat kerusakan 3

Rin Sedang Berat
[ ]

Proses yang terganggu :

Nama kegiatan -8

Lamanva Eanggusn {jam) 3

Sketsa kejadian/tempat luka

Kronologis kejadian:

Koordinator

Keseclamatan

Konstruksi Manajer ybs. Mandor/Subkon
Tgl.: Tel.: Tgl.:

Petugas
Keseclamatan
Konstruksi

Tgl.:
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D. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan

Perusshaan  + Berat 3 I
o e —

CONTOH
LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN
I. INFORMASI TEMPAT KERJA
No Laporan : e e Tempat kecelakaan
Kondisi cuaca : Pengawas lapangan :
II. INFORMASI
KEJADIAN
a. Berhubungan dengan pekerjaan : Ya D Tidak E
b. Tanggal/bulan/tahun g E D
c. Waktu (jam - menit) 3 :I :I
IIl. KECELAKAAN BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN/KEGIATAN
Penggalian Perawatan Forklift
Pengecatan Pengelasan Piling
Penanganan manual Menggerinda Pengecoran :
Menyetir Crane Pabrikasi Besi
IV. KRONOLOGI SINGKAT KEJADIAN
V. INFORMASI KERUSAKAN
Manusia H Ya Tidak
Harta benda @ Ya Tidak
Lingkungan : Ya Tidak
Proscs H Ya Tidak
S5A.1. Manusia
Jadwal
Nama H kerja : Masuk Libur
Jenis Kelmn : o Evakuasi g Ya | Tidak |
Tpt/tgl lahir 3 Nama tenaga medis :
Kebangsaan H Keparahan

5.A.2. BAGIAN CIDERA

Kepala Kaki Tangan Lainnya :
Mata Tungkai Lengan

telinga jari kaki Hand /wrist

Leher Dada Jari tangan
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Pundak | I Perut l I Pernafasan I I
5.B. PROPERTI
Bisa

Peralatan H Kondisi dipakai

pabrik pembuat H Bisa diperbaild

No assct s Hilang
Perkiraan biaya

Komponen yg rusak s kerusakan 3

l I rupiah
Keparahan:
e il X Fatal Besar

Sedang Kecil

5.C. KERUSAKAN LINGKUNGAN

Lokasi

kerusakan

Kondisi H Rusak sementara

Rusak permanen
Perkiraan biaya perbaikan 3 [ | rupiah

Keparahan :
Fatal Besar
Sedang Kecil

5.D. KEHILANGAN PROSES

Waktu yang hilang H

hari : jam D menit D

Perkiraan kerugian H |

| rupiah

VI. SKETSA ATAU GAMBAR LOKASI KEJADIAN DAN ATAU BAGIAN YANG RUSAK

Bisa dilengkapt dengan foto, gambar dan dokumen lain yang bisa menumjang hasd investigast

VII. ANALISA PENYEBAB KECELAKAAN

Penyebab Langsung

Tindakan di bawah standar

Mengoperasikan tanpa wewenang
Gagal untuk mengingatkan
Gagal untuk mengamankan

Mengoperasikan pd kecepatan lebih
Menghilangkan alat safety
Menggunakan alat yang rusak
Menggunakan alat dengan tdk benar
Menggunakan APD dengan tdk benar

Mecmuat dengan tidak benar
Mengangkat dengan tidak benar
Menempatkan dengan tidak benar

Mengerjakan dgn posisi tdk benar

Kondisi di bawah standar

Pelindung/pagar tidak
memadai

AFD tidak lavak
Peralatan rusak
Gerakan
terbatas

Sistem peringatan tidak layak
bahaya ledakan dan api

Kerapian & keteraturan tidak layak
Permukaan licin
Kondsi lingkungan kerja
membahayakan
Paparan kebisingan
Paparan radiasi

Temperatur extrim

LLLEE T
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Memperbaiki alat saat bekerja

paparan tekanan extrim
Pencahayaan tidak layak atau

Bercanda saat bekerja berlebihan
Lainnya: Ventilasi tidak layak
Lainnya:
Penyebab Dasar
Faktor
Faktor Manusia pekerjaan

Kemampuan fisik tidak layak
Kemampuan psikologi tidak layak

Kurang keterampilan

Pengawasan tidak layak

Design tidak layak

Pembelian tidak

layak

Perkakas, matrial & peralatan tidak

]

|

Kurang pengetahuan layak .
Perawatan tidak

Mengalami tekanan fisik layak .
Mengalami tekanan

mental standar kerja tidak layak .
Motivasi kurang Pemakaian yang berlebihan I
Tujuan vang saling berbenturan Penyalahgunaan wewenang ]
Faktor lainnya : Sasaran yang saling berbenturan kepentingan -

Lainnya :

Kurangnya Program Kontrol Manajemen

Program tidak layak :
Standar kerja tidak layak :
Kesesuaian standar tidak layak D

VIII. KESIMPULAN
Urutan dart penyebab, kemudion penyebab dasar dan terakhir peryebab kontrol manopemen
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4 LAPORAN CUACA TERKAIT FELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Memuat Laporan Cuaocn yang dibuat olek Pemanggung Joweb Keselamatan Korstruks:, doetups oleh Kepola Feloksena Pekeraon

Honstruksi don diperiksa oieh Pemgawas Pekerjann

Laporan Cusca

2019, No.1690

CONTOH
Penode Laporan Nomo Fekerjoan Konstrukst
Pembat Laporan Tanggal
ES Tutasaal enis Kmgushin Chatesn L N Koo
" Jemal Copaads A Pobrtiman e

Kmmriss

Vs Weena .

Rarruss

Namey Prerymens s
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Tabel 4 Penjelasan Tabel Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi

Tanggal : Waktu pelaksanaan pemantauan
cuaca

Jenis Kegiatan : Kegiatan pekerjaan konstruksi
yang dilaksanakan pada saat
pemantuan cuaca

Cuaca : Kondisi cuaca yang ditunjukkan
berdasarkan hasil pemantauan

Kehilangan Waktu Kerja : Waktu kerja yang hilang akibat

cuaca yang terjadi

Keterangan : Uraian yang dapat menjadi
petunjuk untuk lebih menjelaskan
laporan cuaca
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5 LEMBAR INDIKATOR KUNCI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
Memuat Lembar dikator Kunol Kinerje Keselamatan Konstruksi yang dibuat olek Peloksana Pekerjaon Konstrukst, diperiksa oleh Pergauas

Pekerpann, dan disetigud oloh Pengyruna Jasa

Fenode Laporan Nama Pekerjaan Konstruksi
Pembuat Laporan: Tangpal
g Panas
Mo, | Pormmeler pemgubaran | Betet | Twrger | Actunt | ke ™ | mitas | ey Keterusgan
marey m
L]
(3| Loading Indivater So% _[son
marapan Kepornempann
! dan Partispeast Pekega dadam | 10% Jos
Lo omatar Nonstruks
e DGt AP Tl
0 Ratiees Keackamatm Portewivingan -
Konatraker Paka Kememen :"'""'"" Fokorm seeno
Fensropuie SMRX
b Melaposun bnerka w" - ool
pwlEmamaan pekeraes
Aupmatu A‘E:m Pusat F"'""‘;“_‘.""""
Posmarupers Elomum Ketgubas |
7| Kesetimatne Knstrukst OB | 708
Fosr soamadiaos
o Redgabun Keselomann Nedgarow
Kurstrukss Arzs tmussen
Kauﬂoﬂl
LI T i S 2o,
Rt
]
Tvagrum Ks sesmviitan .
3 | Konamriai e I8
A 1 | Pelak ssncses 1w 0 L
g Penan
a:| Dewwiepesime Bodse | Torget | Actunt | pute | GUEEN BAE | pgyy | PR Keterangan
el
]
] 11 O Iftar Andtv femn
Koastrukw Annarecson
% LbarTamn)
pogt hars Dxyfurr hudy, foe
L Ll
" heTa Dxfint fasty, fem
mvtngl
K wtamitan Do hadie, o
Runstrud s bonsrwron
Safvly mostng
DSt
B Program
Pebutifiun sowalissi
Dlasurr <dasnt Aewe karmaton Oaftur e, foe,
Aonatrukn muteTs pristthan
[Ty re— Paftar hady, fe,
Romxsrubu mawr peatitan
e hadty, fom,
Teonguprgy Dharsesst masn peiatiban
our
Dot ging e rieh
. Permeribosen Ko hates dart petwerthsssn
Ao sttt
o Fenisghostan Daflor hudle. fom
i)
. T T kT
13 | EoSuTnams Frepn % N
Khuaus
@ Mrogram bAaves sema
_perencunaan
b OST
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.T Penan
'.'-r:'-" Podst | Target | Actual | Puter Mndthistor Suhes s Keterangan
-r - Ko
[ "o
Dukbasgan Krsrtanaies
Konavuksi ol Fusmi
o Peralatas
uu'u—-mu INGRIT &
ok a0
ssfat be oy
Sertyaal Av lntam
peraicnes Aumstruky Sernfivi=
L
Aimilan peraiaran s
dengven Dvar Permistan Fow
Lrams
T
Mo
Fengrimes materml swyor
Fow
£ tl'!r
0 [Pwmnant Anghat A P
Sbetwetfibnt sun
‘*"m-h" Dt Aesbagu s tunst
IMvtagas K seldarvann _—— g N e ey
Kosatruksd doan/ amu AN
KJ Kanstrah s
Nw'm L"'\;K Jumick peaganns bermeyfibar dun
Konatraksé daw/atau AR g rentang vwtan. e s tans
K Knsyworoatt of el poher i M Aetue ey
Shast Twtigas FIR Seraron: e T
.T Penan
'-'-m"-" Podot | Torget | Actunt | At Indthster Sabed m Keterangan
[ "o
Kranpthan INGETAN ARG, MALIETS
g dens
8 i e ann
STt periin be ek iran Mrwumptian Ivabiry e vfega, s tuss)
i Ketowetin T Sermetytibat SKT dart
» x Donlin/ e bagos et
s Wing hetienang
0% 10%
Lombear sumpwkon
Semuat femcnng jodue!
pang tnksh nygwke
Daftor halr, fom, S M PORCO Nl il
nosclem napekal
.
Lagwwun S nasit remiTi Antie!

Mgk

Do hady, fum e TenonT vl
o Audy L Masd) Aced napehn
iogging ndicarer —_—
[ [ Laguenn Mugasan
SR Kecokinmn
Konatruksl
om Jon Lagean Pulaan
Pumgntst it heep (PAK) Kovvioknan
Konsrubal
o~ 10% Lagoran Rusasan
Nevwhokaes
Mrnoemurms loghan,
v/ Aenatrukal
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z Penan
a:| Dewwiepesime Podet | Targer Puts ""‘;":’-"‘ Bane | G Keterangan
"o
]
TON os Lagwran Maissan
4 | Gangouss hvarmens Koveioken
- Kon sk sl
0% os Laywrun Pasavan
5 Tertageet pemgak® ok it Kevehrkmm
Avon Nonasrubal
Ferjormance Ratin | 100% | 100%
Pespinat Tertings Pebedaser Koostrukd Petigiwas Peke pann Petigguna Jass
Nama Pripetiu Jase
ad "t
Mama Lenglagn (Mamia Lenglogy N Lenghap)
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6 LAPORAN AKHIR KESELAMATAN KONSTRUKSI
Cover Dokumen

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
DI DIREKTORAT JENDERAL ........cccouuuuns

TAHUN ANGGARAN 20XX

DISUSUN OLEH:
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Kinerja Rencans Keselamatan Konstruksi (Rkk) Pada Pelaksanaan Pekerjsan

Memuat

o

kmena kesel

477-

2019, No.1690

konatruksi padn pelaksanaan pekerjoan setiap bulan selama satu tafhun pelaksanaan pekenaan

Tabel | Contoh Ringkosan Kinerja Keselamatan Kenatrukst Pada Prlaksanaan Prkenoan DX Lingkungen Dirvikdornt Jenderal XXX *

Indinatar Ind(kator
Ne. Pekerjaan Pengedia Nomar Waktu Pariod Kinerjs Negagalan X ._I o
Konstruked Jasa Kontrak Pelaksanaas Lending Magging Konstrukst
Indicatur} | indicater)

NB: Pengguna Jasa melapor kepada pimpinan tertinggl sesual hirarki
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6.2 Format Usulan Perbaikan Pekerjaan Konstruksi Sejenis

CONTOH
FORMULIR USULAN PERBAIKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SEJENIS

Nama Perusahaan : PT.......ciiiiiiiiinian.
Jenis Pekerjaan Konstruksi : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion
Alamat Pekerjaan Konstruksi Jalan ... Kabupaten...... Provinsi......
Waktu Pengerjaan : Tanggal/Bulan/Tahun
Pengguna Jasa & ...cieciniannaans

Kejadian Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

No (Yang terjadi sclama Pekerjaan {Nearmiss, Incident, Untuk Pckerjaan
Konstruksi) Accident) Konstruksi Scjenis

Pembuatan SOP

Kecelakaan Kerja yang Keselamatan Konstruksi
menyecbabkan Pekerja Pemasangan Safety Untuk K3 di gedung
1 Meninggal Tertimpa Besi Jatuh Net di Sekitar bertingkat yang
dari Lantai 2 Pengerjaan Gedung Bertingkat didalamnya terdapat
Gedung Standar Pemasangan
Safety Net

(]

Tempat, Hari/Tanggal /Tahun

Dilaporkan Disctujui Diperiksa Oleh Dibuat Oleh

Pejabat Pembuat Pimpinan Tertinggi Ahli/Petugas K3
Komitmet Pekerjaan Konstruksi Pengawas Pekerjaan Konstruksi
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G. KOMPONEN KEGIATAN DAN FORMAT AUDIT INTERNAL PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

1. PERINCIAN KEGIATAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KONSTRUKSI
Perincian Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, paling
sedikit mencakup:
1) Penylapan RKK, antara lain:
a. Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi;
b. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja; dan
c. Penyiapan formulir.

2) Sosialisasi, promosi dan pelatihan, antara lain:
a. Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction);
b. Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing},
c. Pertemuan mengenai keselamatan (Safety Meeting, Safety Talk, dan/atau
Tool Box Meeting);
Pelatihan Keselamatan Konstruksi;
Sosialisasi HIV/AIDS;
Simulasi Keselamatan Konstruksi;
Spanduk (Banner);
Poster; dan
Papan informasi K3.

- R Y

3) Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) meliputi:
a. APK antara lain:
1) Jaring pengaman (Safety Net);
2) Tali keselamatan (Life Line);
3) Penahan jatuh (Safety Deck);
4) Pagar pengaman (Guard Railling);
5) Pembatas area (Restricted Area);
6) Pelindung jatuh (Fall Arrester); dan
7) Perlengkapan keselamatan bencana.

b. APD antara lain:
1) Helm pelindung (Safety Helmet};
2) Pelindung mata (Goggles, Spectacles);
3) Tameng muka (Face Shield);
4) Masker selam (Breathing Apparatus);
5) Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff);
6) Pelindung pernafasan dan mulut (Masker);
7) Sarung tangan (Safety Gloves);
8) Sepatu keselamatan (Safety Shoes);
9) Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap);
10) Penunjang seluruh tubuh (Full Body Harness);
11) Jaket pelampung (Life Vesf);
12) Rompi keselamatan (Safety Vesf); dan
13) Celemek (Apron/ Coveralls).
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4) Asuransi dan Perizinan, antara lain:

a. Asuransi dan kesehatan;

b. Surat izin laik operasi alat dan material;

c. Sertifikat kompetensi kerja untuk operator yang diterbitkan oleh
lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan;

d. Surat Pengesahan Organisasi K3 (P2K3), sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. Perizinan terkait lingkungan kerja,

5) Personel Keselamatan Konstruksi, antara lain:

Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi;
Petugas tanggap darurat;

Petugas P3K;

Petugas pengatur lalu lintas (Flagman);

Tenaga medis dan/atau kesehatan; dan

Petugas kebersihan lingkungan.

mpaD TR

6) Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, antara lain:
a. Peralatan P3K (Kotak P3K, tandu, obat luka, perban, dan lain-lain)
b. Ruang P3K (tempat tidur pasien, tabung oksigen, stetoskop, timbangan
berat badan, tensi meter, dan lain-lain);
c. Peralatan pengasapan (Fogging);
d. Obat pengasapan; dan
e. Ambulans.

7) Rambu-Rambu yang diperlukan, antara lain:
Rambu petunjuk;

Rambu larangan;

Rambu peringatan;

Rambu kewajiban;

Rambu informasi;

Rambu pekerjaan sementara;

Jalur evakuasi (Escape Route);

Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick);
Kerucut lalu lintas (Traffic Cone};

Lampu putar (Rotary Lamp); dan

Lampu selang lalu lintas.

FTM R Me A op

8) Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan
dengan kebutuhan lapangan, antara lain:

Ahli Lingkungan;

Arsitek;

Ahli Teknik Jalan;

Ahli Teknik Jembatan; dan/atau

Ahli Teknik Bangunan Gedung.

IO - L~
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9) Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan
Konstruksi, berupa:

Pemeriksaan dan pengujian peralatan;

Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

Sirine;

Bendera K3;

Lampu darurat (Emergency Lamp);

Pemeriksaan lingkungan kerja:

1) Limbah B3

2) Polusi suara

Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);

Program inspeksi dan audit eksternal;

Pelaporan dan penyelidikan insiden;

Patroli keselamatan; dan/atau

Closed-circuit Television (CCTV).

mean TP

F e

Keterangan:
1. Alat Pelindung Kerja (APK) sesuai pada angka 3 huruf a nomor 1 dan nomor 2
harus dalam kondisi baru dan mengikuti standar yang berlaku.
2. Alat Pelindung Diri (APD) sesuai pada angka 3 huruf b harus dalam kondisi baru
dan mengikuti standar yang berlaku.
3. Standar warna helm yang dipergunakan, sebagai berikut:
- Tamu -warna putih polos;
- Tim:
* Pelaksana-warna putih polos dilengkapi dengan 1 strip (8 mm);
* Kepala pelaksana-warna putih polos dilengkapi dengan 2 strip (2 x 8 mm);
* Kepala pekerjaan konstruksi-warna putih polos dilengkapi dengan 3 strip
berukuran @ 8mm, dan 1 strip 15 mm di bagian paling atas.
- Pekerja pada Unit Keselamatan Konstruksi — warna merah;
- Pekerja pada Unit kerja Sipil-warna kuning;
- Pekerja pada Unit kerja Mekanikal Elektrikal (ME}-warna biru;
- Pekerja pada Unit kerja Lingkungan-warna hijau; dan
- Jika ada logo perusahaan, ditempatkan di bagian tengah dan depan pelindung
kepala.
Pekerja pada Pekerjaan Konstruksi menggunakan pakaian berwarna jingga.
5. Pada alat berat yang beroperasi di tempel nama operator, SIO, dan pas foto ukuran
8R.

bl
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2. PERINCIAN DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BIAYA PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

CONTOH

DAFTAR REKAPITULASI PEKERJAAN ...... oo

Mata Pembayaran Harga (Rp.)

Daftar No,1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No.2: Mata Pembayaran
Penerapan SMKK

Daftar No.3: Mata Pembayaran Pekerjaan
Utama

Daftar No.4: ...

Jumlah [Daftar 1+2+3+,.))
TOTAL NILAI

PPN 10%

Total termasuk PPN 10%

Keterangan:
Harga yang dimasukkan ke dalam Daftar Rekapitulasi merupakan Harga

Total dari perincian kegiatan Penerapan SMKK yang tertuang di dalam Mata
SMEKK sesuai daftar nomor 2.

Dokumen pemilihan pada RKK memuat: CONTOH

[ No. Uralan Pekerjaan Identifikasi Bahaya
dst. | dst. dst.
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-483-
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CONTOH

Logo

KOP SURAT PENGGUNA JASA

Berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi untuk pelaksanaan

pekerjaan:

Nama Paket Pekerjaan

Nilai Paket Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket
pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (KECIL/SEDANG/BESAR)*

*Coret yang tidak perlu

Keterangan :

Jabatan

(Pengguna Jasa)

Nama

Tanda Tangan

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan
kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk

menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
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Penentuan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi oleh Pengguna Jasa Konstruksi

[Contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan]|

NO | PEKERJAAN | IDENTIFIKASI MANUSIA PERALATAN MATERIAL LINGKUNGAN
BERISIKO BAHAYA [PEKERJA &
MASYARAKAT)
K|A]JTR-]K|A|[TR-| K| A|TR-| K | A | TR-
KxA KxA KxA KxA
i1 12 (3} [M151) (6 J@ 8| (9 J(10) | (11 ) {12} | (13} ) (14} ) (15)
Keterangan :

Tabel ini dapat menjadi dasar pengguna jasa dalam menentukan penilaian risiko
Keselamatan Konstruksi. Format ini tidak untuk dituangkan pada dokumen

pemilihan.

K : Kekerapan
A : Akibat (keparahan)
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FORMAT PERINCIAN

KESELAMATAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN

Pekerjaan

Nilai Pekerjnan konstruksi

Jangka Waltu

-485-

MATA PEMBAYARAN

2019, No.1690

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

HARGA | TOTAL
SATUAN KUAN
NO. URAIAN PEKERJAAN SATUAN | HARGA KET
UKURAN | TITAS
(Rp.) (Rp.)
1 i m v v V1 av+v) Vil
1 | Penyiapan REK:
Memperhatikan
2 Pembuatan dokumen Rencana Set jumlah dan jenis
Keselamatan Konstruksi pekerjaan yang
dikerjakan
Pembuatan prosedur dan instruksi h(cl:ﬂ])!l’hdl'.k_’ln
b % Lb perkiraan
P Jumlah pekeria
c Penyupan formulir
A Sub Total Penyiapan RKK i {a-c)
2 | Sosialisasi, promosi dan pelatihan:
Memperhatikan
= Induksi Keselamatan Konstruksi Orx perkiraan
(Safety Induction) Jumlah pekerjn
tarnu dan stafl
Memperhatikan
. Pengarahan Keselamatan Konstrukst e
b ~ — Jumlah pekerja
Safety Bricfing) dan risiko k3
pekeriaan
& Pertrmuan keselumatan (Safety Talk Or
dan/atau Tool Box Meeting) B
Memperhatikan
perkiraan
d | Pelatihan Keselamatan Konstruksi: J.-.::La;l\.xpx:lt;q-‘
dan jenis
pekeriaan
1} | Bekera di ketinggian Org
2} | Penggunaan bahan kimia (MSDS) Org
3) | Analisis kesclamatan pekerjaan Org
4 Perilaku berbosia keselamatan Ds
(Budaya K3) B
5) | PAK Org
3 Sosialisas: HIV/AIDS Oryg
Memperhatikan
perkirnan
Jumlah pelcerja
f | Simulasi Keselamatan Konstruksi Org dan risiko
Keselamatan
Konstruksi
pekerinan
Memperhatikan
¢ lokas: pekerjaan
B Spanduk (Bannen Lb o kit
pelerinan
Memperhatikan
lokasi pekerjaan
b | Bamtee 1 dan waktu
pekeriaan
Memperhatikan
i Papan Informas: K3 Bh r':m)m
Keselamatan
Konstruksi
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HARGA | TOTAL
NO. URAIAN PEKERJAAN SATUAN | KUAN | gatpan | HARGA KeT
UKURAN | TITAS
Rp.) (Rp.)
i m v v VI {IV*V) vl
pekerzaan
- Sub Total Sosialisasi, Promosi dan jumilah
Pelatihan (a-j)
3 | Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:
a APK:
1} | Jaring pengaman [Safety Net) Ls if;:v“m
2} | Tali deselamatan (Life Line) Ls Ls.fz;::uhm
3) | Penahan jatuh (Safety Deck) La ::ﬁ,‘mnn
4) | Pagar pengaman (Guard Ralling) Ls ;::‘-;1.:,"“‘
5) | Pembatas area (Restricted Area) L= ::;;lf_hm
b APD:
Memperhatikan
. Safe perikirnan
1) | Topi pelindung (Safety Helmet) Bh jusnlah pekerja
tamu dan staf
2) | Pelindung mata (Goggles, Spectocies) Bh i::,:?fmnn
Sesuai
- - L
3) | Tameng muka (Foce Shicld) Bh kebuttuhan
4} | Masker selam (8reathing Apparatus) Bh kS':;".x;:'x.hm
5) | Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff) Psg )S:;::':'hm
Pelindung pernafanan dan mulut Sesuai
8) (Masker) Box kebutuhan
7) | Sarung tangan |Safety Gloves) Psg ;::;":lihm
Mcmpﬂ{n;k.m
2 " o perkiraan
8| | Sepatu keselamatan {Safcty Shoes) Psg jumlah pekerja
tarnu dan staf
9 Penunjang seluruh tubuh (Full Body Bt Sesuai
I Hamess) - kebutuhan
10} | Jaket pelampung (Life Vesd) Bh i::v:;lh;m
11} | Rompi keselamatan (Safety Vest) Bh Ef;:f,'m
12} | Celemek tApron/ Coveralls) Bh i:ﬁ':'hm
13} | Pelindung jatuh (Fall Arresten Bh :::;?mm
c Sub Total Alat Pelindung Kerja dan jumlah
Alat Pelindung Diri (a-s)
4 | Asuransi dan perizinan:
Memperhatikan
perkirsan
a | Asuransi Ls Jusnlah pekerja
sertanilai
peleersaan
Memperhatikan
b | Sumat kzin Laik Operasi Peralatan Alat/Kend ;;:lﬁilzm
berat
Surat Kompe tens: Operator yang . ate
diterbitkan oleh lembaga /instans: Nu:upcxn.n.)un
Lb/Alat perkirnan
yang berwenang sesuai dengan SRR e
Undang-Undang . i
Surat Izin Pengesahan Panitia Sesuai
d | Pembina Keselamatan dan s )-—;_;‘::'hm
Kesehatan Kerja (P2K3) . N
D Sub Total Asuransi dan perizinan i {a-e)
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NO.

URAIAN PEKERJAAN

SATUAN

HARGA
SATUAN

Rp.)

TOTAL
HARGA

(Rp.)

m

VI{IV*V)

Vil

3 | Personel K3 Konstruksi:

Ahli K3 Konstrulksi

Memperhatikan
perkiraan
jumlah pekerja
dan risiko
Kesclamatan
Konstruksi
pekerjaan

Petugas Keselamatan Konstruksi

Memperhatikan
perkirnan
jumlah pekerja
dan risiko
Keselamatan
Konstruksi

pckm.:u.m

n

Petugas tanggap darurat

Org

Memperhatikan
nsiko
keselematan
konstruks:

Petugas P3K

Org

Memperhatikan
perkiraan
jumlah pekeria
dan risiko
Keselamatan
Konstruksi
pekerjaan

Petugas pengatur lalu lintas
(Flagman)

Org

Memperhatikan
jenis pekerjaan

Tenage medis dan/atau kesehatan

Org

Memperhatikan
perkiraan
jumlah pekeria
dan risiko
Keselamatan
Konstruksi
peleeriaan

SBub Total Personel K3

o | Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan:

Peralatan P3K (Kotak PIK, Tandu
Obat Luka, Perban)

Ls

Memperhatikan
perkiraan
jumlah pekerja
dan risiko
keselamatan
konstruks:

Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien
Tabung Oksigen, Stetoskop,
Timbangan Berat Badan)

Ls

Memperhatikan
perkirnan
Jumlah pekerja
dan risiko
keselamatan
konstruksi

Peralatan Pengasapan (Fogging)

Bh

Sesuai
kebutuhan
—

Obat Pengasapan

Ls

Sesual
kebutuhan

Ambulans

Unit

Sesua:
kebutuhan

Sub Total Fasilitas, sarana dan
prasarana keschatan

(a-f)

7 | Rambu- rambu yang diperiukan:

Rambu petunjuk

Bh

Sesuai
kebutuhan
—

-

Rambu larangan

Bh

Sesual
kebutuhan

Rambu peringatan

Bh

Sesua:
kebutuhan

Rambu kewnjiban

Bh

Sesuai
kebutuhan
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HARGA | TOTAL
No. URAIAN PEKERJAAN SATUAN | KUAN | goryaN | HARGA KeT
UKURAN | TITAS
(Rp.) (Rp.)
1 1l m v v VI {IV*V) Vil
e Rambu informasi Bh T:;:ihm
Sesua:
f | Rambu pekerjaan sementara Bh kebutuhan
g Jalur Evakuasi [Escape Routel La :::’:':fm‘m
h Tongkat pengatur lalu intas Bh Sesuai
(Warning Lghts Stick} kebutuhan
i Kerucut lalu lintas |Traffic Cone) Bh z::n:“h;m
T
i Lampu putar |Rotary Lamp) Bh ;:;:ihm
) 2 Sesua:
k Lampu selang lalu lintas Ls ic=butizhan
a Sub Total Rambu-rambu yang jumlah
diperfukan (a-K)

8 | Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:

Ahli Linglungan

aJ

Sesuay
kebutuhan
memperhatikan
jenis pekerjaan
dan waktu
pelaksanaan
peleersaan

e

Ahli Struktur

oJ

Sesuai
kebutuban
memperhatikan
jenis pekerjaan
dan waktu
peloksanaan
pekeriaan

Sub Total Konsultasi dengan Ahl
terkait Keselamatan Konstruksi

(a-c)

9 | Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:

Peme nksaan dan Pengujman
Peralatan

Sesual
kebutuhan
memperhatikan
jenis pekerzaan
dan risiko
keselamatan
konstruks:

Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Bh

Sesua:
kebutuhan
memperhatikan
jenis pekerjaan
dan risika
keselamatan
konstruksi

Sirine

Bh

Sesuai
kebutuhan
memperhatikan
jenis pekerjaan
dan risiko
keselamatan
konstruksi

Bendera K3

Bh

Sesuai
kebutuhan
memperhatikan
jenis pekerjaan
dan nsiko
keselamatan
konstruksi

Lampu darurat (Emergency Lamp)

Bh

Sesua:
kebutuhan
memperhatikan
jenis pekerznan
dan risiko
keselamatan
konstruks:
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NO.

HARGA
SATUAN

Rp.)

TOTAL
HARGA

(Rp.)

SATUAN KUAN

URAIAN PEKERJAAN TITAS

VI{v+V) vl

Sesua
kebutuhan
memperhatikan
jenis pekerjaan
dan risiko
keselamatan

konstruksi

f | Pemenksaan lingkungan kerja Ls

Sesua:
kebutuhan
memperhatikun
jenis pekerjaan
dan risiko
keselamatan
konstruksi

1) | Limbah B3 L=

Sesuar
kebutubhan
memperhatikan
jenis pekerjaan
dan risiko
keselamatan

2) | Polusi udara |

konstruksi

Sesuai
kebutuhan
memperhatikan
wirktu
pelaksanaan
pelerjaan

Program inspeksi dan audit Internal La

o

Sesua:
kebutuhan
memperhatikan
jenis dan waktu
peleeriann

h | Pelaporan dan penyelidikan insiden La

Sesua:

Unit kebutuhan

i Patroli Keselamatan

Sesuai

j | CCT¥ kebutuhan

Unit

Kegiatan dan peralatan terkait
1 dengan Pengendalian Risiko

Hesclamatan Konstrulksi: (a-)

Total Mata F b

an Pe pan SMKK Pekerjaan Jalan jumiah (A-1)

24

Keterangan:

1.

2.

3.

9,

S.

Uraian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam tabel, disesuaikan dengan jenis
pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan;

PPK menetapkan perincian uraian pekerjaan
pelaksanaan pekerjaan;

Jumlah minimal kebutuhan personel K3 Konstruksi ditetapkan oleh pengguna jasa
yang dituangkan pada dokumen tender;

Satuan Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi dilaksanakan
untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang, sedangkan
untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi kecil dilaksanakan apabila
diperlukan.

sesuai dengan kebutuhan

No.1690

Terlampir tabel kualifikasi Ahli K3 Konstruksi dan Petugas Keselamatan
Konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi,
Petugas
Keselamatan
'.;! v (3 tahun) x X
Sedang v v (3 tahun)
[.g v v v v
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6. Jumlah Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi dalam UKK pada

Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

a. Risiko keselamatan konstruksi kecil, memiliki perbandingan antara jumlah
Ahli K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga
kerja konstruksi 1:60, dengan jumlah minimal 1 (satu) Petugas Keselamatan
Konstruksi dalam tiap Pekerjaan konstruksi.

b. Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang, memiliki perbandingan antara jumlah
Ahli K3 Konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi 1:50, dengan
jumlah minimal 1 (satu) Ahli K3 Konstruksi tiap Pekerjaan konstruksi; dan

c. Risiko keselamatan konstruksi besar, memiliki perbandingan antara jumlah
Ahli K3 Konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi 1:40, dengan
jumlah minimal 1 (satu) Ahli K3 Konstruksi dalam tiap Pekerjaan konstruksi;

d. Petugas Keselamatan Konstruksi dibantu oleh pekerja yang telah mendapat
pelatihan K3 Konstruksi di internal.

e. Pendelegasian tugas penerapan SMKK sebagian diberikan kepada pekerja
yang sudah mendapat pelatihan.

7. Pada dokumen pemilihan pengguna jasa mencantumkan persyaratan kebutuhan ahli
K3 Konstruksi berdasarkan Risiko Keselamatan Konstruksi.
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5. BIMBINGAN TEKNIS SMKK BIDANG PUPR UNTUK PETUGAS
KESELAMATAN KONSTRUKSI

1. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) SMKK Bidang PUPR untuk
menghasilkan Petugas Keselamatan Konstruksi yang merupakan bentuk
pembinaan terkait Keselamatan Konstruksi kepada para pelaku jasa
konstruksi di Indonesia.

Bimtek SMKK Bidang PUPR ini bertujuan agar para pelaku jasa konstruksi
memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap pelaksanaan Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) bidang PUPR.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan bimbingan teknis SMKK Bidang PUPR terdiri dari
tahap persiapan sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Petugas Keselamatan
Konstruksi yang diterbitkan oleh Unit Kerja yang menangani Keselamatan
Konstruksi di Kementerian PUPR.

3. Ketentuan Umum

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan bimbingan
teknis SMKK Bidang PUPR ini dituangkan dalam petunjuk teknis yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani bidang Jasa Konstruksi
melalui Unit Kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi.

4. Mekanisme Bimbingan Teknis SMKK Bidang PUPR

Peserta Bimbingan Teknis SMKK yang dinyatakan layak menjadi Petugas
Keselamatan Konstruksi akan menerima sertifikat yang diregistrasi di
Kementerian PUPR. Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi berlaku selama
3 Tahun, dimulai dari tanggal penandatanganan sertifikat dan dapat
diperpanjang.

Dalam hal sertifikat Petugas K3 Konstruksi yang dikeluarkan sebelum
peraturan ini diterbitkan, sertifikat dapat dikonversi menjadi Petugas
Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR melalui Unit Kerja yang
menangani Keselamatan Konstruksi.

Dalam hal sertifikat terkait Petugas K3 Konstruksi yang diterbitkan oleh
lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, mekanisme perpanjangan mengikuti petunjuk teknis yang
dikeluarkan oleh Unit Kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di
Kementerian PUPR,

Dalam hal sertifikat terkait Petugas K3 Konstruksi yang diterbitkan oleh
lembaga /instansi yang masih berlaku, sertifikat dapat dikonversi menjadi
sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi oleh Unit Kerja yang menangani
Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR.

5. Mekanisme Perpanjangan Sertifikat Petugas K3 Konstruksi
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a. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada
Unit Kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian
PUPR.

b. Untuk sertifikat yang tidak melakukan perpanjangan masa berlaku,
sertifikat tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan
sebagai Petugas Keselamatan Konstruksi.

c. Permohonan perpanjangan masa berlaku Sertifikat dilengkapi dengan
lampiran:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih
berlaku,

2. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh
data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar,

3. Pas foto berwarna dengan latar belakang merah terbaru ukuran
3x4 cm, menghadap ke depan dengan pakaian formal; dan

4. Sertifikat asli yang dimintakan perpanjangan masa berlaku.
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6. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN RISIKO KESELAMATAN
KONSTRUKSI BESAR PER JENIS PEKERJAAN KHUSUS SIPIL UNTUK
MENENTUKAN KEBUTUHAN AHLI K3 KONSTRUKSI

TKLASIFIKAST
USAHA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
MENURUT
UU 2 TAHUN
2017
Jembatan bentang = 45 m (beton)
bentang = 50 m (baja)
Jalan Lintas Atas bentang = 45 m (beton)
( Ayover/Overpass) bentang = 50 m (baja)
Jalan Layang panjang > 1.000 m
Jembatan tipe khusus Gantung, beruji kabel, pelengkung dengan
bentang paling sedikit 60 m, bentang paling
sedikit 100 m, dengan ketinggian pilar diatas 40
m, kotak/box girder; dan lain-ain yang didesain
secara khusus.
Pembangunan Jembatan Gantung Program
PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah)
S Jalan - Jalan Bebas Hambatan,
Medan datar LHR <156.000
Medan bukit LHR < 153.000
Medan gunung LHR < 146.000
- Jalan Raya,
Medan datar LHR <110.000
Medan bukit LHR < 106.600
Medan gunung LHR <103.400
- Jalan di daerah perbukitan dan/atau
pergunungan
Terowongan Semua
Underpass Semua
Bendungan Semua bendungan
Reklamasi Semua reklamasi
Pemecah/penahan gelombang Perlu ada kriteria
Rubble mound > 1 ton
Ambang ( Groundsili) - dengan lebar sungai > 20 m;
- Tinggi Terjunan = 3 m
Saluran ingasi khusus Dengan konstruksi terowongan dan sipon
Saluran ingasi volume luasan > 2000 HA
Terowongan air Semua terowongan
Bendung dengan lebar sungai > 20 m
Sistem Penyediaan Air Minum Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m
(SPAM)
Instalasi Pembuangan Air Limbah | Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | Bila pelaksanaan pekerjaan galian tanah > 1,5 m
Embung Semua Embung
Dermaga Pembangunan pada program PISEW
(Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah)
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DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG |/ PERUMAHAN
DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL

KLASIFIKASI
USAHA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
MENURUT
UU 2 TAHUN
2017
gaer‘;‘glungm Di atas 5 lantai Risiko keselamatan konstruksi besar
Bef_dasa_fkan s/d 5 lantai Risiko Keselamatan Konstruks: Sedang
Ketinggian
Lantai 1-2 lantai Risiko keselamatan konstruksi kecil
Bangunan
Bangunan gedung
semi basement
dan/atau bangunan Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang
gedung 1 lapis dengan
ketinggian lebih dari 3
Bangunan meter di bawah tanah
Gedung Barpmm gedung > 2 = -
Berd - lapis & bawah t_anah Risiko keselamatan konstruksi besar
Kondisi da"lgan ketinggian per
Bangunan lapis 3 meter
Gedung Bangunan gedung di Risiko keselamatan konstruksi besar
bawah air
Bangunan gedung di
bawah sarana/ Risiko keselamatan konstruksi besar
prasarana
Bangunan gedung di = .
GEDUNG atas sarana/prasarana Risiko keselamatan konstruksi besar
Rumah Tapak | Cut and Filf Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Slope > 45"
« Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah
Lempung
« Volume Tanah = 500.000 m’
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
« Slope > 15" — 45"
« Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah
Timbunan
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
« Siope < 15"
« Jenis Tanah: Tanah Batu
Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Semua komponen Pra Cetak
. > 2 lantai
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
« Kolom dan Balok Pra Cetak
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
« Sloof dan Pondasi Pra Cetak
Peralatan konstruksi Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
Hand Crane
Rumah Susun | Cut and Filf Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Siope > 45°
« Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah
Lempung
« Volume Tanah = 500.000 m?
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
« Slope > 15° - 45°
« Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah
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JENIS KONSTRUKSI

GEDUNG

Timbunan

Risiko keselamatan konstruksi kecil:
« Slope < 15"
« Jenis Tanah: Tanah Batu

2 -5 Lantai

Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Semua Komponen Pra Cetak

Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:

« Parsial Precast
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
« Konvensional

6 — 12 Lantai

Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Pra Cetak dan Konvensional
« Rusun Campuran

Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:

Parsial Precast

> 12 Lantai

Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Pra Cetak dan Konvensional
« Rusun Campuran

Helipad

Risiko keselamatan konstruksi besar |
« Di atas Rumah Susun

Lingkungan Kena

Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Daerah Militer;

« Kepadatan Penduduk Tinggi;

« Zona Merah Rawan Bencana.

Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:

« Kepadatan Penduduk Sedang;
« Zona Rawan Bencana Sedang.

Risiko keselamatan konstruksi kecil:
« Kepadatan Penduduk Rendah;
« Zona Rawan Bencana Rendah.

Peralatan Konstruksi

Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Tower Crane dan Mobile Crane

Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:

« Mobile Crane

Nilai Pekerjaan
konstruksi

Risiko keselamatan konstruksi besar:
e 1Tower>Rp.50M

Jumlah Tenaga Kerja

Risiko keselamatan konstruksi besar:
« 100 orang

Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:

e 25— 100 orang

Risiko keselamatan konstruksi kecil:
e < 25orang
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KONSTRUKSI JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
MENURUT
UU 2 TAHUN
2017

RUMAH TAPAK | Cut and Alf Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Slope > 45°
« Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah

Lempung
« Volume Tanah = 500.000 m*

Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:

« Slope > 15°-45°

« Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah
Timbunan

Risiko keselamatan konstruksi kecil:
¢ Slope < 15°
Gedung « Jenis Tanah: Tanah Batu

Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi besar:
« Semua komponen Pra Cetak
« > 2 lantai

Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
« Kolom dan Balok Pra Cetak

Risiko keselamatan konstruksi kecil:
« Sloof dan Pondasi Pra Cetak

Peralatan konstruksi Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
Hand Crane

DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS INFRASTRUKTUR BERBASIS
MASYARAKAT (IBM)

JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
Pekerjaan Infrastruktur Berbass | Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
Masyarakat (IBM), seperti: « Menggunakan alat berat.

v Pengembangan Infrastruktur | Risiko keselamatan konstruksi kecil:
Sosial Ekonomi Wilayah « Tidak Menggunakan alat berat,
(PISEW); » Mempekerjakan tenaga kerja di

v Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). bawah 25 orang,

« Teknologi yang sederhana.

Keterangan:

Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko kesclamatan konstruksi yang sudah
ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan
tingkat risiko Kesclamatan Konstruksi scbagaimana tertuang dalam contoh Tabel
Penctapan Tingkat Risiko Pekerjaan,
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PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA DAN SEDERHANA

Peralatan berat dengan menggunakan mesin yang operasionalnya
berbasis mckanikal, clektrikal, hidrolik, pneumatik yang terkontrol
sccara automatic dan digital, baik berdiri sendiri maupun terintegrasi
dalam satu sistermn, meliputi:

Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut:

¥ Peralatan angkat
a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet,

keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pnecumatic,
dengan kapasitas:

> 25 ton dan = 100 ton;

> 100 ton dan < 300 ton;

> 300 ton dan < 600 ton;

> 600 ton;

b. Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran
overhead, keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran
dinding dan keran sumbu putar, dengan kapasitas:

e > 25 ton dan < 100 ton;
e > 100 ton dan < 300 ton;
e > 300 ton dan < 600 ton;
e > 600 ton;

Teknologi tinggi

c. Launcher girder;
d. Mesin bor terowongan [tunnel boring machine).

¥ Peralatan angkut
a. Keran Mcnara (tower crane),
b. Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan:
* Jenis forklift dan/atau lift truk > 135 ton

v Pesawat pneumatic yang digerakan olech tenaga yang
menggunakan tckanan udara dengan kapasitas tekanan di atas
150 psi (Pounds per Square inch);

¥ Pesawat hidrolik yang digerakan olch cairan oli dengan kapasitas
tekanan >5000 psi (Pounds per Square inch);

v Tenaga penggerak listrik (generator sef] dengan kapasitas di atas >
200 KVA.

Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut:

¥ Peralatan angkat
a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet,
keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic,
dengan kapasitas:
e s/d 25 ton
b. Alat angkat listrik/lit barang/passenger hoist, keran
overhead, keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran
dinding dan keran sumbu putar, dengan kapasitas:
e s/d 25 ton
Teknologi Madya ¥ Peralatan angkut
Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan:
e Jenis forklift dan/atau lift truk s/d 15 ton
¥ Pesawat pneumatic yang digerakan olech tenaga yang
menggunakan tckanan udara dengan kapasitas tckanan 100 s/d
150 psi (Pounds per Square inch).
v Pesawat hidrolik yang digerakan olch cairan oli dengan kapasitas
tekanan diatas 1000 s.d 5000 psi (Pounds per Square inch).
¥ Tenaga penggerak listrik (generator set) dengan kapasitas 25 s.d
200 KVA.
¥ Peralatan mesin;
a. Mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk
(crusher machine).

b. Mesin bor, mesin derad, mesin gunting/potong plat, mesin rol
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dan tckuk plat.
¥ Peralatan berat:
Backhoe, excavator, bulldozer, loader, scrapper, asphalt finisher,
tandem roller, tyre roller.
¥ Peralatan ringan:
a. Tamping Rammer (Mesin Pemadat Ringan);
b. Vibrator (Mesin Penggetar dan pemadat beton cair);
c. Mesin pelurus, pemotong dan pembengkok besi beton;
d. Penycbar semen cair maupun semen campuran;
¢. Bar bender, bar cutter; dan
f. Peralatan sejenis lainnya.

¥ Pesawat pneumatic yang digerakan olch tenaga yang
menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan <100 psi
[Pounds per Square inch);

¥ Bor listrik, hammer drill, dan peralatan scjenis.

¥ Perkakas tangan scperti cangkul, palu, pahat, sabit, gergaji, kikir,
obeng, tang, dan peralatan scjenis.

Teknologi Sederhana ¥ Mesin sederhana:

mesin asah, poles dan pelicin,

mesin tuang dan cetak, tempa dan pres,

mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah,

mesin penyaring pasir, mesin pengisi, mesin pengungkit,

mesin pengaduk, serta mesin lain yang scjenis.

nanEp
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TABEL PENENTUAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BERDASARKAN
HARGA PER SATUAN WAKTU

>1T

1T

900 M

800 M

700 M

500 M

400 M

300 M

200 M

100 M

Aepnans

< 100 M

eS| PEAS

BOM

70 M

60 M

SO M

40 M

30 M

10M

<10M

9M

&M

™
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7. SPESIFIKASI DAN STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI DAN ALAT
PELINDUNG KERJA
[No. SATUAN STANDAR KETERANGAN |

) A Helm SNI ISO 3873 Meclindungi kepala dari benturan, kejatuhan
Keselamatan/ benda-benda dari atas, dil
Safety Helmet _ _

2. Pelindung SNI 4849 / SNI 4850 / Meclindungi mata dari partikel-partikel
Wajah/Face ANSI Z87.1 / ANSI gram/benda-benda yang sangat halus
Protection Z.87.1

3. Pelindung Produk dalam proses Melindungi mata dari paparan sinar
Mata/ Safety SNI sementara merujuk | ultraviolet, dari debu, dll
Glass kepada ISO 4851/ 1SO

4852/ ANSI Z87.1 & CE

4. Kacamata Produk dalam proses Melindungi mata dari radiasi bahan / zat
Pelindung SNI sementara merujuk | kimia, terpapar zat kimia.

Mata/ Safety kepada ISO 6161 / ANSI
Goggles ZB87.1 Standard

Produk dalam proses Gas Welding & Cutting Goggle
SNI sementara merujuk

ISO 4850 / EN166 /

EN169 f EN175 / ANSI

Z87

3. Pelindung EMS54 /ANSI §3.19/ Meclindungi telinga dari suama kebisingan yg
Pendengaran/E | ANSI 83.19-1 melebihi ambang batas / db
ar Mufflers/ Plug

6. Pelindung Produk dalam proscs Melindungi Hidung dari debu, kotoran / gram
F;cma'fasan/ SNI sementara merujuk bahan bericarat/besi

espiratory 1SO 16972 /
NO504C/N9504CS/RMP
2E /8210 3M

7. Masker Produk dalam proses
Pelindung SNI sementara merujuk
Pemafasan/ ISO 16972
Masker PVC

8. Pelindung
tangan/Hand
Protection

9. Sarung tangan SNI-06-0652 / SNI 06- Mclindungi Tangan dari bahaya kesetrum
listrik / Electric 0652 / SNI 06-1301 / Listrik dengan tegangan rendah s/d tinggi
Glove SNI 08-6113 sesuai dengan penggunaan, diantaranya:

— Resistance 5 KVA/5.000 Volts

— Resistance 10 KVA/10.000 Volts
— Resistance 20 KVA/20.000 Volts
— Resistance 30 KVA/30.000 Volts
— Resistance 40 KVA/40.000 Volts

10. | Pakaian o Melindungi badan
Pelindung/Appa
rel Protective

11. | Sepatu SNI 7037
pengaman/ Safe
ty Shoes — _ _

12, | Alat Pelindung SNI 8604 / EN 361 / ISO
Diri di 10333-1
ketinggian/ Full
Body Harness

13. | Helm Las dan Produk dalam proses
Pelindung SNI sementara merujuk
Tangan/ ISO 4850 / WCH
Welding Cutting | 01/WCH 162L/ WH
Helmet and 162L /Helm las WS160F
Hand Shield

14. | Tirai las/ 60.209
welding curtain

16. | Sepatu SNI-7079 / SNI Sepatu khusus untuk pekerjaan kelistrikan,
pengamanan 0111 /ANSIZ 41 / SNI harus mampu menahan paparan listrik 20 -

www.peraturan.go.id

2019, No.1690



2019, No.1690

-502-

kelistrikan 7037 / Sepatu Safety 30 KV test voltage
Wreckers SNI Pendek
Tali kX 841H
15. | Pakaian {Produk dalam proses DF 520-7310 Jacket + Pant Reflection
Keamanan/ SNIj DF 520-7010 Wearpack + Reflection
Safety Clothing
for Safety Officer
16. | Jas Hujan/ (Produk dalam proses DF-JHWT bahan PVC, jaket & celana pinggang
Raingear SN} clastis
17. | Sabulk {Produk dalam proses
pengaman/ SNI, sementara menguk
Sofeq) et 1S0 16024)
18. | Tali Lanyard {Produk dalam proses
SNI, sementara menguk
ISO 10333-2)
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8. CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN PERTAMA

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

[kota], [tanggal bulan tahun]
Nomor
Lampiran

Kepada Yth.

[Nama Dircktur Utama Penyedia Jasa]
[Nama Badan Usaha Penycedia Jasa|

di [alamat badan usaha Penyedia Jasa|

Perihal: Surat Peringatan Pertama dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan cvaluasi dari Tim Keselamatan
Konstruksi terhadap:

Inspcksi Persiapan Pekerjaan.................

Inspeksi Proses. ..o

Inspcksi Akhir Pekerjaan.................

Inspecksi Peralatan Keselamatan Kerja............o...e

Pemakaian Alat Pelindung Diril.................

Laporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.................

Kebersihan Tempat Kerja.................

Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sckali
Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai.................
Terjadi kecelakaan /sakit akibat kerja.................

LETET ET LT LT

dengan ini kami memberikan Surat Peringatan Pertama kcpada Penyedia
Peckerjaan Konstruksi karena belum/tidak melakukan Penerapan Sistem Manajemen
Kesclamatan Konstruksi secara benar, scsuai dengan Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK).

Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Pekegaan Konstruksi untuk
melakukan upaya perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, terhitung diterbitkannya
Surat Peringatan Pertama ini. Apabila Surat Peringatan Pertama ini tidak
ditindaklanjuti, maka kami akan memberikan Surat Peringatan Kedua.

Satuan kerja......oc......
Pcjabat Pembuat Komitmen...........
[tanda tangan]

[nama lengkap]
| | AP N
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9. Contoh Format Surat Peringatan Kedua

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

|kota], [tanggal bulan tahun]
Nomor
Lampiran

Kepada Yth.

[Nama Direktur Utama Penyedia Jasa)
[Nama Badan Usaha Penyedia Jasal

di [alamat badan usaha Penyedia Jasa|

Perihal: Surat Peringatan Kedua dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan

B T T

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan ecvaluasi dari Tim Kesclamatan
Konstruksi terhadap upaya tindak lanjut Penyedia Pekerjaan Konstruksi terhadap
Surat Peringatan Pertama Nomor .................. yang diterbitkan tanggal.................. 5
dengan memperhatikan:

Batas waktu perbaikan yang diberikan, terlewati

Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sckali

Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai

Terjadi kecelakaan sctelah Surat Peringatan Pertama

dengan ini  kami memberikan Surat Peringatan Kedua kepada Penyedia Jasa
karena belum/tidak menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama sccara benar, sesuai
dengan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan upaya
perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, terhitung diterbitkannya Surat Peringatan

Kedua ini. Apabila Surat Peringatan Kedua ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan
memberikan Surat Penghentian Pekerjaan untuk sementara.

Satuan kerja......ooaain
Pecjabat Pembuat Komitmen...........
[tanda tangan]

[nama lengkap]
NIRS sucoovisimassons
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10. Contoh Format Surat Penghentian Pekerjaan

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

[kota], [tanggal bulan tahun]
Nomor
Lampiran

Kepada Yth.

[Nama Dircktur Utama Penyedia Jasa]
[Nama Badan Usaha Penyedia Jasa|

di |[alamat badan usaha Penyedia Jasal

Perihal: Surat Penghentian Pekerjaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan hormat,

Dengan merujuk dan memperhatikan:
Surat Peringa

dan evaluasi pencrapan K3, bahwa:

Batas waktu perbaikan, terlampaui
Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sckali
Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai

Terjadi kecelakaan /sakit akibat kerja

Dengan ini kami memberikan Surat Penghentian Pekerjaan untuk sementara kepada
Penyedia Peckerjaan Konstruksi sampai dengan dilaksanakannya Upaya perbaikan
penerapan Kesclamatan dan Keschatan Kerja secara benar, sesuai dengan Rencana
Kerja Keselamatan dan Keschatan Kerja - Kontrak (RK3K)

Segala risiko akibat dari penghentian pekerjaan ini, baik material maupun non-
material menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

Satuan kerja..............
Pecjabat Pembuat Komitmen...........

[tanda tangan]

[nama lengkap|
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11. Contoh Format Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja

|[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]|
SURAT KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA
Yang bertandatangan di bawah ini:
[nama Pejabat Pembuat Komitmen)]
[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]|
Menerangkan bahwa:

[nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi|
[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi|

Telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Kerja (SPMK) dengan Nomor

................... dengan waktu penyelesaian selama ..... (dalam huruf) hari
kalender, terhitung mulai tanggal ............ bulan......... tahun......... sampai
dengan tanggal ............ bulan......... tahun......... dan selama melaksanakan

pekerjaan tersebut telah menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi dengan pencapaian ...... Jam kerja “Nihil Kecelakaan Kerja".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal bulan tahun]
Pejabat Pembuat Komitmen............

[tanda tangan]

[nama lengkap]
| | AP N

12. CONTOH PERINCIAN MATA PEMBAYARAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI UNTUK PEKERJAAN GEDUNG (SEBAGAI
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ILUSTRASI, URAIAN PEKERJAAN, KUANTITAS, DAN HARGA SATUAN
DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI PEKERJAAN
KONSTRUKSI)

Nama Pekernaan konstrksi Renovasi Gedung Il Tahap 2, UPKTEK. Wil-lll (Wisma Bali 2) Denpasar
Nila: Kontrak Pekerjoan konstruksi
IRp}

Jangka Waktu

:9.393.008.000

7 bulan

NO.

URAIAN PEKERJAAN

BATUAN

KUANT
ITAS

HARGA
SATUAN (Rp.)

TOTAL HARGA
(Rp.)

I

ol

v

VI {IV*Y)

Vil

Penyiapan RKK :

a

Pembuatan dokumen Rencana
Keselamatan Konstruksi

b

Pembuatan prosedur dan instruksi
kena

c

Penyiapan formulior

5.000.000,00

5.000.000,00

Memperhatika
n jumlah dan
yenis
pekerjaan
yang
dikerjnkan

A

Sub Total Penyiapan REK

5.000.000,00

Sosialisasi, promosi dan pelatihan:

Induksi K3 (Safety induction)

Org

60

74500,00

450.000,00

Memperhatika
o periiman
jumlah
pekerja, tamu
dan staf

Pengarahan K3 (Safety Bricfing)

Org

60

%15.000 00

900.000,00

Memperhatikun
perkiraan
jumiah pekerja
dan risiko k3
pekeziaan

Pelatihan K3:

Bekera di ketinggian

7.500,00

150.000,00

Memperhatikan
perkiraan
jumiah peketja
serts jumlah
dan jenis
pekerjaan

Penggunaan bahan kimia (MSES)

Org

.Usl
3

75.000,00

Memperhatikun
perkiraan
jumiah pekerja
serta jumlah
dan jens
pekerjaan

Simulasi K3

Org

.{ng
g

375.000,00

Memperhatiknn
perkiraan
sumiah pekerja
dan risiko k3
pekerjann

Spanduk (Banner)

Lb

w

150.000,00

750.000,00

Memperhatikinn
okosi
pekerjann dan
waktu
pekerjaan

Poster

Lb

50.000,00

250.000,00

Memperhatikun
lokasi
pekerjann dan
waktu
pekerjaan

Papan Informasi K3

Bh

500.000,00

500.000,00

Memperhatikiun
ristko k3
pekerjaan

Bub Total Sosialisasi, Promosi dan
Pelatiban

3.450.000,00

Alat

Pelindung Kerja dan Alat Pelindung

Diri:

APK antara lain:

Jaring Pengaman (Safety Net)

15.000.000,00

15.000.000.00

Sesuai
kebutuhan

Tali Keselamatan (Life Line)

5.000,000.00

5.000.000,00

Sesuai
kebutuhan

3)

Pagar Pengaman (Guard Railling)

15.000.000,00

15.000.000,00

Sesuas
kebututhan
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SATUAN KUANT HARGA TOTAL HARGA oy
it -2 e UKURAN ITAS SATUAN {Rp.) (Rp.)
I it m v v VI {IV*V) vit
. Sesuai
4 Pembatas Area |Restricted Arca) L= 1 3.000,000.00 3.000.000,00
kebutuhan
b | APK antara lain:
Memperhatikan
i Pel oy J — 75 000 - 625 perkirnan
1) | Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 75 75.000,00 5.625.000,00 jumiah peloerja
tamu dan staf
Pelindung Mata (Coggles, 34 @ Sesuai
2) Spectaciesi Psg 20 25.000,00 500.000,00 kebutuhan
3) | Tameng Muka (Face Shield) Bh 2 300.000,00 600.000,00 Sestini
x kebutuhan
4 Pelindung Pernafasan dan Mulut Bh 100 5.000.00 500.000.00 Sesuai
Masker] krbutuhan
5) | Sarung Tangan (Safety Gloves| Psg 20 15.000,00 300.000,00 Sesuai
g o kebutithan
Memperhatika
6) | Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Psg 75 350.000,00 | 26.250.000,00 | ® Perkiraan
- Jjumlah pekenja
tamu dan staf
- Penumjang Seluruh Tubuh (Full o or 2 Sesuai
7 Body Harness) 8h 10 750.000,00 7.500.000.00 fstactiban
8) | Rompi Keselamatan (Safety Ves Bh 75 25.000,00 1.875.000,00 Sewt)
) S i - e S ) kebutuhan
~ X Sesuai
9) Celemek |[Apron/ Coveralls) Bh 2 50200000 300.000,00
kebutuhan
10) | Pelindung Jatuh (Fall Arrester) Bh iy 100.000,00 1.000.000,00 Sesuai
= kebutuhan
Sub Total Alat Pelindung Kerja
c dan Alat Pefind Diri 82.450.000,00
4 | Asuransi dan perizinan :
a Asurans: s 1 13.943.008,00 13.943.008.00
D Sub Total Asuransi dan perizipan 13.943.008,00
3 | Personel K3 Konstruksi :
Memperhotics
a | Ahli K3 Konstruksi on 7| 10.000.00000 | 70.000.000.00 | p perkiraan
jumlah pelkerja
dan nsiko k3
pelkenaan
Biaya
b Petugas K3 Konstruks: oB 0 0,00 0,00 dimasukkan
ke dalam haaya
personel
manajeral
E Sub Total Personel K3 70.000.000,00
6 | Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:
Memperhatika
, ’ n perkiraan
n |XEfAlatin K {Kotale POK; Tand, Ls 1 1.500.000,00 1.500,000.00 | jumlah pekerja
Obat Luka, Perban, dll)
dan nstko k3
pekerjnan
Sesuai
> 2 5
b Peralatan Pengasapan |Fogging) Ls 2 500.000,00 1.000.000.00 Kebutuhan
Bub Total Fasilitas, sarana dan
F oy Rt 2.500.000,00
7 | Rambu- Rambu yang diperlukan:
a | Rambu petunjuk Bh 5 75.000,00 375.000,00 Semua
g £ s i > kebutuhan
b | Rembu larangan Bh 3 75.000,00 375.000,00 Sesui
kebutuhan
c | Rambu peringatan Bh 5 75.000,00 375.000,00 Semul
x ~ & ; s ! kebutithan
d | Rambu kewajiban Bh 5 75.000,00 375.000,00 Semical
kebutuban
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NO.

URAIAN PEKERJAAN

SATUAN

KUANT
ITAS

HARGA
SATUAK {Rp.)

TOTAL HARGA
(”p.)

KET

m

v

v

VL {IV*V)

vit

Rambu informasi

Bh

w

75.000,00

375.000,00

Sesuai
kebutuhan

Jalur Evakuass: {Escape Route)

500.000,00

500.000,00

Sesuai
kebutuhan
memperhatika
n jenis
pekerjnan dan
nsiko k3
pekerjaan

Sub Total Rambu-rambu yang
diperlukan

2.375.000,00

Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:

Ahli K3 Konstrulks:

g

0,00

0,00

Sesua
kebutuhan
memperhatika
n jenis
pekeaan dan
waktu
pelaksanaan
pekerjann

Sub Total Konsultansi dengan
Ahli terkait Keselamatan
Konstruksi

0,00

Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatap Konstruksis

Alat Pemadam Api Ringant (APAR)

550.000,00

2.200.000,00

Sesuai
kebutuhan
memperhatikn
n jenis
pekerjaan dan
nsiko k3
pekerjann

Bendera K3

Bh

150.000,00

150.000,00

Sesuai
kebutuhan
memperhatika
n jenis
pekerjnan dan
nsiko k3
pekerjaan

Program Inspelsi

"

.000.000,00

2 .000.000.00

Memperhatika
n perkiraan

jumlah Ekcrl.\

Pelaporan dan Penyelidikan Insiden

500.000,00

500.000,00

Sesuai
kebutuhban
memperhatis
n waktu
pelaksanaan
pekerjaan

Pembuatan Kartu Identitas Pekerja
(KIP)

Lb

-~
wm

7.000,00

525.000,00

Sesuai
kebutuhan
memperhatikn
n jenis dan
waktu

;tkerinnn

Lain- Lain Terkait Pengendalian
Risiko Kesel ksi

5.375.000,00

Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Gedung

Rp. 184.568.008,00

Catatan:

1. Harga yang tercantum pada Tabel D merupakan Contoh Perincian Mata
Pembayaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, harga dapat
berubah dan dimaksudkan untuk menjadi contoh cara pengisian format.

2. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan
Konstruksi termasuk pakar dan praktisi.
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13. CONTOH PERINCIAN MATA PEMBAYARAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN KONSTRUKSI UNTUK PEKERJAAN JEMBATAN

(SEBAGAI ILUSTRASI, URAIAN PEKERJAAN, KUANTITAS, DAN HARGA

SATUAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI

PEKERJAAN KONSTRUKSI
Nama Pekegaan konstruksi

Pembangunan Jembatan X

Asums: Nilai Pekerjaan konstruks 30.000.000.000

Jangka Waktu 12 bulan
BATUAN
KUANTI HARGA TOTAL
NO. URAIAN PEKERJAAN PEMBAYA TAS SATUAN (Rp.) GA (Rp.) KET
1 1l il v v Vi (IV*V) Vil
1 | Penyilapan RKK:
Pembuatan dokumen Rencana ’
7 | Keselamatan Konstruksi Memiperhatikan
Set \ jumlah dan jenis
p [ Pembuatan prosedur dan > 5.000.000,00 5.000.000,00 | pekerjasn yang
instruks: kena dlkcqqkan-
c Penyiapan formulir
A e R e SRS 5.000.000.00
2 | Sosialisasi, promosi dan pelatihan:
Memperhatikan
a Induksi K3 |Safety Induction) Org 50 7.500.00 375.000.00 p‘;t;:arl.u]l:::lnh
A 75 A y ,
dan staf
Memperhatikan
b | Pengarahan K3 (Safety Bricfing) ‘;;f;:“:ﬂ;:‘:ﬁ‘n
k3 pekerjnan
Mem perhatikan
" Pertemuan Keselamatan (Safety o 40 perkiraan jumiah
Talk dan /atau Tool Box Meeting) B 15.000,00 600.000,00 | pekeria dan ristko
k3 pekerinan
d | Pelatihan K3:
Memperhatikan
3.500.000,00 perikiraan jumiah
1) P3K e, 1 RPrEy pekerja serta
3.500.000,00 Jumlah dan jenis
pekerjaan
Memperhatikan
perkiraan jumiah
2) Bekerja diketinggian Org 6 | 2.000.000.00 12.000.000.00 pekeria serta
= ' - ) ) jumilah dan jenis
prkennén
Memperhatikan
r perkiraan jumiash
4; |l S Omg 0 7.500,00 300.000,00 | pekerjo dan risiko
k3 pekerjnan
Memperhatikan
2 lokasi pekerjaon
- Spanduk {Banner) Bh 10 250.000.00 2.500.000.00 | dan walktu
peke=rjaan
Memperhatikan
" lokaxi pekerjann
fi | Faatan HE an 350.000,00 | 2.500.000,00 | dan waktu
pekeriaan
Memperhatikan
8 Papan Informasi K3 Bh 2 risileo k3
- =0
1.500.000,00 3.000.000,00 pekeriaan
= Sub Total Sosialisasi, Promosi
dan Pelatihan 24.775.000.00
3 | Alat Pelindung Kerja |[APK) dan Alat Pelindung Diri (APD):
a | APK antara lain:
I ~ Seauni
1). | daring Pengaman (Safety Nel) La ' 20.000.000,00 | 20.000000,00 | kebutukan
’ Sesuni
A): | o8 Neoncianmbian. (e L) Lo ' 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | kebutuhan
] § 2 Sesuai
;| Feomban ey (Sl Dedd - '] 1500000000 | 15.000.000,00 | kebutuhan
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SATUAN
KUANTI HARGA TOTAL
NO. URAIAN PEEERJAAN PEMBAYA TAS SATUAN (Rp.) HARGA (Rp.) KET
1 1l 11 1V A VI (IV*V) Vil
Sesuni
A\ - - 12
4) | Pagar Pengaman (Guard Railling) 1= 1 5.000.000,00 5.000.000.00 | kebutuhan
Sesuni
5) | Pembatas Area (Restricted Area) Ls 1 1.500.000.00 1.500.000.00 | kebutuhan
b | APD antara lain:
Memperhatikan
. . periarzan jumiah
1) | Topi Pelindung (Safety Helmet) Hh 80 75.000,00 | 6.000.000,00 | pekeria tamu dan
staf
2) Pelindung Mata (Goggles, Pag 80 Sesuni
Spectacles) : 25.000,00 2.000.000,00 | kebutuhan
N Shi = Sesuni
3y, | Tsmeng Mulka (Faoe: Shiskd) Hh B 300.000,00 |  1.500.000,00 | kebutuhan
m Pelindung Pernafasan dan Mulut Box 10 Sesuai
Maskesr) 50.000,00 500.000,00 | kebutuhan
Sesuani
3 . v’ e P,
5) | Sarung Tangan |Safety Gloves) Psg BO 15.000.00 1.200.000,00 | kebutuhan
Memperhatikan
&) Sepatu Keselamatan (Safety Ps 80 perkiraan jumiah
" | Shoes) B 350,000,090 | 23.000.000,00 | pekerjia tamu dan
staf
7 Penunjang Sehuruh Tubuh (Full ah 3 Sesuai
! | Body Harness) ) 780.00000 | 2.250.000,00 | kebutuban
) c ’ Sesuni
8) | Rompi Keselamatan (Safety Vesf) Bh B0 25 000,00 2.000.000.00 | kebutuhan
= Sesuni
9 > 5 / (L S " =
9) | Celemek (Apron/ Coveralls) Bh 5 150.000.00 750.000.00 | kebutuhan
"y Sesuai
10) | Pebndung Jatuh {Fall Arrester| 10 250.000.00 2.500.000.00 | kebutuhan
Sub Total Alat Pelindung Kerja
c (APK) dan Alat Pelindung Diri 93.200.000.00
JAFDY
4 | Asuransi dan Perizinan:
u | Amoang t= '| 3155000000 | 31.550.000,00
Mengad: tanggung
jawab penyedia
) dan
b Surat lzin Laik Operasi (SILO) Set 2 memperhatikan
perkiraan jumiah
Menjad: tanggung
Sertifiknt Kompetens: Opemtor jawab penyedia
yang diterbitkan oleh dan
c lembaga/instansi yang berwenang Bh 2 memperhatikan
sesual dengan ketentuan perkirnan jumish
peraturan perundang - undangan pekeria untuk alat
berat
Surat Pengesahan Organisasi K3 :
(P2K3), sesuai dengan ketentuan Menjadi
d Bh 1 tanggung jawab
peraturan perundang - undangan
dan penyedsa
320 - Memperhatikan
¢ | Perizinan terkait lingkungan kerja La 1 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | jenis pekerjaan
D Bub Total Asuransi dan
perizinan 46.550.000.00
8 | Personel K3 Konstruksi:
Memperhatikan
3 K 2 2 D ( iy 2
a | Ahli K3 Konstruksi oB 12 10.000.000.00 120.000.000,0 | perk raan jumlah
0 pekerja dan
b Petugas K3 Konstruksi oB 0 ristko k3
pekerjaan
» 2 -
c Petugas Tanggap Darurat o8 12 3.000.000.00 | 36.000.000.00 Binya
dimasukkan ke
P3K o 9 dalam biaya
4: |RetigmTaK . 12 3.000.000,00 | 36.000.000,00 personel
manajenal
- Petugas Pengatur Lalu Lintas on 12 :’l;r:fr:“élx’niptk
|Flagman) o 3.000.000,00 | 36.000.000,00

Marga
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SATUAN

Ahli Keselamatan terkait
Jembutan

oJ

1.700.000,00

13.600.000,00

KUANTI HARGA TOTAL
NO. URAIAN PEEERJAAN PEMBAYA TAS SATUAN (Rp.) GA (Rp.) KET
1 1l I Vv A VI (IV*V) Vil
Memperhatikan
perkiraan jumlah
pekerja dan
risiko k3
) o 3 pekerjann,
¥, | S o 2 300000000 | 36.000000,00 | Biaya
dimasukkan ke
dalam baya
personel
manajerial
Sub Total Personel K3 PP AP
264 .000.000,0
E Ko ksi 64.000.0 '“':7
6 | Fagilitas, sarana dan prasarana keschatan :
Memperhatikan
Peralatan PIK {Kotak PIK, Tandu, . . Sericsere e
* | Obat Luka, Perban dll) 1.500:000,00 | 1.500.000,00 [ PF¥=0% 4=
risiko k3
pekerjaan
Memperhatikan
Ruang P3K (Tempat Tidur Passen, perkiraan jumlah
b | Stetoskop, Timbangan Berat Ls 1 18.000.000.00 15.000.000.00 prk.:.'].': dan
Badan) risiko k3
pekerjaan
c Peralat Pengaaa {Fi ing) L= 1 Sexuai
% dpopeec i oo asdde s 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | kebutuhan
- Sub Total Fasilitas, sarama dan,
prasarana keschatan 17.500.000,00
7 | Rambu- Rambu yang diperfukan;
a | Rambu Petunjuk Bh
b | Rambu Larangan Bh
c Rambu Penngatan Bh
d | Rambu Kewajiban Bh
e Rembu Informasi Bh
Mengikuti Spek
f | Rambu Pekerjaan Sementara Bh Umum Bina
Marga
g [ Jalur Evakuasi (Escape Route) Ls
h Tongkat Pengatur Lalu Lintas oh
(Waming Lights Stick)
i Kerucut Lalu Lintas |Traffic Cone) Bh
] Lampu Putar {Rotary Lamp) Bh
k | Lampu Selang Lalu Lintas 1=
a Sub Total Rambu-rambu yang
diperiukan
8 | Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:
Sesuni
leebutuban
memperhatikan

jenis pekerjaan
dan waktu
pelaksansan
pekerjaan

Sub Total Konsultansi dengan
Ahli terkait Keselamatan
HKonstruksi

13.600.000,00

E I Lain- Lain Terkait Pengendalian Keselamatan Konstruksi:
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SATUAN
NO. URAIAN PEEERJAAN PEMBAYA
RAN

KUANTI HARGA TOTAL

TAS SBATUAN (Rp.) | HARGA (Rp.) o

1 1l 111 1V V VI (IV*V) Vil

Sesuni

lebutuhban

a | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Bh 4 o memperhatikan
550.000,00 00.000,00 | jenis pekerjaan

dan risiko k3

pekerjasn

(5]
»

Sesuni
lebutuhban
memperhatikan
150°000,00 150.000,00 | jenis pekerjaan
dan risiko k3
pekerjann

b Bendera K3 Bh i

Sesuni
lebutuhban

4 ' memperhatikan
150.000,00 600.000,00 | jenis pekerjaan
dan risiko k3
pekerjann

¢ | Lampu Darurat {Emergency Lamp) Bh

Memperhatikan

b\ =0 7.000,00 420.000,00 | Periiraan jumlah
pekerja

Pembuatan Kartu Identitas
Pekerja (KIP)

Sesuni

Ls ke butuhan
memperhatikan
4.000.000,00 4.000.000,00 | waktu
pelaksanaan
pekerjann

e | Program Inspeksi 1

Sesuni

x lebutuhban
Pelaporan dan Penyelidikan Ls 1 memperhatikan

Insiden 1.000.000,00 1.000.000,00
jenis dan waktha
pekerjaan

Lain- Lain Terkait Pengendalian
1 Risiko Keselamatan

8.370.000,
i . 370.000,00

Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Jembatan Rp. 472.995.000,00

Catatan:

1. Harga yang tercantum pada Tabel E merupakan Contoh Perincian Mata
Pembayaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, harga dapat
berubah dan dimaksudkan untuk menjadi contoh cara pengisian format.

2.Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan
Konstruksi termasuk pakar dan praktisi.
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14. CONTOH PERINCIAN MATA PEMBAYARAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN
ILUSTRASI,

KONSTRUKSI

Nama Pekerjnan
konsatruksi

Nilai Kontrak Pekerjaan
konstruksi (Rp)

Waktu

: 8 bulan

URAIAN PEKERJAAN,
DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI

: 61.996.551.000

KONSTRUKSI UNTUK PEKERJAAN IPAL (SEBAGAI
KUANTITAS, DAN

HARGA SATUAN

PEKERJAAN

: Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah, Terpusat Kota Denpasar, Tahap 11

NO.

URAIAN PEKERJAAN

KUA

TAS

TOTAL
HARGA (Rp.)

VI {IV*y)

vii

1| Pe

nyiapan RKK:

Pembuatan dokumen Rencana
Keselamatan Konstruksi

Pembuatan prosedur dan mstruks:
kerja

Penyiapan formulir

Set

5.000.000,00

5.000.000,00

Memperhatikan
jumlah dan

jenis pekerjaan
yang dikejakan

Sub Total Penyiapan REKK

5.000.000,00

2 | Sosialisasi, promosi dan pelatihan:

Induksi K3 (Safety Induction)

Org

i
w

.IJg‘
g

562.500,00

Memperhatikan
perkiraan

Jumlah pekera,
tamu, dan staf

Pengarahan K3 (Safety Briefing)

Memperhatikan
perikirann jumlah
pekerya dan
risiko k3
pekersaan

Pertemuan keselamatan (Safety Talk
dan /atau Tool Bax Mecting)

Org

15.000,00

-500.000,00

Memperhatikan
perkiraan jumiah
pekerja dan
risiko k3
peleeriaan

Pelatihan K3

Bekerja di ketinggian

.US:
2

150.000,00

Memperhatikan
perkirnan jumish
pekerya serta
Jumiah dan jenis
pekeraan

Penggunaan bahan kimia (MSDS)

Org

7.500,00

150.000,00

Memperhatikan
perkirnan jumish
pekerza serta
jumlah dan jenis
pelorriaan

3

Anabsia keselamatan pekerjann

Org

40

7.500,00

300.000,00

Memperhatikan
perkiraan jumiah
pekersa serta
jumlah dan jenis

pelkerjaan

4)

Perilaku berbasis kesslamatan
(Budaya K3)

Org

7.500,00

750.000,00

Memperhatikan
perkiraan jumiah
pekerja serta
jumlah dan jnis
peloeriaan

P3K

Org

1.750.000,00

.000.000,00

Memperhatikan
perkiraan jumiah
pekersa serta
jumlah dan jenis
pekenaan

Simulns: K3

7.500,00

750.000,00

Memperhatikan
perkiraan jumiah
pekersa dan
risiko k3
pekenaan

Spanduk (Banner)

150.000,00

1.500.000,00

Memperhatikan
lokasi pekerjaan
dan waktu
pekerjaan
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SATUAN | KUA HARGA TOTAL
NO. URAIAN PEKERJAAN PEMBAY | NTI SATUAN HARGA (Rp.) KET
ARAN | TaAs (Rp.) P
1 1 | v A VI (IV*Y) v
Memperhatikan
= X lokas: pekerjaan
g | Poster b 10 50.000,00 500.000.00 | dan waktu
pekerjaan
Memperhatikan
h | Papan Informas: K3 Bh 1 500.000,00 500.000,00 | P=%° k3
pekernjaan
Sub Total Sosialisasi, Promosi dan
B tatihan 13.662.500,00
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:
a | APK antara lain:
1) | Tali Keselamatan (Life Line) Ls 1 5.000.000,00 5.000.000,00 | Sesua
kebutuhan
0 = ; £, . Sesuai
2) | Pagar Pengaman (Guard Ruailling) Ls 1 15.000.000.00 15.000.000,00
g kebutuhan
. Sesual
3) | Pembatas Area (Restricted Area) Ls 1 3.000.000.00 3.000.000,00
kebutuhan
b | APD antara fain:
Memperhatikan
3 1
1) | Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 100 75.000,00 7.500.000,00 | Perkiraan jumish
pekerza tamu
dan staf
2) | Pelindung Mata (Goggles, Spectacies) Psg 75 25,000 00 1.875.000,00 S
| (Cog . 2 d o ' O gy kebutuhan
= . Sesuai
3) | Tameng Muka (Face Shicld) Bh 2 300,000,000 600.000,00
kebutuhan
1 i r ul
4 Pelindung Pernafasan dan Mulut Box 10 50°000,00 500.000.00 Sesuai
Masker) kebutuhan
5) | Sarung Tangan (Safety Gloves) Psg " 15.000,00 1.125.000,00 Sesuai
- . o . = 2z s e kebutuhan
Memperhatikan
6) | Sepatu Keselamatan (Safestf Shoes] Pag 25 350.000,00 8.750.000,00 ;"’I""‘"";;‘:"“h
dan stal
Memperhatikan
e Sepatu Keselamatan (RubberSafety n -z q - g perkirnan jumish
) | Shoes and Toe Cap) Pg 75 250.000,00 | 18.750.000,00 | PO R
dan stal
8) Penunjang Seluruh Tuboh (Full Bh 20 750.000.00 15.000.000.00 Sesuai
Body Hamess) kebutuhan
= . o Sesuai
9) | Rompi Keselamatan (Safety Vest Bh 100 25.000,00 2.5300.000,00
o kebutuhan
10) | Celemek (Apron/ Coveralis) 8h 2 40.000,00 80.000,00 | Sesuai
kebutuhan
. Sesual
11} | Pelindung Jatuh (Fall Arrester) Bh 10 100.000,00 1.000.000,00
kebutuhan
12) | Blower Bh 2 15.000.000.00 | 30.000.000,00 | SeFuai
kebutuhan
13) | Prear Pengaman Pekerjaan Ls 1| 1000000000 | 10.000.00000 | Scsuai
konstruksi kebutuhan
@ Sub Total Alat Pelindung Kerja 120.680.000,0
dan Alat Pelindung Diri o
Asuransi dan perizinan:
a Asuransit Ls 1 63.546.551.00 63.546.551,00
Mensads
tanggung jawab
b | Surat Izin Laik O SILO Set 4 0,00 0,00 | Penyedia dan
urat Izin peras: | ! et . ¥ memperhatikan
perkirann jumiah
aiat berat
Menjzads
Sertifikat Kompetensi Operator yang tanggung jawab
B diterbitkan oleh lembagn finstansi ah 4 0.00 0.00 penyedia dan
vang berwenang sesuni dengan memperhattkan
undang - undang perkiraan jumiah
peleeria untuk
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diperiukan

SATUAN | KUA HARGA TOTAL
NO. URAIAN PEKERJAAN PEMBAY | NTI SATUAN HARGA (Rp.) KET
ARAN | TaAs (Rp.) P
1 1 | v A VI (IV*Y) vi
alat berat
Surat Pengesahan Organisas: K3 Menjadi
d (P2K3), sesuai dengan peraturan Bh i 0,00 0,00 | tanggung jawab
vang beriaku penyedia
e | Perizinan terkait Engkungan ket Ls 1| 1s.000.00000 | 15.00000000 |Memperhatikan
jenis pekerynan
D Sub Total Asuransi dan perizinan 78.546.551,00
3 | Personel K3 Konstruksi:
a | Ahli K3 Konstruksi oR 0 0,00 | Memperhatikan
b | Petugas K3 K % on 8| 4.000.00000 | 32.000.000,00 | Periraan
tugas onstruksi : E . 2. 00 jumlah pekeria
c | Petugas tanggap darumt oR 8 4.000.000,00 | 32.000.000,00 | dan risiko k3
ekerjaan,
d Petugas P3K oB 8 4.000.000.00 32.000.000,00 lplm\':?
Petugas pengatur lalu lintas 2 pe o dimasuldcan ke
¢ | Plagman) Org 10 4.000.000,00 | 40.000.000,00 | dalam biaya
personel
f Tenaga Paramedis OB 8 4.000.000,00 32.000.000,00 | manajerial
E Sub Total Personel K3 Konstruksi 168, 000.000.(0’
6 | Fasilitas, sarana dan prasarana keschatan:
Memperhatikan
kiraan
Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, =N 2 et
{ =00 0
3 | Obat Luka, Perban.dll) Ls I 1S500.900,00 1.5300.000,00 jumlah pcls.cm
dan nisiko k3
pekerjaan
12
Memperhatikan
- . . ¢ perkiraan
b, | Famog P fempet Tador Pasien, L& 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | jumlah pekeria
Stetoskop, Timbangan Berat Bosfan) MRy
dan nisiko k3
pekerjaan
c | Peralatan Pengasapan (Foggirt Ls 1 1.000.000.00 1.000.000,00 | Sesua
alat engasapan (Foggiry) 5 ‘ . 5 3 : § kebitukan
v Sub Total Fasilitas, sarana dan 17.500.000,00
prasarana keschatan
7 | Rambu- Rambu yang diperiukan:
& = ) Sesuai
2 7 50
a Rambu petunjuk Bh 20 5.000,00 1.500.000,00 Senlrichian
b | Rambu larangan Bh 10 75.000,00 750.000,00 | Sezuai
kebutuhan
¢ | Rambu peringatan Bh 20 75.000,00 1.500,000,00 | Sesuai
N N kebutuhan
d | Rambu kewajiban Hh 20 75.000,00 1.500.000,00 | Sesuai
kebutuhan
e | Rambu informasi Bh 20 75.000,00 1.500.000,00 | Semuai
kebutuhan
f | Rambu pekerjann sementara Bh 30 75.000,00 2.250.000,00 :::Z:Ihan
d | Jalur Evakuasi (Escape Route) Ls i 500000 500.000,00 | Sesuai
kebutuhan
Tongkat pengatur lalu lintas Sesum
g 5 22
E | \wam ing Lights Stick) Bs 14 150:000:00 000000 kebutuhan
- & 9 . | Sesuai
h | Kerucut lalu hintas (Traffic Cone) Bh 20 100.000,00 2,000.000,00
J. kebutuhan
i Lampu putar (Rolary Lamp ) Bh 5 500.000,00 2.300.000,00 e
. ol TERCELT IS kebutuhan
Sesuai
1 e
i Lampu selang lalu lintas Ls 1 2.500.000,00 2.500.000,00 Ystigtntmn
a Sub Total Rambu.rambu yang 18.750.000,00
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SATUAN | KUA HARGA TOTAL
NO. URAIAN PEKERJAAN PEMBAY | NTI SATUAN HARGA (Rp.) KET
ARAN | TaAs (Rp.) P
1 1 | v A VI (IV*Y) v
8 | Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:
Sesuai
kebutuhan

a | Ahli Lingkungan oJ 8 1.700.000.00 | 13.600.000,00 | memperhatikan
jenis pekeraan
dan waktu
pelaksanaan
pekerjaan

b | Ahli Perpipaan aJ 8 1.700.000,00 13.600.000,00

Sub Total Konsuitasi dengan Ahli
” terkait Keselamatan Konstruksi 427.200.000,00
9 | Lain- Lain Terkait Pen'endll-hn Risiko Keselamatan Konstruksi:

a Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Bh 10 550 000,00 5.500.000,00 | Sesua
kebutuhan
memperhatikan

b Sinne Bh 2 150.000,00 300.000,00 | jenis pekenaan
dan rimko k3
pekerinan

2

c | Bendera K3 B 50.000,00 100.000,00 E:;ﬂ?;hm

d | Lampu Darurat (Emergency Lamp) Bh 4 70.000,00 280.000,00
Sesual

B P?mbumnn Kartu Identitas Pekegja b 75 7.000.00 525.000,00 kebutuhan

KIPy memperhatikan
Jumlah pekera
Sesuai
kebutuhan

f Program [nspeksi den Audit Intemal Ls i 5.000.000,00 5.000.000,00 | memperhatikan
jernis dan waktu
pekerinan
Sesuai
kebutuhan

g Pelaporan dan Penyelidikan Inasiden Ls 1 500.000,00 500.000,00 | memperhatikan
jenis dan walktu
pekerjaan

Sub Total Lain- Lain Terkait
1 Pengendalian Risiko Keselamatan 12.205 000,00
Konstruksi
Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan IPAL Rp. 461.544.051,00
Catatan:

1. Harga yang tercantum pada Tabel F merupakan Contoh Perincian Mata
Pembayaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, harga dapat
berubah dan dimaksudkan untuk menjadi contoh cara pengisian format.

2.Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan

Konstruksi termasuk pakar dan praktisi.

15. Format Audit
Konstruksi

Internal Penerapan SMKK pelaksanaan pekerjaan
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Tabel 1. Lembar Pemeriksaan SMKK

KATEGORI TEMUAN

No. | No. KRITERIA HASIL OBSERVASI

A | KEPEMIMPINAN DAN
PARTISIPASI PEKERJA
DALAM KESELAMATAN
KONSTRUKSI

A.l | Kepedulian pimpinan
terhadap isu internal dan
eksternal

1 A l.l | Penyedin Jasa menetapkan
isu internal dan cksternal
yvang dapat mempengaruhi
penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan
Konstruksi {(SMKK)
Penyedin Jasa membentuk
organisasi pengelola SMKK
berdasarkan persyaratan
peraturan

3 A.1.3 | Besaran organisasi
pengelola SMKK
disesuaikan dengan skala
pekennan konatruksi

4 A.1.4 | Penyedin Jasa wajib
menunjul penanggung
jawab pengeloln SMKK yang
memilki  kompetens:  di
bidangnya untuk
bertanggung jawab
terhadap pengelolann
administrasi dan
operasional keselamatan
konstruksi

N
&
=

5 A.1.5 | Susunan, tugas, wewenang
dan tanggung jawnb
organisasi pengelola SMKK
ditetapkan secara tertulis
oleh manajemen Penyedia
Jasa.

A2 | Komitmen Keselamatan
Konstruksi
6 A2l | Penyedia Jasa mempunyai
kebijakan keselamatan
konstruksi

7 A 22 | Kebijnkan Keselamatan
Konstruksi ditandatanganmi
oleh pimpinan tertinggi
penyedis fasa

8 A.2.3 | Kebijokan Keselamatan
Konstruksi
dikamunikasikan kepada
selurubh pemangku
kepentingan, baik para
pemangku kepentingan
internal maupun

pemangku kepentingan
cksternal.

9 A 2.4 | komitmen untuk mencegah
dan mehlndungi terhadap
ancaman dan/atau
gangguan keamanan dalam
berbagai bentuk, dan
perlindungan terhadap
keselamatan keteknikan
konstruksi, manusia, barta
benda, material, peralatan,
masyarakat umum serta
Iingkungan

10 A

N
w

Pimpinan Penyedia Jasa | (Dibuktikan dengan bukti berupa
terlibat dalam | foto safety mecting yang dihadiri
meningkatkan  partisipasi | oleh Pimpinan Penyedia Jasa.
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KATEGORI TEMUAN |

SESUAI

pekerja dalam  penerapan
Keselamatan Konstruks:

A26

Penyedin Jasa memastikan
kinerja Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi
sesun: dengan sasarmn dan
program yang ditetapkan.

(Menyertakan laporan bulanan
pelaksanaan SMKK dengan
persetujuan pimpinan di lapangan)

A2T7

Penyedin Jasa harus secara
bherkesinambungan
melakukan konsultas:
dengan pekerjn dan/atau
perwakilan /serikat  pekerja
mencaloup kegiatan
perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi kinerja dan
tindakan perbaikan SMKK.

(Menyertakan bukti kehadiron dan
komunikasi dengan pekerja,
foto-foto)

serin

PERENCANAAN
KESELAMATAN
KONSTRUESI

Identifikasi Bahaya

Penilaian
Pengendalian,dan Pe!

Penyedia Jasa menetapkan
Identifikas: Bahaya,
Penilaian Risiko,
Pengendalian, dan Peluang.

(Contoh tertuang dalam dokumen
RKK)

Penyedin Jasa mempunyai
data-data terkait
kecelakaan baik kecelakann
ringan, sedang maoupun
berat.

(Contoh Tertuang dalam lampiran E
Format Laporan Pelaksanaan RKK
dan Laporan Akhir Pelaksanaan
RKK)

Penyedia Jasa melakukan
peninjauan ulang
Identifikasi Bahaya
Penilaan Risiko,
Pengendalian dan Peluang
apabila terjadi kecelakaan
kerja baik kecelakann
ringan, sedang maupun
berat.

Identifikas: seria
penilaian risiko,
pengendalian, dan peluang
keselamatan konstruksi
serta kepatuhan terhadap
peraturan perundangan
dan lainnya yang
terdokumentasi dengan
baik

bahaya

Penyedia memiliki Analisis
Keselamatan Kerja  (Job
Safety Analysiz) untuk
pekerjaan  yang berisiko
Keselamatan Konstruksi
sedang dan tinggi,
pekerjnan yang  jarang
dilakukan, pekerjsan yang
menggunakan alat khusus,
diturunkan dari  metode
kerja konstruksi.

Rencana tindakan
{Sasaran dan Program)

Penyedin Jasa menetapkan
sasaran keselamatan
konstruksi  pada setiape
fungsi dan tahapan
pekerjnan konstruksi

(Contoh Tertuang dalam deokumen
RKK)

Sasaran Keselamatan
Konstruksi yang dibuat
harus konsisten dengan
kebijakan kesclamatan
konstrulksi dan dapat
diukur.

(Contoh Tertuang dalam dokumen

RKK}
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SESUAI

Penywdin
menetapkan
berdasarkan
perencanaan
konstrulksi

dalam
sasaran
dari
keselamatan

Jasa

(Contoh Tertuang dalam dolumen
RKK}

Penyedin jasa melakukan
komunikasi kepada selurub
karyawan dan pekena
konstruksi terkait Sasaran
Keselamatan Konstrulsi
yang telah ditetapkan

(Memastikan
dengan
dokumen,
checklisf)

SMKK
buleti
dan/atau

berjalannya
menyertakan
foto, jadwal

N
[N

B2S5

Penyedin jasa melakukan
evaluasi terkait sasaran
keselamatan konstruksi
vang telah ditetapkan

(Hasil laporan evaluasi bulanan)

Penyedia Jasa menetapkan
program keselamatan
konstruksi berdasarkan
sasArannya

(Contoh Tertuang dalam doloumen
RKK}

Penyedia jasa memastikan
program keselamatan
konstruksi dilaksanakan

(Hasil laporan alkhir penerapan RKK)

STANDAR DAN
PERATURAN

B.a.1

Penyedin Jasa
mengidentifikasi dan
melaksanakan  peraturan
dan standar
Konstruksi

menerapkan SMKK.

Keselamatan
dalam

(Contoh Tertuang dalam dokumen
RKK. kondisi di lapangan harus
sesuai dengan  peratumn  yang
beriaku))

B32

Penyedia Jasa menetapkan
standar terkait pengadaan
Alat Pelindung Diri (APD)
dan Alat Pelindung Kerja
{APK)

[contoh tertuang pada lampiran)

Penyedin Jasa membuat
daftar tanggal habis masa
berlaku dan melakukan
perpanjangan surat izn,
lisensi dan sertifilat

KONSTRUKSI

(daftar disesuaikan)

DUKUNGAN
KESELAMATAN

Sumber Daya

Penyedin Jasa menyiapkan
sumber daya yang
diperlukan untuk
penerapan, pemeliharaan,
dan peningkatan
berkesinambungan dari
SMKK

(Contoh Tertuang dalam dokumen
RKK}

Penyedin jasa menyiapkan
sarann dan prasarana di
dalam menerapkan SMKK.

[sarana prasarana menyesuaikan
dengan kebutuhan dalam
pelaksanaan pekerjaan pada
doloumen RKK)

30

Penyedin Jasa
mengalokasikan biava
SMKK pada setiap kegiatan
konstruksi

(Contoh Tertuang dalam dokumen
RKK)

Kompetensi

31

Jasa
personil
konstruksi

Penyed
menyedinkan
kesclamatan

yang kom peten

32

(dibuktikan dengan sertifikat
kompetensi kerja)

Penyedia jasa mempunyai
Petugas Keselamatan
Konstruksi/ Ahli K3
Konstruksi yang kompeten
dan bersertifikat

(dibuktilkan dengan sertifikat

kompetensi kerja)

33

Penyedin Jasa mempunyni
Petugas Tanggap Danamt
yang telah mendapat
pelatihan

(dibuktikan dengan jadwal beserta
laporan pelatihan tanggop darurat)

34

Penyedia Jasa mempunyai
Petugas P3K yang telah
diberi pelatihan dan
melaksanakan pelatihan
kepada pekeria

(dibuktikan dengan jadwal beserta
laporan pelatihan P3K)
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No. KRITERIA HASIL OBSERVASI
SESUAI | MINOR | MAJOR

35 C.2.5 | Penyedin jasa | (dibuktikan dengan sertifilcat
mempekerjakan pekenja | kompetensi kerja  sesuai  dengan
yang mempunyai sertifikat | jenis pekerjaan)
kompetensi sesuai
bidangnva

C.3 | Kepedulian

36 C.3.1 | Penyedin jasa memastikan | (Memastikan  pekerja mengetahui
pekenin mengetahui | kebijakan Keselamatan Konstruksi
kebijakan  dan sasaran | dengan menyertakan bukti
Keselamatan Konstrulksi dokumen, foto, jadwal sosialisasi

dan/atau cheoklis)

37 C.3.2 | Penyedin Jasa menganalisis | (Contoh Tertuang dalam dokumen
rencana  pelatihan  terkait | RKK]}
kebutuhan kompetensi
pekerja.

C.4 | Komunikasi

38 C.4.1 | Penyedin Jasa mempunyai | ([dibuktikan dengan SOP Komunikasi
prosedur komunikasi | Keselamatan Konstruksi vang
Keselamatan Konstruksi dimiliki oleh penyedia jasa)

39 C.42 | Penyedin Jasa membuat | (dibuktikan dengan joadwal
jadwal komunikasi | komunikasi Keselamatan
Keselamatan Konstruksi | Konstruksi)
kepada semua  pekerja
selama kegiatan konstruksi
berlangsung.

C.5 | Informasi
Terdokumentasi

40 C.5.1 | Penyedia Jasa mempunyai | (Contoh Tertuang dalam dokumen
manual, prosedur, gambar | RKKj
kerja, Instruksi Kerja, dan
dokumen yang diperiukan
di tempat kerja sejenisnya.

D | OPERASI KESELAMATAN
KONSTRUKSI

D.1 | Perencanaan Keselamatan
Konstruksi

41 D.1.1 | Penyedin Jasa memiliki | (Contoh Tertuang dalam dokumen
penanggungiawab untuk | RKK}
setiap tahapan pekerjaan

42 D.1.2 | Penyedin Jasa mempunyai | (Dibuktikan dengan bukti berupa
prosedur dan  instruksi | dokumen pelaksanaan prosedur dan
kerja yang terdokumentasi | instruksi kerja)
terkait operasi keselamatan
konstrulksi

43 D.1.3 | Penyedin Jasa menetapkan, | (Contoh Tertuang dalam dokumen
menerapkan dan | RKK)
memelihara
pengendalian ristko untuk
menghilangkan bahaya dan
mengurangi risiko SMKK.

44 D.1.4 | Penyedin Jasa melakukan | (Contoh Tertuang dalam dokumen
pengendalian rnisiko | RKK)
keselamatan konstruksi
dengan menghilangkan
bahayn; penggantian
proses, opemsi, bahan,
atau peralatan dengan yang
tidak berbahaya;
melakukan rekayasa
Teknik; melakukan
pengendalian administrasi;
dan penggunann alat
pelindung diri yang
memadai

D.2 | Pengendalian Operasi

45 D.2.1 | Penyedin Jasa melakukan | (Conteh Tertuang dalam Lampiran
pengendalinn operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laporan
pengelolaan komunikasi. Akhir Pelaksanaan RKK)

46 D.2.2 | Penyedia Jasa melakukan | (Conteh Tertuang dalam Lampiran
pengendalian operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laporan
pengelolaan ixin kerja | Akhir Pelaksanaan RKK)
khusus

47 D.2.3 | Penyedia  jasa melakukan | (Dibuktikan dengan dokumen JSA)
Analisis Keselamatan
Pekerjaan / JSA  dalam
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KATEGORI TEMUAN

No. | No. KRITERIA HASIL OBSERVASI

SESUAI | MINOR | MAJOR
melaksanakan pekerjaan
vang berisiko besar dan
sedang,

48 D.2.4 | Penyedia Jass memiliki | (Dibuktikan dengan  SOP/Intruksi
prosedur pengoperasian | Kerja Pengoperasian alat)
alat.

49 D.25 | Penyedin  jasa memiliki | (dibuktikan dengan dokumen
Perencanasan angkat (lifting | perencanaan)
plan) Alat anghkat /
an_;kul Jlouncher girder.

50 D.2.6 | Penyedin Jasa melakukan | (Contoh Tertuang dalam Lampiran
pengendalian operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laporan
pengelolnan alat pelindung | Akhir Pelaksanaan RKK)
kerjn dan alat pelindung
diri.

51 D.2.7 | Penyedin Jasa | (Dibuktikan dengan ketersedisan di
menyedinkan APD, APK | lapangan/ dokumen foto)
sesun: kondisi bahaya dan
jumlah tenaga kerja  di
lapangan

52 D.2.8 | Penyedin Jasa | (Dibuktikan dengan ketersediaan di
menempatkan rambu- | lapangan/ dokumen foto)
rambu berdasarkan bahaya
dan tngkat risiko
Keselamatan Konstruksi

53 D.2.9 | Penyedin Jasa membuat | (Dibuktikan dengan ketersediann di
konstruksi sementara yang | lapangan, dokumen pendukung,
aman dan kokoh terkait | dan/atau foto)
dengan penanggulangan
bahaya karena lingkungan,
contoh: turap . lkisdam

54 D.2.10 | Penyedin Jasa membuat | (Dibuktikan dengan ketersediann di
konstruksi sementara yang | lapangan, dokumen pendukung,
aman dan kokoh langsung | dan/atau foto)
terkait dengan pekerjaan
konstruksi jembatan
Contoh: Perancah, Girder
Lounching, Girder Erection,

Jembatan sementara_dll

55 D.2.11 | Penyedin Jasa melakukan | (Contoh Tertuang dalam Lampiran
pengendalian operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laporan
pengelolaan lingkungan | Akhir Pelaksanaan RKK)
kerja.

56 D.2.12 | Penyedia Jasa | (Dibuktikan dengan dokumen
menyediakan fasilitas bagi | fasilitas bagt tenga kerja)
tenaga kerja seperti:

Barak, Kantin, MCK yang
memadal sesual peraturan
dan perundangan

57 D.2.13 | Penyedia Jasa | (Dibuktikan dengan jadwal dan foto
melaksanakan program SR | pelaksanaan progrom 5R)
(Ringlaas, Rapi, Resik,

Rawat dan Rojin)

58 | D.2.14 | Penyedin jasa telah | (Dibuktikan dengan dokumen
melaksanakan pengukuran | pendulcung)
lingkungan kerja.

59 D.2.15 | Penyedin Jasa membuat | (Dibuktikan dengan ketersediaan di
perencanann dan | lapangan, dokumen pendukung,
melaksanakan progmm | dan/atau foto)
mengatasi limbah
pekerjaan konstrulksi
sepertic sampah, sisa
beton/ asphalt, puing-
puing, dil,

60 D.2.16 | Penyedia  Jasa membuat | (Dibuktikan dengan dokumen
prosedur penenimaan, | SOP/Intruksi Kerja)
penyimpanan, penggunaan
dan pemusnahan material
B3 dengan sosialisai sesuai
Lembar Data Keselamatan
Bahan (LDKB/MSDS|

61 D.2.17 | Penyedin Jasa membuat | (Dibuktikan dengan ketersediaan di
tempat penyimpanan | lapangan, dokumen pendukung,
sementarn/ pembuangan | dan/atau foto)
limbah di lapangan sesuai
peraturan perundangan
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No. | No. ERITERIA HASIL OBSERVASI
SESUAI | MINOR | MAJOR

62 D.2.18 | Penyedin Jasa mengangkut | (Dibuktikan dengan Surat Perjanjian
limbah sesuni  peraturan | Kerjasama dengan pihak
perundangan. penganglkut limbah dan/atau

dokumen pengelolaan mbah secara
internall

63 D.2.19 | Penyedin Jasa melakukan | (Contoh Tertuang dalam Lampiran
pengendalian operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laporan
pengelolaan keschatan | Akhir Pelaksanann RKK)
keria

64 D.2.20 | Penyedia Jasa melakukan | (Dibuktikan dengan dokumen
pengendalian operasi pada | pendukung)
pengelolaan  perlindungan
sosial tenaga kerja.

65 D.2.21 | Penyedia Jasa melakukan | (Contoh Tertuang dalam Lampiran
pengendalian operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laporan
pengelolaan  keselamatan | Akhir Pelaksanaan RKK)
instalasi

66 | D.2.22 | Penyedin Jasa melakukan | (Contoh Tertuang dalam Lampiran
pengendalian operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laparan
pemeliharaan sarana, | Akhir Pelaksanann RKK)
prasarsns, tias peniletas.

67 D.2.23 | Penyedia jasa menyediakan | (Dibuktikan dengan ketersediaan di
alat pemadam apt nngan | lapangan, dokumen pendukung,
pada lokasi pekerjaan dan/atau foto)

68 D.2.24 | Penyedin Jasa di dalam | ([Dibuktikan dengan Surat  lzin
mengoperasikan alat berat | Operasional bagi  pekerja  yang
di lapangan telah memiliki | mengoperasikan  alat  berat dan
surat @in laik operasi | Surat [zin Laik Operasi untuk alat
(SILO) dan operator yang | berat)
kompeten [(memiliki SIO
dan dilengkapi foto pekerja
yang ditempel poada
peralatan tersebut)

69 D.2.25 | Penyedia Jasa melakukan | (Contoh Tertuang dalam Lampiran
pengendalian operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laporan
pengamanan lingkungan | Akhir Pelaksanaan RKK)
kerja.

70 | D.2.26 | Penyedin Jasa melakukan | (Contoh Tertuang dalam Lampiran
pengendalian operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laparan
inspeksi Keselamatan | Akhir Pelaksanaan RKK)

Konstruicsi.

71 D.2.27 | Penyedia Jasa melakukan | (Dibuktikan dengan jadwal inspeksi
inspeksi dan pemeliharaan | dan pemeliharann alat secara harian
alat secara berkala melalui dolkumen rekapan bulanan)

72 D.2.28 | Penyedin Jasa | (Dibuktikan dengan dokumen check
menggunakan daftar simak | list pelaksanaan inspeksi
fcheck list) pada saat | Keselamatan Konstruksi)
melaksanakan inspelksi
Keselamatan Konstruks:

73 | D.2.29 | Penyedin Jasa melakukan | (Contoh Tertuang dalam Lampiran
pengendalian operasi pada | Laporan Pelaksanaan dan Laparan
pengendalian rantai pasok. | Akhir Pelaksanaan RKK)

74 D.2.30 | Penyedin Jasa membuat | (Dibuktikan dengan dokumen
prosedur penerimaan dan | SOP/Intruksi Kerja)
penyi:nannn material

75 | D.2.31 | Penyedia Jasa membuat | (Dibuktikan dengan dokumen
prosedur pemindahan dan | SOP/Intruksi Kerja)
penggunaan material

76 | D.2.32 | Peniyedia Jasa melakukan | (Dibuktikan dengan bukti berupa
pengendalian operasi pada | jadwal, foto, dokumen pelaksanaan
pengelolaan rekayasa lalu | pengaturan  lalu lintas  dengan
lintas menempatkan petugas,

menyesuaikan dengan jenis
pckeriann knnstruk:il

77 | D.2.33 | Peniyedia Jasa membuat | (Dibuktikan dengan dokumen
rencana dan melaksanakan | perencanaan, jadwal, dokumentasi
Tanggap Darurat (banjir, | kegiatan)
gempa bumi dan bencana
alam lainnya)

78 | D.2.34 | Penyedin Jasa | (Dibuktikan dengan dokumentasi
menyediakan dan | kegiatan)
menyispkan pertolongan
pertama  pada kecelakaan
(P3K) serta Kotak P3K

79 | D.2.35 | Penyedia Jasa dalam | [dibuktikan dengan bukti pelaporan
menghadap: kejadian | dan Berita Acara)
kondisi darurat harus
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SESUAI

melaporkan kecelakaan
berat, knsus kematian, dan
kejadian berbahaya kepada
| pihak-pihalk terkait.

EVALUASI KINERJA
KESELAMATAN
KONSTRUKSI

Pemantauan, Pengukuran
dan Evaluasi

B8O

Penyedia  jasa melakukan
pemantauan terkaat
pelaksansan  keselamatan
konstruksi dan
kepatuhan

evaluasi

(Dibuktikan dengan check [list,
dokumen hasil evaluani dan
dokumentasi kegiatan)

Bl

Penyedin jasa memastikan
SeInus peralatan yang
membutuhkan  ketepatan
dalam pengukuran di
Jealibrasi

(Dibuktikan dengan dokumen
pengujian terkait yang dibutuhkan)

Penyedin josa memastikan
kinerja Keselamatan
Kanstruksi dilakukan
pengukuran sesuni standar
yang berlaku

(Dibuktikan
evalunsi

dolumen
kinerja

dengan
pengukuran
Keselamatan Konstruksij

B3

Penyedin Jasa
mendokumentasikan  hasil
pemantauan dan

Pengukuran

(Dibuktikan dengan dolumen hasil
Pemantauan dan pengukuran)

E.2

Audit Internal

B4

Penyedia jasa melakukan
audit internal terkait
penerapan keselamatan
konstrulest

(Dibuktikan dengan check [fist
dokumen hasil evaluasi dan
dokumentasi kegiatan)

E22

Hasil audit internal di
dokumentasikan

(Dibuktikan dengan dokumen akhir
hasil audit internal)

E3

Tinjauan manajemen

B6

E3.1

Penyedia Jasa melakukan
manajemen
konstruksi
perbaikan

tinjauan
kesclamatan
untuk

berkelanjutan
—

|Dibuktikan dengan laporan tinjauan
manajemen keselamatan konstruksi
untuk perbaikan berkelanjutan)
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Tabel 2. Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi

2019, No.1690

Nama Paket Pekerjaan :
Pemilik Pekerjaan :
Kontraktor :

Konsultan Pengawas/ MK :

Tanggal Pemantauan :

1. KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS

Tidak/
No Pertanyaan Ya/Ada Tidak Keterangan Nilai
ada
1 | Shop Drawing Pekerjaan Risiko besar
2 | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Risiko besar
3 Struktur Organisasi beserta Ringkasan Tugas, Tanggung
“ | Jawab dan Kewenangan
4 | Perhitungan Struktur Pekerjaan Risiko besar
5 Perhitungan kapasitas Formwork dan Falsework Pekerjaan
Risiko besar
6 | Kurva S
- | Data Monitoring Pergerakan Pekerjaan yang memiliki Risiko
besar (Positioning, Settlement, Defleksi)
2. MEMENUHI KETENTUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Tidak/
No Pertanyaan Ya/Ada Tidak Keterangan Nilai
ada
1 | Dokumen RKK ada di Pekerjaan konstruksi
2 | Daftar Risk Register Pekerjaan Risiko besar
3 | Laporan SMKK Bulanan
4 | Izin Kerja (Work Permit) Pekerjaan Risiko besar
5 | Terdapat JSA yang diturunkan dari Mctode Pekerjaan
3. MENGGUNAKAN TENAGA KERJA KOMPETEN BERSERTIFIKAT
Tidak/
No Pertanyaan Ya/Ada Tidak Keterangan Nilai
ada
1 | Tenaga Ahli
2 | Tenaga Terampil pada Pekerjaan Risiko besar
3 | Opcrator Alat Berat
4. MENGGUNAKAN PERALATAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAIKAN
Tidak/
No Pertanyaan Ya/Ada Tidak Keterangan Nilai
ada
1 | Alat Berat Memiliki SILO
2
= | Perhitungan Kapasitas Alat Angkat (lifting plan)
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5. MENGGUNAKAN MATERIAL YANG MEMENUHI STANDAR MUTU
Tidak/
No Pertanyaan Ya/Ada Tidak Keterangan Nilai
ada
1 | Laporan Uji Material (Tanah, Aspal, Semen, Baja)
6. MENGGUNAKAN TEKNOLOGI YANG MEMENUHI STANDAR KELAIKAN
Tidak/
No Pertanyaan Ya/Ada Tidak Keterangan Nilai
ada
1 | Teknologi yang Digunakan Tidak Pernah Kecelakaan
2 | Langkah Metode Kerja terdapat di dalam Izin Kerja
7. MELAKSANAKAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR (SOP)
Tidak/
No Pertanyaan Ya/Ada Tidak Keterangan Nilai
ada
1 | SOP Pemberian 1zin Kerja
2 | SOP Persetujuan Scbelum Pelaksanaan Pekerjaan
2 | SOP Pengawasan Pekerjaan
4 | SOP Persctujuan sctelah pelaksanaan Pekerjaan
5 | SOP Pengecckan Alat Berat
KONDISI YANG BERBAHAYA TINDAKAN YANG BERBAHAYA
Pengamanan tidak sempurna pada (Check (Check
alat (tidak terdapat safety ) List) List)
v/x v/x
D1 Peralatan E1 | Mciakukan pekerjaan tanpa

wewenang, lupa mengamankan,

lupa memberi tanda/peringatan

D2 | Peralatan/bahan yang tidak E2 | Bekerja dengan kecepatan
scsuai peruntukan berbahaya

D3 | Kecacatan, ketidaksempurnaan E3 | Mcmbuat alat pengaman tidak
(kondisi tidak semestinya, berfungsi (melepaskan, mengubah,
misalnya: kasar, licin, tajam, dan lain-lain).
timpang, aus, retak, rapuh, dan
lain-lain}

D4 | Pengaturan proscdur yang tidak E4 | Mcmakai peralatan yang tidak
aman [misalnya: penyimpanan, aman, tanpa peralatan

peletakan yang tidak aman, di
luar batas kemampuan,
pembebanan lebih, faktor

psikososial, dan lain-lain).

D5 | Penerapan tidak sempurna ES5 | Memuat, membongkar,

(kurang cahaya, silau, dan lain- menempatkan, mencampur,

lain). menggabungkan dan scbagainya
dengan tidak aman (proses
produksi)

D6 | Ventilasi tidak sempurna E6 | Mcngambil posisi atau sikap tubuh
(pergantian udara segar yang tidak aman (ergonomi)
kurang).

D7 | Iklim kerja yang tidak aman E7 | Bekerja pada objek yang berputar
(suhu udara yang terlalu tinggi,, atau berbahaya ( misalnya
kelembaban udara yang membersihkan, mengatur, memberi
berbahaya, faktor biologi, dan pelumas, dan lain-lain).
lainlain).

D8 | Tckanan udara yang tidak aman
(tckanan udara vang tingei dll).
D9 | Getaran yang berbahaya
(getaran frekuensi rendah, dan
lain-lain).

D10 | Bising [suara yang intensitasnya
melebihi nilai ambang batas)
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D11 | Pakaian, kelengkapan yang
tidak aman (APD tidak sesuai
standar).
D12 | Kejadian berbahaya lainnya
(bergerak atau berputar terlalu
lambat, peluncuran benda,
ketel/tangki melendung,
konstruksi retak, korosi, dan
lain lain)
TOTAL TOTAL
Total Penilaian:
Catatan:
Mengetahui,
No. Nama Tanda Tangan Keterangan
1 Pengguna Jasa
2 Penycedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
3 Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO
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